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KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusgia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk
Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 s /d 2026.
Ferubahan Rencana Kerja ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi bidang-
bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan
kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran pada
Badan Kepegawaiani dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja ini oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan
saran demi perbaikan penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli
Tengah ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerjaini disusun agar dapat menjadi

pedoman pada tahun 2025.

Pandan, Oktober 2025
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja(Renja) SKPD sebagai pedoman
kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai
kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Perubahan Rencana
KerjaPembangunan Daerah (RPD) Kabupaten dan sebagai implementasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)) daerah dan Renja SKPD
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan
sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana KerjaAnggaran (RKA)
Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplemen-
tasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga
penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 Page 1



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tahapan persiapan meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Akhir
Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Penyusunan RKPD/ Renja,
Orientasi mengenai RKPD/ Renja, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan
RKPD/ Renja dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD sebagaimana
dimaksud pada pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat (1)d. Perubahan
Rencana Kerjaperangkat daerah akan disempurnakan setelah BAPPEDA
mengajukan Rancangan Akhir RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah untuk memperoleh persetujuan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025
mengacu kepada Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2023 s/d 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020
tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23
Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli

Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :
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1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);

11.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan
kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

12.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

13.Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
800/88/BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan
Rencana Kerja(Renja) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka
waktu satu tahun.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan
akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan

penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 Page 4



Pengembangan

Kompetensi Manajerial dan

Fungsional

Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah
Jabatan Pimpinan
Tinggi,Jabatan Fungsional
dan Kepemimpinan dan
Prajabatan

JUMLAH ...

Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah Jabatan Pimpinan
Tinggi,Jabatan Fungsional
dan Kepemimpinan dan
Prajabatan
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Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Dalam Negeri

Adanya Lelang terbuka dan
Uji Kompetensi bagi JPT

Terlaksananya Diklat PKN
I, dan PKA

100%

100%

Page 24

100%

100%

424.999.500

215.697.300

6.352.450.669

1.388.585.860

1.074.577.360

314.008.500

7.098.701.511




1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka
dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah tahun

2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

BABIII PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BABIV PENUTUP
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BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Perubahan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025
merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun
2025 yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/
kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun Realisasi terhadap Renja untuk tahun 2025

Triwulan II (Kedua) yang dapat kami sajikan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, serta Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan total dana yang dianggarkan pada program ini
Rp. 4.678.416.379,--dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.152.084.711,-
(46,00% %)

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan dana Rp 8.777.900,- yang terealisasi sampai
Triwulan II yaitu sebesar Rp. 1.204.500,-
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Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total dana
yang dianggarkan Rp. 306.655.300,- telah terealisasi sebesar Rp 84.641.443
(27,60},-

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terdiri dengan dana sebesar Rp 364.905.200,- terrealisasi 156.176.465,- (42,80%)

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- telah terrealisasi
sebesar Rp. 38.125.000,- (38,13 %)

b. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui kegiatan
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi
serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Adapun total dana yang
dianggarkan adalah sebesar Rp 728.139.235,- dengan realisasi sebesar Rp.
65.701.645-,- (9,02%)

Pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 177.619.860,- dengan realisasi
sebesar Rp. 21.069.000,- (11,86%)

Pada kegiatan Mutasi dan Promosi dengan dana sebesar Rp.
198.244.800,- dengan realisasi Rp. 20.260.100,- (10,22%).

Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan dana sebesar
Rp. 292.830.700,- dengan terealisasi Rp. 5.260.000,(1,80%)

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan total dana

yang dianggarkan Rp. 59.443.875,- dengan realisasi Rp. 7.958.200,- (6,36 %)

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui
kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
dengan dana sebesar Rp. 934.929.600,- dengan realisas Rp. 196.939.400,-
(21,06%),
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah
sampai Triwulan II (Kedua) Tahun Anggaran 2025

4 5 6 7 8 10 13 14=7+13 15=14/6X100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

KEPEGAWAIAN
PROGRAM PENUNJANG = Persentasi Pengelolaan 100% 2.828.000.000 @ 28% = 803.458.264  100% @ 833.424.800 15 = 128.090.422 @ 34% = 280.147.408 57% 1.618.383.278 31%  872.604.104 BKPSDM
URUSAN Administrasi %
PEMERINTAHAN Kepegawaian yang
DAERAH akurat dan memadai
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, 100 36.000.000 72% 25.749.986 100% 16.024.900 8% 1.204.500 8% 1.204.500 | 75% 26.954.486 | 25% 9.045.514 | BKPSDM
Penganggaran dan %

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Tersusunnya Renja 100 22.000.000 70% 15.357.906 100% 9.997.800 0% 931.500,00 9% 931.500 74% 16.289.406 | 26% 5.710.594 | BKPSDM
Perencanaan Perangkat %

Daerah

Evaluasi Kinerja Tersusunnya LAKIP 100 14.000.000 74% 10.392.080 | 100% 6.027.100 5% | 273.000,00 5% 273.000 76% 10.665.080 | 24% 3.334.920 | BKPSDM
Perangkat Daerah %

Administrasi Umum 100 = 1.168.000.000 @ 62% = 729.413.268 | 100% & 352.494.700 13% 4.4735.343 | 24% @ 84.641.443 70% 814.054.711 30%  353.945.289 BKPSDM
Perangkat Daerah %

Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen 100 66.000.000 38% 25.227.840 100% 10.000.000 25% 2.488.000 50% | 4.987.000 | 46% 30.214.840 | 54%  35.785.160 | BKPSDM
Instalasi Instalasi Listrik %
Listrik/Penerangan

Penyediaan Peralatan Tersedianya ATK 100 186.000.000 49% 91.572.780 100% 44,999.900 0% 0 0% 0 49% 91572780 51%  94.427.220 ' BKPSDM
dan Perlengkapan %
Kantor
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Penyediaan bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Perundang-
undangan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantoratau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Tersedianya makanan
dan minuman serta alat
kebersihan

Tersedianya Cetakan
dan Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan PerUU

Terlaksananya
Koordinasi Dinas
BKPSDM

Tersedianya sarana dan
prasarana kantor yang
memadai

Tersedianya perangko
dan materai

Kegiatan rutin menjadi
lancar

Terpeliharanya
Peralatan Kantor

Tersedianya penunjang
kelancaran Kantor

100
%

70%
100
%
80%

100
%

100
%

100
%

74.000.000

126.000.000

86.000.000

630.000.000

360.000.000

360.000.000

1.064.000.000

34.000.000

530.000.000

130.000.000

370.000.000

560.000.000

103
%

66%

49%

65%

100
%

100%

58%

65%

40%

53%

73%

88%

76.289.240

83.258.464

42.077.600

410.987.344

573.767.241

22.000.000

211.986.226

69.349.015

270.432.000

233.260.880

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

34.999.600

39.999.800

19.995.400

202.500.000

123.355.979

123.355.979

364.905.200

9.989.200

120.500.000

35.000.000

199.416.000

100.000.000

18
%

3%
15
%

16
%

0%

0%

23
%

17
%
22
%

25
%

23
%

0%
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6.352.000

1.189.000

3.060.000

31.646.343

82.150.579

1.738.000

26.564.079

8.698.500

45.150.000

39%

25%

31%

24%

0%

0%

43%

42%

37%

50%

45%

38%

13.801.500

10.103.000

6.235.000

49.514.943

156.176.46
5

4.235.000

44.273.465

17.368.000

90.300.000

38.125.000

74%

56%

73%

0%

0%

4%

7%

48%

67%

97%

60%

90.090.740

93.361.464

48.312.600

460.502.287

438.931.086

26.235.000

256.259.691

86.717.015

360.732.000

338.442.995

-22%

26%

44%

21%

100%

31%

23%

52%

33%

3%

4%

(16.090.740)

32.638.536

37.687.400

169.497.713

360.000.000

334.056.294

7.765.000

273.740.309

43.282.985

9.268.000

21.557.005

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM



Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan pajak dan
Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Pengadaan,
Pemberhentian dan
informasi Kepegawaian
ASN

Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan
PPPK

Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN

Evaluasi Data, Informasi
dan Sistem Informasi
Kepegawaian

Mutasi dan Promosi
ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

Pengelolaan Promosi
ASN

Pengembangan
Kompetensi ASN

Terpeliharanya
kendaraan dinas dan
terbayarkannya pajak
kendaraan dinas
operasional

Persentase Pelayanan
Kepegawaian dan
Peningkatkan Kinerja
ASN Daerah

Terselenggaranya
Pengadaan ASN

Terfasilitasinya KORPRI

Ter-update-nya data
kepegawaian (SIASN)

Terlaksananya Kegiatan
BAPERJAKAT

Terlaksananya Kenaikan
Pangkat ASN

Terlaksananya Ujian
Dinas dan Penyesuian
ljazah

100
%

71%

48%

100

100
%
90%
95%

90%

100
%

560.000.000

2.862.000.000

552.000.000

1.450.000.000

230.000.000

322.000.000

1.220.000.000

190.000.000

1.030.000.000

860.000.000

490.000.000

42%

52%

19%

22%

20%

54%

84%

42%

41%

19%

233.260.880

1.480.595.119

220.456.621

313.063.302

45.344.822

175.111.799

504.630.929

80.634.429

423.996.500

185.579.020

90.890.000

100%

100%

100%

90%

100%

90%

95%

90%

100%

100%

70%

100.000.000

728.139.235

129.999.360

99.999.900

39.999.860

89.999.500

199.999.190

49.999.290

149.999.900

99.985.700

149.819.800

20 | 19.640.000

%

0%

0%

21
%

0%

0%

0%

6%

9% | 13.681.500,0

0%

0%

21.069.000

0

2.799.800

0
0,00

38%

1%

16%

21%

0%

0%

10%

6%

12%

0%

4%

38.125.000

65.701.645

21.069.000

21.069.000

20.260.100

2.799.800

17.460.300

5.260.000

48%

54%

44%

20%

54%

43%

44%

43%

20%

271.385.880

1.546.296.764

241.525.621

334.132.302

45.344.822

175.111.799

524.891.029

83.434.229

441.456.800

185.579.020

96.150.000

52%

60%

60%

7%

80%

46%

57%

56%

57%

78%

80%

288.614.120 ' BKPSDM

1.703.261.405 BKPSDM

331.543.379 BKPSDM

1.115.867.698  BKPSDM

184.655.178 BKPSDM

146.888.201 | BKPSDM

695.108.971 BKPSDM

106.565.771 | BKPSDM

588.543.200 BKPSDM

674.420.980 A BKPSDM

393.850.000 BKPSDM

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025

Page 10



Peningkatan Kapasitas
Kinerja ASN

Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Tanda Jasa
Bagi Pegawai

Pengelolaan
Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin
ASN

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi,Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
PelaksanaanSertifikasi,
Pengelolaan
Kelembagaan dan
TenagaPengembang
Kompetensi,
Pengelolaan
SumberBelajar, dan
Kerja Sama, serta

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025

Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
ASN

Adanya Satya Lencana
Karya Satya

Tertanganinya kasus-
kasus ASN

Persentase ASN yang
mengikuti Dikat Teknis
Struktural dan Diklat
Teknis Fungsional

Adanya Lelang terbuka
bagi JPT

Terlaksananya Orientasi
PPPK lulusan formasi
2023 sebanyak 266
orang

100
%

43%

90%

80%

45%

45%

90%

90%

490.000.000

600.000.000

230.000.000

370.000.000

4.850.000.000

5.995.000.000

1.145.000.000

4.850.000.000

19%

32%

42%

54%

8%

6%

32%

0%

90.890.000

298.128.400

97.169.920

200.958.480

366.489.169

366.489.169

366.489.169

70%

57%

90%

80%

100%

100%

100%

100%

149.819.800

124.999.900

49.999.950

74.999.950

549.995.700

640.696.800

424.999.500

215.697.300

4%

0%

%

10
%

35
%

30
%

45
%

0%

5.260.000

0

3.352.780

7.801.565,0
0

191.919.400

191.919.400

191.919.400

0
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4%

15%

15%

16%

36%

31%

46%

0%

5.260.000 | 20%

19.112.545 53%

7.452.180 | 45%

11.660.365 | 57%

0

196.939.400

12%

196.939.400 9%

196.939.400 49%

0 0%

96.150.000

317.240.945

104.622.100

212.618.845

0

563.428.569

563.428.569

563.428.569

80%

47%

55%

43%

112%

91%

51%

100%

393.850.000

282.759.055

125.377.900

157.381.155

5.431.571.431

5.431.571.431

581.571.431

4.850.000.000

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM



PengembanganKompete
nsi Pimpinan Daerah,
Jabatan PimpinanTinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

10.540.000.000 25% 2.650.542.552 75% 1.988.238.750 16%  320.009.82227% 542.788.45335% 3.728.108.611 76% 8.007.436.940
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran untuk pelaksanaan Manajemen Kepegawaian tahun 2025 disusun dan
ditampung pada APBD Tahun 2025 dengan jumlah Anggaran Rp. 6.352..450.669,-
Realisasi total pagu 2025 pada Triwulan I per 30 Maret sebesar Rp. 1.045.347.380,-
(16,46%) dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.
4.804.002.779,-

2. Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 907.751.090,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 640.696.800,-

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Triwulan II T.A. 2025 (Per 31 Maret 2025)

1 Program Penunjang Urusan Rp. 4.678.416.379  Rp.2.152.084.711  46,00%
Pemerintahan Daerah

2 Program Kepegawaian Daerah Rp. 728.139.235 Rp. 65.701.645  9,02%

3  Program Pengembangan Sumber Rp. 934.929.600 Rp. 196.939.400  21,06%

Daya Manusia

JUMLAH Rp. 6.341.485.214  Rp. 2.414.725.756 = 38,08%
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BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan
RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota
Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala
Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD.
PerubahanRencana KerjaPerubahan untuk tahun 2025 disusun mengacu pada
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026 dengan melakukan review

Realisasi Anggaran tahun berjalan.
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Tabel 3.1

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
PERUBAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN/ KOTA : TAPANULI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ SUMBER PAGU
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN Berkurang (10-12) DANA INDIKATIF
2025 (Rp)
- 8 4 8 9 10 11 12 13 15 20
. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5,352,450,809.00 6,352,450,669.00 7,201,331,666.00 1,848,880,857.00 2,259,000,000.00
. 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 5,352,450,809.00 6,352,450,669.00 7,201,331,666.00 1,848,880,857.00 2,259,000,000.00
PEMERINTAHAN
Bl 503 KEPEGAWAIAN 5,186,450,809.00 5,711,753,869.00 5,746,402,806.00 559,951,997.00 2,009,000,000.00
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase 100 % 100 % 4,531,450,809.00 4,804,002,779.00 4,776,410,402.00 -4,512,450,809.00 19,000,000.00
URUSAN PEMERINTAHAN pengelolaan
DAERAH KABUPATEN/KOTA administrasi
kepegawaian yang
akurat dan memadai
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran,dan ~ Jumlahdokume 7 dokumen 7 dokumen 16,028,809.00 16,024,900.00 8,777,900.00 -7,250,909.00 14,000,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat n perencanaan,
Daerah penganggaran dan
Evaluasi Kinerja pada
BKPSDMKab.T
apanuli Tengah
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 10,000,000.00 9,997,800.00 5,500,900.00 -4,499,100.00  DANA ALOKASI 8,000,000.00
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan UMUM (DAU)
Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 5 Laporan 5 Laporan 6,028,809.00 6,027,100.00 3,277,000.00 -2,751,809.00  DANA ALOKASI 6,000,000.00
Daerah Evaluasi Kinerja UMUM (DAU)
Perangkat Daerah
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat ~ Persentase 100 % 100 % 3,774,722,000.00 3,774,722,000.00 3,758,645,898.00 -16,076,102.00 0.00
Daerah Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
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5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5.03.01.2.06.0004

5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Orang yang 36 Orang/bulan 36 Orang/b ulan 3,774,722,000.00 3,774,722,000.00 3,758,645,898.00 -16,076,102.00  DANA ALOKASI 0.00
Menerima Gaji dan UMUM (DAU)

Tunjangan ASN

Jumlah Paket 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 13,158,500.00 3,158,500.00  DANA ALOKASI 0.00
Komponen Instalasi UMUM (DAU)

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

4 Paket 4 Paket 35,000,000.00 34,999,600.00

4 Dokumen 20,000,000.00 19,995,400.00 19,995,400.00

Persentase 100 % 100 % 0.00
Pengadaan Barang
Milik Daerah

57,417,225.00 22,417,225.00  DANA ALOKASI 0.00

UMUM (DAU)

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

4 Dokumen -4,600.00 DANA ALOKASI 0.00

UMUM (DAU)

123,355,979.00 0.00

123,355,979.00 123,355,979.00

55,285,200.00 0.00

Persentase 100 % 100 %
Penyediaan Jasa
Penunjang

340,700,000.00 364,905,200.00 395,985,200.00
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5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 120,500,000.00 120,500,000.00 120,500,000.00 0.00  DANA ALOKASI 0.00
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa UMUM (DAU)
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 175,200,000.00 199,416,000.00 230,496,000.00 55,296,000.00  DANA ALOKASI
Umum Kantor Penyediaan Jasa UMUM (DAU)
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan 15 Unit 15 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00  DANA ALOKASI
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Operasional UMUM (DAU)
Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan yang
Operasional atau Lapangan Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Persentase 100 % 100 % 130,000,000.00 129,999,360.00 177,619,860.00 47,619,860.00 515,000,000.00
Informasi Kepegawaian ASN Terselenggaranya
Kegiatan Pengadaan
Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawaian ASN

5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
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5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase 100 % 100 % 200,000,000.00 199,999,190.00 218,244,700.00 18,244,700.00 360,000,000.00
Terselenggaranya
Kegiatan Mutasi dan
Promosi ASN

5.03.02.2.02.0002 PengeIoIaan Kenaikan Pangkat Jumlah Pengelolaan 150,000,000.00 149,999,900.00 69,499,800.00 -80,500,200.00  DANA ALOKASI 150,000,000.00
Kenaikan Pangkat Dokumen Dokumen UMUM (DAU)
ASN

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN 100 % 100 % 200,000,000.00 452,752,640.00 414,684,200.00 214,684,200.00 800,000,000.00
yangmengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Persentase 100 % 100 % 125,000,000.00 124,999,900.00 159,443,644.00 34,443,644.00 315,000,000.00
Aparatur Terselenggaranya
Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur

5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Jumlah ASN yang 100 Orang 100 Orang 50,000,000.00 49,999,950.00 23,023,625.00 -26,976,375.00  DANA ALOKASI 55,000,000.00
Pegawai Diberikan Tanda Jasa UMUM (DAU)
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5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian,

Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga
Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerja Sama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat
Struktural dan Diklat
Fungsional

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan,
Koordinasi, Fasilitasi,
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Sertifikasi,
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang
Kompetensi,
Pengelolaan Sumber
Belajar, dan Kerja
Sama

100 % 100 %

166,000,000.00 640,696,800.00 1,454,928,860.00 1,288,928,860.00 250,000,000.00

166,000,000.00 640,696,800.00 1,454,928,860.00 1,288,928,860.00 250,000,000.00

215,697,300.00 328,651,500.00 328,651,500.00  DANA ALOKASI

UMUM (DAU)

1 Dokumen 1 Dokumen
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Tabel 3.2
DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHANPROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA PERUBAHANRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

TAPANULI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN/ KOTA
PERANGKAT DAERAH

SEBELUM

MENJADI

RENJA

RENJA 2025

RENJA 2025

RENJA 2025

2025 PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (Rp)

PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG = Meningkatnya Sistem 100% 100% 4.804.002.779 4.678.416.379
URUSAN PEMERINTAH URUSAN PEMERINTAH Pelaporan Capaian Kinerja
DAERAH DAERAH
Perencanaan, Perencanaan, Tersusunnya RENJA dan 100% 100% 16.024.900 8.777.900
Penganggaran dan Evaluasi = Penganggaran dan LAKIP
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Tersusunnya RENJA 100% 100% 9.997.800 5.500.900
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Tersusunnya LAKIP 100% 100% 6.027.100 3.277.000
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 100% 100% 3.774.722.000 3.758.645.898
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tersedianya Anggaran Tersedianya Anggaran Gaji 100% 100% 3.774.722.000 3.758.645.898
Tunjangan ASN Gaiji dan TPP
Administrasi Umum Administrasi Umum Mendukung Operasional 100% 100% 424.994.700 389.697.760
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kedinasan
Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen 100% 100% 10.000.000 13.158.500
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Instalasi Listrik

Listrik/Penerangan
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan | Tersedianya ATK 100% 100% 44.999.900 31.574.200
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Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan Logistik Penyediaan bahan Tersedianya makanan dan 100% 100% 34.999.600 57.469.560
Kantor Logistik Kantor minuman serta alat
kebersihan

Penyediaan Barang Cetakan | Penyediaan Barang Tersedianya Cetakan dan 100% 100% 39.999.800 15.000.100
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bacaan 100% 100% 19.995.400 19.995.400
dan Perundang-undangan Bacaan dan Perundang- dan PerUU

undangan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Koordinasi 100% 100% 275.000.000 252.500.000
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi | Dinas BKPSDM
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik = Mendukung Operasional 100% 100% 123.355.979 123.355.979
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Kantor
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah

Daerah
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana dan 100% 100% 123.355.979 123.355.979
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Kantor yang
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya memadai
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Mendukung Operasional 100% 100% 364.905.200
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Kantor 395.985.200
Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Tersedianya perangko dan 100% 100% 9.989.200 9.989.200
Menyurat Menyurat materai
Penyediaan Jasa Komunikasi = Penyediaan Jasa Kegiatan rutin menjadi 100% 100% 120.500.000 120.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya | lancer

Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Terpeliharanya Peralatan 100% 100% 35.000.000 35.000.000
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Kantor

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan | Penyediaan Jasa Tersedianya penunjang 100% 100% 199.416.000 230.496.000
Umum Pelayanan Umum kelancaran Kantor
Pemeliharaan Barang Milik | Pemeliharaan Barang Mendukung Operasional 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang | Kantor 100.000.000 100.000.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
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Daerah

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Terpeliharanya kendaraan 100% 100%
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya dinas dan terbayarkannya 100.000.000 100.000.000
Pemeliharaan pajak dan Pemeliharaan pajak dan pajak kendaraan dinas
Perijinan Kendaraan Dinas Perijinan Kendaraan Dinas = operasional
Operasional atau Lapangan Operasional atau
Lapangan
PROGRAM KEPEGAWAIAN | PROGRAM 907.751.090 933.652.914
DAERAH KEPEGAWAIAN
DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian | Pengadaan, Persentase ASN yang 100% 100% 129.999.360 163.090.170
dan informasi Kepegawaian = Pemberhentian dan Profesional dan ° °
ASN informasi Kepegawaian = berkompeten
ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Koordinasi dan Fasilitasi | Terlaksananya penerimaan 100 100 85.470.210
Pengadaan PNS dan PPPK | Pengadaan PNS dan PPPK ° °
PPPK
Fasilitasi Lembaga Profesi Fasilitasi Lembaga Profesi = Terfasilitasinya KORPRI 0 0 39.999.860 32.945.760
ASN ASN 100% 100%
Evaluasi Data, Informasi dan | Evaluasi Data, Informasi Ter-update-nya data 100% 100% 89.999.500 44.674.200
Sistem Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian (SIASN) ° °
Kepegawaian Kepegawaian
Mutasi dan Promosi ASN Mutasi dan Promosi ASN = Persentase ASN yang 100 100% 199.999.190 . 196.434.900
Profesional dan ° °
berkompeten
Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Mutasi ASN 'éeAr;)aéFs{j;irK? Kegiatan 100% 100% 49.999.290 48.759.200
Pengelolaan Kenaikan Pengelolaan Kenaikan Terlaksananya Kenaikan 100% 100% 149.999.900 59.499.800
Pangkat ASN Pangkat ASN Pangkat ASN ° °
Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN | Terlaksananya Pelaksanaan 100 100% 88.175.900
Ujian Dinas dan ° 0
Penyesuaian ljazah
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Persentase ASN yang 100 100 452.752.640 414.684.200
ASN Kompetensi ASN mengikuti Pendidikan dan ° °
Pelatihan Formal
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Peningkatan Kapasitas
Kinerja ASN

Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

Penyusunan Kebijakan
Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi
Pegawai

Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

PROGRAM
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Pengembangan Kompetensi
Teknis

Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Sertifikasi, Kelembagaan,

Peningkatan Kapasitas
Kinerja ASN

Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

Penyusunan Kebijakan
Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Tanda Jasa
Bagi Pegawai
Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Sertifikasi,
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Adanya Peningkatan
Kapasitas Kinerja ASN
Persentase ASN yang
Profesional dan
berkompeten

Adanya Peraturan yang
mengatur Penilaian dan
Kinerja ASN

Adanya Satya Lencana
Karya Satya
Tertanganinya kasus-kasus
ASN

Terlaksananya
Penandatangan Pakta
Integritas dan Manajemen
Talenta

Peningkatan Kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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452.752.640

124.999.900

49.999.950

74.999.950

640.696.800

640.696.800

640.696.800

414.684.200

159.443.644

69.999.980

23.023.625

66.420.039

1.388.585.860

1.388.585.860




BABIV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional
yang tercantum dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang
berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum
dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. PerubahanRencana Kerjadibuat terkait
dengan visi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memenuhi target kinerja dari program dan
kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerjatahun 2025 merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawab atas program kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun
2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu

tahun kedepan.

PerubahanPerubahanRencana Kerja(Renja) menjadi sangat penting artinya
dalam menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Manajemen
Kepegawaian Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan Good
Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan
mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle
down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Program Tahunan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Tapanuli Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli

Tengah.

PerubahanPerubahan Rencana Ketja (RENJA) Tahun 2025 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli
Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula
sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dah Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Keija juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi
celuruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerjajuga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli
Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di

masa datang.

Pandan, Oktober 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
<0 WUPATEN TAPANULI TENGAH

)
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Feisal Tanjung No. Telp. (0631) 371439 Fax. (0631) 371573
PANDAN - 22611

. LI TENGAH
EPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANUL
: NOMOR : 0 /2,414 /BPTT/UMUM/2025

TENTANG

ERJA (RENJA)
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA K
BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana_ Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda
Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421 9);

4. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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6.

10.

11.

12.

13.

13,

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli
Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2024

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025;
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17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah  Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun Anggaran 2025;

I18. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 935/BPTT1/2022 tentang
Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun
2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

KEDUA . Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 bertugas
mempersiapkan, mengumpulkan dan menyiapkan data dan menyusun
Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 paer 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

g

ANTON SUJARWO BINTI §,
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[ ampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor

Tanggal

:000-F /%41 /RPTT/UMUM/ 2025
.90 Ma 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB  : Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
KETUA - Sekretaris Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

ANGGOTA z ds

I~

oo

10.

1.

12

14.

Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabid PKPM Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabid PISDA Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabid PPEPD Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Kasubbag Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tapanuli
Tengah

Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah

Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda
Kabupaten Tapanuli Tengah

Peneliti Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah

Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan,
Kewilayahan dan Pembangunan Manusia Bappeda
Kabupaten Tapanuli Tengah

Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian,
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah

Peneliti  Ahli Muda pada Bidang Perekonomian,
Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah

. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan

Pengembangan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Usman Fadhli, SE
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1.
18,
19,

. Yudhiansyah, ST

Anoi Simanjuntak, S Kom.
Baharuddin Siregar, SAP
Lilyana Hutabarat, SAP

Rusmulyadi

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Dokumen Rancangan Perubahan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Rancangan Perubahan
Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025 guna
mendukung pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan
sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli

Tengah tahun selanjutnya.

Pandan, 20 Mel' 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

_—Q;‘.Jé"
ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790621 199912 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD (P- Renja SKPD)
atau saat ini disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (P- Renja
PD) merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja
SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangké Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,
merupakan OPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan
perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun
2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator
penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai perangkat daerah yang juga memiliki
kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (bagian ketiga UU 25/2004).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana
dimaksud adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025
dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2025.

Adapun hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja
Bapppeda tahun 2025 antara lain:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan,

b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

c. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

d. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis
belanja:

e. Adanya peraturan yang menyebabkan perubahan.

%
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Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini berpedoman
kepada Rancangan Akhir RKPD  Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta
memperhatikan Rencana Strategis Bapppeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 -
2026. Selanjutnya Perubahan Renja Bapppeda Tahun 2025 memuat program/kegiatan
tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan

Perkiraan Perubahan tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
Yang Ditentukan Penggunaannya;

_—-—————————e—™—————
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 I- 2

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

1.3, Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis scbagai acuan dalam
penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah
untuk menyusun perencanaan strategis.

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD
Perubahan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2025
BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB. IV. PENUTUP
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BAB 11

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 Sampai Triwulan Kesatu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan Kesatu.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan
kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan | (satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi
terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui

kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal di atas , rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja 10,07%
sebesar Rp. 97.159.879 ,- dengan predikat kinerja rendah.

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk Tahun
2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian

kinerja 8,53% Sebesar Rp. 70.959.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun

2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :

I. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
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Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi

capaian kinerja 13,38% Sebesar Rp 49.704.000 ..- dengan predikat kinerja rendah.

D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah mencakup beberapa kegiatan

yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja
0,91% Sebesar Rp. 42.486.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

e S
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BAB 111
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2025 sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan KUA - P APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.
Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review
realisasi anggaran tahun berjalan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor | Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya. Peraturan tersebut telah menyebabkan
perubahan pada daerah termasuk pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluruh sub
kegiatan dan jumlahnya telah mengalami perubahan pada rancangan rencana kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

e e e ————————————————————
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
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Pemerintah Kabupaten Tapanu!i Tengah Tahun Anggaran 2023
Orpanisas £.01.5.05.0.00.02.0000 BAPPEDA
Rinclan Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Keglatan
i -
| [ Tahun N
' ' Tahun - 1 — | ————— e
Betenjs Operan! [ Brianis Modnl [ ""m*""‘ | BelanjaTraneter | Jumish () [mo—w Biamin Motnt """',-_'-' Betars Tranwter  sumien ()
————— - ——- ——— S W i _— - — — - — e
barmens
S _ e y e * = =5 S = |
4 LR PENALIANG LRUSAN o ATRIANE IR Ao i otoum faawaewans|  mpacteTmET fm e omae R
] o PERENCANAAL R Bl Sa3 3T L RITRE LT Fp. S a8 eI AT Hp 3018408 508 | Ty a4 130 000 Mo 135N 108 | A TITI M RTAD
PROGAAL PENUNIANG LAISAN | |
. [ e PEAEEINT ARAN DAFRAH i i | ' ATV AES A4 | e 0 00 |
trimombepheadg Ra 4 41 308 852 Ry a4 130 003 Bo Bosseennss | M DT T nmm;\um]
1 - o £t m""""‘m”"’“""‘,:-"’: o 0095 090 Pp. 3 888 090 g 2007 134 % 007 a8 s 3200 000,03 |
' o c ze1  pog  BeTmunar Dokumen Perncanaan ““";u"r i"““::f;::"‘ Fa 1 ddd 108 Bp 1 4dn 168 o un | - ™ | 80000000 |
L e DRI e R el = 1 | A, S k: il S|
Kooriman dan Peryusunas Lapormn | it {
' v ¢ I60 | DOE Caosmn Krwns e i Seman | (DU AEMC | KD Tagan Tenoul Fip 147 Hbe Ap 1 447 mme e 1 133532 % rEER| %o 10020603 |
: = A O i S e | - + | I | ——— |
* e & o2 i ot Psghon Ao & 108 792,300 o 4108702300 | Mg 4103783 000 | %aETEDE % 406,000 50000 |
: o & 365 03 Peedaan Gaiden Tarangan ASK '.“"":;'::' ,::."‘::“.‘,"L'?“ Rn 4 166 781 300 Ra 4105 70300 | g 4108 78300 | To. 435 W00 | m 440000 0000
P o o | wm ermewcru U Parangast Ganran R 441 480 428 o ddl a0k | Mo zaessnes | T T o e doamo 000
- st R e o] + - = { ! Bilabnreanencd
Farpegass fompore imiss. L i |
5 e & 1o | oom mm ,m:m;:”w fp 9.285 483 Ap 4208 4m1 Ao b annaan | o M| e 7800650
- e — - N
s © t s | mmme. [TeTven Puruetaroten bcassirr il Fisorlhl oo o Rp. 20 996 196 Fio 20 00 158 o 108 540 | foemsiee | R a2 stesy
= o s 11 - & e s e e
" - . l |
s v e T 006 | Papesass Bater Loge Keno | PAMARNAN | KAD Tl Tamonh Mo 28 958 750 P 28 e T 13 iae 0 | oM A 3820000000
+ AT T h |
: v ¢ o | op | fevesesnbeneg Cemtancen [ Owadvias | Kao Taoarea T Ra 23 108 09 [ Mo 21 10 Ro. 10207 maa | R 2Tael | Ma 34200 20000
Fenpannaan - B | =W i == i
= - " — I ! T
BRI e e o somon . BT SR R p—
Fargacean Barang Mis Gesrah 1
s ¢ 3 Lo F ey Unusar Famennan Rp. 5677000 Ra 14 1000 | he téascosee | Ro ATOO00|  Mp el 000 A 00000 | e §7.000.000.00
| |
— o EREE—— | L = ST "
s e Fongadtsa Satata cun Puactny i T T |
£ L3 - ig oot ‘au.m.wuu Bangunan lmm p::."':‘x'.::"" Fa S670000 R 184 130 000 Fp 140 800 500 g, 8475 000 | fa e 130 a0 Ao 4as00 D00 | A §7.000.000.00
i - I r ! i 1 e -
I o L i :"‘"‘“" f": Ponunyeng Unaen | Ro 237 467 134 g 237 47 124 o 27 407 T Ap 27T M| Mg V430000000
. ) : T Tongah. —— —
£ v o L T T T Moot eyl P oot Ra 2487300 R 1 a7 360 Ao 48700 | Fo zeeraco| s 230000000
| 1 - + - - - — —— | BN
5 . ® a1 T
s v t am | oo | Ceostemlo o uﬁuﬂ;fm Pomodl osbos | Ra 183,000 300 N 83000500 Mo, 43,000 900 | Ap 183000000 | Mg 190,000 000,00
. - " LT A . T T T
I e Tl oo s o] e SR [——
7 Forew asaar Basig M Lencar r
s | om o | e Ferimany s Fomermianen | Re ean o R 148000360 o 1000208 g, 148000.000 | A 383,000 000,00
— |
| mmuumnw-n | }
" & & Farale, Fagn Gt Cang hiohas Kot Taparl 7, v |
2 L | | et Hidasas Dhnke Umim (DA, | Pandan Passs B R 41.000:000 | Re. 41 000 00 Ro. 81 200 200 P oron00m | - Re.200.60.00000
ot W g |
- - . ! =
. v | Famer e e o G oy Fan Taparws To ”
sl B ‘ B | U | o can banguran i | Umn kg1 | Paden Paass e | 2 oy [P E— Mo dpmstony| R A1.00000090
o S Y S koot aiti ol T bty SO —— = | — 1 Sl
| Femalraiaar Rar st Sarars 0!
5 ' . . , [P - vab ¥ Tangah . " |
A | R B IR et e S R (Yot Pohoshg ooy | Witon 100 ‘ »u-mml o $ 000 000 Ao soin0eo|  Rp 60000000

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

R Rincian Anggaran Belanja D
Berdasarkan Program dan Keglatan
I - o Jumiah = SR e
Tahun N 4
]
Kode Urnian Bumber Dana Loxas! Sebalum Sesudah \
Tahm -4 LU
Balanjs Tidsk Belanjs Tidak
| Belanja Oparaal Balanjs Modal Terdugs Belanja Tranater Jumiah (Rp} Belan|s Operasi Bolania Modal Terduga Balanjs Tranater Jumiah (Rip) |
" ol sop | ooy | r“ Faeauirg Gatung Kartor m"‘wﬂ": mrﬂ"‘w" P 20 000 000 Fip, 20,600,000 Rp. 20000.000 A 23000500 | A v ooano0 oo
| | PRCGRAM PERENCAMAAN
| " o | PERGENTALIAN DAN EVALLIAS! Pip 522 208 602 Fip, 522 308,602 g, 41 264,033
| poe o Ao 841 784031 | Ap 17 ama9racg
t = - T
| Paryumisan Pa dan
| wo| ow | oam P Fig 389 998 T30 Pp JE0990750 | Fp. T48 191510 Rip. 748131510 | Rp 717 000.000.00
B Wab Tt Tangan
Pelsiun [
o | o | amr | ooms |pesassass Msrrtan v Sers Kecamaian R 140999 97 A 148 ¥20 973 Fip, 90,498 683 Ro. 00430.663 | Rp. 170,000 000,00
[ . mmmmmn o
P - Oana Mokasi |- Kab 1 1
o s a0 | ooar F"‘"‘lﬂ"‘ e Umem (DAY] - T;"'“‘:.:U"“ Fip. 239998 777 Rp. 238 W99.777 Ap. 657.982.847 Ao 057002847 | Fip 547 000 000,00
Fatupamn vals
Perpacatnn. Fralumsi dan
Ll L Ll Falapoan :;lw ';‘-muﬂ o, 9 990 962 Fig. 69 03 962 Fip. 80204 732 Ap. 80204732 | Ay 118499 90400
Vortoing, Evaluas don Paryurunan | oo ey
ol o 201 | o003 | Laporan Heekals Paissarann ol > NN Tongan, ' !
| ! s J Umam (OAL) Pancien Pasas Bar R 09999 62 Fip. £3 909 082 Fip. 80204 732 Fp. 62204732 | Ap 1154838400
! : Virpharrarianl Bistam |ntarmant
| o (=] i Pamervanhan Dasmh & Bidang Mp. 63208 490 R 02208 800 . 32807 701 857
| o msine ] B Ap. Ap 32857701 | Ap 85000000 00
| ;
| Punacapian Ectsm rormest - Dana Miokna | . Knh Tasaml Tengsh
o | @ ind annd | Pemoreansan Dasa®) & Baarg | Rp. 63 208 §90 62.208 880 .33 B67 791 85T
| | Phmbangwan Bearis Umum (DALY Pandan Pasar L fp.a2 Fip. 32867700 Fip. #5.000 D60 00
3 PRODMAK KOOADINASI DAN
o ] BINKRCNISAS] PERENCANARN 7
‘ o ot R 380 997 924 P 280 997 924 Fip. 262 528 808 Rp 252526860 | Ap 530 000 000,00
Koaidinas! Perencanaan Bidang
o o | o Pamariniahan dan Peniangunan o 151 980 291 Ap 153 908291 Fip. 101.880.045 Ap 101830085 | Rp 300 00000000
| - Kab. Taoawib Tangeh,
mu:vnlhhn-;nm Sirmryras —_— Samus KocaTatan,
dan Harmanias Perescanaan
: o m | oam | oeea | e e mmm“lun _"‘m‘""r"““""“_“( fin. 74 998 580 Fip, 76,000,500 Ap. 60 668,032 Fp. 50958032 | Pp. 150 000 000,60
Pamanntahas Germua Kocamaan,
| Somus KeiDews
e e s
Hagsliran Pelakeanaan Birargias P
dan W i Po - Dana Al —_—
| i o aen | toow ._m:g':‘ Dumu: m:“"m" s-n-:m Fp. 76 899 701 Rp. 78698701 Ap, 50922013 Ap. 50822013 | M. 150 000 000.00
I Fambangunan Manisia Stls bW Sbad
Weurainasl Fassncanann fidang
\ o w | 202 Parakaremian dan S0A (Surmbor P 75 875 Fip. 75.990 675 Fip. 57728587 Fp. €7 726587 | e B0.000000.CO
L] 1]
| Koordinasl Peryusiman Dokumas
" n P . - Kab. Taparuil T
a B | e | e | Rt Daidickas] | H. Tenbuh oot Fip 75090875 g, 75,090 BTS Rp. 57726 587 fip. 57726587 |  Rp ea000ooaca
| REASD dan REPT)
1 s =
ﬁ o o | s LSS Diverowiar Silee Ro. 150 990,750 Rp. 150 990,758 Rp. 92920.237 Rp, 92520237 [ g, 150.000.000.00
\ W } o
Wocrimasi Pesghsanasn finemgtas ~Kab. Tapanh Tengah,
; - ' Pe Dana Aok
oo | e ] ol esnstnag s o (Dava ot | semus Hacamatan. Rp 150999 758 Rp. 150.999 758 Rp. 92920237 Rp. 92520237 | Rp. 15000000000
‘ | ’
| wEweL AN
® | ENGEVEANGAN Re 3920.392475 Ap. 1833620 Fp. 3.022.326.095 Pp. 288370472 Rp.0 Rp. 255370472 | Ra 4248000 008 00
1 4 — ra—
. PROGRAL PENI |
l " o J eyt Rp. 3920ILATS Ap. 1933620 Ap. 3.822.026,095 Fip. 288370472 o0 R 255970472 | Ra 4245000 000 00
| ! Puneinan des Mergemnngan Bdang
- w | 2o aymggeTAn Famanianan das R, 1548.326 Tee Ap. 1 548.328.785 Fp. 177791185 Fp AT7T11185 | Re. 1873000 206,00
| I Fugrarar Famtaen
| Fusistns) Painbannann dan Evol s « Ml Taparuili Tengah
o ™ 101 | 0004 | Puewitan cen a Rang Alchagl Fip. 249999 808 1 Rp taaTIE | e 350000 M0
i | | Apusinar i Fan s Bgshoma ' Somia KalDeta Re M e
Fasktas, Fywicanman gon Bk | (DAY 1400 Hab. Tupanwli Tengah
L W BT | 0N | Puwtenn e Pargrbargan Ridang | Doe A Somud Kocamalan, Rp 218 698 718 Ap 218008 T8 Rp.0 Rp 0| fpimaexen
LRy | e b | S0/msa Kok Dasa
= (e S ——

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ﬁlnl.;lainggaral{ Belanja o - — = =
Berdasarkan Program dan Keglalan

] - o o Jumish e e
Tahun N .
Sumber Dana Lokasl Bob Sesudah
lum
Tahun - 1 " Tahun + 1
Bolanja Oporasl |  Belanjs Modal bl T.':"‘ Belonja Tranatar | Jumish (Rp) Belanjo Operasl |  Balanja Mods! ","‘”.w"‘:" Balanja Transier | Jumish (Ap)
ordu i |
DAL yang |
Favitas Pasiascssn fa- Evales | o, ¢
Pomomumasnnya v'.‘::.l p....';:.':m Ro. 140909012 Fo. 1490012 LR Aa.o| Ao 16500000000
Betarg Perdanan
- Kb Tl Tangai t
+ DAL yang |
Semua Kecamalan, 1
oo R i Berankioen Rp 243908 798 Rp. 243,990 790 Ao Ap 0| mp 12500000000
£ npanul Tengan.
g Pendtidhan | poncan, Posar Bars |
DB Cukai Hasll -
Feshias ona Evaione Pelaaanaan
Ampacan Datn S0 Pengaaian o o) o, Tapast Tareras R 678327 472 Rp. 678.327.472 R 20 637.572 | mpzasarsrz| mp 70000000000
Perggunannnye | |
Bidang Penddinn |
el T Ro, 220990834 Rp. 220 999,834 Rp0 Fp.0| Ao 31900000000
- DAL yang
- Kab. Tapanuh Tangah,
e B e ‘Semua Kacamatan. Fip. 220,999 834 Rp, 220.690.034 o0 Rpa| Rp 310000000.00
Biarg l"eﬂ;:u Baan KavOms
Bp. 1 208,085 122 Fig. 1.833 620 Fip. 1,209 890,742 Ap. 2.100 000 Ao 0 | Ao 2100000 | Rp. 1 400000 000.00
- DAL yang [
TN P Nk % S T Ap. 199.099.832 Rp. 100,999,832 Rp 0 | Ao 0| e 250.00000000
Baiang Penadian |
- DAU yarg
Daentusan - Kab. Taporw!i Tengah, | |
Pengp Pandan, Pasar Bar Fip. 08 056.190 Fp. 1833620 Rg. 99.590.010 RAp. 2,100.000 Ro. 0 | | Rp 2100000 | Rp 150.000.000.00
Exdang Pendidikan |
Prcetan dar Fengersangan = B yonp 7
g TR [l Lo Ap. 1.000.000.000 Fp. 1.000.000,000 Fp.0 | [ fp 0| Ap. ' 00000.000.00
Bigang Ponddian
Pegrtager ovis oan Teanoka) Fp B43 959733 Ap. 842 090 733 Rp. 75,559 287 | Rp. TS.550.287 |  Rp 925000 00000
Siaordn Kab. Tapanui Tengsh [
Ditentusan = "apanui Te X | 300 000
Persayesaan o Bdang Teanclag Fengounaannys | Pandan, Semua KeiDesa Ao 245999 589 Fip. 249 968 983 Ro. 2 300000 | Rp 2300000 Fp 000,00
Brtang Pergdhan |
Uy Sota gan Pererapen Fancarg - CAU yang - Kab Tapanuii Te: |
Bnapininciel Suplinit i lovers | DRuchobsy Semus Kecamatan, Rp 499,999 764 Rp, 499.999.784 Ra.0 | Raa| R 523500000000
o Baarg 35.- MOVl OF° TGRS BIYE Somua KobDesd : |
% T 1T 3 |
pope | Sowwesas car Dusrwas Hasbrass | -Dana Aoas | [0 TR03R TR0NN Rp. 51993.080 o LD o 73250287 | o 73259207 A 100.000000.00
Umum (DAL Somua KevDosa |
| Fp.
dumiah Rp.8.764.925.853 Ap. 146.061.620 Rp-9.910.809.473 | Rp. BOT4.TES.9TE Ap. 144.130.000 | Ao B2MNEITE| 4y gi7900.91400
Wi Tapar Targan,
Xapaia BAPPEDA
'

—=4

ANTON SUARWD BINTI S, SSTR. MM
MIP 19700621 1999121001 ]

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan  Rencana  Kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan Dacrah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran
implementasi dalam  penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan
renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah akan terlaksana
semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen
bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta
digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur
dan membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan
kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang

termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-

dokumen terkait lainnya

Pandan, )o pv 2025
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Parencanaan Pembangunan Nasionai, baihwa
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan
Rencana Kerja dengan memperhitungkan kesediaan anggaran. Perubahan Rencana kerja
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam
menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 kami
menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna,
namun kami berkeyakinan kelemahan dan kekurang sempurnaan ini akan memotivasi para
penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk melakukan re- evaluasi serta menyajikan
pelaporan rencana kerja yang lebih kredibel, terukur dan bermanfast uniuk masa
mendatang.

Saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak manapun tetap kami harapkan
untuk lebih menyempurnakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini secara objectif menjadi media
penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

PANDAN, 2025
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja

SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah disusun
menjadi dasar dikarenakan adanya Program/ Kegiatan yang tidak atau belum selesai
akan tetapi pada tahun berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan
baru yang harus dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu
anggarannya . Renja Perubahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar
pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan persiapan
meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan

Penetapan.
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Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPKPAD
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis BPKPAD
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026, Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli
Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 serta Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peraturan Bupati
Tapanuli Tengah Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPKPAD

Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);




6. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);

8. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023 — 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran

2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu

tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026
dan rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-
2026 serta kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan untuk Tahun
Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara
perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran
berbasis kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam
menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini

dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :




BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Dokumen Renja
BAB Il EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN 2025
BAB I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB IV PENUTUP




BAB I
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN BERKENAN

Pelaksanaan Rencana Keja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tolak ukur tingkat
pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan |
(satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan
BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN direalisasikan
sebesar Rp2.020.959.774,- (12,69%) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Rp. 248.000,- (0,62%) Penyediaan bahan logistik kantor Rp 3.588.000, -
(11,14%) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.841.150,- (9,76%)
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 24.679.358,- (11,22%) ,
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 82.319.511,- (15,39%)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 123.112.020,- (18,32%) Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perijinan kenderaan dinas operasional
atau lapangan Rp. 45.761.493,- (13,91%) Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya Rp. 1.644.000,- (2,27%) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 5.706.000,- (7,71%)
Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.316.859.306 -
(10,56 %) dengan predikat kinerja rendah..
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS terealisasi Rp. 0,- Koordinasi dan
penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp. 0.- Koordinasi, penyusunan dan
verifikasi RKA- SKPD Rp. 0,- Koordinasi, penyusunan verifikasi perubahan RKA- SKPD
Rp. 2.310.000,- (5,39%) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp.
23.358.448,-(51,59%) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD Rp.
(.«




Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD Rp. 41.179.450,- (29,21%) Koordinasi dan
penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. O,-

Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Rp.
5.629.920,- (15,96%) Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan Rp. 1.980.000,-
(9,50%) Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah Rp. 23.100.000,- (64,75%)
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota Rp.
1.820.000,- (1,82 %) Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran
kas dan SPD Rp. 7.947.600,-, (14,78%) Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi,
supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer
lainnya Rp. 74.416.170,- (18,04%)

Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran
perhitungan Fihak ketiga ( PFK) Rp. 4.955.040,- (10,73%) Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0,- Koordinasi pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rp. 0,- Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Rp.13.500.000,- (13,40%)
Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota Rp. 0,- Analisis perencanaan
dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Rp.
0,- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Rp 138.575.902, ( 0,07% )
Pengelolaan dana darurat dan mendesak Rp. 0,- Pengelolaan dana bagi hasil
kabupaten/ kota Rp. 0,-

Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 338.772.530,- (0,16%) dengan predikat
kinerja rendah.

c. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program Pemeliharaan barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan standar harga Rp. 16.000.000,- (9,09%) Penyusunan standar barang milik
daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah Rp. 0,- Inventarisasi barang milik
daerah Rp. 14.250.000,- (7,70%) Pengamanan barang milik daerah Rp. 9.450.000,-
(3,93%) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemusnahan, dan penghapusan barang
milik daerah Rp. 3.978.000,- (5,24%) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp. 0,-

&




Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 16.500.000,- (10,19%)
Untuk Program Pemeliharaan barang Milik daerah sebesar Rp. 60.178.000,- (5,53%)
dengan predikat kinerja rendah.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Analisa
dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. O,-
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Rp. 164.201.546, -
(25,63%).

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp.13.500.000,- (25,74%)
Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp.0,- Penilaian
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 0,- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak
daerah Rp.0,- Penagihan pajak daerah Rp. 4.800.000,- (1,43%) Pembinaan dan
pengawasan pengelolaan retribusi daerah Rp.0,- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah Rp.0,-

Berdasarkan hal diatas rata rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan
Program Pengelolaan Pendapatan daerah sebesar Rp.182.501.546.- (8,73%) dengan
predikat kinerja rendah Pada dasarnya nilai yang tercantum dalam narasi diatas di dapat
dari laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini: (excell)
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan
RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman
penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025
disusun mengacu pada Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026
dengan melakukan review Realisasi Anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota terdapat
perubahan pada beberapa kegiatan/ Sub Kegiatan diantaranya Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah semula Rp. 9.999.432 menjadi Rp. 5.457430,- dikarenakan efisiensi
Anggaran, Koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD semula Rp. 5.728.488,- menjadi Rp. 3.225.216,- dikarenakan Efisiensi Anggaran,
,Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai semula Rp. 88.596.448 - menjadi
Rp. 0,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan
tugas dan fungsi semula Rp. 91.000.000,- menjadi Rp. 56.000.000,-Perubahan

dikarenakan efisinsi Anggaran,

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor semula Rp
39.978.455,- menjadi Rp. 20.773.679 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp. 181.480.005 - menjadi Rp.
72.592.668,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan , Penyediaan
Barang cetakan dan penggandaan Rp. 90.598.422 - menjadi Rp. 45.398.112 -
dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan Rp. 12.993.600 ,- menjadi Rp. 10.973.600 - perubahan ini dikarenakan
Efisiensi Anggaran, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp.
220.000.000,- menjadi Rp. 144.000.000 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,
Pengadaan kenderaan dinas operasional atau lapangan Rp. 3.137.762.261 - menjadi
Rp.0,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan peralatan dan mesin
lainnya Rp. 325.690.657,- menjadi Rp. 267.704.701,- Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya Rp. 89.279.225 menjadi Rp. 72.933.720,- Perubahan dikarenakan Efisiensi

Anggaran dan pengadaan Gordyn/Kray,- Penyediaan jasa surat menyurat tidak ada
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perubahan, Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 535.000.000 -
menjadi Rp. 422.000.000 ,- Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor Rp. 671.835.747
~-menjadi Rp. 607.448.310 - Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan
jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kenderaan dinas
Operasional atau lapangan tidak ada perubahan, ,Pemeliharaan/rehabilitasi gedung
Kantor atau bangunan lainnya tidak ada perubahan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 74.000.000 ,-
menjadi Rp. Rp.64.000.000 .- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada beberapa
Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS semula
Rp. 105.709.879 - menjadi Rp. 39.258.249 - perubahan ini dikarenakan Efisinsi
Anggaran, Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Rp.
89.353.627,- menjadi Rp. 37.120.600 ,- perubahan ini dikarenakan Efisinsi Anggaran,
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD Rp. 42.849.300 - menjadi Rp.
17.846.500,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi,Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp. 25.336.400,- menjadi Rp. 7.834.900 ,- Perubahan
dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp.
45.274.072 - menjadi Rp.26.374.030 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp. 86.775.400,- menjadi
Rp . 71.137.600,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
daerah tentang Penjabaran APBD Rp. 140.964.900 - menjadi Rp. 108.800.700 ,-
Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Koordinasi dan penyusunan Peraturan
daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD Rp. 170.208.300,- menjadi Rp. 153.543.300 ,- Perubahan dikarenakan
Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang
anggaran Rp. 35.270.300,- menjadi Rp. 28.780.300 - Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran ,Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan Rp. 20.846.200,- menjadi Rp.
6.845.600, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi Perencanaan
anggaran Belanja Daerah Rp.35.676.400 ,- menjadi Rp.33.224 900 - dikarenakan
Efisiensi Anggaran, Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota semula Rp. 99.999.714.- menjadi Rp. 15.125.874,- Perubahan
dikarenakan Efisiensi Anggaran ,




Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan
SPD Rp. 53.781.720 ,- menjadi Rp. 30.130.062,- Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran, Koordinasi, fasilitasi , asistensi singkronisasi, suverfisi, monitoring dan
evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Rp. 412.491.791 -
menjadi Rp. 311.572.120 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan
penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan aliran
kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ke
tiga (PFK) Rp. 46.173.225 - menjadi Rp. 22.953.357,- Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran, Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Rp.
49.996.571,-menjadi Rp. 40.893.239 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp.
24 144 518 - menjadi Rp. 12.023.752,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp. 100.773.327,- menjadi Rp . 79.294.698,- Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran,Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran pertangungjawaban APBD kabupaten/kota Rp. 126.225.815,-
menjadi Rp. 73.837.117,

Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Penyusunan Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp.
24.991.781,- menjadi Rp. 12.828.835 - Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran
Pembinaan Akuntansi ,Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp. 24.996.110 ,- menjadi Rp . 13.998.220,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Analisis perencanaan dan terlaksanya pembayaran cicilan pokok dan bunga
pinjaman pemerintah daerah Rp. 3.108.426.269,- menjadi Rp.3.111.935.275,- Perubahan
ini dikarenakan Efisiensi anggaran, Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan
keuangan Rp. 204.459.801.800,- menjadi Rp 202.171.662.120,- Perubahan dikarenakan
Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana darurat mendesak Rp. 4.733.524.619 - menjadi
Rp 3.346.069.855, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana bagi
hasil Kabupaten Rp. 2.904.793.800,- menjadi Rp.3.710.726.047 - Perubahan
dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Barang milik Daerah terdapat perubahan pada
beberapa Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain: Penyusunan Standar harga Rp.
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176.109.941 - menjadi Rp 141.021.610,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,
Penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD Rp. 19.914.288,- menjadi Rp.
11.584.626,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Inventarisasi barang milik
daerah Rp. 184.993.293 - menjadi Rp .122.062.250 Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran, Pengamanan barang milik daerah Rp. 240.538.643,- menjadi Rp.
173.073.652,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Optimalisasi penggunaan,
pemanfaatan, pemindatanganan,pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah
Rp.75.978.873 menjadi Rp. 53.286.631 - Penyusunan laporan barang milik daerah Rp.
229.147.247 -menjadi Rp . 28.084.578 - Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 161.983.701 ,- menjadi
Rp. 102.701.567 - Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan pada
beberapa Kegiatan antara lain : Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta
penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. 68.310.009,- menjadi Rp . 36.289.925 -
Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan sarana dan prasarana pajak
daerah Rp. 640.638.645 - menjadi Rp. 586.181.376,- Perubahan dikarenakan Efisiensi
Anggaran , Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp. 52.454.982 - menjadi
Rp. 62.967.528 - Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,Pengolahan,
pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp. 20.300.583 -menjadi Rp.
14.759.570,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penilaian pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB- P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) Rp. 22.240.081,- menjadi Rp. 8.542.454 - Perubahan
dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
Rp.368.042.903, - menjadi Rp. 163.217.743,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,
Penagihan Pajak Daerah semula Rp. 336.610.242- menjadi Rp. 288.081.777.-
Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
retribusi daerah Rp. 430.970.680 menjadi Rp 240.441.506 - Perubahan dikarenakan
Efisiensi Anggaran, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Rp. 149.999.733 -
menjadi Rp 60.834.473,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan sebagaimana tabel
dibawah ini :




PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TAPAMULI TENGAH TAHUN 2023

UNIT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TARANULI TENGAH
SUB UNITICRGANISASI
INCIKATOR KINERJA
UrusanBidang
KODE Urusan/Program Pagu (Rp} be Bertambah/ kurang Keterangan
Kegiatan/Sub Kegiatan Capatan Program Kegiatan/Sub Kegiatan Hasi| Kegiatan S::na I
Sebelum Sesudah
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN KEUANGAN
5 (o2 |o% PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABIKOTA 21.941.446.621,00 18.151.865.249,00 3.789.581.372,00
5 |oz |01 20 Perencanaan Tersusunnya Dokumen | Meningkatnya Pengelolaan 15.727.920,00 8.682.6846,00
Penganggaran dan Perencanaan yang Perencanaan
Evaluasi Kinerja berkualitas, Terkelolan | Penganggaran dan
Perangkat Daerah ya Anggaran secara Evaluasi Kinerja Peranghkat
efektif dan Efisien Daerah
S [0z |01 |201 |01 |Penyusunan dakumen |Tersusunnya dokumen Jumiah Dokuman Perangkat |Mendukung kefancaran 5599432100 5457 430,00 4.542.002 .00 |Efisiensi Anggaran
perancanaan perangkat parangkat daerah Daerah operasional kantor
daerah Meningkatnya sistem
pelapotan capaian kinerja
5 |02 |1 201 |08 |Koordinasi dan Tersusunnya laporan Jumlah Laporan Capaan Mendukung ketancaran 5728488 00 322521600 2,503 272.00 |Efisienst Anggaran
penyusunan laporan  |capaian kinetja dan Kinerja Ikhtiar Realisasi oparasional
capalan kinerja dan ikhtisar realisasl kinerja |Kinerja SKPD dan laporan kartorMeningkatnya sistem
Ikhtisar realisasi Kinerja | SKPD hasil Koordinas| Penyusunan | pelaporan capaian kinerja
SKPD laporan capaian Kinerja dan
Ikhtiar Kinerja SKPD
§ |0z [ov 202 Administrasi Tercapainya Meningkatnya Pengelolaan 16.922.254.081,00 15.922.254.081,00 -
Keuangan Perangkat |Pengelolaan K Administrasi K
Daerah yang tertib dan Efisien |Perangkat Daerah
dan Transparan
5 |02 |01 202 |01 |Penyediaan gajl dan Tersedianya Gaji dan Jumiah Orang yg Menenma | Tersedianya pelayanan 15.922 254 081,00 15.922 254 .081.00
penunjang ASN tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan administras: perkantoran
5 |oz |of 2.05 Administrasi Meningkatkan kualitas |Meningkatnya Pengelolaan 179.596.448,00 56.000.000,00 123 556 448 00 |Efisiensi Anggaran
Kepegawaian dan efisiensi Administrasi Kepeg: i
Perangkat Daerah Pengelolaan Sumber  |Perangkat Daerah
Daya Manusia
dilingkungan
Pemerintah Daerah
0z |0 2.0 |01 |Peningkatan sarana Terlaksanannya Jumiah sarana da prasarana | Meningkatnya sumber daya 88 596 448 .00 88 506 448 00 | Efisienst Anggaran
dan prasarana disiplin | peningkatan sarana dan pegawai yg di sediakan aparatuf
pagawa prasarana disiplin
pegawai
5 |02 |01 [205 |09 |Pendidikan dan Terlaksanannya Jumiah Pogawai berdasarkan |Meningkatnya sumber doya 91 000000 06 56.000.000.00 35.000.000.00 |Efisiansi Anggaran
patathan pegawal | Pendidikan dan tugas dan fungsi yg Mengikuti| aparatur
berdasarkan tugas dan |pelatihan pegawai Pendidikan dan Pelatihan
fungsi berdasarkan tugas dan
fungsi




5 |02 |01 2.06 Administrasi Umum | Terselenggaranya Meningkatnya Pengelolaan 577.251.682,00 326.937.261,00 251.314.421,00 | Efisienst Anggaran
Peranghkat Daerah Pelayanan Administrasi Umum
Administrasi Perangkat Daerah
Perkantoran yang
efektif dan efisin serta
terwujudnya Tata
Kelola Pemerintah
yang baik
5 (o2 ™ 206 |01 |Penyediaan kemponen |Tersediannya komponen | Jumlah paket Komponen Mendukung kelancaran DL/ 4550 2077367900 19,204 778,00 |Efisians| Anggaran
instalasi |istrik instalasi listrik Instalasi Listrik/Penerangan | oparasional kantor
ipenerangan bangunan |/penerangan bangunan |bangunan Kantor yg
kantor kantor disediakan
5 |02 | 206 |02 |Penyediaan Peralatan | Tersediannya Peralatan |Jumilah Paket Paralatan dan | Mendukung kelancaran 181 480 (05 00 72.590870,00 108.889 33500 |Efisiensi Anggaran
dan perlengkapan dan perfengkapan kantor | Perlengkapan kantor yg operasional kantor
kantor disediakan
5 |02 O 206 |04 |Panyediaan bahan Tersediannya bahan Jumlah paket bahan Logistik |Mandukung kelancaran 32201 20000 3220120000 -
logistik kantar logistik kantor kantor yg disediakan opaerasional kantor
5 oz |01 [206 |05|Penyediaan Barang Tersediannya Barang  |Jumlah Paket Barang Mandukung kelancaran 90 538 432 00 4538811200 45200 310,00 |Efisiensi Anggaran
catakan dan cetakan dan Cetakan dan Panggandaan  |operasional kantor
panggandaan penggandaan yg disediakan
02 M 206 |06 |Penyediaan Bahan Tersediannya Bahan Jumlah Dekumen bahan Mendukung kelancaran 12 593600 10 1097360000 2.020.000,00 |Efisiens! Anggaran
Bacaan dan Paraturan | Bacaan dan Peraturan  |Bacaan dan Paraturan oparasional kantor
5 Perundang undangan |Perundang undangan  |Perundang undangan yg
disedfakan
5 |0z | 2.06 |09 |Penyolenggaraan rapat | Terlaksanannya rapat | jumiah laporan Mandukung kelancaran 220 008 000,00 144.000 000,00 76 000.000,00 |Efisiensi Anggaran
koordinasi dan koordinasi dan Penyalenggaraan Rapat oparasional kantor
kensultasi SKPD konsuttasi SKPD Koordinasl dan Konsultas|
SKPD
5 |02 |1 207 Pengadaan Barang Meningkatnya Pengelol 3.662.732.143,00 332.494 351 00 3,220.237.792 00 |Efisiensi Anggaran
Milik Daerah Menyediakan dan Pengadaan barang Milik
Penunjang Urusan memastikan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah  |ketersediaan Barang |Pemerintah Daerah
yang dibutuhkan oleh
Pemerintah dalam
melaksanakan tugas
dan fungsinya
5 |02 |01 207 |02 |Pengadaan kenderaan |Tersediannya Jumiah Unit Kenderaan Dinas|mendukung oparasional 3137 TR2 281 0 - 3137 782 261,00 |Efisiersi Anggaran
dinas operasional atau |Pengadaan kenderaan |Operasional atau Lapangan  |kedinasan
lapangan dinas operasional atau |y disediakan
lapangan
5 gz |0 207 |06 |Pengadaan peralatan | Tersed ya p 1 |Jumlah Unit peratatan dan 325 580 A5T 0D 267704 701 00 57 885 956 00 |Efistensi Anggaran
dan mestn lainnya mesin lainnya mesin lainnya yang
disediakan
5 |02 |01 207 |11 |Pengadaan sarana dan | Tersediannya sarana Jumizh Unit sarana dan mendukung operasional 88 27522510 64.788 650,00 24 469 575,00 |Efesiensi Anggaran
prasarana pendukung |dan prasarana Prasarana Pendukung kedinasan dan pengadaan
gedung kantor atau pendukung gedung Gedung Kantor atau Gordyn/Kray
bangunan lainnya kantor atau Bangunan bangunan lainnya yg
fainnya Disediakan
5 |02 |01 2.08 Penyediaan Jasa Meningkatnya tata Tersedianya jasa 1.218.384.347,00 1.040.996.910,00 177.387 437 00 | Efisiensi Anggaran
Penunjang Urusan kelola penunjang penunang urusan
Pemerintah Daerah  |urusan Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
5 |02 | 2.08 |01 |Penyediaan Jasa Surat | Tersediannya Jasa Jumlah Laporan Penyedisan |Mendukung kelancaran 11 548600 (0 11 548.600.00
Menyurat Surat Menyurat jasa Surat Monyurat operastonal kantor
5 12 | 2.08 |02 |Penyediaan Jasa Tersediannya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan |Mendukung kelancaran H35:00C 000,00 422 000.000.00 113.000.000,00 |Efisiensi Anggatan
Kemunikas: sumber Komunikasi sumber Jasa Komunikasi Sumber oporasional kantor
daya air dan listrik daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yg
Disediaan




o2 | 2,08 |04 |Penyediaan jasa Tersediannya jasa Jumlah Laporan Penyediaan |Mendukung kelancaran 671 835 747 00 607 448 310,00 - 64 387 437 .00 |Efisiensi Anggaran
Pelayan umum kantor  |Pelayan umum kantor  |jasa Pelayanan Umum Kantor | operasional kantor
yg Disediakan
02 {01 2.09 Pemeliharaan Barang | Terjaga dan Meningkatnya Pengelolaan 475.500.000,00 465.500.000,00 10.000.000.00 |Efisiensi Anggaran
Milik Daerah terpeliharanya Aset Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Daerah agar tetap Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah |berfungsi Optimal Pemerintahan Daerah
dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemerintah
Daerah
02 |01 |2.08 |02 |Penyediaan jasa Terlaksanannya Jumiah Kenderaan Dinas Tersedianya sarana dan 326000 000,00 329.000,000,00 -
pemelinaraan, biaya Penyediaan jasa Operasional atau lapangan yg | prasarana aparatur
pemeliharaan pajak, |pemeliharaan, biaya dipelihara dan dibayarkan
dan perijinan pemeltharaan pajak. Pajak dan Perizinan
kenderaan dinas dan perjinan kendaraan
operasional atau dinas oparasional atau
lapangan lapangan
o2 |0 2.09 |09 |Pemaliharaan/rehabilita | Terlaksanannya Jumlah Gedung Kantor dan | Tersedianya sarana dan 72 5060 000,00 72 500 000,00
s| gedung kantor atau | Pemeliharaan/rehabilitas {bangunan lainnya yg prasarana aparatur
bangunan lainnya i gedung kantor atau dipeliharalRehabllitasi
bangunan lainnya
2 |0 208 |11 |Pemeliharaan/Rehabilit | Terlaksanannya Jumiah sarana dan Prasarana| Tersedianya sarana dan 74,008 000,00 &4 000 000,00] - 10.000.000,00 |Efisiensi Anggaran
asi Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilita | pendukung Gedung kantar | prasarana aparatur
Prasarana Pendukung |si Sarana dan Prasarana |atau bangunan lainnya yg
Gedung Kantor atau Pendukung Gedung dipelihara/rehabllitas
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya
o2 joz PROGRAM Mewujudkan Tats kelola | Persentase terlaksananya 216.968.385.838,01 | 241.368.864.667,29 - 24.400.478.829,28 |Efisiensi Anggaran
PENGELOLAAN Keuangan yang baik, Peangelolaan Keuangan
KEUANGAN DAERAH |transparan, dan Daerah
akuntabel ditingkat
Daerah
02 |02 20 Koordinasi dan Tersusunnya Rencana B598.264.492 D0 545 834.253,00 352 430,239 00 |Efislensi Anggaran
Penyusunan Rencana | Terlaksananya Anggaran Daerah
Anggaran Daerah Koordinasi
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
02 |02 |20 {01 |Koordinasidan Tersusunnya Dokumen |Jumlah Dokumen KUA dan | Terlaksanannya tata kelola 1115 7119 874 00 39.258 249,00 - 66 451 630,00 |Efislens| Anggaran
Penyusunan KUA dan |KUA dan PPAS PPAS ¥g Disusun ketangan daerah yang balk
PPAS
02 |02 |201 |02 |Koordinas: dan Tersusunnya Dokumen |Jumlah Dokumen perubahan | Terlaksanannya tata kelola 89 353 827 00 3212060000 = 57.233.027,00 |Efisiensi Anggaran
Penyusunan petubahan KUA dan KUA dan perubahan PPAS | keuangan daerah yang balk
parubahan KUA dan perubahan PPAS Yg Disusun
penibahan PPAS
02 |02 (201 {03 |Koordinast, Tersusunnya RKA- Jumlah Dokumen Verifikasi | Terlaksanannya tata kelola 47 849 300 00 17.846 500,00 25.002 800,00 [Efisiensi Anggaran
Penyusunan dan SKPD yang diverifikasi |RKA SKPD Yg Disusun keuangan daerah yang baik
Verifikasi RKA SKPD
02 |02 |201 |04 |KoordinasiPenyusunan|Tersusunnya Jumlah Dokumen Verifikasi | Terfaksanannya tata kelola 74 336 400 00 7834 800,00 L 17 501 500,00 {Efisiens) Anggaran
dan Verifikasi Parubahan RKA- SKPD |Perubahan RKA SKPD Yg keuangan daerah yang balk
Perubahan RKA-SKPD | yang diverifikasi Disusun
02 |02 201 |05 |Kooidinasi penyusunan | Tersusunnya DPA- Jumlah Dokumen verfikasi Terlaksanannya tata kelola 4527407200 26 374030,00 - 18.800.042,00 |Efisiensi Anggaran
dan verfikasi DPA SKPD yang diverifikasi |DPA SKPD Yg Disusun kesuangan daerah yang baik
SKPD
02 |02 2.01 |06 |Koerdinasi, Tersusunnya Jumiah Dokumen Verfik T ya tata kelola 86 775 400 00 71.137 600,00 - 15637 800,00 |Efisiensi Anggaran

Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

Perubahan DPA- SKPD
yang diverifikasi

Perubahan DPA SKPD Yg
Disusun

keuangan daerah yang baik




02 |02 201 |07 |Keordinasi dan Tersusunnya Peraturan | Jumiah Dokumen Peraturan | Terlaksanannya tata kelola 140 564 500 00 115.868 200,00 25.096.700,00 |Efisiens: Anggaran
panyusunan Peraturan |daerah tentang APBD  |daerah tentang APBD dan keuangan daerah yang baik
daerah tentang APBD | dan Peraturan Kepala  |Peraturan Kepala daerah
dan Peraturan Kepala |d h tentang tentang Penjabaran APBD Yg
daerah tentang Penjabaran APED Disusun
Pangabaran APBD
02 |02 201 |08 |Koordinasi dan Tersusunnya Peraturan | Jumlah Dekumen Peraturan | Terlaksanannya tata kelola 170 208 300,00 151 417 500 00 18,790 800,00 |Efisiensi Anggaran
penyusunan Peraturan |daerah tentang daerah tentang Petrubahan  |keuangan daerah yang baik
daerah tentang Perubahan APBD dan  |APBD dan Peraturan Kepala
Petrubahan APBD dan |Peraturan Kepala daerah|daerah tentang Penjabaran
Peraturan Kepala tentang Penjabaran Perubahan APBD Yg Disusun
daerah tentang Perubahan APBD
Penjabaran Perubahan
APBD
02 [02 1201 |09 |Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumnen reguiasi Terlaksanannya tata kelola 35 270200 00 28 780.300,00 6.490.000,00 |Efisiens: Anggaran
penyusunan regulasi regulasi serta kebijakan |serta kebijakan bidang keuangan daerah yang baik
serta kebijakan bidang |bidang anggaran anggaran Yg Disusun
anggaran
02 |02 [2.01 |10|Koordinasi Tersusunnya Dokumen [Jumiah Dokumen Terlaksanannya lata kelola 20 847 20X § 845 600,00 14.000.600.00 | Efislansi Anggaran
Perencanaan anggaran | hasil Koordinas: pendapatan Yg Disusun keuangan daerah yang baik
P I P 1 anggaran
pendapatan
0z |02 (201 [11|Koordinasi Tersusunnya dokumen |Jumlah Dokumen Belanja Terlaksanannya tata kelola 35 67E 400,00 33.224.8900.00 2.451.500.00 |Efisiensi Anggaran
Perencanaan anggaran | hasil Koordinasi Daarah Yg Disusln keuangan daerah yang baik
Belanja Daarah Perencanaan anggaran
Balanja Daerah
02 |02 [201 |13 |Pembinaan Maningkatnya Jumilah orang yg mengikuti | Terlaksanannya tata kelola 99559 714 00 15.125.874,00 £4.873.840,00 |Efisiens| Anggaran
Perencanaan pengelolaan pembinaan Per haan |k gan daerah yang baik
Penganggaran daerah | perbendaharaan Daerah |Keuangan Pamerintah
Pemerintah Kabupsaten Tap Teng Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
oz |oz [z202 Koordinasi dan Meningkatniya tata kelola |Meningkatnya Pengelolaan 562.443,307,00 405.648 778,00 156,694.529,00 | Efisiansi Anggaran
Pengelolaan perbendaharaan Perbendaharaan Daerah di
Perbendaharaan Kabupaten Tapanull Tengah
Daerah
02 |02 202 [03|Penyiapan, Tarsediannya Dokumen | Tersediannya Dokumen Hasil | Terlaksanannya tata kelola 5378172000 3013006200 23 651 658,00 |Efisiensi Anggaran
pelaksanaan Hasil pengendalian dan |pengendalian dan penerbitan)keuangan daerah yang baik
pengendalian dan penerbitan anggaran kas |anggaran kas dan SPD
penertiban anggaran  |dan SPD
kas dan SPQ
02 |02 |202 |05|Koordinas: fasilitasi, |Terlaksanannyal Terlaksanannya Keordinasi, | Terlaksanannya tata kelola 412 491 751 00 31157212000 100 919 571,00 |Efisiensi Anggaran
asistansi singkromisasi, | Koordinasi, fasilitas| Asistensi, keuangan daerah yang baik
suverfisl, menitoning fasilitasi Asistens:, Sinkronisasi, supervisi
dan evaluasi Sinkronisasl, supervisi, |Monitaring, dan Evaluasi
pengeloiaan dana Menitoring, dan Evaluasi | Pengalolaan Dana
perimbangan dan dana |Pengelclaan Dana perimbangan dan dana
transfer lainnya perimbangan dan dana | Transfer lainnya
Transfer lainnya
Dz |02 |202 |07 |Koordinasidan Tersusuhnya laporan | Tersusunnya laporan Terlaksanannya tata kalola 4B 173228500 2295335700 23219 888 00 |Efisiensi Anggaran

penyusunan laporan
realisas) penanimaan
dan pengeluaran Kas
daerah, laporan aliran
kas dan pelaksanaan
pemumgutan
pemaotangan dan
penyetoran perhitungan
pihak ke tiga ( PFK)

realisasi penetimaan

realisasi penenimaan dan

dan pengeluaran Kas pengeluaran Kas daerah,
daerah, laporan aliran laporan aliran kas dan

kas dan pelaksanaan pelaksanaan pemumgutan,
pemumgutan, pemotangan dan penyatoran
pemotangan dan perhitungan pihak ketiga (
penyeteran perhitungan |PFK)

pihak ketiga ( PFK)

keuangan daerah yang balk




02 |02 |2.02 [11|Pembinaan Terlaksannya Jumlah erang yg mengikuti [ Teraksanannya tata kelola 49 LG8 BT (0 4089323800 9103 332,00 |Efisiensi Anggaran
Penatusahaan pembinaan pembinaan Penatausahaan |keuangan daerah yang baik
Keuangan Pamerintah |Penatausahaan Keuangan Pamarintah
Kabupaten Kota keuangan pemerintah Kabupaten/Kota
kabupaten/Kota
02 j02 203 Koordinasi dan Meningkatnya tata Opini BPK terhadap 301.131.551,00 191.982.622,00 109,148 929,00 |Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan kelola akuntansi dan  |Laporan Keuangan
Akuntansi dan pelaporan
Pelaporan Keuangan
Daerah
02 |02 |203 |01 |Koordinasi Tersusunnya laporan Jumlah Laporan Teraksanannya tata kelota 24144 518,00 12.023752,00 12 120.766,00 | Efisiensi Anggaran
pelaksanaan Akuntarisi | pertanggungjawaban Pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik
Pananmaan dan penerimaan dan Penerimaan dan Pengeluaran
Pengeluaran Kas pengeluaran kas daerah |Kas Daerah
02 |02 2.03 |04 |Kansaolidasi Laporan Tersusuunya Laporan | Jumlah Laporan Keuangan | Terlaksanannya tata kelola 100.773.327 00 79,294 698,00 21 478 629,00 |Efisiensi Anggaran
Keuangan SKPD.BLUD|Keuangan SKPD BLUD |SKPD BLUD dan Laporan keuangan daerah yang baik
dan Laporan Keuangan |dan Laporan Keuangan |Keuangan Pemerintah
Pemaerintah Daerah Pemerintah Daerah Caerah
02 |02 |2.03 |05 |Koordinasi dan Tersusunnya Jumiah Dokumen rancangan |Terlaksanannya tata kelola 126,225 .815.00 73.837 11700 52388 698 00 |Efisiensi Anggaran
penyusunan rancangan | Rancangan peraturan | peraturan daerah tentang keuangan daerah yang balk
peraturan daerah daerah tentang pertanggungjawaban
tentang pertanggungjawaban palaksanaan APBD Provinsi
pertanggungiawaban | pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan kepala dasrah tantang
Provinsi dan rancangan | rancangan peraturan penjabaran
paraturan kepala kepala daerah tentang | pertangungjawaban APBD
daerah tentang penjabaran kabupaten kota Yg Disusun
penjabaran pertangungjawaban
pertangungjawaban APBD kabupaten'kota
APBD kabupatenkota
02 |02 2.03 |06 |Penyusunan Terselesaikannya Jumlah tanggapan tindak Terlaksanannya tata kelola 24.991.781 .00 12.828 835,00 12.162.946 00 |Efisiensi Anggaran
Tanggapan/Tindak tanggepanitindak lanjut |lanjut terhadap LHP BPK | keuangan daerah yang balk
Lanjut terhadap LHP  |terhadap LHP BPK atas |ataslaporan
BPK atas laporan laporan pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  |pertranggungjawaban | pelaksanaan APBD
Palaksanaan APBD pelaksanaan APBD
02 |02 203 |11 |Pembinaan Akuntansi | Terlaksanannya Jumlah arang yang Terlaksanannya tata kelola 24.996.110,00 1395822000 10,997 890,00 |Efisiensi Anggaran
Palaparan dan Pembinaan Akuntans|, |melaksanakan pembinaan keuangan daerah yang baik
pertanggungjawaban | Pelaporan dan akuntans| pelaporan dan
Pemaerintah pertanggungjawaban pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota pemarintah pemerintah kabupaten kota
Kabupaten/Kota
02 |02 204 Penunjang Urusan Meningkatnya tata Meningkatnya urusan 215.206.546.488.01 240.225.489.014,29 25.018.5952 526 28 |Efisiansi Anggaran
Kewenangan kelola | g ewenangan Pengelol
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan | Keuangan Daerah di
HKeuangan Daerah Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah
02 |02 204 |04 |Analisis perencanaan | Terbayarkannya cicllan | Jumiah Dok 1 wya | Terlaksanannya tata kelola 3108 426 265 00 3108.426. 268,00 -
dan tarlaksanya pokok dan bunga pembayaran cicilan pokok keuangan daerah yang balk
pembayaran cicilan pinjaman pemerintah dan bunga pinjaman
Fokok dan bunga daerah pemerintah daerah Yg
pinjaman pemerintah Disusun
daerah
02 |02 |[2.04 |08 |Analisis perencanaan |Tersalurkannya bantuan [Jumlah Dokumen penyaluran | Terlaksanannya tata kelola 204 455801 500,00 197.573.467 008 00 5.886 334 792,00 | Efisiensi Anggaran
dan penyaluran keuangan bantuan keuangan Yg keuangan daerah yang baik
bantuan keuangan Disusun
02 |02 2.04 |09 |Pengeloiaan dana Tersediannya dana Jumlah Dokumen mendesak 4 733524 1501 3954380573729 34.810.081 118,28 |Efisiens: Anggaran
darurat mendesak darurat dan mendesak | Yg Disusun
0z o2 2.04 [10|Pengelclaan dana bagi | Tersedainnya dana bagl|Jumlah Dokumen hasil Terlaksanannya tata kelola 2904 743 80 00 = 2.904 763 800.00

hasi kabupaten

hasil kabupaten

kabupaten Yg Disusun

keuangan daerah yang balk




5 (o2 |03 PROGRAM Meningkatniya kualitas | Persentase Penambahan 1.088.665.986,00 £31.813.375,00 456.852.611,00 |Efisiensi Anggaran
PENGELOLAAN Pangelclaan dan hilai asel tetap
BARANG MILIK Pelaporan Aset Daerah
DAERAH
5 (@2 |03 |20 Pengelolaan Barang | Terwujudnya tertib Meningkatnya pengelolaan 1.088.665.986.00 £31.813.376.00 456862 611,00 |Efisiens| Anggaran
Milik Daerah Pengelolaan BMD yang |Barang milik Daerah di
Akuntabel efektif dan  |Kabupaten Tapanuli
efisien serta Tengah
mendukung
kelancaran
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
5 |0z |03 [201 |01 |Penyusunan Standar |Tersusunnya Standar Jumlah Dokumen yg Disusun [Meningkatnya Pengelolaan 176 106 41 0D 141.021.610.00 35,088 331,00 |Efislensi Anggaran
harga harga Barang Milik Daerah
5 |oz |03 |201 |02 |Penyusunanstandar | Tersusunnya Standar  |Jumlah Dokumen dan Meningkatnya Pengelolaan 155914 288 00 11584 626,00 §.328 662,00 |Efisiensi Anggaran
BMD dan standar Barang Milik Daerah dan | standar kebutuhan BMD yg Barang Milik Daerah
kebutuhan BMO standar kebutuhan Disusun
Barang milik Dasrah
5 |02 |03 2 01 |08 |inventarisasi barang Tersusunnya laporan Jumlah Dokuman daerah yg | Meningkatnya Pengelolaan 184 993 293 0D 122,062 250.00 62.931 043,00 |Efisiensi Anggaran
milik daerah hasil Invantarisasi (LHI) | Drsusun Barang Milik Daerah
Barang milik Daerah
5 |02 |02 |201 |07 |Pengamanan barang | Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen daarah yg  |Meningkatnya Pengelolaan 240538 843 00 17307365200 67 464 891 00 |Efisiensi Anggaran
millk dagrah hasil pengamanan Dhisusun Barang Milik Daerah
Barang milik Daerah
5 o2 o3 201 |10|Optimalisasi Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen Meningkatriya Pengelolaan 75978 B73.00 53.285.092.00 22 693 781,00 | Efisiensi Anggaran
penggunaan, hasil Optimalisasi pemindatanganan Barang Millk Daerah
pemanfaatan, penggunaan, pemusnahan dan
pemindatanganan pem pemanfaatan, penghapusan barang milik
usnahan dan pemindatanganan pemu |daerah yg Disusun
penghapusan barang  |snahan dan
milik dasrah penghapusan barang
milik daarah
5 |0z |03 |201 |12 |Penyusunanlaporan | Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen millk Meningkatnya Pengelolaan 225 147 24700 28084 578,00 201 062 668,00 |Efisiensi Anggaran
barang milik daerah barang mihk daerah daerah yg Disusun Barang Milik Daerah
5 joz |03 [201 |13 |Pembinaan Teraksanannya Jumlah Cokumen milik Meningkatnya Pengelolaan 1H1 883 701 10 102 701 567,00 50 262 134.00 |Efisiensi Anggaran
pangelolaan barang Pambinaan pengelolaan |daerah kabupaten kota yg Barang Milik Daerah
milik daerah barang milik daerah Disusun
kabupaten/kota kabupaten/kota
5 |02 |04 PROGRAM Meninghkatkan Parsentaze terlaksananya 2.089.567.858,00 1.461.316.342,00 628.251.516,00 |Efisienst Anggaran
PENGELOLAAN kemandirian fiskal Pengelolaan Pendapatan
PENDAPATAN daerah, optimalisas! Daerah
DAERAM panerimaan pendapatan
Daerah, dan
meningkatkan kualitas
pelayanan Publik di
bidang Pendapatan
Daerah
5 |02 |04 201 Kegiatan Pengelolaan | Meningkatnya Meningkatnya Pendapat. 2.089.567.858,00 1.461,316.342,00 628 251 516,00 |Efisiensi Anggaran
Pendapatan Daerah | Ekstensifikasi dan Daerah di Kabupaten
Intensifikas! Tapanuli Tengah
Pendapatan
5 jo2 [o4 [201 |02 |Analisadan Tersusunnya Dokumen  |Jumiah Dokumen pajak Meningkatnya Pendapatan B3 310 DOE 00 36289 92500 32.020 084,00 |Efisiensi Anggaran
perigembangan pajak  |Hasil Analis pajak daerah serta penyusunan Daerah di Kabupaten
daerah, serta daerah, serta kebijakan pajak daerah yg Tapanuli Tengah
penyusunan kebijakan | pengembangan Pajak Disusun
pajak daerah daerah dan kebijakan
Pajak Daerah




0z |04 201 |04 |Penyediann sarana dan | Tersediannya sarana | Jumlah Dokumen prasarana | Meningkatnya Pendapatan G40 538 545,00 586 181.376,00 54 457 268,00 |Efisienst Anggaran
prasarana pajak daerah |dan prasarana pajak daerah yg Disusun Daerah di Kabupaten
pengelolaan pajak Tapanuli Tengah
daerah
02 |04 201 |05 |Pendataan dan Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen objek pajak [Meningkatnya Pendapatan 52 454 587 06 62 967.528.00 10512 546,00 |Efisiensi Anggaran
pendaftran objek pajak | hasil pendataan dan daerah yg Disusun Daerah di Kabupaten
daerah pendaftaran Objek pajak Tapanuli Tengah
Daerah, Subjek Pajak
dan wajib Pajak Daerah
02 |04 201 |06 |Pengolahan, Tersusunnya laperan Jumiah Dokumen pelaporan [ Meningkatnya Pendapatan 20 300 583,00 14 755 5/0.00 554101300 |Efisiensi Anggaran
pemeliharaan, dan hasil Pangolaan, basis data pajek daerah yg  [Daerah di Kabupaten
pelaporan basis data | pemeliharaan, dan Disusun Tapanuli Tengah
pajak daerah pelaporan basis data
pajak dasrah
02 |Da |207 |07 |Penilaian pajak bumi | Terlaksanannya Jumlah Dokumen dan Meningkatnya Pendapatan 22 240081.00 8542.454,00 13.697.627,00 |Efisians: Anggaran
dan bangunan penllaian pajak bumi dan|bangunan pedesaan dan Daorah di Kabupaten
pedesaan dan bangunan dan perkotaan|perkotaan PBB P serta bea | Tapanuli Tangah
perkotaan (PBB- P2) (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan
serta bea perclahan parolehan hak atas bangunan BPHTB yg
hak atas tanah dan tanah dan bangunan Disusun
bangunan (BPHTE) (BPHTB)
02 |04 201 |10 [Peneiitian dan verifikasi | Tersusunnya data Jumlah Dokumen data Meningkatnya Pendapatan 355 042 803 (0 163 217.743.00 204 825.160,00 |Efisiensi Anggaran
data pelaporan pajak | pelaporan pajak daerah |pelaporan pajak daerah yg Daerah di Kabupaten
daernh yang talah dilakukan Disusun Tapanull Tengah
penelitian dan verifikas
02 |04 {201 |11 |Penagihan pajak Tersusunnya Dokumen  |Jumiah Dokumen yg Disusun [Meningkatnya Pendapatan 3BHIN 24200 288081 777,00 4B 528 485,00 |Efisiensi Anggaran
daerah haslil pelaksanaan Daerah di Kabupaten
penagihan Pajak Daerah Tapanuli Tengah
02 |04 201 [14 |Pembinaan dan Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen Meningkatnya Pendapatan 430 570 BBD.00 240.441 496,00 180.529 184,00 |Efisiensi Anggaran
pengawasan hasil Pembinaan dan pengelolaan retnbusi dacrah | Daerah di Kabupaten
pengelolaan retribusi | pengawasan yg Disusun Tapanull Tengah
daerah pengelalaan Retribusi
Daarah
02 (04 |Z.01 |15 |Elekironifikasi Tersusunnya laporan Jumiah transaksi Meningkatrya Jumlah 148 955 733,00 60834 47300 89.165.260,00 |Efisiensi Anggaran

Transaksi Pemerintah
daerah

parkembangan
alaktronifikasi transaksi
pamerintah daerah

elektronifikasi pemenntah
daerah

transaksi aloktronifikas:
pamerintah daerah

JUMLAH

242.088.066.303,01

261.613.858.633,29

19.525.793.330,28




BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum
dalam program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang berkontribusi
untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana
Strategis BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana kerja BPKPAD Kabupaten
Tapanuli Tengah di susun untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan
BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan Perubahan Rencana Kerja
merupakan hasil evaluasi renja apabila masih memiliki kendala dalam melaksanakan
program kegiatannya di tahun berjalan dapat melakukan perubahan yang dianggap

penting dalam meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan
pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan Good Governance sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan
dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.




Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik dimasa datang.

PANDAN, : 2025

KEP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN.,
PEN ATAN DAN ASET DAERAH

KAB EN TAPANULI TENGAH

BASYRI'NASUTION. SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197108051997031001




PERUBAHAN RENCANA KERIJA (P-RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025
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Safu Identifas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TAPANULI TENGAH
JL. Ridwan Hutagalung No. 1 Telp. 0831-371645 Pandan 22611, Sumatera Utara




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Perubahan
Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah periode Tahun 2025, dengan disusunnya Rancangan Perubahan
Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan ini memuat tentang tugas
pokok dan fungsi, visi dan misi yang ditetapkan, evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu dan
tahun berjalan serta Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Kami sadar sepenuhnya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharap kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun yang akan datang.

Pandan, 6 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730707 200212 2 001




BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan
Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk (RPJMD), Rencana

trategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS)
serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki
penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasarbagi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).
Karenanya,sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sehubungan hal tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025.
Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan
upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang
sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2023-2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten.
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Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan
datang dapat berhasil dengan baik, maka harus menyusun Perencanaan strategis pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perumusan Kebijakan teknis Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta
Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
;Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian
Perkembangan Kependudukan dan Inovasi Pelayanan/ Revolusi Pelayanan Administrasi
Kependudukan yaitu layanan terintegrasi dokumen administrasi kependudukan (Layanan
terintegrasi dokumen kependudukan bagi warga Kab. Tapanuli Tengah memungkinkan
masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali
pengajuan/pengurusan). Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan
keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai

dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

b. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
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12.

15

14.

15.

16.

17:

18.

19.

20.

214;

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2012 yaitu perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-

2026.
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C Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2025;
2. Sebagai dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Terlaksananya program dan Kkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2025;

3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2024.

d. Sitematika Penulisan
Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
OPD Tahun Anggaran 2025, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan

sistematika sebagai berikut :.

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

b. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

d. Sistematika Penulisan

BAB iI. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

d. Review terhadap Rencana Kerja RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

b. Tujuan dan sasaran Renja OPD

¢. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP

-
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BAB 11

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

a.  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra
Perangkat Daerah

Analisa pecapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan berdasarkan kefuaran perhitungan dari
pengukuran kinerja kegiatan (PPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Keluaran
pengukuran ini dievaluasi dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini
bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam
upaya pencapaian misi untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi
terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten
Tapanuli Tengah dan dari Dana DAK (sisa DAK yang belum terserap). Dapat dijelaskan secara
rinci penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2023 terdiri dari 5 program, 12
kegiatan dan 22 sub kegiatan.
Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun Lalu (sampai dengan 31 Desember
TA. 2023), sebagai berikut :
l.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebagai berikut :
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pembuatan LAKIP, RENJA, RENSTRA OPD tercapai 96% dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 100%, dengan indikator kinerja
pencapaian sasaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tercapai 98%
dengan indicator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
¢. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor tercapai 100%,
dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket komponen instalansi

listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
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2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran :
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
3. Penyediaan Bahan Logistidk Kantor
Penyediaan makanan dan minuman tercapai 98%, dengan indikator pencapaian
sasaran : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan cetakan dan penggandaan tercapai 100%, dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumalah paket barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah tercapai
100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyelenggaraan
rapat koordinasi damn konsultasi SKPD.
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tercapai 90%, dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya yang disediakan.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
t. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 83%, dengan
indikator pencapaian sasaran : Jumiah laporan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang disediakan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 97%, dengan indikator pencapaian
sasaran : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang
disediakan.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemetiharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas operasional tercapai 100% dengan
indikator pencapaian sasaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
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2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor tercapai 100% dengan
indikator pencapaian sasaran : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau

bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Il. Program Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tercapai 100% dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumlah laporan hasil peningkatan pelyanan pendaftaran
penduduk.
¢. Penataan Pendaftaran Penduduk
1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya.
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya tercapai 98% dengan
indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kependudukan selain blangko
KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan

kebutuhan yang tersedia

{t. Program Pencatatan Sipil sebagai berikut :
a. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil tercapai 100% dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan.

2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku
terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku
terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya tercapai 100% dengan
indikator pencapaian sasaran : Jumiah dokumen kependudukan selain blangko
KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang

tersedia.
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IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan

1.

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tercapai 95% dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumlah dokumen Kkerja sama pemanfaatan data

kependudukan.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

. Fasilitasi Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tercapai 97%
dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan

‘ V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebagai berikut :

a.

1.

Penyusunan Profil Kependudukan

Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota

Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota tercapai 99% dengan indikator
pencapaian sasaran : Jumiah data kependudukan kabupaten/kota.

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta
Kebutuhan yang lain

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta
Kebutuhan yang lain tercapai 98% dengan indicator pencapaian sasaran : Jumlah
Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta

Kebutuhan yang lain yang tersusun.

Adapun review dari Tahun Lalu untuk program, kegiatan dan sub kegiatan telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sedangkan terdapat sisa lebih dari

anggaran disebabkan karena langkah penghematan belanja jasa Kantor yang disesuaikan

dengan kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli

Tengah.

Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2023 di OPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik

dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan Anggaran sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan dan memuaskan semua pihak. Untuk kedepan Tahun 2025

kami banyak belajar dari pengalaman serta kekurangan pada tahun 2023 sehingga diharapkan

kesempurnaan pelaksanaan Renja dapat dicapai, baik dari pelaksanaan kegiatan maupun

pelaporan secara administrasi.
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Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tahun 2023

dapat dilihat dalam Tabel T- C.29.
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Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari

adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan OPD berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkaitan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan
inovasi Pelayanan.

Adapun analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tapanuli Tengahdisajikan pada Tabel T- C.30 adalah sebagai berikut :
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Dari tabel T- C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang belum
mencapai target renstra SKPD, Faktor penyebab masih rendahnya capaian dari beberapa

indikator kinerja yang masih belum mencapai target, antara lain ;

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
secara individu

2) Keterbatasan balngko KTP-El yang dimana blangko KTP-El hanya bisa dianggarkan
pada Dirjen DukCapil Kemendagri, sementara untuk tingkat Kab/kota hanya penerima
hasil pangadaan blangko KTP-El tersebut;

3) Keterbatasan anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

4) Sarana gedung pelayanan yang belum memadai dalam mendukung pelayanan publik;

5) Pelayanan jemput bola melalui kegiatan pelayanan keliling yang masih belum optimal;

6) Belum tersedianya Mobil unit pelayanan administrasi kependudukan dalam

mendukung program jemput bola (stelsel aktif);

C Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuii Tengah mempunyai
tugas untuk : “Membantu Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyelenggarakan
sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan”.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pelayanan, maka dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan KTP dan tingkat akurasi elemen datanya;

2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu ldentitas pada Anak,
berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;

3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah pada Penduduk
Pendatang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun Warga Asing;

4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;

5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;

6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak
usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;

7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis
teknologi, sesuai dengan Misi ke-1 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2017-2022, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan

penelusuran Arsip Digital Dokumen Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi
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Informasi (T1) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat
serta akurat;

8. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena
belum optimal dan berkembangnya fungsi Sistem Informasi SIAK sebagaimana yang
diharapkan dalam agenda nasional RPJMD Tahun 2017-2022;

9. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan
yang dihasilkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di
wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kepulauan,
Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Manduamas;

11. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta

catatan sipil belum sesuai SPM.

Keberhasilan  pengembangan  penyelenggaraan  Urusan  Administrasi
Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya
identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat
menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan
kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal
dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam

penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :
Faktor Internal :

1. Faktor Kekuatan (strengths)
a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
¢. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dari APBD;
d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;

e. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

2. Faktor Kelemahan (weakness),
a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
b. Budaya kerja yang masih lemah;

¢. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;

o

Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
e. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan
f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

administrasi kependudukan
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Faktor eksternal :
1. Faktor Peluang (opportunities)

a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus)
Non Fisik bidang pelayanan administrasi kependudukan;

b. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan : tidak dipungut biaya /
gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;

¢. Adanya perkembangan tehnologi IT dalam pelayanan pengurusan administasi
kependudukan.

d. Revolusi pelayanan dukcapil (Urus satu dokumen kependudukan dapat tiga/fempat
dokumen  kependudukan, melakukan kerjasama dengan  stakeholder
internal/eksternal dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan)

e. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan
pendaftaranpenduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil

f. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik
melalul sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor
apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas

dan fungsi

2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)
a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan,
yang disebabkan jarak yang jauh antara ;
b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi
Kependudukan;
¢. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan Pusat/SKPD/instansi lain dan
Pemerintah Desa/Kelurahan;

d. Masih tersentralisasinya penyediaan material KTP-el di Pusat

Strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tapanuli Tengah meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah :

a. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu Penduduk dan
tingkat akurasi elemen datanya,” maka ditetapkan kebijakan : “Meningkatkan
implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola; dan pendelegasian

sebagian kewenangan ke kecamatan”
b. Untuk mewujudkan sasaran ‘“Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta pencatatan

Sipil,” maka ditetapkan kebijakan : “Pelayanan jemput bola; Pendelegasian sebagian

kewenangan ke Kecamatan dan Memperbanyak kegiatan sosialisasi”.
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¢. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan
informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi,” maka ditetapkan kebijakan :
v Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan

kembangkan inovasi untuk layanan

Pelayanan jemput bola

Optimalkan fungsi Petugas register Kel/Desa

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim

% N KK

Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialih media

d. Untuk mewujudkan sasaran ”Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil,” maka ditetapkan kebijakan:
v" Meningkatkan pemenuhan kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
v Pemeliharaan sarana prasarana kerja dengan tertib;
v Tingkatkan kompetensi dan budaya kerja;
v

Melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan.
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Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018, disusun
sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan,
pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana
pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam

rancangan awal RKPD

d. Review Terhadap Rencana Kerja RKPD/Renstra OPD
Rencana Kerja RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal
rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
terhadap kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli
Tengah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat

pada Tabel TC 31.
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e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerihtahan daerah
berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana
kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui
pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasii Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat
desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2023 yang menghimpun berbagai usulan program/
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, tidak ada program / kegiatan yang
diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki
tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli

Tengah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel TC. 32.
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TABEL TC 32

RANCANGAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kantor

NO | Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja RKPD P-RKPD
1 2 3 4 5 6
l. | PROGRAM PENUNJANG Indeks kepuasan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Kependudukan dan
.| 4-342.555.778,-
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pencatatan Sipil 4.024.189.407, BRI
3. | Perencanaan, Penganggaran, mmdeks perencanaan,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat p-eng::mggaran dan evaluasi 24.996.210,-,- 18.343.836,-
Daerah kinerja OPD
1.  Pernyusuran Dokurmern Kantor Jumiah dokumen
Perencanaan Perangkat i i 4
s Disdukcapil | perencanaan perangkat 24.996.210, 18.343.836,-
daerah
b. | Administrasi Keuangan Peningkatan sumber daya- 3246:182.763,- | 3.510.466.355,-
Perangkat Daerah aparatur
1. Penyediaan Gaji dan Kantor Jumlah orang yang menerima
Tuniangan ASN Disdukcapil | gaji dan tunjangan ASN 3.231.188.000;- 3.495.466.592,
2. Penyusunan Pelaporan Kantor Jumlah dokumen pelaporan
dan Disdukcapil | dan analisis prognosis 14.999.763,- 14.999.763,-
Analisis Prognosis realisasi anggaran
Realisasi Anggaran
c. | Administrasi Umum Perangkat Peningkatan operasional
Daerah kantor 288.966.243, 304.706.473,-
1  Penyediaan Komponen Kantor Jumalah paket komponen
II:ISta'IESI Disdukcapil | instalansi listrik/penerangan 6.999.105,- 6.999.105,-
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang
Bangunan Kantor disediakan
2 Penyediaan Peralatan dan | Kantor lumlah paket peralatan dan
Perlengkapan Kantor Disdukcapil | perlengkapan kantor yang 94.999.350,- 94.739.610,-
disediakan
3 Penyediaan Bahan Kantor Jumlah paket bahan logistik 9.967.800,- 39.967.770,-
Logistik Kantor Disdukcapil kantor yang disediakan
4 Penyediaan Barang Kantor Jumlah paket barang cetakan
Cetakan dan Disdukcapl | dan penggandaan yang 11.999.988,- 11.999.988,~
Penggandaan disediakan
5  Penyelenggaraan Rapat Kantor Jumlah laporan
Koordinasi dan Konsuitasi | Disdukcapil penyelenggaraan rapat 165.000.000,- 155.000.000,-
SKPD koordinasi dan konsultasi
) SKPD
d. | Pengadaan Barang Milik Peningkatan Operasional
Daerah Penunjang Urusan Kantor 57.397.001,- 67.796.924,
Pemerintah Daerah
1 Pengadaan Sarana dan Kantor Jumiah unit sarana dan
Prasarana Gedung Kantor | Disdukcapil prasarana gedung kantor 57.397.001,- 67.796.924,-
atau Bangunan Lainnya atau bangunan lainnya yang
disediakan
e. Penyediaan Jasa Penunjang Peningkatan Operasional 139.842.190, 154.242.190,
Urusan Pemerintahan Daerah Kantor
1  Penyediaan Jasa Kantor Jumlah laporan penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya | Disdukcapil jasa komunikasi, sumber 96.250.000,- 126.250.000,-
Air dan Listrik daya air dan listrik yang
disediakan
2 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah laporan penyediaan
Pelayanan Disdukcapil | jasa pelayanan umum kantor 43.592.190,- 27.992.190,-
Umum Kantor yang disediakan
f. | Pemeliharaan Barang Milik Peningkatan Operasional 266.800.000, 283.000.000,-
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1 Penyediaan Jasa Kantor Jumiah kendaraan dinas
Pemeliharaan, Biaya Disdukcapil operasional atau lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan yang dipelihara dan 206.800.000,- 202.000.000,-
Perizinan Kendaraan dibayarkan pajak dan
Dinas Operasional atau perizinannya
Lapangan
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kantor Jumlah sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana Disdukcapil | gedung kantor atau 30.000.000,- 35.000.000,-
Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kantor Jumlah gedung kantor dan
Gedung Kantor atau Disdukcapil bangunan lainnya yang 30.000.000,- 46.000.000
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
1} PROGRAM PENDAFTARAN Rasio Penduduk Ber-KTP
PENDUDUK Persatuan Penduduk, 698.790.011, 1.330.749.401,
Kepemilikan KTP, Penetapan
KTP Nasional Berbasis NIK
a. | Pelayanan Pendaftaran Peningkatan Pelayanan 89.999.950,- 55.759.871,-
Penduduk Pendaftaran Penduduk
1.  Peningkatan Pelayanan Kantor Jumlah laporan hasil
Pendatftaran Penduduk Disdukcapit | peningkatan petayanan 89.999.950,- 55.755.871,-
pendaftran penduduk
b. | Penataan Pendaftaran Penerapan KTP Nasional 109.999.890,- 119.078.247,
Penduduk berbasis NIK
1. Pengadaan Dokumen Kantor Jumlah dokumen
Kependudukan selain Disdukcapil | kependudukan selain blangko
Blangko KTP-El, Formulir, KTP-El, formulir, dan buku 109.999.890,- 119.078.247,-
dan Buku terkait terkait pendaftaran
Pendaftaran Penduduk penduduk sesuai dengan
sesuai dengan Kebutuhan kebutuhan yang tersedia
¢. | Penyelenggaraan Pendaftaran Perekaman KTP elektronik 498.790.171, 1.055.911.283,
Penduduk
1. Fasilitasi Pendaftran Kantor Jumiah laporan hasil fasilitasi 498.790.471 1.055.911.283,-
Penduduk Disdukcapil | pendaftaran penduduk
i PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Bayi berAkta
Kelahiran, Rasio Pasangan 199.999.350;- 119.99%:.123,~
berAkta Nikah, Kepemilikan
Akta
a. | Pelavanan Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil 199.999.850,- 119.999.123,
1. Peningkatan dalam Kantor Jumlah layanan pencatatan
Pelayanan Pencatatan Disdukcapil sipil yang ditingkatkan 99.999.950,- 41.820.602,-
Sipil
2. Pengadaan Dokumen Kantor Jumlah dokumen
Kependudukan selain Disdukcapil kependudukan selain blangko 99.999.900,- 78.178.521,-
Blangko KTP-El, Formulir, KTP-El, formulir, dan buku
dan Buku terkait terkait pencatatan sipil sesuai
Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang
dengan Kebutuhan tersedia
Persentase ketersediaan
IV. | PROGRAM PENGELOLAAN sarana dan prasarana 774.855.468, 773.520.560,-
INFORMASI ADMINISTRASI pengelolaan data dan
KEPENDUDUKAN informasi administrasi
kependudukan
a. | Pengumpulan Data Pelaksanaan pengumpulan
Kependudukan dan data kependudukan skala 25.297.528, 9.863.410,-
Pemanfaatan dan Penyajian Kab/Kota
Database Kependudukan
1. Kerjasama Pemanfaatan Kantor Jumlah dokumen kerja sama
Data Kependudukan Disdukcapil | pemanfaafan dafa 25.297.528,- 9.863.410,-
kependudukan
b. Penataan Pengelolaan Pelaksanaan Penataan
informasi Administrasi Pengelolaan informasi 29.988.250, 14.238.250,-

Kependudukan

Admistrasi Kependudukan




1. Penyusunan Tata Cara
Perencanaan,

Jumiah Dokumen Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaksanaan, Kantor Pemantauan, Evaluasi, 29.988.250,- 14.238.250,-
Pemantauan Evaluasi, Disdukcapii | Pengendalian dan Pelaporan
Pengendalian dan Penyelenggaraan Adminduk
Pelaporan Terkait Pengelolaan
Penyelenggaraan Informasi Administrasi
Adminduk Terkait Kependudukan yang disusun
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Dokumen data administrasi 719.569.690, 749.418.900,
Informasi Administrasi data kependudukan
Kependudukan
1.  Fasilitasi terkait Jumlah laporan hasil fasilitasi
Pengelolaan informasi Kantor pengelolaam informasi 709.600.000,- 749.418.900,-
Administrasi Disdukcapil | administrasi kependudukan
Kependudukan
2.  Sosialisasi Terkait Kantor Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Informasi Disdukcapil | Sosialisasi Pengelolaan 9.669.690;- 6.318.900;-
Administrasi informasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN Adanya dokumen buku profil
PROFIL KEPENDUDUKAN dan data kependudukan 29.980.137, 26.437.017,
Kabupaten/Kota
Penyusunan Profil Dokumen data dan profil 29.980.137,- 26.437.017,
Kependudukan kependudukan
1. Penyediaan Data Kantor Jumiah data kependudukan 19.998.018,- 19.998.018,-
Kependudukan Kab/Kota Disdukcapil Kab/Kota
2. Penyusunan Profil Data Kantor Jumlah dokumen profil data
Perkembangan dan Disdukcapil | perkembangan dan proyeksi 9.982.119,- 6.438.999,-
Proyeksi Kependudukan kependudukan serta
serta Kebutuhan yang lain kebutuhan yang lain
TOTAL 5.727.814.874,~ | 6.593.261.879,-
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BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran
khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna mencapai
tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja, adapun Program dan
Kegiatan Tahun 2025, antara lain :
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
I.  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Il.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
lll. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen instatansi Listrik/Penerangan Bangurnan Kartor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa Peiayanan Umum Kantor
VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya.
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B. Program Pendaftaran Penduduk
I.  Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Il.  Penataan Pendaftran Penduduk
1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
lll. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
i. Fasilitas pendaftaran penduduk
C. Program Pencatatan Sipil
I. Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku
Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.
D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
I. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data Penyajian Database
Kependudukan
1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Il. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan
Hi. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
I.  Penyusunan Profil Kependudukan
1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota
2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta

Kebutuhan yang lain.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumern Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan
dan PencatatanSipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2025.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 tergantung dari besarnya komitmen
aparatur penyelenggaraan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat
diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi

Kependudukan dan PencatatanSipil.
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BABV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun 2025 merupakan dokumen
perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Recana Strategis (Renstra) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2023-2026, dengan demikian
ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema maupun nasional. Rencana
Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam
menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh
Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, stake
holder yang bersangkutan serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan
masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan
pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Pergeseran Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat dilaksanakan
dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder terkait demi peningkatan
Kualitas Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Pelayanan

Prima bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, /4 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE.M.M

PEMBINA UTAMA MUDA
NiP. 19730707 200212 2 001

L T
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>\ PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
% i - IDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. OSWALD SIAHAAN NO. 20 TELP. (0631) 371006 FAX. (0631) 371006
PANDAN - 22611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 523 / 3] /V / 2025
TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SUMBER DANA APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang : a. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah disusun 2 tahun
sebelum tahun Rencana.

b. Untuk Perubahan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu untuk
menetapkan penyusun Perubahan Rencana Kerja 2025.

c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir “a”. di atas, perlu ditetapkan
dengan Surat kepu'tusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No0.4437);
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.126 Tambahan Lembaran Negara
Ropublik Indonecsia N0O.94438);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perencanaan

,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No.26 Tahun 2007 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 2 Tahun 2012 Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN
. Menetapkan :
Pertama Menetapkan Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum di bawah ini:
Gol/
No Nama Jabatan Keterangan
pangkat
M.Ridsam Batubara, S.Pi | [V.c/
1 Pembina Kepala Dinas Penanggung Jawab
19710404 199703 1 004 | Utama Muda
Azwar Sitompul,SH / IV.b/ : .
2 | 19700220 200212 1 001 | Pembina TK.I | SeKretaris Iardinacoy
. . Penanggung Jawab Usulan
Edwar Bangun S.Pi Iid/ Pepata | cpalaBidang Bidang
3 TKI Penangkapan,Perizinan P - Perizi
19790803 200502 1 002 dan pemberdayaan Eaangkap, Perinar dan
pemberdayaan
Wiwin Audrisanto S, Kevala Bi :
pala Bidang Penanggung jawab Usulan
4 |S.Sos, MM / 1;;{.;1/ Penata | B didaya, Pengelolaan | Bidang Budidaya,
Abdullah Hutabarat,ST/ | IIl.d/ Penata ;
5 19720429 200212 1001 | TKI Perencana Sub Kordinator
' Kedua Tim Penyusun melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan yang
berlaku sesuai dengan Undang-undang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan
kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah,;
Ketiga Tugas Tim Penyusun Rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut :

——1—

a. Menetapkan PerubahanRencana Kerja Kegiatan yang Perioritas.




Keempat

Kelima

Tembusan :

o T B - W e

Mempelajari dan menganalisa Rencana Kegiatan yang mendukung
pembangunan disektor SDM bidang Perikanan

Mengsingkronisasikan program Pemerintah Pusat dan Provinsi

Menganalisa tujuan dan dampak dari kegiatan yang akan di tetapkan
Melakukan analisa kebutuhan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
Menampung dan menganalisa usulan /aspirasi /permohonan dari masyarakat
/ Pokir untuk di jadikan kegiatan.

Melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana kerja 2025

kepada Pengguna Anggaran (PA);

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

Keputusan ini berlaku sejak ditanda Tangani, dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan
Pada Tanggal : Mei 2025

KEP. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197104041997031004

1. Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan

2. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan

3. Arsip

I




KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

mf “ % karena berkat Rahmat dan Karunianya Dinas Kelautan dan Perikanan

N e

Kabupaten Tapanuli Tengah masih dapat melaksanakan Tupoksi

berdasarkan program kerja yang pro rakyat dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan para masyarakat
nelayan,pembudidaya dan Pelaku perikanan scala kecil di
kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan
menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dimana Pemerintahan Daerah diwajibkan
menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) untuk tahun yang akan
berjalan setiap tahunnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini
mengacu kepada jumlah pagu indikatif yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja ini
merupakan acuan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang yang
ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya
dijabarkan kedalam program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi
perbaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tapanuli Tengah ini untuk pada akhirnya akan menjadi Perubahan Rencana
kerja dan kepada tim Perencanaan DKP yang telah mendukung Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja ini , kami ucapkan terima kasih.

l1|Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah
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BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang mengacu kepada kebutuhan
pelaksanaan Tupoksi dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra. Perubahan
Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja
nantinya untuk selanjutnya melangkah ketahapan tahapan yang pada tujuannya dalam
pelaksanaan implementasi dari tugas pokok dan fungsi di bidang-bidang teknis yang
ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat
dan Karunianya para staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
masih bersenergi melaksanakan Tupoksi dalam mewujudkan program kerja dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan,pembudidaya dan Pelaku
perikanan skala kecil di kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan menteri Dalam
negeri nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata
cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka Rencana
Kerja ini disusun saat ini .

Kami menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran

yang membangun dari kalangan stocholder yang bertujuan untuk perbaikan
3|D




penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Tapanuli Tengah ini untuk tahun berikutnya.

LATAR BELAKANG
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari beberapa sektor

potensi dan peluang investasi yang besar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berada
di pesisir Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai + 200 km
dan memiliki 19 pulau - pulau kecil serta wilayahnya langsung menghadap ke Samudera
Indonesia. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berada di daratan Pulau
Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil sekitar wilayah kabupaten ini.
Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 Kecamatan meliputi Kecamatan
Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam
Barat, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, Pandan, Sarudik,
Tukka, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun. Dari 20 kecamatan
yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, sebanyak 12 kecamatan merupakan
wilayah pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu
SKPD yang berperan untuk Pencapaian Masyarakat Pesisir untuk Maju, Sejahtera dan
Bermartabat di bidang Sektor Perikanan yang mana Visi Kabupaten Tapanuli Tengah
“Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban”. Peran sektor
kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama pembangunan dalam
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sehingga pembangunan bidang
kelautan dan perikanan harus tetap dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan.

Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak

dan Berkeadilan yang Sejahtera” kami implemantasikan terhadap Misi Dinas Kelautan
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dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ” Mewujudkan kedaulatan perikanan melalui
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan,
pengembangan perikanan tangkap,pengadaan kapal penangkap ikan berteknologi tinggi,
dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan”.

Dalam mewujudkan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tapanuli Tengah yang disesuaikan dengan masa kebutuhan maka setiap tahunnya akan
dimungkinkan terjadinya perubahan kegiatan Rencana Kerja OPD. Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang
kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Pembangunan yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong Partisipasi keikutsertaan masyarakat dari
berbagai kalangan propesi yang secara bersama sama ingin mencapai kesejahteraan

dengan mendukung terlaksananya program pemerintah.

DASAR HUKUM
Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk

penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan

,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapanuli tengah

Tahun Anggaran 2025;

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan adalah Untuk

menggambarkan tujuan Rencana Kegiatan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan tentang
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarat nelayan
kecil, masayrakat pembudidaya ikan kecil dan pengolah ikan serta pemasar di

Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan
Tujuan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan Perikanan

antara lain:

1. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pokdakan dan
Pohlahsar.

2. Untuk target Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
( Nelayan Kecil dan Pokdakan ) serta Produksi Olahan;

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;




SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB. |

BAB. II

BAB. III

BAB. IV

BAB. V

7|Dinas

PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penulisan

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah
tahun lalu

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi serta
Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat
Daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program
Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan

target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPD

PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan serta rencana
tindak lanjut.




| BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

Pencapaian kinerja setiap opd sangat diharapkan untuk mendukung
pencapaian dari pada Renstra dan keberhasilan dari RKPD , dimana target dari
pada Renstra selama 5 tahun akan menggambarkan keberhasilan dari Suatu

kepala Daerah dalam masa jabatan kepemimpinannya.

Tabel. 2.1 (TC.30)

Kondisi Realisasi Target Realisasi
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Awal 2024 2025 Tw. 1

2023 2025
ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Pilihan
' a) Kelautan dan Perikanan

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan
Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one

data KKP) Ton 42.307 41.498 52.692 9.209

8|Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah
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PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan/ masayrakat di Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel T.C. 32

No

Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran /

Volume

Catatan

2

3

4

5

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bangunan Kantor

yang Disediakan

A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan
] Jumlah Dokumen
Dokumen Kab.Tapanuli
1 Perencanaan 5 Dokumen
Perencanaan Tengah
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
. Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan | Kab.Tapanuli ) . 22
1 Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tengah . Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
o | Penatausahaan dan | Kab.Tapanuli Penatausahaan dan v Dl
Pengujian/ Verifikasi | Tengah Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Penyusunan Jumlah Dokumen
3 | Pelaporan dan Kab.Tapanuli Pelaporan dan
Analisis Prognosis Tengah Analisis Prognosis “Bekunien
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
C | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen ) Komponen Instalasi
. Kab.Tapanuli N
1 | Instalasi Listrik /Penerangan 1 Paket
Tengah
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

H—

17|Dina




Jumlah Paket

Penyediaan )
Kab.Tapanuli Peralatan dan
Peralatan dan 2 Paket
Tengah Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor L
yang Disediakan
) Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Kab.Tapanuli o
Logistik Kantor yang 2 Paket
Logistik Kantor Tengah i
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang .
Kab.Tapanuli Barang Cetakan dan
Cetakan dan 4 Paket
Tengah Penggandaan yang
Penggandaan T
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan ) Penyelenggaraan
Kab.Tapanuli
Rapat Koordinasi N Rapat Koordinasi 2 Laporan
en
dan KonsultasiSKPD & dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
) Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa )
o ) Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber | Kab.Tapanuli o
Komunikasi, Sumber 36 Laporan
Daya Tengah ) o
) ) Daya Air dan Listrik
Air dan Listrik _
yang Disediakan
; Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa >
. Penyediaan Jasa
Peralatan Kab.Tapanuli
Peralatan dan 12 Laporan
dan Perlengkapan Tengah
Perlengkapan Kantor
Kantor -
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa ) Penyediaan Jasa
Kab.Tapanuli
Pelayanan Pelayanan Umum 12 Laporan
Tengah
Umum Kantor Kantor yang
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

18| Dinas Kelautan dan




Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan
. Pemeliharaan, Biaya . .
Dinas Operasional
| Pemeliharaan, Pajak, :
| | Kab.Tapanuli atau Lapangan yang :
- 1 | dan Perizinan L 2 Unit
| Tengah Dipelihara dan
i Kendaraan Dinas . .
= dibayarkan Pajak
| Operasional atau .
dan Perizinannya
i | Lapangan
|
1
| Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/
Prasarana Gedung
i Rehabilitasi Sarana .
; Kab.Tapanuli Kantor atau .
' 2 | dan Prasarana ) 1 Unit
Tengah Bangunan Lainnya
Gedung Kantor atau .
yang Dipelihara/
Bangunan Lainnya g s s
Direhabilitasi
II | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
A | dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Jumlah Data dan
Informasi Sumber
Penyediaan Data . Daya lkan di
Kab.Tapanuli
1 | dan Informasi Perairan Darat 1 Dokumen
Tengah
Sumber Daya Ikan dalam Satu
Kabupaten /Kota
yang Tersedia
B | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
| Jumlah Nelayan
| Pengembangan ' .
| Kab.Tapanuli Kecil yang
| 1 | Kapasitas . 30 Orang
Tengah Meningkat
Nelayan Kecil ;
Kapasitasnya
19| Dina Kelautan dan | i Kat r 1




III | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
A | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Data Jumlah Data dan
dan Informasi Informasi
Pembudidayaan Ikan | Kab.Tapanuli Pembudidayaan lkan
1 Dokumen
dalam 1 (Satu) Tengah dalam 1 (Satu)
Daerah Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
Penjaminan Tersalurkannya
Ketersediaan Sarana Prasarana
. Pembudidayaan Ikan | Kab.Tapanuli Pembudidaya Ikan { Bgin
Dalam 1 (Satu) Tengah dan Pendataan data
Daerah Produksi Budidaya
Kabupaten /Kota Ikan

20| O
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TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

22|D

Tujuan dan Sasaran Recana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan
Perikanan antara lain :

1. Untuk Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Pelaku Perikanan
2. Untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap , Perikanan Budidaya dan Olahan
3. Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Nelayan ,Pembudidaya , Pengolah dan

Pemasar Ikan

. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Perikanan Laut dan Darat
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini merupakan acuan bagi Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan Penyusunan

Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2025 nantinya. Program Kerja Dinas Kelautan

dan Perikanan akan menjadi lebih terarah dan terukur dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Perikanan, peningkatan Produksi hasil perikanan laut , darat

dan Olahan serta upaya Pencapaian Tugas sesuai Tupoksi di Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab. Tapanuli Tengah. Dengan demikian Dinas Kelautan dan Perikanan dapat

memenuhi target Renstra yang telah di susun

Saran

1.

Mohon kepada Bapeda / Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah

untuk memberikan waktu yang cukup dalam perencanaan.

. Diharapkan Kepada Bapeda dan atau Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Dapat

memberikan TPP yang lebih kepada Tim Program di setiap OPD.

. Kepada Pimpinan OPD agar menambah jumlah staf ASN di bagian

Program /Perencanaan mengingat muatan pekerjaaannya.

. Penyerapan/ Penarikan anggaran sebaiknya tidak di bagi-bagi secara merata /

(triwulan) oleh BPKPAD tetapi dapat ditarik sesuai rencana kebutuhan OPD
Pengelola/Pengguna Anggaran.
Mohon untuk setiap kegiatan yang bersifat berhubungan langsung dengan

masyarakat menjadi prioritas dalam anggaran.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

28| Dinas

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Menteri Kelautan No.1/ PERMEN- KP 2020 tentang petunjuk teknis
pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
anugerahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
unit kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Safuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun harus dibuat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good
Governance).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
membuat Laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kepala Inspektorat yang mempunyai
tugas menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang Pengawasan.

Harapan kami Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya serta rencana kerja di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih kurang sempurna dan belum dapat
memuaskan, untuk itu kami mengharapkan saran ataupun masukan dari rpihak-pihak yang
terkait untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah
mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

NIP. 197326 199402 1 001

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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1.2

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Perangkat Daerah (P Renja
SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana kerja tahunan ini merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan.

Mencermati visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana
Kerja Perubahan (Renja-P) ini disinerjikan dengan Program Kerja Pembinaan
Pengawasan Tahunan (PKP2T) untuk terwujudnya tujuan pengawasan : “Menciptakan
Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel bebas dari korupsi dan
mendorong Pimpinan SKPD meningkatkan Pengawasan Melekat pada unit kerja
masing-masing, Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan 5

(lima) unsur :

Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi kelembagaan
Adanya potensi sumber daya manusia pengawasan, sarana dan prasarana
Aspirasi dan komitmen semua aparatur

Azas kepemerintahan

o 0N =

Pentingnya alat pengukuran kinerja untuk pengembangan pelaksanaan tugas

secara sistematis

Landasan Hukum

Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk
penyusunan Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Rancangan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025



4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
(SPM)

16. Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan

Keuangan

Rancangan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025



17. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD
Propinsi Sumatera utara 2019-2023

21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
Anggaran 2022

22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

23. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Rancangan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025



25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ/2020 Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Peyesuaian
Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Desease 2019 ( COVID-19 ) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Tapauli Tengah Nomor 48 Tahun 2022 tentang

Penjabaran APBD Tahun 2023 .

L3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam
merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Menyediakan dokumen resmi bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun
program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025
yang dibiaya dengan P APBD Kabupaten Tahun 2025.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dapat

memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten
Tapanuli Tengah tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya

tujuan dan sasaran program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.
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1.4  Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja (P Renja )
Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini di susun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

BAB. Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. IV PENUTUP

BAB II
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HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Pencapaian sampai
dengan Triwulan II sebagai dasar dalam menuangkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P)
Inspektorat Tahun 2025. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2025 dan
Pencapaian sampai Triwulan kedua dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Anggaran

definitif perkegiatan 10 juli 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung
kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam program ini untuk
mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp.4.909.500,- (90,9%) ; Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 5.750.300,- (99,8%);
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan realisasi sebesar
Rp.2.509.000,- (92,5%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan realisasi
sebesar Rp. 3.729.000,- (99,9%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA
SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 3.312.000,-(96,3%); Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan iktisar dengan realisasi sebesar Rp.3.822.500,- (98 %); Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 4.123.000,- (98 %) dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi sebesar Rp.633.000- (19%);,
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan realisasi sebesar
Rp.91.862.861,- (92%), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan fungsi dengan
realisasi sebesar Rp.207.928.891,-(99,9%) dan Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
dengan realisasi sebesar Rp.23.931.500,- (4 %): Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.8.470.500,- (22%); Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi sebesar Rp.19.902.100,- (99,5%);
penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar Rp14.997.000,- (99%);
penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi sebesar Rp.15.740.000,- (98%); penyediaan
barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi sebesar Rp.8.971.100,- (99,7%);
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar

Rp.3.360.000,- (67,3 %) ; Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan
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realisasi sebesar Rp.119.677.847,- (97%); Pengadaan Mebel dengan realisasi sebesar Rp 0,-
(0%); Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan
realisasi sebesar Rp. 176.545.500,- (71 %); Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %); Pengadaan
Surat Menyurat realisasi sebesar Rp.9.847.000,- (99%); Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp.70.914.537,- (89%); Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp.8.841.500,- (98%).;
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar Rp.78.352.200,- (82%);
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas
Operasional atau lapangan dengan realisasi sebesar Rp.126.499.524,- (97%);
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar
Rp.19.804.000,- (99%);, Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan
Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- (100%).

Pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat kepada

masyarakat.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Jumlah penggandaan / fotocopi dokumen maupun persuratan cenderung meningkat

- Seiring dengan meningkatnya frekuensi kegiatan dan permasalahan-permasalahan
lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk
pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaporan untuk mendukung kegiatan-kegiatan
lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

- masih kurangnya SDM aparatur Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Solusi :

- Penyimpanan arsip dalam bentuk digital/softcopy, dan pencetakan baru dilakukan bila
benar-benar diperlukan. Penggandaan dokumen sesuai kebutuhan.

- Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

- Agar meningkatkan kualitas SDM aparatur tentang pengawasan.
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2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub
kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui kegiatan Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp.257.374.800,- (60%), Pengawasan Keuangan
Pemerintah daerah dengan realisasi sebesar Rp.86.039.000,- (94%), Reviu Laporan Kinerja
dengan realisasi sebesar Rp.96.735.500,- (67%), Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi
sebesar Rp. 113.943.100,- (80%) Pengawasan Dana Desa dengan realisasi Rp.148.079.500,-
(100%), Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp.21.646.000,- (34%),
Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil
Pemeriksaan APIP dengan realisasi sebesar Rp.39.373.573,- (37 %) .

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu melalui kegiatan Penanganan
Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dengan realisasi sebesar Rp.47.251.500,-, Pengawasan

Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi sebesar Rp.403.599.000,- (90%).

Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan standart
Audit.

Solusi :

- Agar memberikan Sosialisasi dan konsultasi kepada OPD Terkait.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub
kegiatan yaitu : Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dengan
realisasi sebesar Rp.119.270.593,- (73%), Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan dengan realisasi sebesar Rp.4.034.000,- (45%), Pendampingan Asistensi dengan

realisasi sebesar Rp.203.721.090,- (60%).
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Inspektorat melaksanakan
kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah . Dalam
melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka rencana Program dan kegiatan yang akan
dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya,
mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat
berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Rencana Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat

Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk
mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam
program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi dengan kegiatan
sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

- Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- Kegiatan Siosialisasi Peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah

- KegiatanPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
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- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

- Kegiatan Mebel

- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya

- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan
lainnya
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
kenderaan dinas operasional atau lapangan

- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Reviu Laporan kinerja

- Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

- Kegiatan Pengawasan Dana Desa

- Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

- Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
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3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai
berikut :
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan

- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahann dan Pemberantasan
Korupsi (MCP) KORSUPGAHB KPK

- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
PENUTUP
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BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2025
ini mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapanuli T engah
periode 2025-2029 yang saat ini akan disusun dan berisi program dan kegiatan tahun 2025
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan
memperhatikan skala prioritas.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dilakukan dengan
mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal
Inspektorat yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personil
di Inspektorat yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun
kebijakan umum anggaran Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025
yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban
kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah yang diimplementasikan melalui
akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program
kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan
efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah
disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi
pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak
terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara

cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen vang ada di

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah secara intensif.
Pandan,  Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TAPANULL TENGAH

MUS|MULYADI MALAU, S.Sos. h.A.p
PEMBINA TK.I
NIP.[19730326 199402 1 003
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o |0 2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,420,325,902 4,723,853,755
i1 ]2
Penyediaan Gaji |Menduk Tersedianya Gaji  |Meningkatrya Kab. Tapanuli Dana {Mendukung
dan Tunjangan | Peningkatan dan Tunjangan Palayanan dan  [Tengah, Pandan, Transfer Peningkatan
{ ASN Kinera Aparatur  |ASN Kinerjs Aparstur  |Pandan Urnurm- Kinerja Aparatur
bl Ll e i Cads ) 106 persenl 100 persen 1 Takun  [17ahun |1 Tahun |3 Tahun 4415325960] 4720544565 # 100 Persen
I G b Dana Alokasi
Urnum
Yoordinasi dan  |Mendukung Terselenggaranya  |Tersedianya Kab. Tapanull 100 Persan| 100 Persen |1 Dok 1 Dok ! 1 Dok 1 Dok 4,999,942 3,309,190 | Dana Tersedianya
: Panyusuran Peningkatan Pelaparan Pelaporan Tengah, Pandan. Transter Pelaporan
01101 B o5 |Keuangan Akhir [Penyusunan Keuangan Akhir  |Pemyusunan Pandan Urmurn= Peryusunan 100 Persen
2 Tahun SKPD keuangan Akhir  |Tahun Iewangan Akhir Dana Alokasi Keuangan Akhir
Tahun Tahun SKPD Urnum Tahun SKPD
o1ja1]2.'o Administrasi Kepegawalan Peranglat Daerah 846,927,152 157,146,963
pangadaan |Mmeningkatkan Tersedianya jumiah |lumiah Paket Kab. Tapanull 100 Persen| 100 Persen |35 orang |35 orang 35 orang |35 orang 49,040,204 90,940,204
a1 le 20, |Pakaian Cinas |Pengetabuan Paet Pakaian Pakaian dinas Tengal, Pandan,
3 peserta atribut  |Kapssitas sumber beserta atribut | Pandan
} aus 1 Yl
pendidikan dan |Meningkatkan  |Tersedianya Meningkatrya | Kab. Tapanull 1100 Persen 100 Persen | 0 E i Wk Ny 667,000,000 208,000,000]Dana Meningkatnya
Patatihan Pangetahuan pendidikan dan Pangetahuan Tangah, Pandan, Transfer Pengetahuan
o1l 20 ] Pegawai Kapasitas sumber Pelatihan Formal  |Sumber Daya Fandan Urmurm Sumbar Daya 100 Persen
] bordasarkan daya aparatur untuke aparatur Aparatur Dana Alakasi Agaratut
Tugas dan Inspektorat Inspektorat Umum Inspektonat
Sosialisas! Meningkatkan Terlaksananya Meningkatnya  |Kab. Tapanuli 100 Persan 100 Persen SR BN - Si 59,659,718 30,812,379 | 0ana Meningkatnya
30 araturan Kapasitas sumber Sosialisasi Pengetahuan Tengah, Pandan. Transfer Pengetaliuan
orjerf. |10 frerundang- daya Bparatur Paraturan Sumber Daya Parican Umum Sumber Daya 100 Persen
undangan Perundang- Aparatur Dana Alokasi Aparatur
i 4 y . Llenuire 13 —
imbingen Maninglatk T ¥ Meningkatnya Kab, Tapanuli 100 Persen| 100 Persen " 19987.230 18,254,380] Cana Meningkatnya
Teknis Pengetahuan Sirmtek/Workshop/ |Pengetahuan Tengah, Pandan. Transfer Pengetahuan
o ot 2101, Nimplementasi | Kapasitas sumber |Diklat Inspekterat |Sumber Doya pandan Urmnum- Sumier Daya 100 Persen
5 Paraturan diya aparatur Aparatur Dana Alokasi Aparatur
Parunddng- {Inspektorat Limum Inspaktorat
Lt
0101420 Administrasi Umum Poranghkat Daerah 313,996,363 188,903,670
]
iy mieninghkath Meningkatnya Tersedianya Kabs, Tapanuli 100 Persan| 100 Persen | 9 4enis 9 jenis 9 jenis g jenis 10,589,647 15,599,647 | Dana Weningkatkan
Koy orien Pelayanan pelayanan |kompanen Tengah, Pandan, Transfer Pelayanan
e Park wran 4 ministrasi fasi Pandan Umurm Perkantoran
ot o1 |2 ogor |skikiem it L 100 Persen
oeanga perlcantoran Listrik/Peneranga Diana Alokasi
Batpgunam n Bangunan Urnurm
i Kantor
Py peralatan | Terselanggaranya | Tersedianya Alat fab, Tapanuli | 100 Persan| 100 Persan 29 jenis 29jenis | 2Gjenis | 29jenis 19,599,536 15,155,052 | Dana Maningkatkan perakari
H._i_s! dar, peflengaan L0128 g alatan dan Tulis Kantor Tangah, Pandan, Transfer armemegiapen kaior
01 101 [20800 3 perlangkapan pandan Umurn- 100 Persen
1 K kantar Dana Alokasi
L e
iy ahapanan | Terselenggaranya | Tersediarya Kah. Tapanuli 100 Persen]| 100 Persen | 30 kali 30 kall 30 kali 30 kati 19,997,760/ 15,999,318| Dany Marnglatmy Pulayanan
ﬂt“x Kantar panyedi Py A ._.m_..umr_ Pandan, Transfer Malimbrintrasl Karbor
07 |0l zeeod AL M i :
L Mol ; andar Urum- 100 Person
A n Dana Alokas
NTCCTTTELS
Py ” Fepanin | Terselenggranya | Tersedianys Xab. Tapanuli | 100 Persen| 100 Parsen | 7 lanis 7 Junis T Jenis 7 bonilg 16,999,960 4,000,211 | Dann Mennghatinn Pelvanin
Basnig ministrasi kantoe Al wantor
ol A barang cetakan Barang Cetakar | Tengah, Pandarn, Tranufer 100 Fersen
Puimghddesn dan penggandaan |den Penggandean |Pandan Uty
ans Alakask




Ea;aw_w_u [ _ Meningkndk Terlaksannnys [T v &s‘.au Tapanfi 448 par<en| 100 Persen |1 Dok T Dok Dok |1 Dok Toa5oeez] 162,850,984 |Darn LERES T e
Prvanharun e Leahsintemps aimtonn | TERGaN, Pandan, ﬁ _ Transler Tersusunnya data
. . e el kebijakan sistem
Panyodisan ek Priaganin | Tarselenggranya | Tersedianya Kab. Tapanuli 100 u!sn__ 100 Parsen | 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 janis 4,999,440 4885 240 Dana i
Batitsi Briconn ceokiind inistrasi Bahan Bacaan Tengah, Pandan, Transfer | i
o1 lot |20ees {2 perkantoran kormn dan Pandan Umum- 100 Persen
Puruniang- mmajalah Dara Alokast
uniargan L
Penyakingan Merangkatkan Terselenggaranya  |Terlaksananya Yaby, Taparuli | 100 Persen|100 Persan | 100 SPT 100 SPT | 1005PT 100 50T 229,000,000 123,750,000 Dana Rbrigkation
| s gt Fenpiagiaas  |rapat kgordinasi Konsultasi/koordi {Tengah, Pandan, Transter ”_ﬂ.ﬁ“..w,m__“_“”“z__..:_
ol o jzioqne dan kunsultas nasi Dalam Kota  |Pandzn Urnurm- 100 Persen
urmidunk |perkantoran clan Luar Dasrah [rana Alokas
s .
a1jor|2r0 Pengadann Barang WMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 368,688,776 368,688,776
7
Pengadaan Madingkatry Tersedianya Sarana |Tersedianya Kab. Tapanul 100 Pereen] 100 Persen | Kursi,  [Kursi, Meja. Kursl, |Kursl, Meja, 35,876,917 35,476,517 | Dana Meningkatnya
2'0 Mebel |Felayanan dan Prasarana Mebaluer Tengah, Pandan, Meja, Lemarl Meja. Lemari Transfer Pelayanan
orjon |08 Perkantoran Pandukung Pandan Lemar Lemari Umurm Persantaran 100 Persen
Keglatan Kantor Dana Alowasi
Pengadasn Meningkatnya Tersedianya Sarana | Tersedianya Kab, Tapanuli 100 Persen|100 Persen | Laptop. Laptop Laptop. Laptup, 149,743,784 249,743,784 | Dana Meningkatriya
50 Sarand d Pab dan b Peral Gedung |Tengsh, Pandan, Tv,Printer | TV.Printer | TV.Printer TV Prirter Transfer Pelayanan
o1 (a1 = 10 |Prasarans Perkantaran Pandukung Kantor Pandan Urum- perkantoran 100 Persen
Gedung kantar Kegutan Kantor Cann Alokat
atau Banpunan Urnum
Pengadaan Maningkat Tersadiarya Sarana fianya Kab. Taparuli 100 Persen| 100 Persen AC, Meter, | AC, Meter, | AC, Mater, AC, Meter. 79,068,075 79,068,075 | Dana Meningkatnya
Sarana dan Pelayansn dan Prasarana Peslengkapan Tengah, Pandan, Horden Horden Horden Worden Transfer Pelayanan
2.0 Prasarans Pl 1 | gadung kantor | Pandan Urmum- Parkantoran
ool | |pendukurg Kegiatan Kankor Dana Alokash 190 Feseen
Gedung Kantor Wrnum
atay Bangunan
a1jorj2’o Penyedi Jasa Vi Urusan F intah Daerah 198,029,904 194,031,906
B
Penyediaan Jasa Tersediarya Tersedianya meningkatnya Kab. Tapanuli 100 Persen] 100 Persen | 300 Lembar] 300 537!_ 300 300 Lernbar 9,989,200 9,959,200 Dana Meningkatrya
o1lot 20 01 Surat Menyurat ?51..5: ) Materai Pelayanan Kantor Tengah, Pandan, Lamibar Tronsfer Pelayanan Kantor £ 68 Prsie
a8 Administrasi Panclan Jmurn-
perkantoran Dana Alokasi
Penyediain Jasa |Tersedianya Tersedianya Jasa  |Maningkatriya Kab: Tapanuli 100 Persen|100 Persen | 1 Tahun 1 Tahun | 1Tahun | 1 Tahun 80,000,000 E0,000,000{Dana Meningkatnya
24 Ko Pelayanan Komunikasi, Pelayanan Kantor Tengah, Pandan, Transfar Pelayanan Kantor
o101 02 . < Fie . | 100 Persen
3 Sumber Days Air |Administrasi Sumber Daya Al Pandar Urnum- .
dan Listie | prarkantoran dan Listrik Dana Alokas| |
Penyediaan Jasa |T i Terlal ¥ Maningkatnya Kab. Tapanuli 100 Parsen] 100 Persen | 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis | 16 Jens 13,041,350 5,043,352 | Dana Meningkatnys .
2:0 pemlatan gan | Pelay Pemali jayanan Kantar |Tengah, Pandan, Transfer Pelayanan Kantor
o1 o] |93 Jearengkepan | Administrasi peflengkapan pandan Urmurn- 106 Persen
Kantor Perkantoran Kantor Dana Alokash
Panyediaan Jasa |T i Tersadiany Meningkatny Kah, Tapanuli 100 Persen| 100 Persen | 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 94,999,314 04,999,314 | Dana Meningkatrya
50 Pelayanan Palayansn Tenaga Kebersihan |Palayanan Kantar |Tengah, Pandan, Transfer Peiayanan Kantor
ovjer, 04 | o kantor | Administrasi dan Alat/Bahan Pandan Urmum- 100 Persen
Perh Kebersih Dana Alokasi
Ll
arjoifz’o Pemeliharaan Barang Milik Dacrah ¥ jang Urusan intah Daerah 169,908,060 169,908,060
Penyediaan Mendukung Meningkatnyz ‘Tersediarny ¥ab. Tapanuli 100 Persan| 100 Persen | 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 129,508,060 125,908,060 | Dana Torsedianyn BEM,
Jasa Crperasional pelayanan BEM, Olidm  |Tengah, Pandan, Mohbil, 12 | Mobil. 12 | Mobil, 12 Transfer Oli dan Pajak
pemetiharaan, Kedinasan operasionil Pajak Kenderaan |Pandzan unit sepedal unit sepedal  unit umit sepedi Urnum- Kenderaan Dinas
" kedinasan Dinas dan moter mater sepeda motor Dana Alokasi dan Pemeliharaan
20 Biaya Pemeliharaan motor Umum Kendaraan Dinas
o1jo o 0z [Pemelinaraan, Kenderaan DHnas 100 Persan
Pajalt dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Permeliharaan/Re | Mendukung Terll ya Terpeliharanya  |Kab. Tapanuli 100 Persen| 100 Persen | 12 Bin 12 Bin 12 Bin 12 Bin 20,000,000 20,000,000{ Bana Terpeliharanya
Operasional Pemelibarnan Gedung Kanior | Tengah, Pandan Transfer Giedung Kantor
o1 lo m‘.o g |Gedung Kantor Kedinasan [Reshabilitas panitan Umum- 100 Persen
s dan Bangunan Gedung kantor Dana Alokast
Lainnya _ Umnurm k L




.. sl i . Lagtigret M,
trainiakan siglem | 'ENGan. Fandan, | | | _ _ _c“:,_uan. kebijakan sistem _
Pemalinaraan/Re |Mendukung Terlaksananyn Terpeliharanya  |Kab. Tapanuli  |100 Persan|10C Persen | 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 20,000,000| 20,0000 vana e b
Operasional Pemelibargan Gedung Kamor | Tengah, Pandan, Transfer Gedung Kantor
20 da Frasarana Kedinasan /Rebnbilitas sarana Fandan Umum-
6lor o1 |1 [Pendukung dan prasarana Dana Alokasi 100 Persen
i |Gedung Kantor pendukung i
dan Bangunan Gedung Kantor
Lalpnyn
Glo1fo2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
slo1fo2]2.0 Panyelengg Peng ] 1,209,999,082| 1,126,302,906
1
G601 }02 (2.0 (1 gl Terlak ¥ T iy Kab, Taparuli 100 Persan| 100 Persen |36 Dok 36 Dak 36 Dok 36 Dok 449,553,807 429,824,046 | Dana Tersedianya
1 1.n=ww_zmuw: F Pang Loporan Hasil Tengah, Pandan, Transfer Laporan Hasi
Kinera secora Intemal  [Internal Pemeriksaan Pandan Uimurr- Parmerksaan 100 Persan
Punmsintah dan Eksternal |nspaktoret Bana Alokasi Inspektomt kepada
Pasrah kepads OPD Limum oPD
Glot|o2 2.0 |02 glath Kab, Taganull 100 Persen {100 Persen | 10 Dok 10 Dok 140 Dok 10 Dok 99995816 91.452.372|Dana
1 Pengawssan | pengawasan Tindak Lanjut Terlaksananyn | ranash pandan, Transfer .u_.wq_wrmm._._buw:
{Keunngan socara fnternal  |Hagil Temuan  [Tipdsk Lanjut gy, 15 Urnum Tindak Lenjut o
Pamerintah dan Elcwrnal Penjawasan Hasil Temuan Dana Alokas! Hisil Temuan
Daerah Pengawnsan Ut Pengawasan
Glo1|oz|2.0 03 Teninglath Tarlak: Kab. Tapanuli 100 Parsen| 100 Persan |68 Dok 6B Dok &8 Dak 68 Dok 149,999, Y67 144,611,151 |Dara .ﬁ«_.mnn_._?l_.wﬂ
1 : Pengawasan Reviu laporun Termelitnya Tengah, Pandan, 7 lrewierar _L._.Eﬂ.u Hasil
Reviu Laporan peyiy faporan  [Kinerja laporan Revin ~ |Pandan © |urnum- Reviu ) 104 Persan
Kinerjn Kinerja Kinerja Dana Alokasi Pemeriksaan
Urritin Inspektorat kepada
fu120)
6{01|02]2.0 |4 Meninghath Terlak y Kab. Tapanuli 100 Persen| 100 Persen | B Dok B Ik & Dok 8 Dok 140,955,568 142,584 744 | Dana Tersedianya
1 Pengawasan Reviu laporan Tersediznya Tengah, Pandan, | Transfer H.wcn.,nz._ Hasil
.zne_.c laporan peiulaporan  [Keuangan Naporan Revin  |Pandan Urnurn- R 100 Persen
4 Keuang Keunngan Daria Alokak Pemeriksaan
Uit Inspektorat kepada
(PD
601(022.0 |05 Mening katkan Terlaksananya Tersedianya Kab, Tapanuli 100 Persan| 100 Persen (30 Dok &0 Dok &0 Dok 80 Dok 159,985,980 T48.202 678 Dana Tersedianya
1 pRegRiam Pengawasan Dana |pengawasan Dana |Laporan Hasil Tengah, Fandan, Transfer Laporan Hasil 100 Persen
SRR Desa secara Desa Pemeriksaan Pandan Umim- Pemeriksaan
slo1[oz2]2.0 [os lening Terlal TeIRyS Kab. Taparll | 100 Parsen| 100 Fersen |3 Dok |3 Dak 30ck |3 Dok 75,998,924 64,223,045 | Dana bl
1 Kerjasamn Peng o R laparan Tangah, Pandan, Transter laporas
|Pengawasan secara Internal kamiatart kesepakatan Pandan (— kesepakatan 100 Persan
{Internnl dan Ekstermal ictarns pengawasan Dana Alokasi .uwa?.:._,ammg
6|01[0212.0 [07 Imonitoring dan |Meningkatkan | Terlaksananya Tersedianya Kab, Tapanuli | 100 Persen| 100 Persan |3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 119,899,806 105,404,860 Dana Tersedianya
1 luasi Tindak |PeNg g dan  |lsporan Tangah, Pandan, Transfer laparan manitaring
lanjut Hasil secara Intemal | Evaluasi Pelaporan |manitoring dan  |Pandan Urnum- dan avaluasi
| Pomeriksaan  |4an Ekstemal evaluasi Dana Alokasi
BPK RI dan Urnuen 100 Persen
Tindalk Lanjut |
Hasil
Pemeriksaan
APIP
6lo1|02{2.0 Penyelengg ; dengan Tujuan Tertentu 603,999,608 498,206,324
2
&l01j02{2.0 |07 Tersedianyn Kab, Tapanuli 100 Parson] 100 Parson |1 Dok 1 Dok 1 Dok i Dok 53,999,880 AB600,507 | Dana Tersedianya
2 Penangsnin Meringhttan Inporan Audit Tangah, Pandan Transfer laporan Audit
Penyelesalan Fengawasan Tesdaksananya Audli tvisrnasi H d : Tttt .
Keruglan Negara |sacara Inlamal dan |Investipas! Ll andan Umum sl s
| Daergh Ekstemal Dana Alokasi
Lirnuim
6l011022.0 02 | .. ingkith Tersedianya Tersadi ”..u. .ﬂ.ﬁ:”“__ 100 Parsen] 100 Parser |1 Dok I Dok 1 Dok 1 Dok 549,999,728 446,605,817 [Dana Tersedianyn
Hy e Peng; engah, Pandan, Transfer |
Dengan TUjusn | ceara Internal _ﬁh_.ﬁ”ﬁ _qxuﬂnma _uu”w“: Umum- ”uﬂvm_.”“amg | i
Fertedty dan Bsternal | idang perijinan  [bidang perijinan Dan Alokssi Bidang peifinan
6(01]03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS!
6l01]|03|2.0 Perumusan Kebijakan Telnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 209,999,757 171,851,368
1




&{01 Meningkatkan  |Tedalk: T Kao, Tapanuli Dana
Perumusan Pemahasian _un:u._:E._Eu..u leehijalan wEM.w_”m Tengah, Pandan, Transfar .MM”..M”_:_JS .m::-
Kebijnkin terkadap Kebijakan dan dan prosedur |Fandan g ijakan sistem
Teknis di Pencegahan dan - fprogequr pengawasan Dana Alokasi in prosedir 100 Persen
Bidang SN Peng SPIP |SPIP dan Umum pengawasan SPTP
Pengawisin Karupsi dan Peningkatan  |Peningkatan dan Peningkatan
Kapabilitas APIP [Kapabilitas APIP
6l01 Pe - Meningkatkan erlak Tersediany Kab, Tapanuli Dana Tersedianya
crumusan oy
Kebijaka Pemahaman koordinasi luporan Tengah, Pandan, Transfer _.__baaa .
Teknis di ferhadap LEKFPN den Koordinsi Pandan Urnum- Koordinasi
Bidang _\osn.amasa dan |LHKASN LHEPN dan Dana Alokast LHEPH dan 160 Persen
Peag ol LHEASN Urnum LHEASN
Fasilitasi Korupsi
Pengawnsan
601 Pendampingan dan Asistensi
i Pendampingan vl i | Sipe ;3 [kt Papannik Dana Terlaksananya
hi >:,..E=nm | Pemahaman _?j_.w Lanjut Tindak Lanjut  |Tengah, Pandan, Transter Tindak Lanjut
E.nm»r “a_._._snm_u_ Hasil Temuan Hasil temuan Pandan Ui Hasil lermuan 100 Persiri
Plmoriatuh [LoicoEmhenden [Pong Penga Dann Alokasi Pongawasan
Daerab Mﬂ_ﬂgemg Urnum
60 Pendampingan |Meningkatk Torlak Terlak va |Kab. Tapanuli Dana Terlaksananya
Asistensi, Pemghaman Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tengah, Pandan, Transfer Tindak Lanjut
Verifikusi dan |terhadap Hasil Temuan Hasil temuan — |pandan Umum- Hasil teruan
penilaian Pencegahan dan  [Pengawasan Pengawasan Dirin Alakss) Pengawasan 100 Persen
Reformasi Pemberantazan Urmum
Birokrasi Korupsi
slo1 Koordinasl, | Meningkatk erlak Cerhak vi  |Kab, Tapanuli Dara Terlaksananya
Muonitoring |peinghaman Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tengah, Pandan, Transfer Tindak Lanjut
dan Evaiuasi terhadap Hasil Temuan Hasil temuan Fandan Urnurm- Hasil temusan
serta Verifikast | poncogahun dan - [Peag Peng 1 Dana Alokast Pengawasan
P o Pemil Urnuirm 0 Persen
dan Korupsi
Pemberantaszn
Korupsi (MCF)
KORSUPFMGAH
KPK
&[0t y Meningkatk Terlak erlak it [Kab, Tapanuli Dana Teraksananya
Pendampingan lpoo o oan Tindak Lanjut Tindak Lanjut | tengah, Pandan, Transfar
Asistens, lerhadap Hasil Temuan Hasil temian Pandlan Urngm-
Yok Pencegahan dan  |Peng I | Dana Alakasi Pengawisan P e
x {1 Thernl
Integrites W:Evv._A rnum

| Pandan, Oktober 2025
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PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TAPANULI TENGAH
JL. N. Daulay No, 5 Pandan (0631) 372359 — Pandan 22611
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

JI. N. Daulay No.5 Telp. : (0631) 372359
PANDAN - 22611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

TAPANULI TENGAH
NOMOR : 2550/DPPKB/VI2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI

Menimbang

Mengingat

10.

1.

12.

13.

TENGAH,

bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022, serta
efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim
Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;



14, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang RPJP Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15.  Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019;
16.  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008,tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
17.  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU . Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA . Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi
Pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja Tahun
2025;
KETIGA . Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal . Mei 2025
Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Tembusan :

KABUPATEN TAPQNULI [TENGAH

AT |
SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PENATA TK. 1
NIP. 19840218 200502 2 001

1. Bapak Bupati Tapanuli Tengah

2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah

3. Kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

5. Pertinggal



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor  : 2550/DPPKB/V/2025

Tanggal : Mei2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-
Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tapanuli Tengah Anggaran 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025
Pangkat/
No. Nama/NIP angfa Jabatan dalam Dinas Jabatan
Gol. Ruang
1 Sondang Rosmauli Malau, A.Md Penata Tk. | PIt. Kepala Dinas Ketua
NIP. 19840218 200502 1 002 (I/d)
) Efvi Ulina Sirait, SKM Penata Tk. | Perencana Ahli Muda Sekretaris
NIP. 19870609 201001 2 022 (I/d)
Maafdi Hasiholan Saragih, SKM Penata Kasubbag Keuangan dan
3 S Anggota
NIP. 19830417 201001 1 019 (Iifc) arana
4 Roslinawati Sianipar, SKM Penata Tk. | Kabid. Keluarga Berencana Anggota
NIP. 19800724 200312 2 003 (I/d)
5 Tirzah Manalu, SE Penata Tk. | Kabid. Penyuluhan dan Anagota
NIP. 19731128 200312 2 001 (1/d) Penggerakan 99
6 Halimah Nurlillah Sormin, SKM.,MKM Penata Tk. | Kabid. Ketahanan dan Anqaota
NIP. 19790529 199803 2 001 (Il1id) Kesejahteraan Keluarga %

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TI%NGAH

SONDANG ROSMAUL‘I MAFAU, SKM
PENATATK.1.' V'
NIP. 19840218 200502 2 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P- Renja)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta
Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA-P merupakan salah satu
rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA.

Dalam penyusunan P-RENJA Tahun 2025, dilakukan pengkajian Program dan
Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada dua
triwulan sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD.

Dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat
diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan
Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura,Sarana Prasaran Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan
Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Akhir kata
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan
kegiatan-kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tapanuli Tengah.

Pandan, 2025

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

AT
SONDANG ROSMAUL| MALAU, SKM
PENATA TK-

NIP. 19840218 200502 2 001
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Rencana Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan
Tahun 2025 (Form 1)



BAB |
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penduduk harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan
terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan
kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta serta memenuhi
kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi
mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.Dua hal pokok yang perlu diperhatikan
dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:1. Penduduk tidak hanya di
perlakukan sebagai Objek tetapi juga Subjek pembangunan. 2. Ketika Penduduk memiliki
peran sebagai subjek pembangunan.maka di perlukan upaya perdayaan untuk menyadarkan
hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini

menyangkut pembangunan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Tengah
memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya Kampung KB
yang merupakan wujud dan peran serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita.

Kegiatan ini merupakan Perwujudan CITA ke -3, ke — 5 dan ke- 8, serta mencapai target
atau sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah

Nasional.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025-2029 yakni :

“MEMBANGUN TAPANULI TENGAH ADIL UNTUK SEMUA, LESTARI, DAN
BERKEADABAN?”

Peran serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang
Pengendalian Pendudukmenjadi salah satu pilar Pembangunan Kabupaten Tapanuli
Tengah,sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
dalam menyelenggarakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah.



Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah,
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendukungnya dengan menitik
beratkan pada pencapaian Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
yakni, “ Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang bermutu bagi masyarakat”.

Tujuan Pengendalian Penduduk sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana 2023-2026 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Keluarga Berencana dengan Sasaran : Terlaksananya Pelayanan KB kepada Keluarga Pra

Sejahtera dan Sejahtera | serta Terlayaninya PUS untuk menjadi peserta KB Baru dan Aktif.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan
Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta
Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan P-RENJA merupakan salah satu
rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA (Rancangan Akhir).
Dalam penyusunan P-RENJA dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan berjalan.

Dokumen P-Renja OPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan
(RAPBD-P) Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Dasar Hukum
Dasar Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menyusun

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah :

1.  Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006—2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2023-2026;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006—2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2023-2026;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.

Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :



1. Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan 11 berjalan
berdasarkan  pencapaian  target RENJA  Perangkat Daerah, usulan
masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang
akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan RENJA-P Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini adalah :

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2025.

d. Sistematika Penulisan

BAB. | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Dokumen Renja-P

BAB Il. EVALUASI RENJA TRIWULAN Il TAHUN 2025
BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BABV  PENUTUP



BAB |1
EVALUASI RENJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan Il Tahun 2025 ditampilkan pada tabel di

bawah ini:



BAB I111
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD,
terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan,
Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel

Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Perubahan Tahun 2025.



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 ini disusun
dengan mendasarkan pada adanya evaluasi per triwulan yang telah dilaksanakan, serta adanya
kondisi nasional yang mengharuskan perlunya dilakukan percepatan penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dasar dalam melakukan Perubahan Renja TA.2025 tetap mengacu pada RENSTRA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 sebagai acuan di
tingkat vertikal, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi
maupun nasional, dengan berorientasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar
pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025
yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban
kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan
Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat lebih matang,
sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi
kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.
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Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah
Periode Pelaksanaan : TRIWULAN Il 2025

Realisasi Kinerja dan

Evaluasi Renja OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan |

Tahun 2023

e - o ) R Tingkat Capaian Kinerja
" N " - Realisasi Capaian Kinerja |Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja | Anggaran Renstra SKPD s/d fenct N
No|  Sasaran Kode ”’";’a"e’::z"a‘:‘”""sa“Pe’"e',”"'a"a" '""'ka"”K'“e.”"”;’:‘“'f"l‘") Ta’“em.lf:.f::‘azso*;:n""’“ Renstra SKPD s.d. Renja | Renja SKPD Tahun Berjalan dan Anggaran Renja SKPD |  Tahun 2026 (Akhir Tahun ::"“;:fg;ﬁ;:”:f?:m Pm:";;i::'j’mh
P SKPD Tahun Lalu (2024) yang Dievaluasi (2025) yang Dievaluasi (2025) Pelaksanaan Renja SKPD
2026 (%)
Tahun 2026)
| I " v
; A s Y . 3 7 B 9 10 1 12 1 14=1+13 15.= 1416 % 100% "
K Rp K Rp K Rp K Rp| K 4 K Rp K Rp K Rp| K Rp| K Rp|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
a kualitas 08 |2 08 01 [PEMERINTAHAN DAERAH
1|sumber daya KABUPATEN/KOYTA
Penyusunan Dokumen Perencanaan | 2" dokumen
14 (1 0201 |01 oot Perencanaan Perangkat 100% 13470001 | 98% 12,690,001 100% 2,500,000 | 0% 0| 45% 1,120,500 | 0% | ow - | % 1120500 | 72% 13810501 | 72% 1025278395|  DPPKB
9 i Daerah
14| 1| 0201 | 03 [focrdinasi dan Penusunan Dokumen 100% 4480000 | 0% 4,210,001 100% 1,500,000 | 0% o o% | o | o | ow of o% Ao o  DPPKB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan i(“'“'a"zap?;:'l‘ Capaia
14| 1| 0201 | 06 [Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |- o o 100% 8,990,001 | 98% 8,450,001| 100% 2,500,000 | 0% of 47% 147,500 | 0% <] 0% - | e 1177500 | 73% 9627501 | 73% 1070912117|  DPPKB
apat Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD L anoran Hasil Koordinasi
Jimian Orang yang
14 | 1] 0202 | 01 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |menerima gaji dan 100%| 5306460001 | 99%|  4,718420,001 100% |  4,582,156,000 | 27% 1,227,515,534| 54% 2460774314 | 0% | % - | 8% 3,607,289,848| 90% 8415709849 | 90% 1565036735 DPPKB
Tunianaan ASN
Jurnlah Paket Komponen
P di K Instalasi [ Pe
14| 1] 0206 | o1 || crveciaan Fomponen instaast nstalasi Listrk/Penerangan | 4., 2,680,001 | 0% 2,510,001 100% 10,000,000 0% o 0% | oow | ow - | o o o% 2510001 0% 0936567188|  DPPKB
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  [Bangunan Kantor yang
disediakan
Penyediaan Peralatan dan [Jumlah Peralatan dan
1] 1| o208 |02 | antor Perlengkapan Kantoryang | 100% 54,050,253|  90% 50,929,366 100% 50,000,000( 0% o 0% S| 0w < o | ow o| 5% 50929366 | 45% 094225053 DPPKB
Jumlah Paket Bahan
14 | 1] 0206 | 04 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor  [Logistik kantor yang 100% 34,180,000 9% 32,240,000( 100% 15,000,000 18% 2712,000| 45% 6780000 | 0% < o - | e 9,492,000 1% 41732000 81% 1220047923 DPPKB
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan urmiah Paket barang
1] 1| o208 |05 | cetakan dan penggandaan | 100% 8,990,001  60% 8,450,001 60% 15,000,000 11% 1,590,000| 23% 3447500 | 0% < o | s 5,087,500 47% 13487501 | 47% 1500278031 DPPKB
Penyel Rapat Koordinasi
14| 1| 0206 | 09 | crYeenggaraan Rapat Roordinast o clenggaraan rapat 100%|  198,160000| 85% 186,700,001| 100% 100,000,000| 17% 17,419,300 39% 38763944 | 0% S| 0% 56% 56,183,244 70% 242883245 | 70% 1.225602597|  DPPKB
dan Konsultasi SKPD e ectinact dan Loncds.
Tumian Unit Sarana dan
14| 1| 02,07 | 11 |Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya |77253r2Na Gedune Kantor |y, of o% | 100% 35,000,000| 0% o o% S| 0w < o | ow o 0% o #DIV/0||  DPPKB
atau Bangunan Lainnya
yang
Jumlah L: Pe di
14| 1] 0208 | 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat J:g:urazpl::\?/u;:ye 1230 | 100% 3,570,000 100% 3,370,001| 100% 3,000,000 0% of 33% 1,000,000 | 0% S % - | 33% 1,000,000 67% 4370001 | 67% 1224089916|  DPPKB
urmTaT Caporan Py
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbs )
14 | 1] 0208 | 02 |Fenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - \Jasa Komunikasi, Sumber | g 90,040,001|  88% 84,850,001 100% 90,000,000| 16% 14491,031| 33% 20486877 | 0% - % - | a9% 43,977,908 69% 128827909 |  69% 1430785291  DPPKB
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik yang
Penyediaan Jasa Peralatan dan {u"ﬂah aporan penyediaan
1] 1| o20m |03 | antor asa peralatan dan 100% 44,990,000 96% 42,420,000( 100% 10,000,000 20% 1,995,000( 54% 5445000 | 0% < o | 7 7440000 85% 49860000 | 85% 1108246277|  DPPKB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 2" [aporan penyediaan
14| 1| 0208 |04 | jasa pelayanan umum 100%  139,570,001| 90% 131,530,001 100% 95,302,000| 10% 9,400,000( 42% 40434400 | 0% | ow - | 5% 49,834,400 71% 181364401 | 71% 1299451169 DPPKB
antor kantor vang disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ~ |"“™2h ke”“:”’"’"
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau
141 0209 |01 |7 N o kenderaan dinasjabatan | 100%|  108,070,001| 88% 101,830,000| 100% 25,000,000( 20% 5120000] 54% 13531863 | 0% < o | 7% 18,651,863 81% 120481863 | 81% 1.14850207|  DPPKB
erorangan Dinas atau Kendaraan ang dipelihara dan ibayar
Dinas Jabatan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya U2 ke““‘e’“”‘ Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau lapangan
14] 1| 020 | 02 | “EEE T i yang dipelinara dan 100%| 124,680,000 9% 84,850,001 100% 20,000,000( 19% 3,775,000( 46% 9,146,863 | 0% < o | es% 12,921,863 82% 97771864 | 82% 0784182419|  DPPKB
endaraan Dinas Operasional atau dibayarkan pajak dan
Lapangan perisinannya
Rata-rata Capalan Kinerja (%)]_10% 1,284,017,865]_32% 2620,108,761 | 0% % [ a% 3,904,126,626
Predikat Kinerja Sangat Rendah angat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah angat Rendah
7 [Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk
Kualitas @) 2| @ ||
Layanan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks
:"“”ﬁ 14 | 2| 0201 | 04 |Pengetahuan Masyarakat tentang 100% o o% | o% 54,562,264| 0% 0| 0% A -] 0% A 0| 0% of 0% o  DPPKB
erencana
Penyediaan dan Pengembangan “”“'a’; "”k“d’“e“
Materi Pendidikan Kependudukan Jalur |P€Yeciaan dan
14| 2| 0201 |07 |70 s o " pengembangan mater 100% 90,040,001  92% 84,850,001 100% 50,000,000| 0% o| 30% 14,911,000 0% | ow - | 0% 14,911,000] 61% 90,761,001 | 61% 1107963126|  DPPKB
Pendidikan Forma Sesuai lsu Lokal  |° 200 I AL
Kabupaten/Kota L Aidiban & L




Realisasi Kinerja dan

R - o ) R Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program | Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja |Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja | Anggaran Renstra SKPD s/d dar?ReaIis:siAnggar:n Unit SKPD
No|  Sasaran Kode Pt " o (outout) a2t Renstra SKPD s.d. Renja | Renja SKPD Tahun Berjalan dan Anggaran Renja SKPD | ~Tahun 2026 (Akhir Tahun | oo FeActEs FROIRn | WRSKED
P SKPD Tahun Lalu (2024) yang Dievaluasi (2025) yang Dievaluasi (2025) Pelaksanaan Renja SKPD
2026 (%)
Tahun 2026)
| I " v
] A s Y . 3 7 8 9 10 1 72 3 4=1+13 15= 1416 x 100% "
K Rp K Rp K Rp K Rp| K 4 K Rp K Rp K Rp| K Rp| K Rp|
[Advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi yang Mendapatkan
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan |Advokasi, Sosialisasi dan
14 | 2| 0201 | 09 [salur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang [Fasilitasi Pelaksanaan 100%|  180,120,000| 100% 169,740,000 100% 50,000,000( 0% o 0% S| 0w 0% 0% o 0% o o  DpPkB
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal  |Pendidikan Kependudukan
dan Informal Jalur Formal di Satuan
S tapora Fas
Pendidikan
14| 2 | 02.01 | 10 |Kependudukan Jalur Pendidikan Kependudukan Jalur 100% 90,040,001  74% 169,740,000| 100% 158,180,000 0% 0 0% - 0% - 0% - 0% 0 3% 169,740,000 37% 1.885162129 DPPKB
Formal dan Nonformal Pendidikan formal dan Non
tormal
142 | 0201 |23 ';:L”:;:"KZ::::“"E"g"‘"da"“""“’g’a’“ 100% 72030001 0% 67,860,000( 100% 30,000,000 0% of o% oo | 0w o of o% oo o oPeke
Pembinaan dan Pengawasan
14 | 2| 02,02 | 09 [Penyelenggaraan istem Informasi 100% 72,030,001  88% | 100% 60,000,000( 0% 0| 26% 15,320,000 0% - o | % 16,320,000 0% oo o  DPPKB
Keluarga
Penyusunan Profil Kependudukan, iumlaz d‘:k:me: 'I"Dm
14| 2 | 02.02 | 03 |Keluarga Berencana dan b:::c:n:u:: eluarga 100% 26,980,000]  90% 25,430,000| 100% 29,254,475 0% of 0% | 0% S| oo% - o of 45% 25430000 | 45% 0942550037|  DPPKB
Pembangunan Keluarga Keluaraa
Jumlah Laporan Pencatatan
142 0202 | 12 Eercata‘a"da" Pengumpulan Data | o Gumpulan Data 0% of o% -| 100% 173,400,000 0% of 0% | oo S| o | oo of 0% A oo% o| PPk
eluarga Keluarga
dan Pelaporan Data Jumiah Dokumen
14 | 2 | 0202 | 13 |Pengendalian Lapangan dan Pengolahan dan Pelaporan | 100%|  139,570,001| 28% 131,530,001 100% 888,000,000( 0% o 2% 16,104,000 0% < o | ow 16,104,000 14% 147634001 | 14% 1.067777459)  DPPKB
. KR Data
Rata-rata Capaian Kinerja (%)] 0% 0] % 46335000 | 0% % % 46,335,000
Predikat Kinerja| Sangat Rendah angat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah angat Rendah
3[Meningkatnya ol PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
Kualitas BERENCANA (KB)
omTaTT OGRSy
143 | 0201 |01 ‘S“d:k‘;:a;‘dz’r‘zg;;’"‘“ﬁEf:i:::“a ;:’;‘j:’:a;i"g:::‘;t‘a;na( 100% 45,610,895 64% 42,781,897| 100% 245,981,749| 0% of o% S| o < o | % o| a2% w781807| 3% | o9aorsase|  DPPKB
Sormian dokumen PromosT
dan KIE Program Bangga
Promosi dan KIE Program KKBPK Kencana ( Pembangunan
143 | 0201 | 04 |Melalui Media Massa Cetak dan Keluarga, Kependudukan, | 100% 44,990,000 92% 42,420,000( 100% 125,000,000| 0% of o | oo | o - | o o| 46% 2420000 46% 0942876195 DPPKB
Elektronik serta Media Luar Ruang dan Keluarga Berencana)
melalui Media Cetak dan
ﬂds}Lﬁmkma.M&i\aw
Pelaksanaan Mekanisme Operasional | /Umian Laporan Mekanisme
Program KKBPK melalui Rapat :”E’““’K"E‘ Program
14 |3 | 0201 | 06 |Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), ;:jg:";::::lewga 100%| 135,000,001 59% 127,280,000| 100% 400,000,000( 13% 51,084,000| 20% 79.984000 | 0% S o o 33% 131,968,000| 46% 250248000 | 46% 1919076157|  DPPKB
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Kependudukan , dan
Mini Lokakarya (Minilok)
r
Pengelolaan Operasional
Pengelolaan Operasional dan S
14 (3| 0201 |07 d?:g;f’::n" Ip::f::wa" arana :::yialfh":nd;:f;:a 100%|  2,252,070,000] 73%|  2,122,020,001| 100% 980,000,000 9% 3,052,000| 22% 219,022,000 | 0% - % - 3% 302974,000| 52% 2424994001 | 52% 107678447|  DPPKB
i Balai Penyulu
Kencana Pembangunan
o
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | Jumlah Laporan Hasil
143 | 0201 | 13 |Program Bangga kencana sesuai Kearifan |Pengendalian Program 100% 90,040,001 100% 84,850,001 100% 50,000,000( 0% o| 4% 22,140300 | 0% 0% | s 2140300 72% 106990301 | 72% 1188252997|  DPPKB
Budaya Loakal KKBPK
umiah Kader yang
143 0202 | o4 Pgdesazn“M';T“"”s"'“s‘ KM;’;?IK:;‘M‘M“WWE( 100%|  1,351,230,000 91%|  1,273,210,001| 100% 845,600,000( 0% of 19% 156,800,000 | 0% S| o | 1o 168,800,000| 5% 1432010001 | 55% 1.069782569)  DPPKB
Pedesaan (IMP)
TumIah Organisast yang
Mengikuti Pembinaan IMP
Pembinaan IMP dan P KKBPK di [dan P
14 |3 0202 |01 LimLa‘:::gano‘e:"PK;:[i? ':::ca:’::;;“mz'f’;am 100% 90,040,001 0% 84,850,001 | 100% 80,500,000( 0% | ow | o | oow - | o o o% 84850001 | 0% 0942358952|  DPPKB
ini
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluaraa Berencana) di
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Realisasi Kinerja dan

R, - e I R, Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program | Target Renstra SKPD pada ReallsaleapalanKlner.]a TargfelKlnenadanAngg?aran Realisasi Kinerja pada Triwulan Reallsaslcapalaanlnerla AnqgaranRens(ralSKPDs/d dan Realisasi Anggaran Unit SKPD
N s: Kod Renstra SKPD s.d. R Renja SKPD Tahun Berjal dan Al Renja SKPD |  Tahun 2026 (Akhir Tah
o asaran e Daerah dan i jatan (output) Tahun 2026 enstra SHFD s.d. Renja | Renja SIE#D Tahun Berjaan an Anggaran Renja ahun 2026 (Akhir Tahun | oo o SKPD s/d Tahun | Penanggung jawab
SKPD Tahun Lalu (2024) yang Dievaluasi (2025) yang Dievaluasi (2025) Pelaksanaan Renja SKPD 2026 (%)
Tahun 2026)
I I i v
] ) R . s 6 7 8 9 10 1 12 13 14=7+13 15.= 1476 x 100% “
K Rp K Rp K Rp K Rp| K 4 K Rp K Rp K Rp| K Rp| K Rp|
Jumiah Laporan Hasil
Fasilitasi P Peng
Penggerakan, Pelayanan dan Penyuluhan, Penggerakan,
14 0202 | 0p | enBEMbanagan Program Bangga Kencana |Pelayanan dan 100%|  3,783,500,001| 91%|  3,565,020,001| 100% 2,060,400,000| 16% 330,000,000 40% 823000000 | 0% S| o o | s 1153000000 74% 4718020001 | 74% 1246998811  DPPKB
untuk Petugas Keluarga Berencana/ Pengembangan Program
Penyuluh lapangan Keluarga Berencana  [Bangga Kencana
(PKB/PLKB) (Pembangunan Keluarga,
dan
Jumlah Laporan
Pengendalian Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang | cr9<nalan
14 0203 | 01 Pendistribusian Alatdan | 100% 60,030,000  93% 59,400,001 100% 33,191,000 0% o| 4% 15,614,000 | 0% -] o - | e 15,614,000 70% 75014001 | 70% 1249608546  DPPKB
Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan b
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang
Jumlah Orang yang
14| 3| o203 | o3 |Peninekatan Kesertaan Penggunaan Mengikuti Kesertazn 100% 1351230000 0%  1,273210001| 100% |  1487,363,000 0% of 20% 202,167,000 | 0% < o | 20% 292,167,000 10% 1565377001 | 10% 1158483013 DPPKB
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) [Penggunaan Metode
Jangka Panjang
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan L“'“‘ah D°k";‘e”
14 02.03 | 05 [Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana enyusunan Rencana 100% of 0% - o% 30,000,000| 16% 4,890,000( 15% 4560000 | 0% - 0% - | 0% 9.450,000{ 0% 9450000 | 0% 0|  DPPKB
semniang Pelayaran k8 Kebutuhan Alat dan Obat
(Alokon) dan
) ) }
14| 3| o200 | 0g [PenVediaan Sarana Penunjang Pelayanan - |Jumlah Unit Sarana 100% 33940001 0% | 100% 173,674,000| 0% of o% S| o - o | % o 0% oo o  DpPkB
KB Penunjang Pelayanan KB
TumTah Caporan Hasi
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana )
dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pembinaan Pelayanan
14 0203 | 08 - Keluarga Berencana dan 100% 26,980,000  77% 25,430,000| 100% 30,150,000| 20% 5,995,000| 43% 12,965,000 | 0% -] 0% - | 6% 18,960,000 70% 44,390,000 | 70% 1645202809  DPPKB
Kesehatan termasuk Jaringan dan
ejringnya Kesehatan Reproduksi i
g
Eenguztan :e!ran;en:;‘)trga;masl'- ) Mendapatkan enguatan
14 02,04 | o1 |}emasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya o, ) cora Organisasi 100% 135,090,001  92% 127,280,000 100% 90,000,000 0% o| 27% 24463000 | 0% B -] 2% 24,463,000 60% 151,743,000 | 60% 1123273365  DPPKB
9
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan }
Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kemasyarakatan dan Mitra
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi i:{"‘e‘ar:;‘;z‘r‘“";:: *:;:""
143 | 0204 | 05 [stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga € € 100% of 91% | 0% 599,500,000( 0% of 0% S| oo% -] 0% - % of 46% | 4% #DIVI0!|  DPPKB
A Lintas Sektor di Kampung
. Pelaksanaan dan
14 0204 | 03 | amung K5 rogram g Program 100% 90,081,000 100% 848,790,000| 100% 313,600,000( 12% 38,640,000| 25% 77,280,000 | 0% - % - | % 115920,000| 68% 964,710,000 | 68% 1070036157 DPPKB
KKBPK di Kampung KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)] 5% 515,461,000 19% 1729995300 | 0% — 0% ~ 2% 2,245456,300
Predikat Kinerja Sangat Rendah angat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah angat Rendah
i g g g
Meningkatnya s L2
alkuaticas 14 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
Pembentukan dan operasional Sekolah
14 0201 |15 "™ 100% 1 o | o% 100,000,000 0% o &% 8016000 | 0% A | o 8016000 | 0% ol 0% of  DPPKB
Lansia di Kelompok BKL
TUmTaR URTE Sarana
Kelompok Kegiatan
pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui | <Cr2hanan dan
14 0201 | 16 Fusfwelavanameluarga Seﬁﬁterawm} Kesejahteraan Keluarga 100% -| 100% | % 192,000,000 10% 19,600,000| 14% 27600000 | 0% -] 0% S| o% 47200000 0% 239200000 [ 0% of DPPKB
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan
Elonomi Keliaraa /L IPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
14 02.01 17 |(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 100% 315,250,001 0% - 100% 845,400,000 0% o| 0% - 0% 0% 0% 0 0% 845,400,000 0% 0| DPPKB
Peningkatan Pendapatan Keluarga
| Akseptor (UPPKA))
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan  [Kelompok Kegiatan
dan Keluarga dan . . . . , i . g , ,
144 0201 | 02| R ke, P A dan estiohteraan Keluarga 100%| 900,810,000 78% 848,790,000| 100% 130,000,000| 0% of 0% 0% 0% 0% 0| 3% 130,000,000 | 39% 0144314561 DPPKB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
Jumian Laporan Hasit
Orientasi dan Pelatihan
Cros e s s
. 9 9 9 . 5 B 9 oo o o
14 4| 0202 | 03 | 8 ok, P A dan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% 90,913,244  95% 85,719,459| 100% 46,464,619 0% of 0% 0% 0% 0% 0| 48% 46464619 | 48% 051106746|  DPPKB
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) | (BKB: BKR. BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluaraa/LIPPKS)
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Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program | Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Klnerlla Targfel Kinerja dan Angg?aran Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian .Klnerla Anggaran Rens(ralSKPD sld dan Realisasi Anggaran Unit SKPD
No Sasaran Kode. Daerah dan . y (output) Tahun 2026 Renstra SKPD s.d. Renja | Renja SKPD Tahun Berjalan dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2026 (Akhir Tahun Renstra SKPD s/d Tahun | Penanggung jawab
P SKPD Tahun Lalu (2024) yang Dievaluasi (2025) yang Dievaluasi (2025) Pelaksanaan Renja SKPD
2026 (%)
Tahun 2026)
| It n v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14=7+13 15=14/6 x 100% 16
K Rp K Rp K Rp K Rp| K 4 K Rp K Rp K Rp| K Rp| K Rp|

Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah Kader yang
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Mengikuti

2[14 02.01 | 04 |Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, |Orientasi/Pelatihan Teknis | 100% 135,090,001) 0% 127,280,000 100% 83,174,181| 0% 0| 0% - 0% - 0% - 0% 0| 0% 83174181 | 0% 0615694577|  DPPKB
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi |Pelaksana/Kader Ketahanan
Keluarga/UPPKS) dan Kesejahteraan Keluarga

CaRUpaTt PeTTaTCaTaT
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga  [Data dan Informasi
Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon |Keluarga Beresiko stunting | o, of 0% 0% 837,000,000 0% of 29% 246300000 | 0% 0% 2% 246300000 | 15% 1,083,300000 | 15% of opPr8
Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca  |((termasuk remaja calon
Salin/ Kelahiran, Bad! | calon PUS, Ibu
it Kstared Beresco
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting |Stunting (termasuk remaja
(Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon |calon pengantin/ calon N " " " " " " , ,
pUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, pUS, lbu Hamil, Pasca 100% 0 0% 0% 1,001,400,000 0% 0] 30% 295,560,000 | 0% 0% 30% 295,560,000 [ 15% 1,296,960,000 15% 0| DPPKB
Baduta/ Balita) salin/ kelahiran,
Rata-rata Capaian Kinerja (%)| 1% 19,600,000( 10% 577,476,000 | 0% - 0% - 10% 597,076,000
Predikat Kinerja| Sangat Rendah angat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah angat Rendah
Pandan, Juli 2025

Evaluasi Renja OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan |

Tahun 2023
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE UIROSAN Y (FIROEIRAT KEGIATAN / SUB PERIODE gl TARGET RENJA EHOLAOI DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN 17.352.748.720,96 17.330.753.288,00 17.134.757.114,00 -217.991.606,96 22.661.250.266,00
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2 URUSAN PEMERINTAHAN 17.352.748.720,96 17.330.753.288,00 17.134.757.114,00 -217.991.606,96 22.661.250.266,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN 17.352.748.720,96 17.330.753.288,00 17.134.757.114,00 -217.991.606,96 22.661.250.266,00
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1. 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase konsistensi 85 % 85 % 5.056.964.800,00 5.056.958.000,00 5.105.436.367,00 48.471.567,00 Pegawai Dinas 6.430.700.260,00
URUSAN PEMERINTAHAN | program RPJMD dengan PPKB
DAERAH RKPD
KABUPATEN/KOTA
2.14.01.2.01 Perencanaan, - - - 6.500.000,00 6.500.000,00 3.072.957,00 -3.427.043,00 26.940.002,00
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.633.660,00 -866.340,00 | Semua DANA ALOKASI | Memperkuat - 13.470.001,00 | DINAS
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Kota/Kab, UMUM (DAU) pembangunan PENGENDALIAN
Daerah Daerah Semua sumber daya PENDUDUK DAN
Kecamatan, manusia (SDM), KELUARGA
Semua Kel/Desa sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan 00 00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 | - DANA ALOKASI | - 5. Peningkatan Tata 4.480.000,00 | DINAS
Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan UMUM (DAU) Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Daerah PENDUDUK DAN
Dokumen Perubahan KELUARGA
RKA-SKPD BERENCANA
2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.439.297,00 -1.060.703,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 8.990.001,00 | DINAS
Laporan Capaian Kinerja dan | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Laporan Capaian Kinerja dan sains, teknologi, BERENCANA
Ikhtisar Realisasi Kinerja pendidikan,
SKPD kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan - - - 4.582.156.000,00 4.582.156.000,00 4.630.310.610,00 48.154.610,00 5.306.460.001,00
Perangkat Daerah
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 60 Orang/b | 60 Orang/b 4.582.156.000,00 4.582.156.000,00 4.630.310.610,00 48.154.610,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 5.306.460.001,00 | DINAS
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan ulan ulan Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Tunjangan ASN Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - - - 0,00 0,00 8.759.293,00 8.759.293,00 9.000.000,00
Perangkat Daerah
2.14.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.759.293,00 8.759.293,00 | Kab. Tapanuli - - 2. Peningkatan 9.000.000,00 | DINAS
Sistem Informasi Koordinasi dan Tengah, Semua Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Informasi Kepegawaian Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.06 Administrasi Umum - - - 190.000.000,00 190.000.000,00 174.791.507,00 -15.208.493,00 315.380.254,00
Perangkat Daerah
2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | - 5. Peningkatan Tata 20.000.000,00 | DINAS
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Tengah, Semua | UMUM (DAU) Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, Daerah PENDUDUK DAN
Listrik/Penerangan Disediakan Semua Kel/Desa KELUARGA
Bangunan Kantor BERENCANA
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 36.407.667,00 -13.592.333,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | - 5. Peningkatan Tata 54.050.253,00 | DINAS
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Tengah, Semua | UMUM (DAU) Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Disediakan Kecamatan, Daerah PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 00 00 15.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 | - DANA ALOKASI | - 5. Peningkatan Tata 34.180.000,00 | DINAS
Kantor Kantor yang Disediakan UMUM (DAU) Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Daerah PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 13.383.840,00 -1.616.160,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | - - 8.990.001,00 | DINAS
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Tengah, Semua | UMUM (DAU) PENGENDALIAN
yang Disediakan Kecamatan, PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan | 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 -40.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | - 5. Peningkatan Tata 198.160.000,00 | DINAS
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Tengah, Semua | UMUM (DAU) Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Daerah PENDUDUK DAN
SKPD Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - - - 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 240.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRILIS N o RO R KEGIATAN / SUB PERIODE A TARGET RENJA HEROLEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 5 Unit 5 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 240.000.000,00 | DINAS
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Disediakan Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | - - - 198.308.800,00 198.302.000,00 185.502.000,00 -12.806.800,00 278.170.002,00
Urusan Pemerintahan
Daerah
2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 3.570.000,00 | DINAS
Menyurat Jasa Surat Menyurat Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan | 36 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 75.000.000,00 -15.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 90.040.001,00 | DINAS
Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Disediakan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 3.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 44.990.000,00 | DINAS
dan Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Disediakan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan Penyediaan 36 Laporan | 36 Laporan 95.308.800,00 95.302.000,00 95.502.000,00 193.200,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 139.570.001,00 | DINAS
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 68.000.000,00 23.000.000,00 254.750.001,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 108.070.001,00 | DINAS
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Dinas atau Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajaknya sains, teknologi, BERENCANA
Jabatan pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 3 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 5. Peningkatan Tata 124.680.000,00 | DINAS
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Kecamatan, sumber daya Daerah PENDUDUK DAN
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Operasional atau Lapangan Perizinannya sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan Mesin - 5 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. Tapanuli - - 5. Peningkatan Tata 10.000.000,00 | DINAS
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Tengah, Semua Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Kecamatan, Daerah PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan - 3 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. Tapanuli - - 5. Peningkatan Tata 12.000.000,00 | DINAS
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor Tengah, Semua Kelola Pemerintahan PENGENDALIAN
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Daerah PENDUDUK DAN
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2. 2.14.02 PROGRAM Rata-rata Laju 1,46 % 1,46 % 1.433.396.739,96 1.493.396.739,00 1.270.007.587,00 -163.389.152,96 Penyuluh Lapangan 1.247.180.002,00
PENGENDALIAN Pertumbuhan Penduduk Keluarga
PENDUDUK Berencana (PLKB)
Kecamatan
Satuan Pendidikan
jenjang SD/MI,
SLTP/MTS,
SMA/SMK sederajat
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRILIS N o RO R KEGIATAN / SUB PERIODE A TARGET RENJA HEROLEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi | Persentase Perangkat 5 Sektor 5 Sektor 342.742.264,00 342.742.264,00 148.334.232,00 -194.408.032,00 540.200.002,00
Kebijakan Pemerintah Daerah (Dinas/Badan) yang
Daerah Provinsi dengan menyusun dan
Pemerintah Daerah memanfaatkan Rancangan
Kabupaten/Kota dalam Induk Pengendalian
rangka Pengendalian Penduduk (Dengan
Kuantitas Penduduk Satuan:Sektor)
2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Jumlah Survei/Pendataan 1 Dokumen | 1 Dokumen 54.562.264,00 54.562.264,00 0,00 -54.562.264,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 60.040.001,00 | DINAS
Survei/Pendataan Indeks Indeks Pengetahuan Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pengetahuan Masyarakat Masyarakat tentang Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
tentang Kependudukan Kependudukan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Jumlah Dokumen 10 10 50.000.000,00 50.000.000,00 33.628.863,00 -16.371.137,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 60.040.001,00 | DINAS
Pengembangan Materi Penyediaan dan Dokumen Dokumen Tengah, Semua | DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pendidikan Kependudukan Pengembangan Materi Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Jalur Pendidikan Formal Pendidikan Kependudukan Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Sesuai Isu Lokal Jalur Pendidikan Formal PENDIDIKAN sains, teknologi, BERENCANA
Kabupaten/Kota Sesuai Isu Lokal pendidikan,
Kabupaten/Kota kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Jumlah Satuan Pendidikan 10 Satuan 10 Satuan 50.000.000,00 50.000.000,00 23.290.110,00 -26.709.890,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 180.120.000,00 | DINAS
Fasilitasi Pelaksanaan yang Mendapatkan Advokasi, Pendidikan | Pendidikan Tengah, Semua | DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pendidikan Kependudukan Sosialisasi dan Fasilitasi Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Jalur Formal di Satuan Pelaksanaan Pendidikan Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Pendidikan Jenjang SD/MI Kependudukan Jalur Formal PENDIDIKAN sains, teknologi, BERENCANA
dan SLTP/MTS, Jalur di Satuan Pendidikan pendidikan,
Nonformal dan Informal Jenjang SD/MI dan kesehatan, prestasi
SLTP/MTS, Jalur Nonformal olahraga, kesetaraan
dan Informal gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Jumlah Pelaksanaan 10 10 158.180.000,00 158.180.000,00 78.635.059,00 -79.544.941,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 80.000.000,00 | DINAS
Kependudukan Jalur Pendidikan Kependudukan Kegiatan Kegiatan Tengah, Semua | DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Formal dan Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Nonformal Nonformal Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
PENDIDIKAN sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Jumlah Laporan Rapat 4 Kegiatan | 4 Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 12.780.200,00 -17.219.800,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 160.000.000,00 | DINAS
Pengendalian Program Pengendalian Program Tengah, Semua DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Bangga Kencana Bangga Kencana Kecamatan, ENGGUNAANN sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
(Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Kependudukan, dan KESEHATAN sains, teknologi, BERENCANA
Keluarga Berencana) pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Median Usia Kawin Pertama 2141 21.41 1.090.654.475,96 1.150.654.475,00 1.121.673.355,00 31.018.879,04 706.980.000,00
Pengendalian Penduduk Perempuan (MUKP) seluruh Tahun Tahun
Cakupan Daerah wanita umur 25-49 tahun
Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Tahun)
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Pembinaan - 1 Laporan 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 100.000.000,00 | DINAS
Penyelenggaraan Sistem dan Pengawasan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Informasi Keluarga Penyelenggaraan Sistem Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Informasi Keluarga Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan 1 Laporan 1 Laporan 173.400.000,00 173.400.000,00 173.400.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 220.000.000,00 | DINAS
Pengumpulan Data Keluarga | dan Pengumpulan Data Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Keluarga Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Jumlah Dokumen 12 12 888.000.000,00 888.000.000,00 888.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 360.000.000,00 | DINAS
Data Pengendalian Pengolahan dan Pelaporan Dokumen Dokumen Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Lapangan dan Pelayanan KB | Data Pengendalian Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Lapangan dan Pelayanan KB Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRILIS N o RO R KEGIATAN / SUB PERIODE A TARGET RENJA HEROLEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Jumlah Dokumen Profil 1 Dokumen | 1 Dokumen 29.254.475,96 29.254.475,00 10.273.355,00 -18.981.120,96 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 26.980.000,00 | DINAS
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kependudukan, dan Berencana dan Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
(Bangga Kencana) sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
3. 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN Angka Kelahiran Total 1,91 orang | 1,91 orang 8.660.813.000,00 7.544.959.749,00 7.392.274.071,00 -1.268.538.929,00 Fasilitas 11.430.370.004,00
KELUARGA BERENCANA Kesehatan, jaringan
(KB) dan Jejaringnya
Kampung KB
Penyuluh Lapangan
Keluarga
Berencana (PLKB)
Kecamatan
PUS, Kelompok
Tribina, Mitra Kerja
dan Stakeholders
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, - - - 2.057.000.000,00 1.800.981.749,00 1.780.778.000,00 -276.222.000,00 3.155.140.001,00
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 63.030.000,00 | DINAS
KKBPK Pengendalian Program Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
KKBPK Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional Jumlah Laporan Hasil 20 Laporan | 20 Laporan 1.172.000.000,00 980.000.000,00 980.000.000,00 -192.000.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 2.252.070.000,00 | DINAS
dan Sarana di Balai Pengelolaan Operasional Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Penyuluhan Bangga dan Sarana di Balai Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Kencana Penyuluhan Bangga Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Kencana (Pembangunan sains, teknologi, BERENCANA
Keluarga, Kependudukan, pendidikan,
dan Keluarga Berencana) kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan Mekanisme 12 Laporan | 12 Laporan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 330.000.000,00 | DINAS
Operasional Program Operasional Program Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Bangga Kencana melalui Bangga Kencana Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Rapat Koordinasi Kecamatan | (Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
(Rakorcam), Rapat Kependudukan, dan sains, teknologi, BERENCANA
Koordinasi Desa (Rakordes), | Keluarga Berencana) Melalui pendidikan,
dan Mini Lokakarya (Minilok) | Rapat Koordinasi Kecamatan kesehatan, prestasi
(Rakorcam), Rapat olahraga, kesetaraan
Koordinasi Desa (Rakordes), gender, serta
dan Mini Lokakarya (Minilok) penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi 4 Dokumen | 4 Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 160.000.000,00 | DINAS
Bangga Kencana Melalui dan KIE Program Bangga Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Media Massa Cetak dan Kencana (Pembangunan Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Elektronik serta Media Luar Keluarga, Kependudukan, Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Ruang dan Keluarga Berencana) sains, teknologi, BERENCANA
Melalui Media Massa Cetak pendidikan,
dan Elektronik serta Media kesehatan, prestasi
Luar Ruang olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Jumlah Komunikasi, 20 20 50.000.000,00 50.000.000,00 25.778.000,00 -24.222.000,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 90.040.001,00 | DINAS
Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE) Dokumen Dokumen Tengah, Semua | DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
ProgramBangga Kencana Program Bangga Kencana Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
sesuai Kearifan Budaya (Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Lokal Kependudukan, dan KESEHATAN sains, teknologi, BERENCANA
Keluarga Berencana) sesuai pendidikan,
Kearifan Budaya Lokal yang kesehatan, prestasi
dilaksanakan olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga Jumlah Organisasi yang 215 215 250.000.000,00 245.981.749,00 250.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 260.000.000,00 | DINAS
kencana oleh pokja advokasi | Mendapatkan Advokasi Organisasi | Organisasi Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
kepada Stakeholders dan Program Bangga Kencana Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Mitra Kerja (Pembangunan Keluarga, Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Kependudukan, dan sains, teknologi, BERENCANA
Keluarga Berencana) kepada pendidikan,
Stakeholders dan Mitra Kerja kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Cakupan PKB/PLKB yang 290 290 3.860.900.000,00 2.986.500.000,00 2.928.968.071,00 -931.931.929,00 3.890.040.001,00
Penyuluh KB/Petugas didayagunakan Perangkat PKB/PLKB | PKB/PLKB
Lapangan KB (PKB/PLKB) Daerah KB untuk
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang
pengendalian penduduk
(Dengan Satuan:Jumlah
PKB/PLKB)
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LIRILIS N o RO R KEGIATAN / SUB PERIODE A TARGET RENJA HEROLEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi | Jumlah Kader yang 1021 Orang | 1021 Orang 1.720.000.000,00 845.600.000,00 845.600.000,00 -874.400.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 800.000.000,00 | DINAS
Masyarakat Pedesaan (IMP) | Mengikuti Penggerakan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kader Institusi Masyarakat Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Pedesaan (IMP) Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Jumlah Organisasi yang 250 250 80.500.000,00 80.500.000,00 57.619.804,00 -22.880.196,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 90.040.001,00 | DINAS
Program Bangga Kencana di | Mengikuti Pembinaan IMP Organisasi | Organisasi Tengah, Semua DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Lini Lapangan oleh dan Program Bangga Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
PKB/PLKB Kencana (Pembangunan Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Keluarga, Kependudukan, KESEHATAN sains, teknologi, BERENCANA
dan Keluarga Berencana) di pendidikan,
Lini Lapangan oleh kesehatan, prestasi
PKB/PLKB olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan | 12 Laporan 2.060.400.000,00 2.060.400.000,00 2.025.748.267,00 -34.651.733,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 3.000.000.000,00 | DINAS
Penyuluhan, Penggerakan, Penguatan Pelaksanaan Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pelayanan dan Penyuluhan, Penggerakan, Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Pengembangan Program Pelayanan dan Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Bangga Kencana untuk Pengembangan Program sains, teknologi, BERENCANA
Petugas Keluarga Bangga Kencana pendidikan,
Berencana/Penyuluh (Pembangunan Keluarga, kesehatan, prestasi
Lapangan Keluarga Kependudukan, dan olahraga, kesetaraan
Berencana (PKB/PLKB) Keluarga Berencana) untuk gender, serta
Petugas Keluarga penguatan peran
Berencana/Penyuluh perempuan, pemuda
Lapangan Keluarga (generasi milenial
Berencana (PKB/PLKB) dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.03 Pengendalian dan - - - 1.739.813.000,00 1.754.378.000,00 1.739.378.000,00 -435.000,00 3.655.010.000,00
Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 33.300.000,00 33.191.000,00 33.191.000,00 -109.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 63.030.000,00 | DINAS
Pendistribusian Alat dan Pengendalian Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Obat Kontrasepsi dan Pendistribusian Alat dan Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Sarana Penunjang Obat Kontrasepsi dan Semua Kel/Desa KELUARGA
Pelayanan KB ke Fasilitas Sarana Penunjang BERENCANA
Kesehatan Termasuk Pelayanan KB ke Fasilitas
Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang 3250 Orang | 3250 Orang 1.487.363.000,00 1.487.363.000,00 1.487.363.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 2.000.000.000,00 | DINAS
Penggunaan Metode Mengikuti Kesertaan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kontrasepsi Jangka Panjang | Penggunaan Metode Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
(MKJP) Kontrasepsi Jangka Panjang Semua Kel/Desa KELUARGA
(MKJP) BERENCANA
2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG - 2. Peningkatan 35.000.000,00 | DINAS
Kebutuhan Alat dan Obat Penyusunan Rencana Tengah, Semua | DITENTUKAN P Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kontrasepsi (Alokon) dan Kebutuhan Alat dan Obat Kecamatan, ENGGUNAANN Daya manusia PENDUDUK DAN
Sarana Penunjang Kontrasepsi (Alokon) dan Semua Kel/Desa | YA BIDANG KELUARGA
Pelayanan KB Sarana Penunjang KESEHATAN BERENCANA
Pelayanan KB
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Jumlah Unit Sarana 20 Unit 20 Unit 159.000.000,00 173.674.000,00 173.674.000,00 14.674.000,00 | Kab. Tapanuli DAK - 2. Peningkatan 1.500.000.000,00 | DINAS
Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB Tengah, Pandan, | FISIK-BIDANG Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pandan KESEHATAN Daya manusia PENDUDUK DAN
DAN KB-PENUG KELUARGA
ASAN-PENGUAT BERENCANA
AN INTERVENSI
STUNTING
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 43 Laporan | 43 Laporan 30.150.000,00 30.150.000,00 30.150.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 56.980.000,00 | DINAS
Keluarga Berencana dan Pembinaan Pelayanan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Kesehatan Reproduksi di Keluarga Berencana dan Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Reproduksi di Semua Kel/Desa KELUARGA
Termasuk Jaringan dan Fasilitas Kesehatan BERENCANA
Jejaringnya Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan - - - 1.003.100.000,00 1.003.100.000,00 943.150.000,00 -59.950.000,00 730.180.002,00
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Jumlah Organisasi yang 5 5 90.000.000,00 90.000.000,00 30.050.000,00 -59.950.000,00 | Kab. Tapanuli DAU YANG Memperkuat 2. Peningkatan 135.090.001,00 | DINAS
Organisasi Kemasyarakatan | Mendapatkan Penguatan Organisasi | Organisasi Tengah, Semua | DITENTUKAN P | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
dan Mitra Kerja Lainnya Peran Serta Organisasi Kecamatan, ENGGUNAANN | sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
dalam Pelaksanaan Kemasyarakatan dan Mitra Semua Kel/Desa | YA BIDANG manusia (SDM), KELUARGA
Pelayanan dan Pembinaan Kerja Lainnya dalam KESEHATAN sains, teknologi, BERENCANA
Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan Pelayanan dan pendidikan,
Pembinaan Kesertaan kesehatan, prestasi
Ber-KB olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil 38 38 599.500.000,00 0,00 0,00 -599.500.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 135.090.001,00 | DINAS
Lintas Sektor di Kampung KB | Integrasi Pembangunan Dokumen Dokumen Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Lintas Sektor di Kampung KB Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
sains, teknologi, BERENCANA
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur | Jumlah DASHAT di Kampung - 109 Unit 0,00 599.500.000,00 599.500.000,00 599.500.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 0,00 | DINAS
Sehat Atasi Stunting KB Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
(DASHAT) di Kampung Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Keluarga Berkualitas Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE SRS RS EN G KEGIATAN / SUB PERIODE A A TARGET RENJA LTI DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung Keluarga 38 38 313.600.000,00 313.600.000,00 313.600.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON Memperkuat 2. Peningkatan 460.000.000,00 | DINAS
Pengelolaan Program Berkualitas yang mengikuti Kampung Kampung Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB | pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Bangga Kencana di Pelaksanaan dan Kecamatan, sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Kampung Keluarga Pengelolaan Program Semua Kel/Desa manusia (SDM), KELUARGA
Berkualitas Bangga Kencana sains, teknologi, BERENCANA
(Pembangunan Keluarga, pendidikan,
Kependudukan, dan kesehatan, prestasi
Keluarga Berencana) olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
4. 2.14.04 PROGRAM - - - 2.201.574.181,00 3.235.438.800,00 3.367.039.089,00 1.165.464.908,00 Kelompok Beresiko 3.553.000.000,00
PEMBERDAYAAN DAN Stunting
PENINGKATAN PUS, Kelompok
KELUARGA SEJAHTERA Tribina, Mitra Kerja
(KS) dan Stakeholders
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan | - - - 363.174.181,00 1.397.038.800,00 1.531.184.473,00 1.168.010.292,00 1.807.000.000,00
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan Persentase sekolah lansia 5 Kegiatan | 5 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 30.833.157,00 -69.166.843,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | - 2. Peningkatan 70.000.000,00 | DINAS
operasional Sekolah Lansia yang dilaksanakan di Tengah, Semua | UMUM (DAU) Kualitas Sumber PENGENDALIAN
di Kelompok BKL kelompok Bina Keluarga Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Lansia Semua Kel/Desa KELUARGA
BERENCANA
2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Jumlah laporan hasil 20 Laporan | 20 Laporan 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 135.000.000,00 | DINAS
Keluarga Melalui Pusat pengelolaan Ketahanan / Dokumen | / Dokumen Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Pelayanan Keluarga Keluarga Melalui Pusat Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Sejahtera (PPKS) Pelayanan Keluarga Semua Kel/Desa KELUARGA
Sejahtera (PPKS) BERENCANA
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil - 215 0,00 845.400.000,00 845.400.000,00 845.400.000,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 1.200.000.000,00 | DINAS
Kelompok Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Laporan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Ketahanan dan Kelompok Kegiatan Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Semua Kel/Desa KELUARGA
(BKB, BKR, BKL, PPKS, Kesejahteraan Keluarga BERENCANA
PIK-R dan Usaha (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana 10 Unit 10 Unit 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 | Kab. Tapanuli DAK NON - 2. Peningkatan 260.000.000,00 | DINAS
Kelompok Kegiatan Kelompok Kegiatan Tengah, Semua | FISIK-BOKB-KB Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Ketahanan dan Ketahanan dan Kecamatan, Daya manusia PENDUDUK DAN
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa KELUARGA
(BKB, BKR, BKL, PPKS, (BKB, BKR, BKL, PPKS, BERENCANA
PIK-R dan Usaha PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) | Keluarga Akseptor (UPPKA)
yang tersedia
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah kader yang mengikuti 300 Orang | 300 Orang 83.174.181,00 83.174.181,00 199.770.790,00 116.596.609,00 | Kab. Tapanuli DBH CUKAI - 2. Peningkatan 100.000.000,00 | DINAS
Pelaksana/Kader Ketahanan | Orientasi/Pelatihan Teknis Tengah, Semua | HASIL Kualitas Sumber PENGENDALIAN
dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksana/Kader Ketahanan Kecamatan, TEMBAKAU Daya manusia PENDUDUK DAN
(BKB, BKR, BKL, PPKS, dan Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa | (CHT) KELUARGA
PIK-R dan Usaha (BKB, BKR, BKL, PPKS, BERENCANA
Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga Akseptor (UPPKA) | Ekonomi Keluarga/Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 46.464.619,00 133.180.526,00 83.180.526,00 | Kab. Tapanuli DBH CUKAI - 2. Peningkatan 42.000.000,00 | DINAS
Teknis Pengelola Ketahanan | Orientasi dan Pelatihan Tengah, Semua | HASIL Kualitas Sumber PENGENDALIAN
dan Kesejahteraan Keluarga | Teknis Pengelola Ketahanan Kecamatan, TEMBAKAU Daya manusia PENDUDUK DAN
(BKB, BKR, BKL, PPKS, dan Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa | (CHT) KELUARGA
PIK-R dan Usaha (BKB, BKR, BKL, PPKS, BERENCANA
Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga Akseptor (UPPKA) | Ekonomi Keluarga/UPPKA)
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan - - - 1.838.400.000,00 1.838.400.000,00 1.835.854.616,00 -2.545.384,00 1.746.000.000,00
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Cakupan Pemantauan Data 12 laporan | 12 laporan 837.000.000,00 837.000.000,00 835.956.790,00 -1.043.210,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 840.000.000,00 | DINAS
Informasi Keluarga Berisiko dan Informasi Keluarga Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
Stunting (Termasuk remaja Berisiko Stunting (Termasuk Kecamatan, DAK NON sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Calon Pengantin/Calon PUS, | remaja Calon Semua Kel/Desa | FISIK-BOKB-KB | manusia (SDM), KELUARGA
Ibu Hamil, Pasca Pengantin/Calon PUS, Ibu sains, teknologi, BERENCANA
salin/kelahiran, Hamil, Pasca salin/kelahiran, pendidikan,
Baduta/Balita) Baduta/Balita) kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko 12 laporan | 12 laporan 1.001.400.000,00 1.001.400.000,00 999.897.826,00 -1.502.174,00 | Kab. Tapanuli DANA ALOKASI | Memperkuat 2. Peningkatan 906.000.000,00 | DINAS
Berisiko Stunting (Termasuk | Stunting (Termasuk remaja Tengah, Semua | UMUM (DAU) pembangunan Kualitas Sumber PENGENDALIAN
remaja Calon Calon Pengantin/Calon PUS, Kecamatan, DAK NON sumber daya Daya manusia PENDUDUK DAN
Pengantin/Calon PUS, Ibu Ibu Hamil, Pasca Semua Kel/Desa | FISIK-BOKB-KB | manusia (SDM), KELUARGA
Hamil, Pasca salin/kelahiran, | salin/kelahiran, sains, teknologi, BERENCANA
Baduta/Balita) Baduta/Balita) yang pendidikan,
mendapat pendampingan kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

JUMLAH

17.352.748.720,96

17.330.753.288,00

17.134.757.114,00

-217.991.606,96

22.661.250.266,00
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan
anugerahNya kami dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan salah

satu rangkaian tahapan perencanaan pembengunan setelah tersusunnya RPJMD dan

RENSTRA serta RENJA.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025
dimaksud sangat diharapkan kepada OPD terkait yang menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 dapat menampung anggaran

kegiatan yang disusun dalam Rarcangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025.

Demikianlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dan disampaikan untuk menjadi bahan masukan
dan pertimbangan dalam P-APBD Tahun 2025. Akhir kata kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, Mei 2025
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j,‘ Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEg;L'JI'iAI\l’\IuSF:JF;OISERGAIZ:' AN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB DAN PAGU
KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
PROGRAM Persentase Meningkatnya  |100% PROGRAM Persentase Meningkatnya |100% Badan
PENINGKATAN Keamanan dan PENINGKATAN Keamanan dan Kesbangpol
KEWASPADAAN Kenyamanan Lingkungan KEWASPADAAN Kenyamanan Lingkungan
NASIONAL DAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN KUALITAS DAN
FASILITASI FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase Meningkatnya 100% Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase Meningkatnya 100% Badan
dan Pelaksanaan Pemantapan |Keamanan dan Kenyamanan dan Pelaksanaan Pemantapan |Keamanan dan Kenyamanan Kesbangpol
Kewaspadaan Nasional Lingkungan Kewaspadaan Nasional Lingkungan
danPenanganan Konflik Sosial danPenanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti {100 Orang 750,000,000 [Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti {100 Orang 750,000,000 Badan
Bidang Kewaspadaan Dini,  |pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,  [pelaksanaan Kebijakan di Kesbangpol
Kerja Sama Intelijen, Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Bidang Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Kerja Sama Intelijen,
Orang Asing, Tenaga Kerja  [Pemantauan Orang Asing, Orang Asing, Tenaga Kerja  [Pemantauan Orang Asing,
Asing dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing dan Lembaga Asing,  |Tenaga Kerja Asing dan
Kewaspadaan Perbatasan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan Lembaga Asing, Kewaspadaan
antar Perbatasan antar Negara, antar Perbatasan antar Negara,
Negara, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Negara, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan
Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan, Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan,
Kewaspadaan, serta serta Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta serta Penanganan Konflik di
Penanganan Konflik di Daerah |Daerah Penanganan Konflik di Daerah|Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 7,500,000 |Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 7,500,000 Badan
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan Kesbangpol
Bidang Kewaspadaan Dini,  |Pelaporan di Bidang Bidang Kewaspadaan Dini,  [Pelaporan di Bidang
Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kerja Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kerja
Intelijen, Pemantauan Orang  |Sama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang  [Sama Intelijen, Pemantauan
Asing, Tenaga Kerja Asing  [Orang Asing, Tenaga Kerja Asing  |Orang
dan Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja Asing
Kewaspadaan dan Lembaga Asing, Kewaspadaan dan Lembaga Asing,
Perbatasan antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan Perbatasan antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan
Fasilitasi Kelembagaan antar Negara, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan antar Negara, Fasilitasi
Bidang Kewaspadaan, serta  |Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan, serta  |Kelembagaan Bidang
Penanganan Kewaspadaan, serta Penanganan Kewaspadaan, serta
Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 60,000,000 |Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 60,000,000 Badan
Koordinasi Pimpinan Daerah |Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  [Pelaksanaan Forum Kesbangpol
Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabuiaten/Kota Kabuiaten/Kota
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RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
" (L;J ;UTT'\:\;ISZRBOSERGﬁﬂ AN [PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB DAN PAGU
KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5

PROGRAM Persentase terkendalinya  |100% PROGRAM Persentase terkendalinya  {100% Badan

PEMBERDAYAAN DAN  |Stabilitas Keamanan dan PEMBERDAYAAN DAN  (Stabilitas Keamanan dan Kesbangpol

PENGAWASAN Ketertiban PENGAWASAN Ketertiban

ORGANISASI ORGANISASI

KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase terkendalinya 100% Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase terkendalinya 100% Badan

dan Pemantapan Pelaksanaan |Stabilitas Keamanan dan dan Pemantapan Pelaksanaan |Stabilitas Keamanan dan Kesbangpol

Bidang Pemberdayaan dan Ketertiban Bidang Pemberdayaan dan  |Ketertiban

Pengawasan Organisasi Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti {10 Orang 70,000,000 |Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti |10 Orang 70,000,000 Badan

Bidang Pendaftaran Ormas,  |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,  |Pelaksanaan Kebijakan di Kesbangpol

Pemberdayaan Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas,

Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan Ormas,

Sengketa Ormas, Pengawasan |Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan |Evaluasi dan Mediasi

Ormas dan Ormas Asing di  |Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asingdi  [Sengketa Ormas, Pengawasan

Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di

Daerah Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di  [Jumlah Orang yang Mengikuti |50 Orang 400,000,000 400,000,000 Badan
Bidang Pendaftaran Ormas, ~ |Pelaksanaan Koordinasi di Kesbangpol

Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
Daerah
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RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEClSJ IRAL'JI'%\II\IUSTJF:BOISERGAI\X'{' AN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB DAN PAGU
KEGIATAN SATUAN
1 2 8 4 5
PROGRAM Persentase Kegiatan yang  |100% PROGRAM Persentase Kegiatan yang  [100% Badan
PENINGKATAN PERAN  |Mendukung Peningkatan PENINGKATAN PERAN  [Mendukung Peningkatan Kesbangpol
PARTAI POLITIK DAN  |Nilai-Nilai Persatuan dan PARTAI POLITIK DAN  [Nilai-Nilai Persatuan dan
LEMBAGA PENDIDIKAN |Kebangsaan LEMBAGA PENDIDIKAN [Kebangsaan
MELALUI PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA PENGEMBANGAN
Perumusan Kebijakan Teknis |Meningkatnya pendidikan 100% Perumusan Kebijakan Teknis |Meningkatnya pendidikan 100% Badan
dan Pemantapan Pelaksanaan |politik masyarakat dan Pemantapan Pelaksanaan [politik masyarakat Kesbangpol
Bidang Pendidikan Politik, Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokerasi,
Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintahan, Perwakilan dan
PartaiPolitik, Pemilihan PartaiPolitik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Kepala Daerah, serta
Pelaksanaan Kebijakan Di Jumlah Orang yang Mengikuti {300 Orang 602,042,350 |Pelaksanaan Kebijakan Di Jumlah Orang yang Mengikuti {300 Orang 602,042,350 Badan
Bidang Pendidikan Politik,  |Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,  |Pelaksanaan Kebijakan di Kesbangpol
Etika Budaya Politik, Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Bidang Pendidikan Politik,
PeningkatanDemokrasi, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi,
Pemerintahan, Perwakilan dan |Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan |Fasilitasi Kelembagaan
Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan dan
Umum/PemilihanUmum Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Partai Politik, Pemilihan
Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi Politik Di |Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di |Kepala Daerah, serta
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 19,000,000 |Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 19,000,000 Badan
Evaluasi dan Pelaporan Di  |Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Di  [Monitoring, Evaluasi dan Kesbangpol
Bidang Pendidikan Politik, Pelaporan di Bidang Bidang Pendidikan Politik,  [Pelaporan di Bidang
Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika
Peningkatan Demokrasi, Budaya Politik, Peningkatan Peningkatan Demokrasi, Budaya Politik, Peningkatan
Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Demokrasi, Fasilitasi
Pemerintahan, Perwakilan dan |Kelembagaan Pemerintahan, Pemerintahan, Perwakilan dan |Kelembagaan Pemerintahan,
Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik,
Umum/Pemilihan Umum Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemilihan Umum/Pemilihan
Kepala Daerah, Serta Umum Kepala Daerah, serta Kepala Daerah, Serta Umum Kepala Daerah, serta
Pelaksanaan tugas Paskibraka |Jumlah Laporan Kegiatan 2 Kegiatan 277,799,900 [Pelaksanaan tugas Paskibraka [Jumlah Laporan Kegiatan 2 Kegiatan 277,799,900 Badan
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Kesbangpol
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RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KE(LBJ II,?AL‘JFSA/?\I'\;ISF:JTBOKGEZT,\AA':' AN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB DAN PAGU
KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
Penyediaan Jasa Pelayanan  [Jumlah Laporan Penyediaan |15 Laporan 118,496,900 [Penyediaan Jasa Pelayanan  |Jumlah Laporan Penyediaan |15 Laporan 118,496,900 Badan
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Kesbangpol
yang Disediakan yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik  |Persentase Pemeliharaan 100% Pemeliharaan Barang Milik  [Persentase Pemeliharaan 100% Badan
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Kesbangpol
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 10 Unit 20,709,800 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 10 Unit 20,709,800 Badan
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Keshangpol
Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas |dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas |dibayarkan Pajak dan
PROGRAM PENGUATAN |Persentase kualitas 100% PROGRAM PENGUATAN [Persentase kualitas 100% Badan
IDEOLOGI PANCASILA |wawasan kebangsaan IDEOLOGI PANCASILA |wawasan kebangsaan Kesbangpol
DAN KARAKTER masyarakat akan nilai DAN KARAKTER masyarakat akan nilai
Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase Perumusan 100% Perumusan Kebijakan Teknis |Persentase Perumusan 100% Badan
dan Pemantapan Pelaksanaan |Kebijakan Teknis dan dan Pemantapan Pelaksanaan |Kebijakan Teknis dan Keshangpol
Bidang Ideologi Pancasila dan |Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan |Pemantapan Pelaksanaan
Karakter Kebangsaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan yang Karakter Kebangsaan yang
Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti {1500 Orang 330,081,400 |Pelaksanaan Koordinasi di  [Jumlah Orang yang Mengikuti {1500 Orang 330,081,400 Badan
Bidang Ideologi Wawasan Koordinasi di Bidang Ideologi Bidang Ideologi Wawasan Koordinasi di Bidang Ideologi Kesbangpol
Kebangsaan, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela Negara, \Wawasan Kebangsaan, Bela
Karakter Bangsa, Pembauran |Negara, Karakter Bangsa, Karakter Bangsa, Pembauran |Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Binneka Tunggal |Pembauran Kebangsaan, Kebangsaan, Binneka Tunggal |Pembauran Kebangsaan,
Ika dan Sejarah Kebangsaan |Bhinneka Tunggal Ika dan Ika dan Sejarah Kebangsaan |Bhinneka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 7,999,700 |Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 7,999,700
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring Evaluasi dan
Bidang Ideologi Wawasan Pelaporan di Bidang Ideologi Bidang Ideologi Wawasan Pelaporan di Bidang Ideologi
Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, Bela
Bela Negara, Karakter Bangsa,|Negara, Karakter Bangsa, Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bangsa, Pembauran Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Bineka Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bineka Tunggal |Bineka Tunggal Ika dan
Pembinaan terhadap aktivitas |Laporan Hasil Pembinaan 10 Dokumen - |Pembinaan terhadap aktivitas |Laporan Hasil Pembinaan 10 Dokumen - Badan
kepaskibrakaan dan Aktivitas Kepaskibrakaan dan kepaskibrakaan dan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Kesbangpol
Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan
Purnapaskibraka Purnapaskibraka
Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 25 Orang 55,000,000 |Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 25 Orang 55,000,000 Badan
Keshangpol
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

OPD: BADAN KESBANGPOL KAB. TAPANULI

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)

NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEg I'ZL'JI'i\AI\l’\;/STJRI;OPSEZAI?-\A'{' AN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB DAN PAGU
KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 |URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM UMUM
PROGRAM PENUNJANG |Tingkat Ketersediaan 100% PROGRAM PENUNJANG |Tingkat Ketersediaan 100% Badan
URUSAN Kebutuhan Operasional URUSAN Kebutuhan Operasional Kesbangpol
PEMERINTAHAN Pelayanan Administrasi PEMERINTAHAN Pelayanan Administrasi
DAERAH Kantor DAERAH Kantor
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 1 Tahun Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 1 Tahun Badan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Kesbangpol
yang Tercapai yang Tercapai
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima |35 Orang 1,976,928,750 |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima (35 Orang 1,976,928,750 Badan
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kesbangpol
Pelaksanaan Penatausahaan  |Jumlah Dokumen 12 Dokumen 19,800,000 |Pelaksanaan Penatausahaan |Jumlah Dokumen 12 Dokumen 19,800,000
dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi
Administrasi Umum Perangkat | Persentase Administrasi 100% /Administrasi Umum Perangkat|Persentase Administrasi 100% Badan
Daerah Umum Perangkat Daerah yang Daerah Umum Perangkat Daerah yang Kesbangpol
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan |3 Paket 8,215,000 |Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan |3 Paket 8,215,000 Badan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kesbangpol
Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik  [Jumlah Paket Bahan Logistik |50 Paket 5,831,800 |Penyediaan Bahan Logistik  |Jumlah Paket Bahan Logistik |50 Paket 5,831,800 Badan
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan Kesbangpol
Penyediaan Barang Cetakan  [Jumlah Paket Barang Cetakan |1 Paket 5,442,100 |Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang Cetakan |1 Paket 5,442,100 Badan
dan Penggandaan dan Penggandaan yang dan Penggandaan dan Penggandaan yang Kesbangpol
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 50 Laporan 45,000,000 |Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 50 Laporan 45,000,000 Badan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Kesbangpol
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Penunjang  |Persentase Penyediaan Jasa  |100% Penyediaan Jasa Penunjang  |Persentase Penyediaan Jasa |100% Badan
Urusan Pemerintahan Daerah  |Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah |Penunjang Urusan Kesbangpol
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan |50 Laporan 549,900 |Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan |50 Laporan 549,900 Badan
Menyurat Jasa Surat Menyurat Menyurat Jasa Surat Menyurat Kesbangpol
Penyediaan Jasa Komunikasi, |Jumlah Laporan Penyediaan |36 Laporan 6,750,000 [Penyediaan Jasa Komunikasi, [Jumlah Laporan Penyediaan |36 Laporan 6,750,000 Badan
Sumber Daya Air dan Listrik |Jasa Komunikasi, Sumber Sumber Daya Air dan Listrik |Jasa Komunikasi, Sumber Kesbangpol
Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik yang
Penyediaan Jasa Peralatan dan|Jumlah Laporan Penyediaan |3 Laporan 4,913,600 |Penyediaan Jasa Peralatan dan|Jumlah Laporan Penyediaan |3 Laporan 4,913,600 Badan
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Kesbangpol

Perlengkapan Kantor yang

Perlengkapan Kantor yang
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f
4

®:

BAB |1l RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD menjadi acuan untuk penyusunan
Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan P-APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman
Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus
pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk
tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review realisasi

anggaran tahun berjalan.

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja
OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja
Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang
disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Kegiatan pada Rancangan Perubahan
Renja Tahun 2025. (Data excel).
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1 18.1.6.2.01.3 |Pelaksanaan Kebijakan di |Kabupaten [Jumlah Orang yang FORKOPIMDA, 750,000,000 - 0.0% 750,000,000 |APBD
Bidang Kewaspadaan Dini, | Tapanuli Mengikuti Kebijakan BNN, Tokoh
Kerja Sama Intelijen, Tengah di Agama, Tokoh
Pemantauan Orang Asing, Bidang Kewaspadaan Masyarakat,
Tenaga Kerja Asing dan Dini, Kantor
Lembaga Asing, Kerja Sama Intelijen, Kecamatan, UD.
Kewaspadaan Perbatasan Pemantauan Orang Dimpu, RM.
antar Negara, Fasilitasi Asing, Daulay
Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja Asing
Kewaspadaan, serta dan Lembaga Asing,

Penanganan Konflik di Kewaspadaan

Daerah Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

2 |8.1.6.2.01.5 [Pelaksanaan Monitoring, |Kabupaten [Jumlah Laporan Hasil FORKOPIMDA, 29,999,800 - 0.0% 29,999,800 |APBD
Evaluasi dan Pelaporan di |Tapanuli Monitoring, Evaluasi BNN, Tokoh
Bidang Kewaspadaan Dini, [Tengah dan Pelaporan di Agama, Tokoh
Kerja Sama Intelijen, Bidang Kewaspadaan Masyarakat,
Pemantauan Orang Asing, Dini, Kerja Sama Kantor
Tenaga Kerja Asing dan Intelijen, Pemantauan Kecamatan, UD.
Lembaga Asing, Orang Dimpu, RM.
Kewaspadaan Perbatasan Asing, Tenaga Kerja Daulay
antar Negara, Fasilitasi Asing dan Lembaga
Kelembagaan Bidang Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar
Penanganan Konflik di Negara, Fasilitasi
Daerah Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

3 18.1.6.2.01.6 |Pelaksanaan Forum Kabupaten [Jumlah Dokumen FORKOPIMDA, 120,000,000 - 0.0% 120,000,000 |APBD
Koordinasi Pimpinan Tapanuli Hasil Pelaksanaan BNN, Tokoh
Daerah Kabupaten/Kota  (Tengah Forum Koordinasi Agama, Tokoh

Pimpinan Daerah Masyarakat,
Kabupaten/Kota Kantor
Kecamatan, UD.
Dimpu, RM.
Daulay
Jumlah VIII 899,999,800 - 0.0% 899,999,800
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| 18.1.4.2.01 Perumusan Kebijakan ~ |Kabupaten |Persentase
Teknis dan Pemantapan |Tapanuli ~ [Perumusan
Pelaksanaan Bidang Tengah Kebijakan Teknis
Pemberdayaan dan dan Pemantapan
Pengawasan Organisasi Pelaksanaan Bidang
Kemasyarakatan Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
yang Tercapai
1 (8.1.4.2.01.3 |Pelaksanaan Kebijakan di |Kabupaten |Jumlah Orang yang FKUB 70,000,000 0.0% 70,000,000 |APBD
Bidang Pendaftaran Tapanuli Mengikuti
Ormas, Pemberdayaan  (Tengah Pelaksanaan
Ormas, Evaluasi dan Kebijakan di Bidang
Mediasi Sengketa Ormas, Pendaftaran Ormas,
Pengawasan Ormas dan Pemberdayaan
Ormas Asing di Daerah Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah VII 70,000,000 0.0% 70,000,000
E |8.1.6 Program Peningkatan Kabupaten |Persentase
Kewaspadaan Nasional |Tapanuli |[Keamanan dan
Dan Peningkatan Tengah Kenyamanan
Kualitas Dan Fasilitasi Lingkungan
| 18.1.6.2.01  |Perumusan Kebijakan  |Kabupaten |Persentase
Teknis dan Pelaksanaan |Tapanuli  |Perumusan
Pemantapan Tengah Kebijakan Teknis
Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan
dan Penanganan Konflik Pemantapan
Sosial Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial yang
Tercapai
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N

8.1.3.2.01.5

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah

Kabupaten
Tapanuli
Tengah

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

UD. Dimpu,
Rumah Makan
Daulay, LSM,
Ormas, Kantor
Kecamatan

30,000,000

0.0%

30,000,000

APBD

w

8.1.3.2.01.6

Pelaksanaan tugas
Paskibraka

Kabupaten
Tapanuli
Tengah

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pelaksanaan tugas
Paskibraka di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

TNI, Polri, Tokoh
Agama, Tokoh
Masyarakat,
Tokoh
Pendidikan,
Sekolah, Kantor
Kecamatan,
Rumah Makan,
Hotel, Tailor,

277,799,900

0.0%

277,799,900

APBD

Jumlah

Vi

909,842,250

0.0%

909,842,250

Program Pemberdayaan
Dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Kabupaten
Tapanuli
Tengah

Persentase
Stabilitas
Keamanan dan
Ketertiban
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Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahiun 2025

| 18.1.3.2.01 Perumusan Kebijakan ~ |Kabupaten |Persentase
Teknis Dan Pemantapan |Tapanuli  |Perumusan
Pelaksanaan Bidang Tengah Kebijakan Teknis
Pendidikan Politik, Etika dan Pemantapan
Budaya Politik, Pelaksanaan Bidang
Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Etika Budaya
Pemerintahan, Politik, Peningkatan
Perwakilan dan Partai Demokrasi,
Politik, Pemilihan Fasilitasi
Umum/Pemilihan Umum Kelembagaan
Kepala Daerah, serta Pemerintahan,
Pemantauan Situasi Perwakilan dan
Politik Partai Politik,
Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum
Kepala Daerah,
Serta Pemantauan
Situasi Politik yang
Tercapai
1 (8.1.3.2.01.3 |Pelaksanaan Kebijakan Di |Kabupaten |Jumlah Orang yang Partai Politik, 602,042,350 0.0% 602,042,350 [APBD
Bidang Pendidikan Politik, |Tapanuli Mengikuti Bank Sumut
Etika Budaya Politik, Tengah Pelaksanaan

Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
Serta Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah

Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

12



Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahiun 2025

318.1.2.2.01.7 |Pembinaan terhadap Kabupaten |Jumlah Orang yang TNI, Polri, Tokoh 30,000,000 0.0% 30,000,000 |APBD
aktivitas kepaskibrakaan |Tapanuli Mengikuti Pembinaan Agama, Tokoh
dan Purnapaskibraka Tengah terhadap aktivitas Masyarakat,
kepaskibrakaan dan Tokoh
Purnapaskibraka di Pendidikan,
Bidang Ideologi Sekolah, Kantor
Wawasan Kecamatan,
Kebangsaan, Bela Rumah Makan,
Negara, Karakter Hotel, Tailor,
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
4 |8.1.2.2.01.8 |Pembentukan Paskibraka |Kabupaten [Jumlah Orang yang TNI, Polri, Tokoh 55,000,000 27,832,757 27,832,757 50.6% 27,167,243 |APBD
Tapanuli Mengikuti Agama, Tokoh
Tengah Pembentukan Masyarakat,
Paskibraka di Bidang Tokoh
Ideologi Wawasan Pendidikan,
Kebangsaan, Bela Sekolah, Kantor
Negara, Karakter Kecamatan,
Bangsa, Pembauran Rumah Makan,
Kebangsaan, Hotel, Tailor,
Bhinneka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah V 418,686,100 27,832,757 27,832,757 6.6% 390,853,343
C |8.1.3 Program Peningkatan Kabupaten |Persentase
Peran Partai Politik Dan |Tapanuli  |pendidikan politik
Lembaga Pendidikan Tengah masyarakat dalam
Melalui Pendidikan permusyawaratan
Politik Dan dan perwakilan

11



Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahiun 2025

118.1.1.2.09.2 |Penyediaan Jasa Kabupaten [Jumlah Kendaraan JM. Service, 20,709,800 4,600,000 4,600,000 22.2% 16,109,800 |APBD
Pemeliharaan, Biaya Tapanuli Dinas Operasional Regar Service,
Pemeliharaan, Pajak dan |Tengah atau Lapangan yang Kantor Samsat
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Pandan
Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Jumlah IV 20,709,800 - 4,600,000 4,600,000 22.2% 16,109,800
B (8.1.2 Program Penguatan Kabupaten |Persentase kualitas
Ideologi Pancasila Dan  |Tapanuli  |wawasan
Karakter Kebangsaan  |Tengah kebangsaan
masyarakat akan
nilai kehidupan
berbangsa
| 18.1.2.2.01 Perumusan Kebijakan  |Kabupaten |Persentase
Teknis dan Pemantapan |Tapanuli  |Perumusan
Pelaksanaan Bidang Tengah Kebijakan Teknis
Ideologi Pancasila dan dan Pemantapan
Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan yang
Tercapai
1 (8.1.2.2.01.4 |Pelaksanaan Koordinasi di |Kabupaten |Jumlah Orang yang TNI, Polri, Tokoh 303,686,400 - 0.0% 303,686,400 [APBD
Bidang Ideologi Wawasan |Tapanuli Mengikuti Koordinasi Agama, Tokoh
Kebangsaan, Bela Negara, | Tengah di Bidang Ideologi Masyarakat,
Karakter Bangsa, Wawasan Tokoh
Pembauran Kebangsaan, Kebangsaan, Bela Pendidikan,
Bhinneka Tunggal Ika dan Negara, Karakter Sekolah, Kantor
Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kecamatan
Kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
2 18.1.2.2.01.5 |Pelaksanaan Monitoring  |Kabupaten |Jumlah Laporan Hasil TNI, Polri, Tokoh 29,999,700 - 0.0% 29,999,700 |APBD
Evaluasi dan Pelaporan di |Tapanuli Monitoring Evaluasi Agama, Tokoh
Bidang Ideologi Wawasan |Tengah dan Pelaporan di Masyarakat,
Kebangsaan, Bela Negara, Bidang Ideologi Tokoh
Karakter Bangsa, Wawasan Pendidikan,
Pembauran Kebangsaan, Kebangsaan, Bela Sekolah, Kantor
Bineka Tunggal Ika dan Negara, Karakter Kecamatan

Sejarah Kebangsaan

Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
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Il [8.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Kabupaten [Persentase
Penunjang Urusan Tapanuli  |Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Tengah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah yang
Tercapai
1 (8.1.1.2.08.1 |[Penyediaan Jasa Surat Kabupaten [Jumlah Laporan Kantor Pos 549,900 - 0.0% 549,900 |APBD
Menyurat Tapanuli Penyediaan Jasa Pandan
Tengah Surat Menyurat
2 |8.1.1.2.08.2 |Penyediaan Jasa Kabupaten [Jumlah Laporan PT. Telkom, 6,750,000 1,002,114 1,002,114 14.8% 5,747,886 |APBD
Komunikasi, Sumber Daya |Tapanuli Penyediaan Jasa Indomaret
Air dan Listrik Tengah Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
3 /8.1.1.2.08.3 |Penyediaan Jasa Kabupaten [Jumlah Laporan UD. Dimpu 4,913,600 - 0.0% 4,913,600 |APBD
Peralatan dan Tapanuli Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Tengah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
4 18.1.1.2.08.4 |Penyediaan Jasa Kabupaten [Jumlah Laporan UD. Dimpu, Bank 118,496,900 24,000,000 24,000,000 20.3% 94,496,900 |APBD
Pelayanan Umum Kantor  [Tapanuli Penyediaan Jasa Sumut, BPJS
Tengah Pelayanan Umum Ketenagakerjaan
Kantor yang , BPJS
Disediakan Kesehatan
Jumlah IIl 130,710,400 - 25,002,114 25,002,114 19.1% 105,708,286
IV [8.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Kabupaten [Persentase
Milik Daerah Penunjang |Tapanuli  [Pemeliharaan
Urusan Pemerintahan  |Tengah Barang Milik Daerah

Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah yang
Tercapai
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN | TAHUN ANGGARAN 2025

8 Unsur Pemerintahan
Umum
8.1 Kesatuan Bangsa dan
Politik
A [8.1.1 Program Penunjang Kabupaten |Persentase tingkat
Urusan Pemerintahan Tapanuli ketersediaan
Daerah Kabupaten/Kota |Tengah kebutuhan
operasional
pelayanan
administrasi kantor
| [8.1.1.2.02 Administrasi Keuangan |Kabupaten |[Persentase
Perangkat Daerah Tapanuli  |Administrasi
Tengah Keuangan
Perangkat Daerah
yang Tercapai
1 |8.1.1.2.02.1 |Penyediaan Gaji dan Kabupaten |Jumlah Orang yang PT. Bank 1,976,928,750 425,095,768 425,095,768 21.5% 1,551,832,982 |APBD
Tunjangan ASN Tapanuli Menerima Gaiji dan SUMUT Pandan
Tengah Tunjangan ASN
2 [8.1.1.2.02.3 |Pelaksanaan Kabupaten |Jumlah Dokumen PT. Bank 19,800,000 4,950,000 4,950,000 25.0% 14,850,000 [APBD
Penatausahaan dan Tapanuli Penatausahaan dan SUMUT Pandan
Pengujian/ Verifikasi Tengah Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah | 1,996,728,750 430,045,768 430,045,768 21.5% 1,566,682,982
Il 18.1.1.2.06 Administrasi Umum Kabupaten |Persentase
Perangkat Daerah Tapanuli  |Administrasi Umum
Tengah Perangkat Daerah
yang Tercapai
1 |8.1.1.2.06.2 |Penyediaan Peralatan dan |Kabupaten [Jumlah Paket UD. Dimpu 8,584,000 - 0.0% 8,584,000 |[APBD
Perlengkapan Kantor Tapanuli Peralatan
Tengah danPerlengkapan
Kantor yang
Disediakan
2 [8.1.1.2.06.4 |Penyediaan Bahan Logistik |Kabupaten |Jumlah Paket Bahan RM. Abel 5,831,800 - 0.0% 5,831,800 |[APBD
Kantor Tapanuli Logistik
Tengah Kantor yang
Disediakan
3 [8.1.1.2.06.5 |Penyediaan Barang Kabupaten |Jumlah Paket Barang UD. Dimpu 5,442,100 1,461,500 1,461,500 26.9% 3,980,600 [APBD
Cetakan dan Penggandaan|Tapanuli Cetakan dan
Tengah Penggandaan yang
Disediakan
4 |8.1.1.2.06.9 |Penyelenggaraan Rapat Kabupaten |Jumlah Laporan Bus Travel, 50,000,000 14,143,001 14,143,001 28.3% 35,856,999 |APBD
Koordinasi dan Konsultasi |Tapanuli Penyelenggaraan Hotel,
SKPD Tengah Rapat Koordinasi dan Penyelenggara
Konsultasi SKPD Acara
Jumlah Il 69,857,900 15,604,501 15,604,501 22.3% 54,253,399
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fasilitasi Penanganan Konflik Sosial realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00

dengan predikat kinerja sangat rendah.

Narasi di atas dapat dilihat pada tabel realisasi di bawabh ini: (Data excel).
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Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan
untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik realisasi

capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan realisasi
capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat Kinerja sangat rendah.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas
Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Nasional danPenanganan Konflik Sosial.
Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
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BAB Il EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN Il TAHUN 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan

pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan Il (dua) yang didasarkan pada

hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

A.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota realisasi
capaian kinerja 21,43% sebesar Rp475.252.383,00 dengan predikat Kinerja sangat

rendah.

Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila danKarakter Kebangsaan.
Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk
Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan realisasi capaian

kinerja 6,65% sebesar Rp27.832.757,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.
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1.4.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tafiun 2025

akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan

penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka

dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah ini dibuat dengan

sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan
BAB Il EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN

2025
BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP
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Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pasal 360; Perangkat
Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, Klasifikasi, kodefikasi,
dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

10.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli
Tengabh;

11. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2023-2026; dan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor

13.DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 4 Januari 2024
tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2024;

14.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.  Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun
2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun

berjalan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk
menjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan
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1.2.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tafiun 2025

Daerah. Tahapan persiapan meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan
Rancangan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

2025, tema yang diangkat yakni:

“MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH YANG

SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.”.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah
merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Perubahan RKPD. Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-
2026.

Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
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1.1.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tafiun 2025

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan
setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD kedalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD
memiliki kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Renja OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan

misi daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 OPD disusun menjadi
dasar adanya Program/ Kegiatan yang tidak/ belum selesai akan tetapi pada tahun
berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan baru yang harus
dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu anggarannya.
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan
yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
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BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan
politik Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan hingga tahun
2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan hingga tahun
2025, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh

jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan
menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun
anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Progrim dan
Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih matang, sehingga

mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu membe

Pandan, Mei 2025

KEPALA BADAN
MAUAN BANGSA DAN POLITIK
AN TAPANULI TENGAH
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat
dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode | (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.
Penyusunan RENJA  merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan

pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dilakukan pengkajian
Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat
Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD, usulan dari
masyarakat/pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli
Tengah berupaya meningkatkan dan memberhasilkan Pencapaian Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mempedomani Rencana

Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030.

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta dukungan anggaran dari
APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung
keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Bidang Pangan

Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa demi kesempurnaan Perubahan Rencana
Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, sangat diperlukan sumbangan

saran dan pendapat, Oleh karenanya kami sangat mengharapkan hal tersebut agar tujuan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Pagei
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IL.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini
disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian rencana kerja
peningkatan prasarana, saranan dan penyuluh, ketersediaan dan kerawanan pangan,
distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini disusun selaras dan tidak bertentangan
dengan rencana dalam berbagai tingkatan dan memperhatikan ketersediaan sumber
daya yang terbatas maka ditetapkanlah prioritas Program / Kegiatan Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329)

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah tentang Tata Cara
Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan keuangan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang

SIPD;

[§9]
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10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan
(Mapping) Organisasi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20207

0. 5 Tahun 2019 Tentang RPIMD

Provinsi Sumatera Utara 2019 — 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah
Nomor 10 Tahun 2016):

Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Dacrah
(RPIMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 — 2026 (L.embaran Dacrah
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E);

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Penjabaran APBD Tahun 2020;

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Annggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

Anggaran 2021,

I1. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah

¥

Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya
berdasarkan pencapaian target RENSTRA  Perangkat Daerah, usulan
masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.
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2. Merumuskan Datftar Program. Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang

akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanult Tengah pada

['ahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)  Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

I. Tersusunnya kegiatan dan anggaran secara sinergis dan terpadu dengan proses

perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung tumbuhnya

Agro Industri berbasis sumber daya local yang inovatif schingga dapat

meningkatkan sistem penyelenggaraan Ketahanan pangan dengan meningkatkan

SDM dan sarana dan prasarana pertanian Tahun 2025.

IV. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Fapanuli Tengah tahun 2025 yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah dan  pengangearan tahunan vang disusun dengan sistimatika
£ £ pengange ¢ ¢

sebagai berikut

BAB.1

BAB 1L

BAB III.

BABIV.

PENDAHULUAN

d.

Latar Balakang
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

HASIL  EVALUASI  PELAKSANAAN  PERUBAHAN  RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1

(8]

2

(8]
o

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dacrah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dacrah

Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Dacrah

Review terhadap Rancangan RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP
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2.1

BAB 11

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selama Tahun 2025 ini Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan
Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Tahun 2024.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dalam periode Dokumen
Perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena Periode RPJMD dan
RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2023-2026 telah berakhir, sedangkan
RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 sedang dalam
proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2025
masih mengacu dokumen RENSTRA 2023-2026, sesuai dengan nomenklatur
yang disediakan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Pemetaan (Mapping) organisasi.

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli
Tengah, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
tentang Perangkat Daerah, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh
karena hal tersebut diatas maka dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan yang
awalnya melekat di Dinas Pertanian. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan
memiliki urusan wajib dan program serta kegiatan terkait Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor
28 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bidang Penyuluhan dialihkan ke Dinas

Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

yang ada dalam RENSTRA Dinas Ketahanan

Program dan kegiatan
angan sampai Lahun Anggaran 2025 secara singkat schagai berikut
I.  Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peranghat

Dacerah

I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacer
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan [khtisar

Realisast Kinerja SKPD;

I1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah

1. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN

111. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
I.  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;,

2

3. Penyediaan bahan logistik kantor;

4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
m

. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

IV. Program Pengadaan Barang Milik Daerah  Penunjang  Urusan

Pemerintah Daerah

I. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

V. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

o

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

&~ W

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

VI. Program Pemeliharaun Barang Milik  Daerah  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah
|. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

6
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VII. Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan  Kebutuhan Dacrah  Kabupaten/Kota  dalam
Ranghka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
I. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga:

2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan:

3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mak:
dacrah kabupaten / kota wajib melekukan pemetaan terhadap program yang ada di
RPIM di mana Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan
dalam RPJMD 2025 - 2030 masih mengadopsi program kegiatan yang tertuang dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, hasi pemetaan yang dimaksud sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

Il Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
I. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Penyediaan bahan logistik kantor;

2
3
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
5

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

.

V

Vi,

B.

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan jasa surat menyurat,

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,

4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
y Y

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasapemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

PROGRAM PENINGKATAN  DIVERSIFIKAST  DAN  KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai

dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan.

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;

19

Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;

3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran (output} dari kegiatan Program Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Dacrah adalah meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa
Penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah yang dihasilkan  schingga
menghasilkan pelayanan prima pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan
dalam program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah
antara lain : Penyedian jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis

kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan
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komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, Penycdiaan bahan

bacaan dan Peraturan Perundang mpan, Penyediaan makanan dan
minuman,  Rapat koordinasi  dan  konsultast ke Luar Dacrah,  Rapat
koordinasi dan konsultasi Dalam Dacrah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keluaran (output} dari Program peningkatan sarana dan prasarana aparatui
adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan melaks: akan
kegiatan sebagai  berikut @ Pengadaan  kendaraan  dinas operasional,
Pendangadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung
kantor, Pengadaan mobeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
Pemeliharaan  rutin/berkala  kendaraan — dinas/operasional,  Rehabilitasi
gedung Eks Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran (output} Program peningkatan kapasitas sumber daya apa
adalah  mewujudkan SDM aparatur yang memiliki kualitas, untuk
meningkatkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Dinas
Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Keluaran (output} Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan adalah meningkatnya laporan dan capaian
keuangan Dinas Ketahanan Pangan dengan melaksanakan kegiatan
Penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ) SKPD.
Program Peningkatan Ketahan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)
Keluaran  (output} dari program peningkatan ketahanan  Pangan
(Pertanian/Perkebunan) adalah peningkatan keanekaragaman produksi dan
ketersediaan serta yang bersumber dari tanaman pangan dan hortikultura,
pengembangan kelembagaan pangan yang mampu mendukung peningkatan
produksi, ketersediaan dan distribusi serta  konsumsi  pangan dan
mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif, menghindari
manapoli usaha bisnis pangan serta mengupayakan pangan dan gizi yang
cukup bagi masyarakat.
Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah
Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, Pemantaatan

pekarangan untuk pengmbangan pangan, Promosi produk unggulan pangan,
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8.

Monitoring. evaluasi dan pelaporan, Penanganan Dacrah Rawan Pangan,
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Keluaran (output} Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah
meningkatkan SDM desa mandiri pangan Dinas Ketahanan Pangan
melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri
Pangan.

Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan

Keluaran (output} dari program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
adalah membantu dalam pendistribusian dan mempelancar akses pangan
masyarakat serta tersedianya data dan informasi harga pangan pokok dengan
melaksanakan kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Pasar dan Monitoring
Harga Pangan Pokok dan Strategis.

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Keluaran (output} dari program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
adalah membina, memantau dan mengawasi keamanan pokok dikabupaten
Tapanuli Tengah serta membantu dalam menjamin ketersediaan pangan,
Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk
melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan adalah
Pembuinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Demplot
Pangan Organik/Keamnan Pangan.

Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan
Daerah

Keluaran (output} dari Program Pengembangan Otoritas Komponen
Keamanan Pangan Daerah adalah menguji kualitas produk-produk hasil
pangan yang diproes atau diolah oleh kelompok-kelompok usaha home
indrustri guna masyarakat tidak ragu dalam mengkonsumsi produksi olahan
tersebut, adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk
melaksanakan Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan

Pangan adalah Sertfikasi dan Pelebelan Produk Pangan Organik.

10. Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Keluaran (output} dari program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
adalah menekan jumlah masyarakat yang kekurangan gizi melalui pelatihan

mengolah bahan pangan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan
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melaksanakan  kegiatan berupa Gerakan Makan Beragam, Bergizi,
Berimbang dan Aman.

1. Program Pengembangan Produk Pangan Lokal/ Makanan Tradisional
Keluaran (output} dari program Pengembangan Produk Pangan lokal/
Makanan  Tradisional — adalah  memperkenalkan  produk  pangan
lokal/tradisional kepada masyarakat melalui perlombaan olahan pangan
yang dapat dikembangkan menjadi usaha keeil serta tersedianya data pangan
lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui kegiatan Inventarisasi Makan
Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman, Pengembangan Teknologi Olahan

angan yang Berorientasi Pasar dan Promosi/Pameran produk Olahan

Pangan [.okal Unggulan.

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Respon terhadap dinamika lingkungan strategi bik lokal, regional, nasional
maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk
memelihara keberlanjutan dan  kinerja instansi, maka Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya dengan
memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan dalam lima tahun kedepan. Hal
tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah. schingga terjadi
perubahan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam orientasi
dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi Pembangunan
sehingga upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 —2030.

Perumusan isu-isu strategis tersebut selain berdasarkan peluang dan ancaman
yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan
kekurangan  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Tapanuli  Tengah. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi Dinas Ketahanan Pangan maka isu-isu
strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam merencanakan program dan kegiatan
yang diperioritaskan selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan harga pangan di daerah

2. Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

3. Masih belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan
PmeEo_u:_dm_:v\mvm:mzmw:m:amos_:msmzvm:mm:
m

. Perlunya diversifikasi pangan sehingga terwujudnya ketersediaan pangan

11
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kap petani dalam penyerapan

0. Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan

dan penerapan paket-paket teknologi

~J4

Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian relatif rendah belum memenuhi

kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelayanan penyuluhan

o

Semakin sempitnya luas lahan / potensi lahan pertanian.,

9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung penyelengaraan penyuluhan.
I'erbatasnya pembiayaan kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhandalam
peyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dari pemerintah

t=

dan pemerintah daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik  tidak boleh bersifat top down saja,
melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up,
aspirasi masyarakat harus senantiasa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan
perencanaan program dan kegiatan OPD.

Menindaklanjuti  hal tersebut OPD akan melakukan verifikasi terhadap
kelompok yang mengajukan usulan dan meninjau lokasi yang diusulkan. Hasil
verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan

dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan kedalam program dan kegiatan Dinas

Ketahanan Pangan Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan.
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BAB 111

Tujuan dan Sasaran Perangkat Dacrah

LR Felaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan perangkat  dacrah di dacrah Kabupaten

[apanuli

Fengah harus mengacu pada Kebijakan Nasional maupun Provinsi Sumatera Utara, agar

tidak menyimpang dari Koridor pembangunan yang telah ditetapkan ditingkat Nasional

maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

vang berkaitan dengan pembangunan pertanian :

Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No.

Kebijakan Nasional/ Provinsi

Sumber

Keterangan

Arah Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2030

S

Peningkatan Produksi padi dan pangan lain : (i) Pencetakan
Sawah Baru dan Perluasan Areal Panngan lain; (ii) Optimasi
LLahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan; (ii1) Pengendalian
Konversi lahan padi; (iv) Reforma Agraria; (v) Bantuan
(vi) subsidi

pengembangan Desa Mandiri Benih; (vii) Rehabilitasi Jaringan

Alsintan; Penyaluran pupuk dan Benih;

Irigasi:Pembangunan  Waduk dan embung (viii) Teknologi

Peningkatan Produktivitas Pertanian.

n
!

Kelancaran  distribusi  pangan dan akses pangan

masyarakat : (i) Pemantauan dan pengendalian harga pangan;
(i1) Cadangan Pangan Pemerintah; (iii) Pengendalian impor dan
tata niaga pangan; (iv) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perdagangan; (v) Penyaluran beras sejahtera (Rastra).

»d

Peningkatan  kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat; (i) Peningkatan Kketersediaan pangan beragam,

aman dan bergizi; (ii) Advokasi diversifikasi Konsumsi

(termasuk ikan); (iii) Penanganan rawan pangan dan kurang

oizi; (iv) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 2030 serta hasil
analisis terhadap kebutuhan organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan
Pangan kabupaten tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai berikut
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Tapanuli Tengah

No. TUJUAN SASARAN
| Terjaganya stabilitas harga kebutuhan Meningkatnya kelancaran
pokok distribusi dan stabilitas

harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting

19

Meningkatnya ketersediaan dan Meningkatnya diversifikasi

cadangan pangan yang berkualitas dan | dan ketahanan pangan

terjangkau masyarakat

Meningkatnya penanganan

kerawanan pangan
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BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya pencapaian Misi, Dinas Ketahanan Pangan
berkaitan dengan Misi ke 3 dan 9 yakni :
Misi3 : Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang
memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas
produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung

kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

Visi9 : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk semua, Lestari, dan
Berkeadaban
maka Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

mendukungnya melalui 2 (Dua) Program Pembangunan.

Program pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, terdiri
dari 2 (Dua) Program terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati No 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan yakni bertugas menyelenggarakan
sebagian kewenangan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi

perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Program dan Kegiatan yang di rencanakan akan dilaksanakan Dinas

Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
¢. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

d. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
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Wepintan s Adimdnictrast Vo Poranglot Daciah
Sub Keptatan
A Peny cdan abin topanb banton

I Pemyedian o

onen ___ | __ 1 __ Arih prencangan bangugian b T3l
. Penyediaan Peralatan dan perlengbapan bantor
doPenyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

! Penyclenpparaan Rapat Koordimasa dan konaaltaa SEPD

Kepitan 0 Penpadaan Barang Milik Dacrah Penunjang 1 rusan

Pemerintah Dacrah

Sub. Kegiatan ¢

A Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lunny a

hegiatan @ Pemeliharaan Barang Untuk Dacrah Penunjang Urusan

Pemerintah Dacrah

Sub. Kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat

Dacrah

Sub. Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat dacrah

b, Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja

tkhtisar
realisast  Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyvarakat

hegiatan @ Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan
Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam
Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan

Sub. Kegiatan :

a. Penmingkatan Ketahanan Pangan Keluarga

b, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

¢ Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
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Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rercana Tabun 2025
KODE PROGRAM Urusan /Bidang Urusan Pemertataban Daerah dan
et SEEAATAN Program /Kegsatan Indiicator Kineria Program, T Target ] Kebatahan Catatan Penting — e —
Lokast Capatan : Dana/Pagu  Sumber Dana Target Capaian Kinerja ””' Dana/Pags
Kinerja Indikatif - Indikat,(
: F | 3 4 5 6 | 7 3 g 1] 19|
= - - PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - | =1 0 |
LTl L [KABUPATEN/KOTA e - - - 1 ! .} == ] 4
Perencanaan, Penganggaran, valuasi Kinerja Perangiat Fursertann T o -
2|os|01/201| |P — " 14.500.000 DAY prorodireriberoon: il IS 37.500.500
v Do a Minimeys Anzzzran ) |
2{05|03|201 |01 Lowumen Perercanas Perzngiat Daerzh ‘J“"‘”’?ﬁ:ﬁ"‘" Poroncanes Dinas Ketapang | 12 Bulan 7500000 Peremcunms ‘selay boarcn i seghsey ‘ « 25 060
I S N |
st Lopiican Capeli Kiserfa das: tiitiaar Terlaksananya Koordinasi dan |
2|05|01|201 O Sumentl | Pemyusunan Lzporan Capatan Kinerja dan Dinas Ketapang 12 Bulan 7.000.000 DAU x 12
[khtisar Realsasi Kinerja SKPD | |
— 1
2 09 01 202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.068.999.000 DAU w | 2068999000
| | |
2 | 0501|202 | 01 | Penyediaan Gaji car Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji daz Tunjangan ASN “ Dinas Ketapang 12 Bulan 2068999000 | ] 2068 999 00
| | 1
2 09 01 206 | Adminisirasi Umum Perangiat Daerah 53.76&7001 DA . 90.000.000
- b z - - . - I | Mis maya Angggman
2|0 i, | PP Koy Insaloct StV oo sigin iy "m:m Kmponeyingalest DinasKetapang | 12 Bulan 1.000.000 DAU | ko ponen Lz
| ** {ieamzor | s/ Pecerangan bangunan kantor miara 125
| [ [Wam=n Asgzan 1
| st R <
2| %) 01| 206 | 02 Pesyediaan Peraiaran can Feriengespan |Tersedianya Peralzian dan Periengaapan DinasKempang | 12 Bulan 7766700 | DAU e sicto prarczredifonst — )
| 1254 = |
| . ) Mia = S Persenios Yor® Pusperan Kot 3 o |
2 |03] 01 206 | 04 |Peryessean bahar Logsci Kaesr Tersedianya Bahan Logsuk Kantor DinasKempang | 12 Bulan 2000000 DA e | omrioeam Pemarimn = 3 ‘
e = |
T
[ [ i ) Minimnya Angggran %
2 05| 01| 2.06 | 03 |Penyediaan Barang Crmakan can Penggandaan ,‘,:::‘:‘::":ru'"" S0 Dinas Ketapang | 12 Bulan 3000000 DAY Cotakan selama 12 P [t T ™ |
| - - o bin
s lazlan | N o o 5 — Terlaxsananya Rapat Koordinasi dan Mercukang Kegatar Persariane Tors> Swapowr Lo )
2 [0s{01 | enggaraan Rapat Koordinasi éan Konsulasi SKPD omeclens SEPD 40.000.000 by s S e © s |
i1
| . |
| | ‘Pemn&m.)ﬁhkbacnh?enln)iul.nsn 9 Parsantase Taso Pwagorer <reck G 25.000.000
2z 0 UI:ZW‘ | Pemerintah Dacrah 35.000.15 Asrratae dererreaten Jewsn
1 — - Minimrya Sarans i 1
| | Tersedian; daan Sa i
A 1. 1. |, |pengadaan Sarana can Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan || ¢ 0222 Pengadazn Sarana dan A Peralatan dan Pt Terds Petgoren e
z|09|01|207|10 Praserara Cedung Kantor atau Bangunan Dinas Ketapang 12 Bulan 35000159 DAV fomaal Cagin: @ |
| Lainnya i Perelngkapan
I [ . . | ik T e Kanror NSNS |13 {
\ |
2 09|01 208 ]Penytdmnlan?enunpn; Urusan Pemerintahan Daerah 197.400.000 DAU s Ouarar o } 280.500.000
| |
| O T B A | S = s = = Minimnya == 1
1 Surat Parsertase T Pwaporer <rwm é |
| i,"trr/e:.n:, jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas Ketapang | 12 Bulan 1500 000 DAU Mespirat sclaini el v o 3500 00¢
= 1 44 e 2 hulan S l |
[ ‘ Tersedia Komunikas, Sumbe Peningiatan Daya | o e, Pupurn ke [
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk ociedianys | asa Komunlcast. Sumbex| Dinas Ketapang | 12 Bulan 30600000 DAU dan Kapasitas Py ™ | 4 200.00¢
Uaya Air dan Listrik L
| nternet I
oo . ; E Tersedianya Jasa Peralatan dan Parvertase Tusd Pwapcran <rem 3 500000
;?:'x/td.un Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Dinas Ketapang 12 Bulan 5.000 000 DAV Oesrwn © E
! |
+——4—1 + = o —— t | [
| |Penyed.aan Jasa Pelayanan Urnum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Ketapang | 12 Bulan 160300000 T oo e e x 130000000 |
| iS5 (ESE | e B - [ = . [ > = L 1
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KODF PROGRAM
DAN KEGIATAN

6

Urusan | Midang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahen 2025

Indikator Kinerfa Progra — — ———{ Catatan penting |—— r
| Program/Keglatan RIS Erog Target Kebutuhan CENENELE =W Kebutuhan
| Lokast Capaian Dana/Pagu Sumber Dana o ":“ Dana/Pags
| er
1 - e m——————————nnpr _ Kinerja Indikatif I i Indikatif
I 2 7 1 5 3 7 3 2 i oS LS
[
In » - — -
‘lrml‘llhln:n Harang Milik Dacrah Penunjang Urusan 45000000 Pt :— - - ham | - 50.500 000
[ Pemerintahan Dacrah |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya |
| |Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Pemelibaraan dan Pajak Kendaraan ——— <L ori PEIO——— § i
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas [abatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN e Prip o ——
PANGAN MASYARAKAT Somtarse Pung ” et
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan : -
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota 1.095.998820 s P x
dalam rangka Stabilisast Pasokan dan Harga Pangan
- Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pemauii Koaiotines Biovp i omts .
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Pubgan Ke'ozw ® Dinas Ketapang | 12 Bulan 999 998820 DAK e e ey « 1.00
Terlaksananya Koordinasi dan Persentass k dan mrmiurnys Pangar
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok. Pasokan dan Ha ol
cordinasi dan Sinkronisast Pemantauan Stok. Pasokan dan Harga |\ icact Pemantauan Stok. Pasokan Dinas Ketapang | 12 Bulan 48000000 DAU Gaji Non ASN Poko aau Pangan lanrya sessa " 1500
Pangan Pokok Strategs deagan kebucahan kabusatea
dan Harga Pangan Pokok Strategls “ »
Te o N Bahan Makana Persertase k Can temvaiurnya Pargan
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NEM) TRISIMYR NTRCH DR RN Dinas Ketapang | 12 Bulan 48000000 DAU Gaji Non ASN Pokok a:aa Pangaa lninnya vesua e 150,000
(NBM) dengan kebutunan kabazaten
S — S E— e e e S S —— e o e e e e . !
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Persentase k can teraurays Pargae
n Terlaskananya Gerakan Pasar Murah Program Perioritas I
sesuaj dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka (gp:«) o x.;u :un Tapdiul Tengats DAV Pm‘:"nuh ortt® | pokekacas pangan ey sessas © 65.000.00
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan P dongni kabinims inbupanen
Total Tahun 2025 3510664.679 3.966.999 000
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-
NYa, sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renia) Tahun 2025 Dinas Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten - Tapanuli Tengah dapat disusun. Rancangan
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Tapanuli Tengah ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam
perencanaan, prioritis program/kegiatan serta pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha
Kecil di KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Renstra
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 - 2026.
Renja merupakan penjabaran dari Reénstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada
rancangan RKPD, Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 20235 adalah rancangan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing—mééing Organisasi Perangkat
Daerah dalam waktu 1 (satu) Tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan
Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program
dan kegiatan prioritas daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan
guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Ryenja) Tahun 2025 ini disusun
untuk dapat disinergikan dengan program dan kegiatan Renja SKPD serta dapat bermanfaat
bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal Agustus 2025
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANULAENGAH

ERMAN SYAHRYN LUBIS,S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770120 199703 1 003

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 2
Dinas Koperasl Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2025 ini
merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Tapanuli Tengah 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli
Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasiosialkan melalui Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Tapanuli  Tengah Sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun' Anggaran 2025 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami
berharap agar rancangan ini dapat ditetapkan menjadi Rancangan Akhir Renja Tahun 2025
dengan adanya masukan dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas masukan dan perbaikan yang

disampaikan kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal Agustus 2025
KEPALA DINAS KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANUI/ TENGAH

NIP. 19770120 199703 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan N. Daulay No. Telp/Fax : (0631) 371142
PANDAN - 22611

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P) TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH




KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Renja
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli
Tengah tahun 2025 ini dapat disusun. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan digunakan sebagai
pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritisasi program/kegiatan serta pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalamm Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Renja
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebelum pelaksanaan pembangunan bahwa semua sesuai Tugas Pokok dan
Fungsi diwajibkan terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja dimana pengalokasian
sumber dana urusan wajib ataupun urusan pilihan disesuaikan dengan kewenangan masing
— masing tingkat Perencanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini didasarkan pada kondisi
kenyataan yang ada dimana tingkat permintaan terhadap kebutuhan Sarana dan Prasarana
Dasar ke PU-an sebagai urusan wajib sangat tinggi/besar, sedangkan disisi lain dana yang
tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan /aspirasi masyarakat. Strategi
yang dilakukan adalah mengacu kepada skala prioritas yang diperoleh dari hasil konsultasi
Tim Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
dengan pihak terkait.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu
penyusunan Renja-P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 ini.

Pandan, 2025

NIP. 19730508 200502 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli
Tengah dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari
perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat
pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam setiap pelaksanaan Tahun Anggaran perlu disusun sebuah Rencana
Kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud
pembangunan yang terencana. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang harus sesuai dengan
kemampuan sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati 20 Kecamatan
di Kabupaten Tapanuli tengah.

Sesuai dengan amanah yang termakiub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalamm Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tapanuli Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,
mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025,
Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode

sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun
2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah

adalah
1. Landasan Idiil :Pancasila
2. Landasan Konstitusionil :UUD 1945

e .-
Renja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 1




3. LandasanOperasional

1) Undang — Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092),

2) Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421 );

3) Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (
Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang — undang Nomor 9
Tahun 2015 ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2006 — 2026,

12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor &5 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2017 — 2022;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
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1.3.

1.4.

14) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

15) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah

16) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

17) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Renstra

Maksud dan Tujuan
Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah, dimaksudkan sebagai
bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan
kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program — program,
kebijakan — kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta

pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip - prinsip GOOD
GOVERMENT.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah
untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan
umum, sasaran — sasaran strategis, program — program pembangunan selama
tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029

Sistematika Dokumen Renja

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum
dan Pentaan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengimplementasikan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan yang
disusun dengan sistimatika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi
Perangkat Daerah Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 meliputi Lima BAB dirumuskan sebagai berikut :

B T e e D e e e =

Renja Perubahan (Renja-P) Dings Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 3




Bab | adalah Pendahuluan, memuat Latar Belakang yang menjelaskan
pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan
antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta keterkaitan tindak
lanjutnya dengan proses penyusuna RAPBD, Landasan Hukum, yang
menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD, maksud dan tujuan, yang menjelaskan maksud
dan tujuan penyusunan Renja PD, dan Sistematika penulisan, yang menguraikan
pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen,

Bab |l adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang
memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD,
yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil’keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja;
implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rensira PD, serta
kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab, Analisa Kinerja Pelayanan PD, yang berisi kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang
ditentukan, [Isu-isu penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi PD, yang
menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
dampaknyaa terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan
peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti; Reviuw terhadao
RKPD, yang berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Ranwal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Ranwal RKPD misalnya terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, serta Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menyajikan penjelasan tentang
bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh,
dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Tapanuli Tengah.

Bab |l adalah tujuan dan sasaran yang memuat Telaahan terhadap kebijakan
Nasional, yang berisikan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi PD, Tujuan dan sasaran
Renja SKPD, yang menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
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rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas an fungsi PD dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan kegiatan, yang berisikan
penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.

Bab IV adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran ftidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan; dan
rencana tindak lanjut.
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BAB I
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja tahun 2024,
bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik,
meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Dinas Pekerjaan umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah
mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

o N o s N

Program Penyelenggaraan Jalan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai tahun berjalan
sebagaimana tabel berikut:

P e e e e B e
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Tabel 2.1.

Tabel Realisasi Kegiatan Tahun 2024

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

ADMINISTRASI KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.493.173.954

4.399.749.599

97,92

ADMINISTRAS| KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

19.778.000

19.720.000

99,71

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
berdasarkan tugas dan Fungsinya

80.000.000

56.430.000

70,54

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT
DAERAH

Penyediaan komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

20.990.544

18.608.500

88,65

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

140.235.291

122.357.800

87,25

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

39.143.040

38.768.000

99,04

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

54.998.502

54.754.850

99,56

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

245.000.000

191.535.700

78,18

PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

Pengadaan Mebel

52.575.164

49.800.000

94,72

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

113.979.320

109.450.000

96,03

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

82.639.611

80.400.000

97,29

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

12

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

25.000.000

25.000.000

100,00

13

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik

11.822.750.000

11.791.726.334

99,74

14

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

652.851.669

637.422.400

97,64

PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

e
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No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

15

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan
Perorangan Dinas atau Kenderaan
Dinas Jabatan

119.000.000

118.301.170

99 41

16

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau bangunan Lainnya

60.000.000

53.930.000

89,88

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)

Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi
Permukaan

Dana Penunjang Kegiatan
Pembangunan Jaringan Irigasi
Permukaan

218.002.031

199.236.600

91,39

Biaya Konsultan Pengawasan

100.000.000

98.900.000

98,90

Biaya Perencanaan untuk Kegiatan
Kontruktual (ePaksi)

200.000.000

196.803.000

98,40

Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah

8.558.000

8.550.000

99,91

Fasilitasi Integrated Farticipatory
Development And Managemen
Irrigation Program (IPDMIP)

387.895.722

337.151.400

86,92

Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa
dan Pantai

700.000.000

699.472.500

99,92

Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.l. Simulbas Kec. Sosorgadong

105.000.000

104.500.000

99,52

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Muara
Bolak Kec. Sosorgadong

850.000.000

823.944.000

96,93

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Sihapas Kec. Sosorgadong

900.000.000

871.458.600

96,83

10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.|.
Simanosor Kec. Sibabangun

2.163.300.000

2.044.318.000

94,50

11

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.1.
Simulbas Kec. Sosorgadong

550.000.000

533.296.700

96,96

12

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Sipalis
Kec. Tapian Nauli

1.400.000.000

1.346.653.300

96,19

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Penunjang kegiatan DAK Air Minum

114.999.768

95.025.900

82,63
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No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

Dana Penunjang Kegiatan DAK Air
Minum

Jasa Konsultan Pengawas DAK Air
Minum

260.774.000

236.985.000

90,88

Konsultan Perencanaan (e-Panet)

10.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

19.200.000

16.500.000

85,94

Belanja Modal Jaringan Pembawa

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Aek Gambir
Kecamatan Lumut

2.500.000.000

2.419.857.400

96,79

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Aek Nadua Kecamatan
Pasaribu Tobing

1.700.000.000

1.663.014.900

97,82

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Barambang Kec.
Sosorgadong

1.800.000.000

1.723.371.600

95,74

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Pasaribu Tobing Jae
Kec. Sorkam Barat

2.300.000.000

2.260.011.100

98,26

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Suka Maju Kecamatan
Pasaribu Tobing

2.200.000.000

2.111.984.000

96,00

10

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Desa Unte Mungkur | Kec.
Kolang

2.250.000.000

2.127.820.300

94,57

11

Pembangunan Baru SPAM Jaringan
Perpipaan Kelurahan Nauli Kecamatan
Sitahuis

1.700.000.000

1.637.000.400

96,29

12

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Kelurahan Kolang Nauli Kec. Kolang

800.000.000

779.625.500

97,45

13

Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Aek Tornasuksuk Desa
Hutagurgur Kec. Sibabangun

199.000.000

198.350.000

99,67

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
Skala Permukiman

Dana Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi

149.999.868

88.344.300

58,90

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

40.806.000

39.482.000

96,76

Belanja Jasa Tenaga Ahli

Honor Tenaga Fasilitator Lapangan

144.000.000

144.000.000

100,00
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No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

Biaya Penyusunan Dokumen Strategi
Sanitasi Kabupaten (SSK)

30.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

36.000.000

24.900.000

69,17

Belanja Modal Instalasi Pengaman
Lainnya

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Aek Bontar Kec.
Tukka

496.000.000

496.000.000

100,00

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Ladang Tengah
Kec. Andam Dewi

496.000.000

496.000.000

100,00

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Lumut Maju Kec.
Lumut

496.000.000

496.000.000

100,00

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Makarti Nauli Kec,
Kolang ;

496.000.000

496.000.000

100,00

10

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Pasaribu Tobing
Kec. Pasaribu Tobing

496.000.000

496.000.000

100,00

11

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Sigambo-gambo
Kec. Barus

496.000.000

496.000.000

100,00

12

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Simarpinggan Kec.
Kolang

496.000.000

496.000.000

100,00

13

Pembangunan Tanki Septik individual
Perdesaan di Desa Sipan Kec. Sarudik

496.000.000

496.000.000

100,00

14

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Desa Sosor Gonting Kec.
Andam Dewi

496.000.000

496.000.000

100,00

15

Pembangunan Tanki Septik individuat

Perdesaan di Desa Tapian Nauli [ll Kec.

Tapian Nauli

496.000.000

496.000.000

100,00

16

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Kelurahan Aek Tolang
Kec. Pandan

496.000.000

496.000.000

100,00

17

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Kelurahan Hajoran Kec.
Pandan

496.000.000

496.000.000

100,00

18

Pembangunan Tanki Septik Individual
Perdesaan di Kelurahan Rina Bolak
Kec. Andam Dewi

496.000.000

496.000.000

100,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE YANG TERHUBUNG
LANGSUNG DENGAN SUNGAI
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pembangunan Sistem Drainase

#
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No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

Perkotaan

Qperasi dan Pemeliharaan Sistem
Drainase

300.000.000

299.431.000

99,81

VI

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG DI WILAYAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMBERIAN IZIN
MMENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

Pembangunan, Pemanfaatan,
Pelestariaan dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Dana Penunjang Kegiatan Penataan
Bangunan Gedung

41.380.000

41.380.000

100,00

Pemeliharaan Rutin Alun-Alun Kota
Pandan Kec. Pandan

199.998.664

198.530.450

99,27

Pemeliharaan Rutin GOR Barus Kec.
Barus

49.999.721

49.865.400

89,73

Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Janji
Maria Kec. Sukabangun

152.781.325

150.932.750

98,79

Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kab.
Tapanuli Tengah

220.000.000

219.999.600

100,00

Pembangunan Kantor Induk Pemerintah
Kab. Tapanuli Tengah Tahap V

4.900.001.067

4.674.345.100

95,39

Biaya Konsultan Pengawas Bangunan
Gedung

100.000.000

99.900.000

99,90

Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak
Ketiga

Konsultan Pengawasan Pembangunan
Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli
Tengah Tahap IV

29.853.450

29.853.450

100,00

Pembangunan Kantor Induk Pemerintah
Kab. Tapanuli Tengah Tahap IV

1.417.344.450

1.417.344.450

100,00

10

Pembangunan Kantor Lurah P.O.
Manduamas Kec. Manduamas

48.717.900

48.717.900

100,00

11

Pembuatan DED Pembangunan Kantor
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

335.386.500

335.386.500

100,00

12

Pembangunan Gedung Aula Barak
Denpom

200.000.000

Penyelenggaraan Penerbitan
Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG), Rencana Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung
(RTB), Tim

Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis
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No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Anggaran 1
Tahun

Realisasi

(Rp)

(Rp)

%

(TPT);

Penilik, dan Pendataan Bangunan
Gedung

melalui SIMBG

13

Monitoring Pelaksanaan IMB di
Kabupaten Tapanuli Tengah

49.999.526

47.386.450

94,77

14

Biaya Operasional Sekretariat dan
Honorarium dan Tim Pelaksana
Kegiatan Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)

171.431.249

171.213.950

99,87

15

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang Daerah

78.409.355

50.320.650

64,18

16

Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2013-2023

238.383.673

193.204.850

81,05

17

Pengawasan dan Pemanfaatan
Pengendalian Ruang

85.317.980

45.571.450

53,41

Vii

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGANNYA

PENYELENGGARAAN PENATAAN
BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengawasan Penataan Bangunan dan
Lingkungan

Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan
Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten
/Kota

53.300.000

50.640.000

95,01

Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec.
Pandan

300.119.762

299.543.250

99,81

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

123.360.018

121.119.200

98,18

Pemeliharaan Rutin Air Mancur

64.020.006

63.720.500

99,53

Pemeliharaan Rutin / Berkala LPJU dan
Lampu Hias

1.353.618.343

1.350.578.350

99,78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

427.864.447

396.210.650

92,60

Pemeliharaan Rutin Gapura Perbatasan
kabupaten

89.140.167

75.846.750

85,09

Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan umum (LPJU) di
Rayon Barus di Kabupaten Tapanuli
Tengah

204.159.949

201.804.500

98,85

Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan umum (LPJU) di
Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli
Tengah

204.159.838

201.618.000

98,75

10

Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L.
Tobing dan Jalan Junjungan Lubis. Kec.
Pandan

100.000.000

99.993.750

99,99

R R e e e e e T e e B e L e T e e

Renja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

12




Anggaran 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Realisasi
No A Tahun %
Daerah dan Program/Kegiatan (Rp) Rp)
11 | Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul
Arifin Barus Kec. Barus 50.000.000 49.998.700 | 100,00
VIl | PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN
PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA
Pembangunan Jalan
1 Penunjang Program Penyelenggaraan
557.086.030 442.543.670 | 79,44
2 Pemeliharaan Alat-Alat Berat
365.000.000 353.000.000 | 96,71
3 Jasa Konsultan Pengawas Jalan
210.000.000 139.976.550 | 66,66
4 Konsultan Perencanaan Jalan Tahun
2025 200.000.000 198.257.100 | 99,13
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 50.000.000 41.550.000 | 83,10
6 Jasa Konsultan Pengawas
JalanSumber Dana DBH TA. 2023 200.000.000 193.140.000 | 96,57
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 25.000.000 24.000.000 | 96,00
8 Jasa Konsultan Pengawas Jalan
Sumber Dana DBH TA. 2024 250.000.000 207.570.000 | 83,03
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 30.000.000 23.250.000 | 77,50
10 | Lanjutan Pembukaan Jalan dari Desa
Satahi Nauli menuju Dusun Unte 210.001.033 205.174.500 | 97,70
Mungkur Kec. Kolang
11 Lanjutan Pengaspalan Jalan Budi Luhur
Kec. Pandan 400.000.000 391.970.550 | 97,99
12 | Pembukaan Jalan Pondok Batu -
BKKBN (TMMD) 1.115.999.787 | 1.114.044.150 | 99,82
13 | Peningkatan Jalan Penghubung Trans
SP.I-SP.1l Kec. Kolang 5.000.000.000 | 4.915.981.500 | 98,32
14 | Peningkatan Jalan Ruas Kolang -
Hutatinggal Kec. Kolang 3.000.000.000 | 2.498.393.100 | 83,28
15 | Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihiong
Kec. Lumut 2.640.000.000 | 2.196.692.400 | 83,21
16 | Peningkatan Jalan Ruas Manduamas
Lama-Simanuk-manuk Kec. 1.827.783.000 | 1.793.971.700 | 98,15
Manduamas
17 | Peningkatan Jalan Ruas Raso-
Partodungan Kec. Tapian Nauli 3.195.996.000 | 3.146.378.700 | 98,45
18 | Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD
kalangan Kec. Tukka 6.858.139.000 | 5.654.200.000 | 82,45
19 | Peningkatan Jalan Budi Luhur Kec.
Pandan 410.575.400 404.823.364 | 98,60
Rehabilitasi Jembatan
20 | Pemeliharaan Rutin Jembatan AL-
Fansury Barus Kec. Barus 200.000.051 199.451.800 | 99,73
Pembangunan Jembatan
21 | Jasa Konsultan Pengawas MK
Jembatan 670.000.000 464.995.650 | 69,40
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No Urusan/Bidang Urusan Pgmerintahan Anggﬁ[ﬁln ; Realisasi %
Daerah dan Program/Kegiatan (Rp) (Rp)
22 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 100.000.000 22.350.000 | 22,35
23 | Penggantian Jembatan Aek Simargarap
Kec. Pasaribu Tobing 19.127.660.000 | 14.919.528.000 | 78,00
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak
Ketiga
24 | Pembangunan Jembatan Kualo Desa
Pasar Tarandam Kec. Barus 42.427.800 42.427.800 | 100,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan
25 | Survey Kondisi Jalan
100.000.000 98.500.000 | 98,50
26 | Survey Kondisi Jembatan
50.000.000 49.300.000 | 98,60
Pemeliharaan Rutin Jalan
27 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
937.600.230 937.486.525 | 99,99
TOTAL
107.669.666.205 | 98.709.925.512 | 91,68

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil’keluaran yang

direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana

100%.

m
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapanuli Tengah. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat
informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan
sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapanuli Tengah.

1. Tupoksi dan Kewenangan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun dan
menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Sebagai salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di jajaran Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah
mempunyai Tugas Pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan
bidang Jalan dan Jembatan, Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan
Pengendalian Perkotaan dan Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi
Perumusan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Tugas Pokok
dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang Jalan dan Jembatan ,
Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan Pengendalian Perkotaan dan
Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi Perumusan Teknis
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang menjadi wenangan
Daerah.

Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tugas Pokoknya
mempunyai fungsi antara lain :

a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta
pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta pentaan
ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, bina marga, pengairan dan
program,

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata
ruang, bina marga, pengairan dan program,

d. Menyelenggarakan penataan wilayah serta pengujian,

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi,
peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa
dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta
pembinaan teknis;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

e———————————————————————————————————————————————————————————
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Dengan tanggung jawab tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah berusaha semaksimal mungkin menjalankan
tugas dan fungsinya yang antara lain:

a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta
pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta penataan
ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, jalan dan jembatan,
pengairan dan program;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata
ruang, Jalan dan Jembatan dan pengairan;

d. Menyelenggarakan penataan wilayah seta pengujian;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi,
peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa
dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta
pembinaan teknis;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini sebagai
organisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang Jalan dan Jembatan, Kepala Bidang Pengairan, Rawa dan Pantai, Kepala
Bidang Tata Ruang dan Pengendalian. Bagian Sekretaris terdiri dari 2 (dua) Sub
Bagian, Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Pengairan,
Rawa dan Pantai terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Tata Ruang dan Pengedalian
terdiri 3 (tiga) seksi.

Kewenangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :
“Menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang jalan dan jembatan, pengairan,
rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta
pembinaan teknis dan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, program
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian’.

a. Permasalahan :

- Banyaknya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten yang rusak
akibat minimnya anggaran

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan kegiatan baik
dari segi teknis maupun administrasi

- Keterbatasan dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
pekerjaan

- Keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan yang tepat waktu

- Dalam hal pembebasan lahan tidak melibatkan seluruh stakeholder,
sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan timbul penolakan dari
masyarakat

- Wawasan masyarakat tentang pembangunan masih rendah atau kurang,
sehingga sering terjadi penolakan yang tidak mempunyai dasar

b. Solusi :
- Dibutuhkan Anggaran yang mencukupi untuk perbaikan jalan yang rusak
- Dibutuhkan diklat teknis maupun keuangan pada tingkat SDM pengelola
kegiatan baik pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis,
maupun pengawas
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- Dibutuhkan pengadaan peralatan, terutama peralatan dalam hal menunjang
pelaksanaan kegiatan (Kendaraan dinas bagi pelaksana kegiatan,
Komputer, laptop, kamera, alat-alat survey, dan lainnya)

- Dibutuhkan diklat manajemen pengelolaan keuangan pada tingkatan
pengelola keuangan (bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, dan
bendahara penerimaan)

- Sosialisasi atas pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
yang meliputi pembuatan LAKIP, LPPD, LKPJ, IKK, sehingga diharapkan
timbul kesadaran untuk koordinasi dengan bidang yang mengelola
pelaporan dan evaluasi

- Sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya pembangunan dan akan
manfaat pembangunan terhadap masyarakat

- Pelibatan seluruh stakeholder dalam hal pembangunan terutama dalam hal
pembebasan lahan

w
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum
optimalnya penataan dan pengembangan kota.

2. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan

untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu

lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.

Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan

Rawan banjir dan genangan air terutama kawasan perkotaan

Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal

Angka kemiskinan masih tinggi

Perubahan iklim dan bencana alam

Pemenuhan LPJU di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang belum optimal.

Tertib pelaksanaan usaha jasa konstruksi

0 Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi dan terakreditasi.

PN oA

- _ ____ __________________________________________________ ______ ______________
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2.4. Reviuw terhadap Rancangan RKPD
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 terdiri dari program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
dilihat sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

rogram Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada
Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung

Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota

7. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

e e ———— - - -
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang
mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan
melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan

Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di
bawah ke forum Musrenbangdes.

[

Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa
selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di
Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah
sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting dari masing -

masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

e e e
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan
keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan
arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian
pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada
umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang
tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk
mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan
diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil
kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan
permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal
maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi
permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja

pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang
bersertifikat.

c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
belum optimal.

d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapanuli Tengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Jalan dan Jembatan
a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai
dengan kapasitas jalan kabupaten.
b. Perlunya penanganan ruang terbuka hijau guna memenuhi kebutuhan paru-paru kota
c. Masih adanya titik lampu yang belum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah

#
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d.

Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan LPJU.

3. Bidang Pengairan Rawa dan Pantai

1.

2
3.
4

Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki

. Jaringan Pelayanan Irigasi yang belum memadai

Keterbatasan dana Pengendalian banjir dan abrasi Pantai

- Kejadian Bencana Alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya

Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun

Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging dan aktifitas
perladangan berpindah

4. Bidang Tata Ruang dan Pengendalian

a.

Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan
bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya
yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif.

3.2. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

3.2.

Visi

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju
Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”,

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah

Lingkungan
Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut
yang tangguh

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Misi Organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka
mendukung pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :
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10.

Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan sesuai dengan kapasitas dan
kelas jalan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi.
Meningkatkan kualitas jembatan.

Meningkatkan taman-taman kota sebagai penunjang keindahan.

Meningkatkan penerangan jalan untuk keamanan, kenyamanan dan keindahan di
perkotaan dan Ibukota Kecamatan serta tempat-tempat wisata.

Meningkatkan Sistem Jaringan lrigasi.

Mewujudkan perencanaan kota yang berwawasan lingkungan.

Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mengurus advice planning dan
IMB.

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah.

Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
Melaksananan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dari tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

1:
2.
3.

10.

Meningkatnya kondisi jalan dan Jembatan Kabupaten dalam keadaan baik.
Tersedianya alat berat dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang layak pakai.
Tersedianya taman di perkotaan sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang
aman, nyaman indah dan bersih.

Meningkatnya Jangkauan LPJU di semua wilayah Kab. Tapanuli Tengah.
Terwujudnya pendistribusian air guna mengairi lahan pertanian dengan
meningkatkan sistem jaringan irigasi.

Terwujudnya penataan kota sesuai dengan perencanaan kota.

Terwujudnya kualitas manajemen data dan perumusan kebijakan teknis penataan
kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran aparatur.
Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.3. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

“ Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah “Membangun Tapanuli

Tengah Adil Untuk Semua, Lestasi, dan Berkeadaban”.

1.

Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan

kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.

P e I e e e e e e e, e
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Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter berkualitas untuk
menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya
saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan
pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga
pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat
jasmani dan rohani.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat
merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga
kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi
rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta
mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi
rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta
mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi
sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber
pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain
itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Darah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar
mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk
membiayai keperluan pembangunan daerah

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang
berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi hak rakyat,
serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari
korupsi, dan berkeadaban.
Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui
implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh
masyarakat dapat memperoleh akses yang samas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga
memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan
toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta
menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

e —————
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7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan,
jembatan, irigasi / bendungan, serta berbagai sarana — prasarana pendukungnya.
Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan
konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan
mobilitas masyarakat

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik
Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya
Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan
memperhatikan prinsip peembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan
hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara
optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar
sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi
Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga
seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga

memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan
ekonominya.

3.4. Program dan Kegiatan
8. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lIrigasi Primer dan Sekunder Pada
Daerah lIrigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung

Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Permukiman

a. Penyelenggaraan Infratruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah

Kabupaten/Kota
5. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

@ "0 oo
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a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota
7. Program Penyelenggaraan Jalan
a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8. Program Penyelengaraan Penataan Ruang
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
berikut. Terlampir

- ]
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Keria Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peratura
Menteri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin
keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia.
Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli
Tengah tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan KUA dan PPAS
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengacu pada
ketentuan yang berlaku sehingga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat tercapai dengan
merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah
dan secara umum dapat mengakomodir kebutuhan daerah hinterland Kabupaten
Tapanuli Tengah dalam usaha pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 2025
Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

_~DAN PENATAAN RUANG
mUPAT\EN TAPANULI TENGAH

N NAIK P. SAMOSIR, ST, MM

NIP. 19730508 200502 1 002
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2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rancangan Perubahan
Rencana Kerja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Perubahan Rencana
Kerja ini merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan
setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA yang memuat program dan kegiatan guna

mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran UPTD RSUD Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) ini masih
terdapat kekurangan. Sehingga masukan dan saran yang mendukung sangat
diharapkan guna peningkatan kualitas Rencana Perubahan Renja UPTD RSUD
Pandan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD
Pandan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan
Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Dan akhir kata
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, Mei 2025
IREKTL \UPTD RSUD PANDAN

Nlp. 1973091é 200502 1 001

VT Rymah Sakjt Umum Daerak Pandan i
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Qa Rancangan Perubafian Rencana Kerja
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BAB |
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A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap
Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan
perencanaan strategis 5 (lima) tahunan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), yang merupakan perubahan dari rencana kerja adalah dokumen
Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra
perangkat daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing masing
perangkat daerah.

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) OPD dalam tahun
berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian
kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan
kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD
mengacu pada Kerangka Arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD
dapat dikerjakan secara Simultan/ Paralel dengan penyusunan RKPD, dengan
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap Evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan pada Renja OPD disusun
berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu, selanjutnya menjadi
perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada usulan program UPTD
RSUD Pandan.
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit
Umum Daerah Pandan adalah Dokumen perencanaan Tahunan UPTD RSUD
Pandan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana Kerja UPTD Rumah
Sakit Umum Daerah Pandan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan
Bidang Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dituangkan dalam
RPJMD untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit
Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan
Tugas dan Fugsinya berpedoman pada Visi, Misi, dan Motto yang telah ditetapkan
agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah maka mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025-2029.

B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota,

6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah; '
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

14. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran
APBD Tahun 2023.
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C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini
adalah sebagai panduan dalam menyusun dan merencanakan program/kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
(Perubahan RKA) program dan kegiatan tahun 2025.

2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah
mendiskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung
oleh UPTD RSUD Pandan serta untuk memperjelas arah pengendalian

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
pada tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja

(P-Renja) OPD Tahun Anggaran 2024, mengacu pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB |. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUAS| PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
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BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
B. Tujuan dan sasaran Renja OPD
C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP
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BAB I
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Pada Tahun 2025 UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 10 (sepuluh)
Sub Kegiatan untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah
ditetapkan oleh UPTD RSUD Pandan pada tahun sebelumnya, dimana 3 Program
dengan 7 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD
Kabupaten Tapanuli Tengah dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2024 serta 1
Kegiatan dan Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana BLUD RSUD Pandan.
Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan (TW) | Tahun
Anggaran 2025 di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli
Tengah dilakukan berdasarkan capaian kinerja program sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

A.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah. Program ini mencakup pengadaan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah di UPTD RSUD Pandan yaitu laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program ini masih belum ada
realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.541 -.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang
bertujuan untuk memenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Program ini
mencakup pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN UPTD RSUD Pandan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi Program ini sebesar Rp.
4.872.912.540,- atau 26,29% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.535.605.850,-.
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(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD yang bertujuan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas dalam
negeri. Program ini mencakup perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan
dinas luar daerah dan dalam negeri. Program ini masih belum ada realisasi
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.500.000,-.

(4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertujuan untuk pengadaan mebeleur di
Rumah Sakit yaitu berupa pelaksanaan kegiatan penambahan daya listrik di
UPTD RSUD Pandan. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang bertujuan untuk pembayaran gaji cleaning service dan pembayaran air,
listrik, internet. Rincian sub kegiatan ini adalah berupa pembayaran honorarium
petugas kebersihan OB yang menjamin kebersihan rumah sakit serta pembayaran
iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan iuran jaminan kematian (JKM) bagi
pegawai non ASN di UPTD RSUD Pandan. Realisasi Program ini sebesar Rp.
135.000.000,- atau 22,48% dari pagu anggaran sebesar Rp. 600.480.000,-.

(5) Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD memiliki sub kegiatan yaitu Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan Mutu
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit kepada masyarakat. Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit ini diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Dana yang
dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Pendapatan rumah
sakit yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional rumah sakit
tersebut.
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Banyak kegiatan BLUD ini yang juga merupakan program dari Bupati Tapanuli
Tengah, salah satunya adalah belanja pegawai (pemberian jasa pelayanan),
belanja barang dan jasa (pengadaan alat kesehatan), belanja peralatan dan
mesin serta pemeliharaan rumah sakit di RSUD Pandan. Hal ini dimaksudkan
untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk pasien yang rawat inap dan
rawat jalan di UPTD RSUD Pandan.

Kegiatan lainnya adalah pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit. Pengelolaan obat
dirumah sakit sudah dilakukan dengan metode berbasis komputer E-katalog,
dengan metode ini akan mempermudah dan memurahkan pembelian obat,
sehingga dana yang dimiliki UPTD RSUD Pandan akan digunakan tepat sasaran
dan ekonomis. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Layanan
Umum daerah (BLUD) RSUD adalah sebesar Rp. 10.992.148.512,- atau 30,53%
dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000.000,-.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) RSUD ini terdiri dari :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Administrasi Umum
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
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- Pemelihraaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Penyelesaian Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pemelihraaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
- Pengadaan Obat
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
- Pengadaan Obat
- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
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A2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
(1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini berisikan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
(1.a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya,
dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan rumah sakit
dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yaitu
pengadaan alat komunikasi internal/ antar ruangan berupa Nursecall serta
kegiatan pembangunan gedung CVCU, pembangunan ruang Cytotoxic Drug
Cabinet, pengembangan sarana NICU, rehabilitasi ruang rawat inap & ruang
intensif, yaitu yang terdiri dari biaya jasa konsultasi perencanaan, konsultasi
pengawasan dan pembangunan fisik. Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga
berupa pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium bendahara
pengeluaran, honorarium kuasa pengguna barang, honorarium pejabat
penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD). Program
ini masih belum ada realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 5.520.119.700,-.

(1.b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dimana sub kegiatan ini
bertujuan untuk peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya yang
dibangun sebagai pendukung pelayanan berupa kegiatan pembuatan bangunan
parkir di UPTD RTSUD Pandan yaitu pemasangan/ pengadaan Paving Block,
yang terdiri dari biaya perencanaan, pengawasan dan penganggaran
pemasangan Paving Block di UPTD RSUD Pandan tahun 2025. Program ini
masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 699.671.000,-.

(1.c) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan
sarana, prasarana dan alat kesehatan di lingkungan UPTD RSUD Pandan.
Kegiatan ini mencakup biaya belanja modal pengadaan alat kedokteran dan
kesehatan radiodiagnostic yaitu berupa pengadaan alat kesehatan Digital
Radiography System (X-Ray Stationary). Program ini masih belum ada realisasi
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
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A3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

(1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki
sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar merupakan usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
dengan menyediakan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis
bermutu untuk melengkapi dokter-dokter menetap (ASN) yang telah ada di UPTD
RSUD Pandan, dimana dokter spesialis yang dimaksud seperti spesialis bedah
urologi, spesialis anak, spesialis anestesi, spesialis bedah mulut, spesialis bedah
onkologi, spesialis jantung, spesialis kesehatan jiwa, spesialis mata, spesialis
obgyn, spesialis paru, spesialis patologi anatomi, spesialis penyakit dalam,
spesialis radiologi, spesialis rehabilitasi medik, spesialis syaraf, spesialis THT.
Penyediaan dokter spesialis ini agar seluruh masyarakat yang membutuhkan
layanan kesehatan tidak lagi harus keluar dari wilayah tapanuli tengah untuk
mendapatkan layanan kesehatan. Untuk insentif semua dokter spesialis tersebut
telah dibuat Peraturan Bupati tentang Insentif para Dokter Spesialis, Dokter
Umum, Dokter Gigi, serta Tenaga Medis lainnya yang masih berstatus Non PNS.
Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga berupa pembayaran insentif apoteker,
honorarium tenaga ahli lainnya (perawat, bidan, penunjang), fisikawan medis,
petugas proteksi radiasi (PPR) dan petugas IT. Realisasi Program ini sebesar Rp.
1.623.600.000,- atau 18,20% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.923.200.000 -.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ini merupakan
usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berupa Penyediaan
Insentif bagi Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Pandan. Implementasi
pelaksanaan program ini dilaksanakan pada kegiatan peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis kontrak/ non ASN,
Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS). Realisasi ini untuk
pembayaran jasa :

- Dokter Bedah Urologi (1 orang)

- Dokter Spesialis Anak (2 orang)
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- Dokter Spesialis Anastesi (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Mulut (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Onkologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Jantung (2 orang)
- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (1 orang)
- Dokter Spesialis Mata (1 orang)
- Dokter Spesialis Obgyn (1 orang)
- Dokter Spesialis Paru (1 orang)
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi (1 orang)
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang)
- Dokter Spesialis Radiologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (1 orang)
- Dokter Spesialis Syaraf (2 orang)
- Dokter Spesialis THT (1 orang)
- Dokter Umum (9 orang)
- Fisikawan Medis (2 orang)
- Apoteker (2 orang)
- Petugas IT (5 orang), dan
- Tenaga Medis Lainnya, seperti Perawat, Bidan, Analis, Radiografer,
Elektromedik, dan Tenaga Administrasi (240 orang)

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian selengkapnya
dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

2
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B. Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Pandan

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah unsur
pendukung Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin
oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tugas pokok UPTD RSUD Pandan adalah membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara
serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan
penyakit dan pelaksanaan perujukan.

UPTD RSUD Pandan juga telah menetapkan indikator kinerja yang
mencerminkan kinerja pelayanan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana
tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Tahun 2025-2029
yang sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang
pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2025-2029.
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@ Rancangan Perubafian Rencana Kerja '2025
Dari tabel T-C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang tercapai
targetnya hampir semua indikator, Persentase indikator rawat inap yaitu BOR,
LOS, TOI, TOI, GDR, NDR semua masih belum dalam kisaran standard nasional,
tetapi walaupun demikian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan tetap
sesuai standar. Untuk indikator rawat jalan mulai dari jumlah SDM kesehatan
hingga waktu tanggap layanan yang sudah sesuai standar, begitu juga dengan
gawat darurat, kefarmasian, keperawatan semuanya sudah sesuai standar,
dengan kata lain bisa dinyatakan bahwa target pencapaian indikator SPM di
rumah sakit umum daerah pandan bisa dikatakan sudah mencapai target standar
nasional.
Faktor yang mempengaruhi capaian dari beberapa indikator kinerja yang
masih belum mencapai target, antara lain ;
1) Keterbatasan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang dianggarkan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
2) Beberapa sarana gedung pelayanan dan peralatan kesehatan yang belum

memadai dalam mendukung pelayanan publik

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Pandan
UPTD RSUD Pandan merupakan Rumah Sakit Kelas C dan salah satu
Rumah Sakit rujukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu,
diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, UPTD RSUD
Pandan juga telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD yang artinya dinilai mampu
untuk melakukan pengelolaan PAD yang diterima melalui pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari
keuntungan semata-mata melainkan peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan
Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Tapanuli Tengah, UPTD RSUD Pandan memiliki visi :
“ Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berkarakter untuk
Mewujudkan Masyarakat yang Sehat”

UPTD Rymali Safit Unmum Dacrah andin 18
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Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan, dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan yang dihadapi UPTD RSUD Pandan dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain :

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fasilitas dan pelayanan
yang disediakan di UPTD RSUD Pandan

2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah
pada Penduduk Pendatang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun
Warga Asing

3. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi
layanan tentang Jenis layanan apa saja yang tersedia dan fasilitas pelayanan
yang didapatkan di RSUD Pandan

4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk
penduduk di wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran

Sungai (DAS) dan Kepulauan, Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan
Manduamas;

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Kkesehatan
masyarakat senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu
adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang
dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan
strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis
SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

» Faktor Internal :
1. Faktor Kekuatan (strengths)
a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
b. Tersedianya UU dan peraturan pendukung tentang Rumah Sakit dan
pelayanannya;
¢. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;

d. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

UFTD Rymaki Safie Unum Dacrafi Pandan 19
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2. Faktor Kelemahan (weakness),
a. Budaya kerja yang masih lemah;
b. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi,
c. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
d. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis
layanan
» Faktor eksternal :
1. Faktor Peluang (opportunities)
a. Adanya dukungan anggaran dari pusat melalui pendanaan DAK (Dana
Alokasi Khusus) Fisik Reguler bidang Kesehatan;
b. Adanya perkembangan teknologi IT dalam pelayanan pengurusan
administasi pelayanan di rumah sakit;
c. Melakukan pemutakhiran database pasien berbasis komputer, sehingga
tidak bekerja secara maksimal.
2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)
a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya
Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
b. Banyaknya rumah sakit swasta yang bermunculan yang menawarkan

layanan kesehatan yang sama dengan RSUD Pandan.

Strategi yang dilaksanakan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan prioritas
yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah mewujudkan
tujuan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang
ter-akreditasi;

2. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;

3. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;

4. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk
melayani.

UPTD Ryamah Sakit Unuin Dacraf Pandan 20
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Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, disusun sejalan
dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan,
dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat
kecamatan, pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan
musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

. Review Terhadap Rancangan RKPD

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja 2024 perlu
melakukan sinkronisasi dengan perubahan RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah. Program dan kegiatan yang terdapat di perubahan RKPD di jadikan
pedoman dalam pembangunan dengan membandingkan antara program
pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Review terhadap
rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/
kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan
untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja
UPTD RSUD Pandan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
terhadap kebutuhan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara
keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel
T-C.31.
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@ Rancangan Perubafian Rencana Kerja
e ‘ 2025
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada Kabupaten
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kabupaten.
Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan
sebagai unsur pelaksana Pemerintan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan
tugas pembantuan di bidang pelayanan rujukan. Dalam melaksanakan tugas
pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan
usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah
rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang menghimpun berbagai
usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tidak ada
program/ kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi
RSUD Pandan. Hal ini mengingat bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 dapat dilihat
pada Tabel T-C.32.
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@ Rancangan Perubalian Rencana Kerja
- 2025

BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan
terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait.
Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli
Tengah. Penelaahan RPJPDdaerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan
pembangunaanjangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan
nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP
(rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap
penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan
pembangunan daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan
RPJPN 2025-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing. RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan Sustainable Development
Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh)
agenda pembangunan Indonesia kedepan.
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@ Rancangan Perufiafian Rencana Kerja

2025

Kementrian Kesehatan R| dalam RPJM 2025-2045 telah menentukan strateginya

yang terurai dalam lima point yaitu :

i

L I

Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi,
Percepatan perbaikan gisi masyarakat,

Peningkatan pengendalian penyakit,

Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas),

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Dari kelima strategi tersebut yang lebih cocok dengan pelayanan Rumah

Sakit adalah strategi kelima yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD

Pandan adalah pelayanan kesehatan rujukan yang merupakan satu-satunya rumah

sakit umum milik daerah di Tapanuli Tengah, karenanya untuk memfasilitasi

seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, sarana dan prasarana pada RSUD Pandan

terus diperbaiki, agar mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja UPTD RSUD Pandan
1. Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan UPTD RSUD Pandan didukung

oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Pandan. Tujuan dan sasaran Renja

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan

dicapai atau dihasilkan. Tujuan dari Renja UPTD RSUD Pandan :

a.Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit
yang ter-akreditasi;

b. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;

c. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;

d. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk
melayani

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai untuk dihasilkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam
jangka waktu tahunan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

U Runals St U Daetal Pondin 30




@ Rﬁmrganmﬁaﬁdnwnaw g
Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan Strategi
Pencapaian, antara lain :
a. Menjadikan faktor kesehatan sebagai titik sentral pembangunan yang
berkelanjutan, Pembangunan yang sasarannya adalah kesehatan
b. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip good governance secara
transparan dan memenuhi standar akun tabilitas kinerja.
c. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki
integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

C. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi UPTD
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan
RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

31




UDPUD YLD Wnk(), u.mwum. Yoy ML)

10juey
000°08%°009 uswmjogr | unyel g agdv 000°08%°009 uswmiog 1 n_“_mm”_v_m_mhan_: wnwin ueueAejad JOJUBY wnwifn Jojuey winuwif
eser eAueipasial ueueAejad eser| ueueAejad eserueeipaduad| +0°80'TT0Z0T
000'08%°009 000°08%°009 yelaeq UeyeluLaWad uesnin Suelunuad eser ueejpaiuad 80710201
eAuule] ueunsueg
uepueq neie Jojuey Sunpag| eAuule]ueungueg
000°000°000°E %00T unye| T asdy 000°000°000°€ %001 ansy adn eueleseld uep neje Jojuey eAuuie] ueundueg neje
eueses ueepeduad| Sunpao eueleseld Jojuey unpan eueseseld
eAueuesye|al UEp BUBIES uep euelesueepeduad| OT'/0°TTOZOT
yeiseq Yejuuawag uesnin Suefunuad yeiaeq I Sueieg ueepesuad LOTTOC0T
uepue dd)s Iseynsuoy uep adis
LA Ty RERCHEER Ll i POR00S7ECH SRR o:mhaua _mmc_u“ooz jedey| Qd)S Iselnsuoy uep ISBYNSUO) Uep ISBUIPIO0))
eAueseg8ualasial Iseu|piooy| jedey jedey ueesedBuajpAuad| 60°90°Z°TOZO'T
000°0SZ°S6 000°005°E8T yesaeq 1j3ueiad wnwn isesiuiwpy 90T T0C0T
058'509'SES'ST s unyel T agdy 058°S09°S€S 8T K nepusd NSV ueduefun] uep NSY NSV ueduefun}
il FRZIONS | ansdaLAn ilen eAuelpasia]| ueSuefunj uep ifeg uep ilep ueelpaduad| TO'ZO'TTOZOT
0S8'S09'SES'ST 058°'909°9€S'8T yesaeq 12j3ueiad uesuena)y Isessiuiupy Z0T10Z0'T
yesae(q 1ejsueiad
T, — E— ) T GO uepued ueeuedualad| yesaeq ieysuesad yeiaeqg
ansy atdn uawnjoqg UeEUBIUSIId 12 SuBIad UBBURIUSIA
eAuunsnsial uawnmjog uawnyoq ueunsnAuad| TO'TOTTOZOT
IbS'8I8'Y TIPS 8.8t yesseq 1jSueiad elisun) isenjea3 uep ueieS5ueluad ‘UeruBIUBIA] 10710201
V10M/NILYdNav) HYd3IVa NVHVLNIHIWID NYSNHEN ONVYINNNId AVED0Ud 1020°T
NYLYHISI ONVAIE NYHYLNIYINId NYSNHN W't
HYSYA NYNVAY13d NYONIA NVLIVIHIE ONYA 9INYM NVHYLNIYIW3d NYSNHn T
(z1) (t1) (o1) (6) (8) (£) (9) (s) (€) (2) (1)
jeyipu) ndeq eldauy eueg jieyipuj nded elauny ueje1day
it ueiede) . uejede) 1sejoq ueje13a)y |IsSeH . uejeigay
Jeueq ueyninga)y Sunuad Jaquing | feueq ueyningay qng uesen|a)y =
19die] :n.umamu FE:ITT qns Juejeiday [fweidoid apoy|
uejeiday JuesninSuepig fuesnin

ueyeqniad Ye|a1ss

ueyeqniad wnjaqas

gns /uejeida)y /weidoid eliauny Joieyipu]

§z0Z vldy, pupsudy upypgniag uvBuvouvy

uepued yeiaeq wnwin IS Yewny gldn : yesaeq iejsuesad ewen

GZ0z unye] uepued ansy didn
ueeuepuagd uep ueieiSay qns ‘uejeiday ‘wesSold euedusy

g€’ eqel




UDPUDD Yoian wnup), 3Yos yownlh GLD

EE
COTEST' 2L LL 160°SS°L96°EL wioL
Jepueis
1ENS3S UBIRYDSI)Y
00Z°SZ9°616'8 nAnS unyel g aady 000°00T°€T6'8 S5y AP B eisnuely eAeq depueis |ensas Aepuels [ensas ueleyasa)
JRURIO0RE fBueio 08z | ANSY QLN 13quWINg ueyningay| UBIBYISI) BISNUEIN eisnuelp edeq Jaquing
eAulynuadia] eAeq 13quing uByNINgay ueynuawad| 70'Z0TEOTO'T
e o e10)/uaiednge)y yeAe|i Ip ADIN i
2 LD 000 0c’ERs UEP dHiN }NIuUn uejeyasa) eisnuep eAeq Jaquing ueeunseAepuagd uep ueyninga) UeBUEIUIISd S
NVLYHISIH VISNNYIA YAYA HIGIAINS SY.LISYdY NYLYIONINId WYED0Hd £070°T
uejeyasay
ueueAe[aq selljise
T16'22S'96L°Y wnze unyer T | Q€dvy | 000°000°00S°E wn T N nipapy Suelunuad ueeLasel umeums
ansy atdn 1ey/uejeyasay| ueuehejad seyjised|  ueueAe[ad seyyses PN
1|y ueepesuad yipa Suelunuad| Buelunuad 1ejy/ueleyasay
eAueuesyepia] | le|y/ueieyasay ey 1e|y ueepeduad| +T'I0Z20Z0'T
BAUUET
. uepued uBlBY3SY Sell|iseq
000°'T/9°669 %00T unyejl T [¥va 'dddV| 000'TL9'669 %001 ansy at4n ueunSuequag eAuuiel eAUUIE] UBIRYISIY
eAueuesyeda]| ueleyasa) Selljised seyjise4 ueunSueqwiad| 80 TOTZ0TOT
ERUgUTITPuogq
BUEBIBSEId
uepuEd uep eueles eAuBunjnpuad
0046110208 wnt unyej | agdyv 004£°6TT°025°S wnrt Qnsy aLdn | B1es3q ptes yewny eueieseld eAUSUNYNPU3 eUBIESEld
ueunguequad uep eueJes uep BUBIES BLISS3q
eAueuesyepia] | B3Saq IES Yewny| 1njes yewny ueunduequad| TO'TOZ'Z0C0'T
TI9ETEIIS'ET 00£'06L°6TL6 A Ry 10220201
yesaeq ueSueuamay d)n UEP ADIN YnIun uejeyasay ueueiejad seljised ueejpaduagd
LWVIVHYASYIN NYLYHISII VAVAN NVQ NVONVHOHId NYLYHISIN VAVAN NYHNNIINId NVEO0Ud 70701
anig ueuehejad
oy s BL e o uepued Suefunuad anig ueueAejad
000'000°000°9€ %001 unyej 1 anig 000'000°000'9€ %001 ansy atdn T — Suefunusg dnigveushepa
eAuelpasial uep ueueAejad Suefunuad uepueuede|ad| TOOT'ZTOZOT
000'000°000°9€ 000°000°000°9€ anid ueueAejad ueleysuiuad 0T'Z'1020'1

§20Z gy, vuprudy uvyvgniad uvbupiuvy




A A S ST P U
@ Rencangan Berbyhan Renoyns Kerfo

2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Program UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan.
Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana
tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Pandan kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-
masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Pandan.
Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapatmenunjukkan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah,
menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini
terhnadap masalah yang berkembang,memantau perkembangan pelaksanaan program
kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang
telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana
yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya
didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah,
namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, BLUD, DAK dan sumber
pendanaan lainnya).

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD
Pandan Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan
skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka,
dengan disusunnya Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahanevaluasi

UBTD Rumaf Safit Unaim Dacafi Pandan 34




dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan Kkegiatan sesuai yang telah
direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan UPTD RSUD Pandan
untuk Tahun Anggaran 2025.

2025

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai
sasaran khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna
mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja. Rencana
Kerja dan Pendanaan/ Anggaran UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 dapat dilihat pada
tabel berikut :
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@ Rninieain B Baliss Renans Ko

2025

BABV
PENUTUP

A.Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Baik dalam Pelaksanaan
Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini walaupun dalam teknis
pelaksanaannya tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan dimaksud yaitu :

1. Tetap perlu dilakukan penyusunan rincian kebutuhan untuk pengadaan obat-
obatan dan bahan habis pakai walaupun ketersediaan dana kurang, karena
pengobatan terhadap pasien harus terus berjalan

2. Untuk program pengadaan obat-obatan dan BHP, program standarisasi
pelayanan kesehatan dan program administrasi perkantoran harus mendapatkan
perhatian khusus agar pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik, sebab ketiga
program dimaksud merupakan program penting untuk pelayanan rujukan rumah
sakit.

B. Kaidah — Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan
Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah serta
merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029,
dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan
tema maupun nasional. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan
sebagai pedoman/ acuan bagi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta
sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan OPb Tahun 2025.

Rancangan Pelaksanaan Perubahan Renja (P-Renja) ini direncanakan
akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja ini diharapkan
akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja UPTD RSUD Pandan Kabupaten
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@) Rancangan Perubafian Rencana Kerja
== : 2025
Tapanuli Tengah, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur UPTD
RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

C.Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-
Renja) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tidak
terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara, tenaga
medis, non medis pada UPTD RSUD Pandan, stakeholder yang bersangkutan
serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat
diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan
pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja ini akan ditindaklanjuti
kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas yang tidak difasilitasi pada rencana
kerja tahun sebelumnya dengan harapan peningkatan pelayanan kesehatan dapat
dilakukan.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat
dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder
terkait demi peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program
dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif,

akuntabel serta mencapai sasarsan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.







KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan Rahmat dan
Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi
pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Perubahan
Rencana Kerja (P-RENJA) ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Program / kegiatan
serdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan
serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Rancangan Perubahan Rencana
Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang dapat
mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dimaksud sangat diharapkan kepada SKPD terkait
yang menyusun APBD dapat menampung Kebutuhan Anggaran Kegiatan yang disusun dalam
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan beserta jajaran
serta tindak lanjut dalam Penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini dibuat, dan kami menyadari bahwa dalam Penyusunan
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat diharapkan guna Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025
POLISI PAMON
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pelaksanaa
tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk
dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dasar Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, pada poin 4 (empat), dan
Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat
Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun
Anggaran 2025, serta dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai
hak dan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar
semakin baik, menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah guna
memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan

Daerah dengan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, maka




perencanaan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung

Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin

dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah bersinergi dengan tujuan maupun

sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok

dan Fungsi Perangkat Daerah serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan

sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah

2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD

Provinsi dan RKP Tahun 2025 untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai

dengan amanat Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana Perencanaan Pembangunan

Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka
program — program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan
kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan Teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan
kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan Partisipatif yang masyarakat bahwa proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap
pembangunan.

4. Pendekatan Top — Down ( Atas — Bawah ) yaitu bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan
harus memperhatikan program — program jenjang pemerintah diatasnya.

5. Pendekatan Bottom — Up ( Bawah — Atas ) yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus
memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya,
hasil proses Penyusunan Rencana Pembangunan, 7op Down dan Bottom — Up diselaraskan
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2025 juga mengacu pada Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tapanuli

Tengah periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.




1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Landasan Idiil :  Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : uuD1945
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan
dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur SKPD
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017).




26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;

27. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025;

28. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat
Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program,
kegiatan, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk
mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta
pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip — prinsip GOOD GOVERMANT.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah
mengenai kebijakan umum, sasaran strategis, program pembangunan pada tahun 2025 yang sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang Penyesuaian Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 pada poin 4 (empat), Surat Edaran Bupati
Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati
Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistimatika Penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ( P-RENJA ) Perangkat

Daerah




BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran umum Perubahan Rencana
Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, sehingga
dapat dipahami dengan baik.

1.1.  Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, Proses Perubahan Rencana Kerja (P-
RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, keterkaitan antara
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta
memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2024 serta Tahun 2025, Sasaran
Pokok RPJPD dan Program Prioritas Nasional, Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang — undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi,
Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan

dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

1.4.  Sistematika Penulisan
Menguraikan tentang tata cara penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.




BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan,

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun — tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun Lalu, dan Realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah,
mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah dan / atau Realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program /
Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

Memuat tentang kajian terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah,

serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.




Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang

akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai Tugas Pokok

dan Fungsi, serta Norma Standart Pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3.

24.

2.5.

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

L.

Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program
Nasional / Internasional seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals).
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Formulasi isu — isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

L.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Penjelasan temuan — temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terhadap Rumusan Program dan
Kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD atau Program dan Kegiatan
yang sesuai akan tetapi biaya/dana yang dibutuhkan berbeda.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah

yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan




informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan
(stakeholder) tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu — isu penting penyelenggaraan Tugas

Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Deskripsi untuk

mengisi sub — sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada

bagian ini menjelaskan antara lain:

a. Faktor — faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

c. Penjelasan jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik

Jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikator, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan.




BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan antara lain:
a. Saran;

b. Kesimpulan




BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tapanuli Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja Tahun
2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan
beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun
2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kegiatan yang
telah ditetapkan sebagai berikut :
l.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non

Kebakaran.
Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tapanuli Tengah sampai tahun berjalan sebagaimana tabel TC. 29 (terlampir).




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk
melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga Kinerja
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian integritas

dalam proses Perencanaan Srategis Pemerintah.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah terdiri dari 4 (empat) Program sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran.
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli

Tengah sampai tahun berjalan dapat dilihat pada tabel TC. 30 (terlampir).




2.3. Isu — isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang memiliki kawasan yang relatif sudah
mengalami degradasi kualitas wilayah ekologinya. Karena itu, Kabupaten Tapanuli Tengah perlu
berusaha mengembalikan kelestarian ekologinya, terutama pelestarian hutan dan ekosistem bawah laut,
sehingga konsep pola ruang wilayah ekologis Kabupaten Tapanuli Tengah perlu disusun secara cermat.
Keragaman hayati baik flora dan fauna sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi.
Keseimbangan ekologi pada akhirnya mempengaruhi kualitas lingkungan yang dibutuhkan manusia.
Dalam pelaksanaannya ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan
pembangunan ekonomi rakyat. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak
mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Namun kenyataannya
kawasan habitat flora dan fauna di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah juga merupakan ruang mencari
nafkah bagi kehidupan rakyak yang kebanyakan adalah petani dan nelayan.

Kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir juga tidak kalah seriusnya sebagaimana halnya
dengan yang terjadi di hulu ( hutan dan Daerah Sungai/ DAS). Kawasan hutan mangrove berkurang
dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan, lokasi tempat tinggal atau untuk
kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan mangrove ini selain mempengaruhi kualitas habitat
perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi abrasi yang
disebabkan oleh gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan
kenaikan air laut akibat pemanasan global. Disamping itu erosi yang berkepanjangan pada hampir
semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain
berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak.

Penurunan kualitas lingkungan seperti diuraikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin
maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat
maupun oleh kalangan masyarakat menengah dan besar, untuk tujuan ekonomi, seperti pertanian,
terutama perkebunan, termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian. Pada satu sisi, kegiatan itu
memberikan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Tetapi pada sisi lain
terutama untuk jangka panjang, kegiatan-kegiatan itu justru mengancam kesetabilan perekonomian.
Pembangunan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan perlu menjadi pertimbangan
dalam setiap perencanaan pembangunan, dimana rakyat dapat memanfaatkan ruang secara terbatas dan

terkendali dengan tetap mendukung pelestarian flora dan faunanya.




Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun
global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat managerial untuk memelihara keberlanjutan dan
perbaikan kinerja lembaga, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam
mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan
lima tahun ke depan.

Dari uraian diatas isu — isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghadapi perubahan lingkungan

strategis antara lain :

1. Tingginya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Rendahnya kuantitas dan kualitas PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam
melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Masih terdapat substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sanksinya bukan menjadi kewenangan
Satpol PP.

2. Tingginya Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kurangnya kepedulian maupun dukungan partisifasi masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban
umum di lingkungannya, seperti masalah maraknya sarang prostitusi yang berkedok warung minuman yang
menyediakan layanan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Rawan Soaial (WRS) sehingga menciptakan
ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus
globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif
dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-
kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

3. Jumlah armada (mobil) pemadam kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran.
Keterbatasan anggaran untuk penambahan armada (mobil) pemadam kebakaran serta minimnya pos pemadam
kebakaran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengandalkan pos pemadam kebakaran yang ada di Satpol PP
Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Barus dalam pelayanan pemadaman, penanggulangan, penyelamatan
Kebakaran sehingga waktu tanggap dalam penanganan kebakaran belum optimal.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.
Keterbatasan jumlah ASN di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ASN
berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah.




Tabel 2.1

Penentuan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
) POTENSI DAERAH YANG PERMASALAHAN YANG RELEVAN DENGAN PD S TV TR S oD
MENJADI KEWENANGAN PD PD RELEVAN
IR GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1. Memajukan kebudayaan Tingginya Belum Cuaca Penerapan Ancaman Belum optimalnya upaya
Tapanuli Tengah dalam pelanggaran optimalnya Ekstrim standar degradasi penanganan gangguan
semangat kebhinekaan dan gangguan partisipasi sustainability kualitas ketenteraman dan ketertiban
toleransi sebagai warisan ketenteraman dan masyarakat yang tinggi di lingkungan umum
leluhur bangsa Indonesia ketertiban umum dalam level global hidup dan
menjaga ketahanan
ketertiban dan ekologi
ketemteraman
umum
2. Tingginya Belum Belum optimalnya upaya
pelanggaran optimalnya penegakan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah pencegahan dan Peraturan Bupati
dan Peraturan pelanggaran
Bupati Perda oleh
masyarakat
3. Jumlah armada Minimnya armada (mobil)
(mobil) pemadam pemadam kebakaran yang
kebakaran dan mengakibatkan belum
waktu tanggap optimalnya pelayanan
dalam penanganan pemadaman, penanggulangan
kebakaran. dan penyelamatan kebakaran
dan waktu tanggap dalam
penanganan kebakaran belum
optimal dalam penanganan
kebakaran dikarenakan jarak
tempuh.
4. Belum optimalnya

pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi menuju
Good

Governance.

Belum optimalnya kualitas

pelayanan publik

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri

berfokus pada peningkatan profesionalisme, efektivitas, dan efesiensi Satpol PP dalam menjalankan
tugas, hal ini mencakup pada peningkatan kompetensi anggota, penyempurnaan sistem kerja, serta
penguatan sinergitas dengan stakeholder lain. Selanjutnya Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera
Utara Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat
di Sumatera Utara”. Poin penting yang terkandung dalam misi tersebut antara lain :

a. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;




o

Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Melindungi masyarakat;

a o

Mendukung program prioritas gubernur;

o

Menjaga aset daerah;

o)

Membantu penanganan bencana.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari misi Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam
Negeri dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara Tahun 2025 diturunkan kepada Renstra
2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap memperlihatkan konsistensi
dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan fokus kepada penanganan / penyelesaian gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Adapun Peluang yang bisa dijadikan pendukung pelaksanaan dari Program Satuan Polisi
Pamong Praja, antara lain:
1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai;
2. Tersedianya Anggota Satpol PP dan Anggota Pemadam Kebakaran yang siap pakai;
3. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Pemadam Kebakaran;
5. Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki;
6. Dukungan dan Koordinasi dari instansi terkait / stakeholder dalam penyelenggaraan ketenteraman
masyarakat dan ketertiban umum.
Disamping peluang diatas ada berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan
Program Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :
1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur masih perlu ditingkatkan;
2. Minimnya jumlah armada/mobil pemadan kebakaran dalam penanganan/penanggulangan kebakaran;
3. Masyarakat masih mudah terplovokasi oleh pihak pihak tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya
kerusuhan/ keributan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah;
4. Tidak semua program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tertampung pada APBD
dikarenakan keterbatasan anggaran;
5. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam

struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.




Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat

umumnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk “Membangun Tapanuli Tengah

Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban”. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tapanuli Tengah mempunyai Visi dan Misi yaitu :

Visi yaitu : “Satuan yang Profesional, Tegas, Santun, dan Berwibawa”.
Misi yaitu : “Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat”.

Formulasi isu — isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program / kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

» PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

L

Nl e U o

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;

12. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

14. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;

15. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

24. Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;

25. Pengadaan Mebel;




26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas
atau Kenderaan Dinas Jabatan;

32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas
Operasional atau Lapangan;

34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota;

2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP,
Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional;

6. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP;

7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan
ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan;

8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;

9. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis
Satpol PP dan Satlinmas;

10. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;

11. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada

melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;




12. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

13. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota;

14. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

15. Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

16. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

17. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang
Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);

18. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

19. Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah;

20. Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;

21. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

22. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

23. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah.

24. Pembentukan Sekretariat PPNS;

25. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;

26. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;

27. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;

28. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran;

2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana);

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;

A

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

o Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

o Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;

o Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;

o Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;




24.

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri;

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran;
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;

Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri;

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan
Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran.

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran,;

Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana

dan Prasarana.

Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja

l. Proses awal dilaksanakan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat
Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan Skala Prioritas
Pembangunan.

2. Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai
dengan kebutuhan riel masyarakat (Prosesdur Botton Up).

3. Penjelasan adanya temuan setelah proses tersebut dilaksanakan untuk menganalisa
program-program usulan dari masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak dapat
dilaksanakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sedangkan program yang tidak prioritas

akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja




Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 31 (terlampir).

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

L

Mekanisme Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) yaitu diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /
Lingkungan yang melibatkan unsur kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan
usulan program yang di bawah ke forum Musrenbang.

Pada Forum Musrenbang Desa akan menghasilkan Skala Prioritas Usulan
Program/Kegiatan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal
usulan tersebut pada Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan yang
telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing — masing
Organisasi Perangkat Daerah yang ada di tingkat Kecamatan yang selanjutnya usulan

tersebut akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten.

Daftar Usulan Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 32 (terlampir)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH




3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan telaah terhadap kebijakan nasional
dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi
Transformasi” untuk mewujudkan visi “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang
Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”.

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Prioritas
Pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Perumusan Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2025 — 2029

ARAH KEBIJAKAN
OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN KET
NO. NSPK RPJMD RENSTRA SATUAN .
POLISI PAMONG PRAJA
2 3 4 5
e  Permendagri No. 121 Tahun e Penguatan sistem keamanan lingkungan; | Meningkatkan Efektifitas Kerjasama Antar
2018 tentang Standar Teknis e Peningkatan kapasitas aparat dalam Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Mutu Pelayanan Dasar Sub menjaga lingkungan; Pencegahan dan Penanganan Gangguan
Urusan Ketenteraman dan e Peningkatan toleransi dan kerukunan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Ketertiban Umum di Provinsi antar umat. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
dan Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman
e  Permendagri No. 114 Tahun dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
2018 tentang Standar Teknis Masyarakat Tingkat Kabupaten;
Pelayanan Da!sa.lr pada Standar Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan Minimal Sub Urusan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Kebakaran Daerah Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Kabupaten/Kota Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan,
. Permendagri No. 16 Tahun 2023 Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan
tentang SOP dan Kode Etik Pengawalan;
Polisi Pamong Praja Meningkatkan Efektifitas Kebijakan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
(Linmas) untuk menjaga Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;




ARAH KEBIJAKAN
OPERASIONALISASI ARAH KEBIJAKAN KET
NO. NSPK RPJMD RENSTRA SATUAN .
POLISI PAMONG PRAJA
1 2 3 4 5
Permendagri No. 121 Tahun Penguatan sistem keamanan lingkungan; | Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
2018 tentang Standar Teknis Peningkatan kapasitas aparat dalam Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
Mutu Pelayanan Dasar Sub menjaga lingkungan; dan Peraturan Bupati;
Urusan Ketenteraman dan Peningkatan toleransi dan kerukunan Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
Ketertiban Umum di Provinsi antar umat. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
dan Kabupaten/Kota Daerah dan Peraturan Bupati;
Permendagri No. 114 Tahun Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
2018 tentang Standar Teknis Penindakan Penertiban dan Penanganan
Pelayanan Dasar pada Standar Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pelayanan Minimal Sub Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kebakaran Daerah Bupati;
Kabupaten/ Kota Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
Permendagri No. 16 Tahun 2023 Pengawasan dan Kepatuhan terhadap
tentang SOP dan Kode Etik Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Polisi Pamong Praja Bupati;
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
PPNS Satpol PP;
Meningkatkan SDM Satpol PP melalui
Efektifitas Rekruitmen, Bimbingan Teknis,
Pendidikan dan Pelatihan;
Meningkatkan Efektifitas Penggunaan
Sarana dan Prasarana dan Penambahan
Armada (mobil) Pemadam Kebakaran Guna
Mendukung Penyelenggaraan Urusan
Pemadam Kebakaran;
Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan Pemadaman, Penanggulangan dan
Penyelamatan Kebakaran;
Meningkatkan Optimalisasi Waktu Tanggap
(response Time Rate) dalam Penanganan
Kebakaran.
Meningkatkan SDM Pemadam Kebakaran
melalui Efektifitas Rekruitmen, Bimbingan
Teknis, Pendidikan dan Pelatihan;
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
> Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun 2025 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu —
isu dan analisis strategis, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada
masa yang akan datang.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah “Meningkatnya

Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”.




»  Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu tercapainya atau hasil oleh Instansi Pemerintah
dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin
dicapai melalui tindakan — tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat
spesifik, terinci, dapat diakui dan dipertanggungjawabkan.

Adapun sasaran yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah
sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penanganan Gangguan Trantibum;
b. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJIMD Kabupaten Tapanuli
Tengah 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mempunyai Visi RPJIMD
Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 yaitu “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua,
Lestari dan Berkeadaban”.

Makna yang terkandung dalam Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029
sebagai berikut :

1. Adil untuk Semua
Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Lestari
Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan menjadi
tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal.

3. Berkeadaban
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi

keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Guna mendukung terwujudnya “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari




dan Berkeadaban”, 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai upaya

mewujudkan dan menopang pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029,

yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja
dan siap merintis usaha sendiri;

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani;

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk
kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-
menengah yang inklusif dan kreatif;

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan
memanfaatkan teknologi;

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang
melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban;

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan
leluhur bangsa Indonesia;

7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan,
serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya;

8 Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik sektor kelautan,
perkebunan, pertanian, perikanan, hutan, sungai, sumber daya energi terbarukan (air, angin, gelombang laut,
dll) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian hidup;

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republi Indonesia periode 2024-2029 adalah

“ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”. Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045” mengandung pengertian sebagai berikut : Mewujudkan Indonesia sebagai

negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan

pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 2045. Visi “ Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 20457, akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional

sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui

swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan




industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang
disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta
peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun keterkaitan 9 (sembilam) Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029
dengan 8 (delapan) Misi Asta Cita Tahun 2024-2029 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Misi ke-6 (enam) RPJMD Kabupaten

Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan Misi ke-1 (satu), Misi ke-2 (dua), Misi ke-4 (empat),

Misi ke-7 (tujuh), dan Misi ke-8 (delapan) Asta Cita.

Tabel 2.3




Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Asta Cita Terhadap
Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

MISI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

8 ASTA CITA

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam
semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai

warisan leluhur bangsa Indonesia

1. Memperkokoh ideologi Pancasila,

demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);,

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan

negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan

ekonomi biru;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya

manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang

disabilitas;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang

harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya, serta peningkatan toleransi antar
umat beragama untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur.




BAB IV. RENCANA KERJA ( RENJA ) DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

Program / Kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dana dan jenis sumber dana yang
dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Program / Kegiatan sebagai salah satu kesatuan yang terpadu,
maka dalam menyusun Program / Kegiatan Strategis tentunya tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 33 (terlampir).




BAB V. PENUTUP

5.1. Saran

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah mempunyai upaya — upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli
Tengah merupakan bagian integritas dalam proses Perencanaan Strategis Pemerintah. Guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan di
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam
realisasi pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan Program / Kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja masih
mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung
serta Keterbatasan Sumber daya Manusia (personil). Selain daripada itu keterbatasan anggaran yang
tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi salah satu
faktor penghambat terlaksananya Program / Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah. Program / Kegiatan yang belum terealisasi akan diusulkan melalui P-APBD tahun
berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
Maka sangat diharapkan kepada SKPD terkait yang menyusun APBD dapat menampung Kebutuhan
Anggaran Kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.




1.1. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)

rahun 2025 Satuan Polisi Pamomg Praja Kabuapten Tapanuli Tengah antara lain :

a. Kaidah — kaidah pelaksanaan Program / Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu pada DPA Tahun
sebelumnya dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.

b. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 menetapkan 4 Program, 20 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan sesuai dengan Program
Nasional.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas — tugas sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara
umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua Program Pemerintahan dan
Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat diharapkan guna tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025
Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

~ PEMBINY
NIP. 19834

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

REALISASI
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKIRAAN REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA PROGRAM / RANWAL RENJA DAN
KINERJA HASIL SKPD TAHUN 2025 KEGIATAN RENSTRA SKPD s/d. 202 CATATAN
KODE REKENING URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD S S| s/d. 2026 SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN DANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN ) (2025) CAPAIAN  |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN PERIODE
105 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM e
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TELAH BERAKHIR
1los lo1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
DAERAH KABUPATEN/KOTA PERKANTORAN
1 loslo1]2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kersediaan Dol / Laporan Per
- . Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 {05[01]2.01 | 01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1 /05|01 ]2.01 | 02 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;‘::;i';ﬁg;“g‘;i’;mmen'“R“ IS{IEP ;)Kd;}‘)‘ Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen 100% 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% DAU
. . Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil " "
1]05({01|2.01| 03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1 {05]01|2.01 | 04 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD :,t:‘;i'; an Z:‘g(‘)i‘; n[l)e i‘;ii{’sDK‘;fS Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% DAU
1]05({01]2.01| 05 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlal'l Dqkumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Lanoran Capaian Kineria dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 {05]01]2.01 | 06 . an T enyusuy D! P 1 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% DAU
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . L . PR
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1]05({01|2.01| 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% DAU
1 loslo1] 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
1]05({01|2.02| 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang 34 Orang 34 Orang 34 Orang 100% 34 Orang 52 Orang 100% DAU
1 {05{01]2.02 | 04 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil " "
1]05(01]2.02] 05 SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1]05(01]2.02( 07 . Y P & SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 4 Laporan 100% DAU
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD .
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
.. . - Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi
1{05|01]2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1{05{01]2.03| 01 gz}ylu)sunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dacrah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU




REALISASI RAAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKI REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA PROGRAM / RANWAL RENJA DAN
KINERJA HASIL SKPD TAHUN 2025 KEGIATAN CATATAN
KODE REKENING | URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN |  RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD RENSTRA SKFD s/d. 2026 SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN (%) (2025) CAPAIAN |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang " "
1]05(01]2.03]| 05 pada SKPD Milik Dacrah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% DAU
1 loslo1| 2.04 Administrasi Pend. an Daerah K Perangkat (Persentase Ketersediaan Dok Administrasi Pend
. Daerah Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 {05[01]2.04 | 04 |Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% DAU
1]05({01|2.04 | 07 |Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU
. . . Persentase Peningk Komp i Sumber Daya Aparatur
1{05|01]2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Profesional
1 {05[01]2.05| 02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket Paket 13 Paket 13 Paket 100% 13 Paket 10 Paket 100% DAU
1 loslot | 205 | 09 Pendu.ilkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlz‘th. Pegawai Berd_asarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 2 Orang Orang 2 Orang 2 Orang 100% 1 Orang 2 Orang 100% DAU
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
105|01(2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 loslot] 2.06 | o1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan |Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% DAU
Kantor Kantor yang Disediakan
1]05({01|2.06| 02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100% DAU
1]05({01|2.06| 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100% DAU
1]05({01|2.06| 05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 12 Paket 100% DAU
1 [{05]01]2.06 | 06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan iw‘;ﬁzgziir;:jacaan dan Peraturan Perundang- 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
1 [05]01]2.06 | 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :(Lt[;lil;lz‘:ip ;EI"II;) enyclenggaraan Rapat Koordinasi dan 60 Laporan 120 Laporan 120 Laporan | 120 Laporan 100% 120 Laporan | 60 Laporan 100% DAU
- . Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1 ({05(01]2.07 Pengat.iaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam
Pemerintahan Daerah Dalal .
P dan Pen) Tugas
1]05({01|2.07 | 02 |Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan JDL;::Z':] algal:t Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 5 Unit 100% DAU
1]05({01|2.07 | 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket Unit Paket Paket 100% Paket 1 Paket 100% DAU
1 loslot| 2071 10 Pengadaan Sefmna dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Unit Sax‘ana.dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit Uniit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% DAU
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
1 loslot] 207 11 Pengadaan Sarana.dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Pr.asar‘ana Pendukung Gedung Kantor atau 30 Unit 10 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 10 Unit 30 Unit 100% DAU
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa
105|01(2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Pi j Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran
dalam Pelak dan Penyelesaian Tugas
1 {05[01]2.08 | 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU
1]05({01|2.08 | 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 3::::‘;;‘:;2 ;‘i:‘i’:ﬁlm Jasa Komunikas, Sumber daya Air, 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 100% 36 Laporan 36 Laporan 100% DAU
. lah L: P i Peral Perl,
1 [05[01]2.08 | 03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor :g::tzr ya?lpg a'r)air;e(ieiﬁ::laan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU
1 {05[01]2.08 | 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor gl‘:::l::] al];::oran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU




REALISASI
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKIRAAN REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA PROGRAM / RANWAL RENJA DAN
KINERJA HASIL SKPD TAHUN 2025 KEGIATAN | RENSTRA SKPD s/d. 202 CATATAN
KODE REKENING URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD S S| s/d. 2026 SU\/IBEI‘?
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN (%) (2025) CAPAIAN |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1 (05)|01]2.09 . .
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  [Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas . . . . o . . "
1|05]01) 209 01 Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit Unit Unit Unit 100% Unit 12 Unit 100% DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  [Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang . . . . " . . o
1(05]011 209 02 Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 100% 22 Unit 22 Unit 100% DAU
1 losloil 200 09 Pcfnchharaan/Rchabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan Jl{mla.h QCdung Kanto]v' Flan vBangman Lainnya yang 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% DAU
Lainnya Dipemelihara/Dirchabilitasi
1 loslot]2.09] 10 Pcmcllharaan/Rchabl]nasl Sarana dan Prasarana Gedung Kantor JunTllah Sarana d.an Prasarana QCdung ‘Kar?tor atau Bangunan 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% DAU
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
1 loslotl 200 ] 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana .dan Prasarana Pendukung Jumlah Saran_a dan Prasara.na Pem.jukung.Gedux.lg l@mor atau 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% DAU
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
Persentase Ketersediaan Dok P Or
1{05(01|2.13 Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian
Kinerja
1 {05]01]2.13 | 05 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah :)Z?nﬂ::n?:hk;:l:;f oordinasi Penyusunan Laporan Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN
TIBUMTRANMAS
1 los o2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG
DITEGAKKAN
3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN
KOMPETENSINYA
P Gangguan K aman dan Ketertiban J—
1(05 {02 |2.01 Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas
- . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan
1]05(02]2.01] 03 Koordinasi Pcnycvlcnggaraan Kctcntcram;a n dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota .
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan
1]05(02]2.01| 04 Pemberdayaan Perlmdun&a.n Masyarakat dalam Rangka Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
Ketenteraman dan Ketertiban Umum .
Ketertiban Umum
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik o Dl . i §
1 {05]02]2.01 | 06 |Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Se.lma Antar [ embaga 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% DAU
- dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan
Ketertiban Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman " "
1(05{02]2.01| 08 Masyarakat Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja _— L
1 05|02 2.01 | 10 |Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional |-V Lah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan 6 Orang Orang Orang Orang 100% Orang 6 Orang 100% DAU
.. . L ] Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional
. o . . Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai
1]05({02]2.01] 11 Pembentukan Tim Penilai {\ngka Kredit dan Sckretariat Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP SK Kepala Dacrah




REALISASI RAAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKI REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN ROGRAM /
KINERJA KA SKPD TAHUN 2025 ' RANWAL RENJA DAN
HASIL KEGIATAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 | CATATAN
KODE REKENING URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN (%) (2025) CAPAIAN |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi  |Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk
1 [{05[02]2.01 | 12 |untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol  [Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, 6 Orang Orang Orang Orang 100% Orang 6 Orang 100% DAU
PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan
1]05{02]2.01| 13 |Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Lu:;il;i?}l:: Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan 6 Orang Orang Orang Orang 100% Orang 6 Orang 100% DAU
. . .. . Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan . X . .
1009 1009 DA
1]05(02]2.01( 14 Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas g;ll)::.:,zss SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan 60 Orang Orang Orang Orang 00% Orang 60 Orang 00% U
P han Gangguan K aman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1{05]02]2.01 | 15 |Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 12 Laporan 24 Kasus 24 Laporan 24 Laporan 100% 24 Laporan 12 Laporan 100% DAU
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan |dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Jumlah Laporan Gangguan Ketenteramg n dan Keterllban Umum
N . Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
1]05({02]2.01| 16 |Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan R . 12 Laporan 24 Kasus 24 Laporan 24 Laporan 100% 24 Laporan 12 Laporan 100% DAU
. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa .
Penindakan
1 loslo2] 201 ] 18 Pengadaan dan Pemellhar-aan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan l?rasarana Ketenteraman dan Ketertiban 60 Unit Unit 50 Unit 50 Unit 100% 50 Unit 58 Unit 100% DAU
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Umum yang Tersedia
1]05({02]2.01| 19 |Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1 {05[02]2.01 | 25 |Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas 6 Orang Orang Orang Orang 100% Orang 6 Orang 100% DAU
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan .
1]05(02]2.02 Peraturan Bupati/Walikota Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar
L. L; 1009 L. 12 L 1009 DA
105102 2.02 | 04 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan Laporan Aporan aporan 00% Aporan Aporan 00% U
1]05(02]2.02] 05 ;i?::gz:;hop Pencgakan Peraturan Dacrah dan Peraturan ']l;lc[;:: DD;):I_:JTC“ SOP Pencgakan Peraturan Dacrah dan Peraturan 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan
1 {05102 2.02 | 06 |Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah 1 Unit Unit Unit Unit 100% Unit 1 Unit 100% DAU
Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah  |Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran
L. L; 1009 L. 12 L 1009 DA!
105102202 | 07 dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan Laporan Aporan aporan 00% Aporan Aporan 00% U
1]05(02]2.02| 08 g:i(;l;gan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 12 Laporan Laporan Laporan Laporan 100% Laporan 12 Laporan 100% DAU
1 loslo2| 2021 09 Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas 12 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 12 Dokumen 100% DAU
Peraturan Daerah Pelanggaran Perda
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan "
100% DAU
1]05(02]2.02] 10 Dacrah Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah 6 Laporan Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan o
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  |Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran "
. > 2 2 L 100% DAU
1]05102]202( 11 Kepala Dacrah Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah Sesuai SOP 12 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan o




REALISASI RAAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKI REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA PROGRAM / RANWAL RENJA DAN
KINERJA HASIL SKPD TAHUN 2025 KEGIATAN CATATAN
KODE REKENING | URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN |  RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD RENSTRA SKFD s/d. 2026 SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN %) (2025) CAPAIAN  |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan
1]05(02]2.02( 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 12 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah
1]05(02]2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Kabupaten/Kota
1[05{02]2.03 | 02 |Pembentukan Sekretariat PPNS lS);rNatSchutusan Kepala Dacrah Tentang Pembentukan Sckretariat 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1 loslo2]2.03] 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan  |[Jumlah Df)kumcn Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 4 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 4 Dokumen 100% DAU
Penegakan Peraturan Daerah dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
lah A Mengikuti Diklat PPNS P k:
1]05({02]2.03 | 04 |Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah :)L:;r;;mn;;;::ruarhyang engikuti Diklat S Pencgakan 3 Laporan Laporan Laporan Laporan 100% Laporan 3 Laporan 100% DAU
1]05{02]2.03| 05 |Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 12 Laporan Laporan Laporan Laporan 100% Laporan 12 Laporan 100% DAU
. . lah L: Hasil P Peningk: K i
1[05[02]2.03 | 06 |Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS :’L;Zbaat P;};\(]’;anpe:es:gak?;g;?bangan dan Peningkatan Kapasitas 3 Laporan Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 3 Laporan 100% DAU
1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA
1 (05|03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN
PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
1]05({03|2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi,
T - . . Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1]05(03]2.01] 07 Sosialisasi, Komunikasi, Infonnasl. dan Edukasi (KIE) Rawan (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang — 150 Orang 300 Orang 300 Orang 100% 300 Orang — 100%
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) . . S
Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang
Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
1]05({03|2.01| 08 |Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi — 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen — 100%
1. Persentase Pelayanan P gahan dan Kesiay
Pel I K Terhadap Bencana
1 losloz| 2.02 Pelay P g dan Terhadap p .
Bencana 2. Persentase Peralatan Perli dan K
Bencana
1 loslo3] 2021 15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, _ 100 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 20 Unit _ %
Terhadap Bencana Keluarga maupun Petugas
1]05{03|2.02| 27 |Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota JDur‘nla.h‘ .Dol.mmen Rencana Penanggulangan Bencana yang — 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen — %
1]05{03|2.02 | 28 |Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negja\r.a dé.m Aparatur yang Mengikuti Pelatihan — 4 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 100% 6 Kawasan — %
Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1(05(03]2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana
1 losl03] 2.04] 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan _ 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen _ %
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Bencana




REALISASI
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKIRAAN REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA KA SKPD TAHUN 2025 FROGRAM/ | RANWAL RENJA DAN
. HASIL KEGIATAN | RENSTRA SKPD s/d. 2026 | CATATAN
KODE REKENING URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN %) (2025) CAPAIAN | CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, EDUKASI RAWAN KEBAKARAN
1]05|04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN
P han, Pengendalian, P d Pen; Persentase P han, Pengendalian, P d
1{05 |04 |2.01 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Peny dan P Bahan Berbahaya dan
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
1/05]04]2.01 | 01 [Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran 1 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 1 Dokumen 100% DAU
Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
. Jumlah Laporan Hasil Pelal Kegiatan K
1]05(04]201( 02 ]llzrl?d::::;}(iig Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% DAU
P Kabupaten/Kota
. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan
1 /05|04 201 03 ]P(ee’gke'g:‘a“ dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
Kebakaran dan Non Kebakaran
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
1]05/04(201 | 04 Dacr. j Kabupaten/Kota Y Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
P! yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi Sarana dan Prasarana Penceeahan. Penanseulanean Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana
1]05(04]|2.01] 05 Kebakaran dan Alat Pelindune Diri gahan, SEUIANEAN | 41 Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
s Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal
Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi
1]05({04|2.01| 07 |Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan 1 Orang 2 Orang Orang Orang 100% Orang 1 Orang 100% DAU
Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi &
. - . Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di
1]05]04| 201 | 08 izzgzigzz?a:‘gz‘gom“mk“‘ dan Informasi Kebakaran dan |G . - peoaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap 215 Desa/Kel 215 Desa/Kel | 215 Desa/Kel | 215 Desa/Kel 100% 215 Desa/Kel | 215 Desa/Kel 100% DAU
¥ Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat " "
1(05104) 201 | 12 Kebakaran dan Analis Kebakaran Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran 2 Laporan Laporan Laporan Laporan 100% Laporan 2 Laporan 100% DAU
1]05({04|2.01| 14 |Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran JKu;ﬂah D;Jkumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
1 [05]04]2.01 | 16 |Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran tlerzz.(hmg:l)kumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan
1 05|04 201 17 [ | T encegahan, SUIANEAN | b hanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan 1 Unit Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 1 Unit 100% DAU
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri A . N
Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, |Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, " "
1|05[04] 201 18 Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan | Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non 12 Dokumen 12 Dokumen Dokumen Dokumen 100% Dokumen 12 Dokumen 100% DAU
Non Kebakaran Kebakaran
105|04(2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data
1]05({04]2.02| 01 |Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran




REALISASI RAAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PERKI REALISASI
TARGET TARGET PROGRAM / KEGIATAN
TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
KINERJA PROGRAM / RANWAL RENJA DAN
KINERJA HASIL SKPD TAHUN 2025 KEGIATAN | RENSTRA SKPD s/d. 202 CATATAN
KODE REKENING URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN RENSTRA PD PROGRAM RENJA PD S S| s/d. 2026 SUMBER
DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2025-2029 DAN TINGKAT TAHUN [;ANA
(AKHIR TAHUN REALISASI TINGKAT
KELUARAN TARGET | REALISASI | REALISASI | BERJALAN
RENSTRA PD) KEGIATAN (%) (2025) CAPAIAN |CAPAIAN (%)
TAHUN 2024
Jumlah Dokumen yang Memuat Data
1]05({04|2.02| 02 |Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
105(04(2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang " "
1[05({04]2.03| 01 Pengujian Penycbab Kejadian Kebakaran Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% DAU
1]05(04]2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam P han Kebakaran Jumlah - " IKebakaran dalam Pencegahan
N dan Penangg K an
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan e .
1|05 |04] 204 | 01 |Penangeulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi | "2 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi 500 Orang 1000 Orang | 1000 Orang | 1000 Orang 100% Orang 500 Orang 100% DAU
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Masyarakat
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan
1 [05]04]2.04 | 02 [Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran 40 Desa/Kel 215 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel 100% 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel 100% DAU
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan " "
1[05({04]2.04 | 03 Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Dokumen 1 Dokumen 100% DAU
PANDAN, 29 AGUSTUS 2025
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TAPANULI TENGAH
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Tabel TC. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH |REALISASI PROYEKSI
NO ]ND]KA'I&O]; KINERJAgSESUAI TASRGET TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATSAI;I
TUGAS DAN FUNGSI PM IKK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISK
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
TERLAKSANANYA URUSAN PERIODE
PEMERINTAHAN BIDANG REN"RAODPD
L KETENTRAMAN DAN 2023-2026
KETERTIBAN UMUM SERTA P
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 1. CAKUPAN LAYANAN
* | ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 34 Orang 34 Orang 52 Orang
Jumlah D,O kumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen | 12 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen
Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD




TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH |REALISASI PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI |TARGET |TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATAN
TUGAS DAN FUNGSI SPM IKK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISIS
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
L 4 Laj 4L 4 L: 4L 4L 4L 4 Laj 4 L
KOO]’ dmas] Pcnyusunm Lapora_n Kcuanga_n \poran aporan aporan aporan aporan aporan \poran aporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan ; . ’ ’
Barang Milik Dacrah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan | 12 Dokumen | 12 Laporan 12 Laporan
Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 13 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket Paket 13 Paket 10 Paket
Kelengkapannya
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
P e A 2 2 2 2 2 2 2
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
Jmah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bac.a an d an Peraturan 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
Perundang-undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 120 Laporan | 60 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 120 Laporan | 120 Laporan | 60 Laporan
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk
Kelancaran dalam Pelal aan dan Pen: i
Tugas
Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau . . . . . . . .
L 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Lapangan yang Disediakan (Roda Dua) m m o o o o m m
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Unit Paket 1 Paket
Jumlah Unit Sarana dan Pr.asarAana Gedung Kantor atau 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 10 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 10 Unit 10 Unit 30 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan




TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH |REALISASI PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI |TARGET |TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATAN
TUGAS DAN FUNGSI SPM IKK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISIS
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk
Kelancaran dalam Pelal aan dan Penyel
Tugas
g:zl;l:a];)ap oran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan . ; . ’ ) .
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan . . . . . . . .
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit Unit Unit 12 Unit
Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan . . . . . . . .
yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit
Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit
Dipemelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau. 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit
Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | -\ 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan
Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan
dan Pencapaian Kinerja
Jwah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Kinerja Pemerintah Daerah
2 1. PERSENTASE PENANGANAN
: GANGGUAN TIBUMTRANMAS
2. PERSENTASE PERDA DAN
PERKADA YANG DITEGAKKAN
3. PERSENTASE PPNS YANG
DITINGKATKAN
KOMPETENSINYA
Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota




TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH |REALISASI PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI |TARGET |TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATAN
TUGAS DAN FUNGSI SPM KK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISIS
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan 5Dokumen | 5Dokumen | 5Dokumen | 5Dokumen | 5Dokumen | 5Dokumen | 5Dokumen | 5 Dokumen
Kejahatan
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen
Dimutakhirkan
Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang Orang Orang 6 Orang
Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim
Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah
Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji
Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke
Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang Orang Orang 6 Orang
Jenjang Jabatan
Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasnya Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang Orang Orang 6 Orang
Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang
Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang Orang Orang 60 Orang
Teknis Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 24 Kasus 24 Laporan 12 Laporan
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 24 Kasus 24 Laporan 12 Laporan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan 50 Unit 58 Unit 60 Unit 60 Unit 60 Unit Unit 50 Unit 58 Unit
Ketertiban Umum yang Tersedia
Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas Dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti
Peningkatan Kapasitas Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang Orang Orang 6 Orang
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas
Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan Laporan 12 Laporan
Daerah




TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH

REALISASI

PROYEKSI
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI |TARGET |TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATAN
TUGAS DAN FUNGSI SPM KK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISIS
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
Jumizh Dokumen SOP Penegakan Peraturan Dacrah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Unit 1 Unit 1 Unit | Unit 1 Unit Unit Unit 1 Unit
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan
Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan Laporan 12 Laporan
Daerah
Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan Laporan 12 Laporan
Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen Dokumen Dokumen 12 Dokumen
Pelanggaran Perda
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan Laporan 6 Laporan 6 Laporan
Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas
Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Daerah Sesuai SOP
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang
Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Persentase PPNS yang Ditingkatkan
Kompetensinya
Surat KC.P utusan Kepala Dacrah Tentang Pembentukan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Sekretariat PPNS
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen
Peraturan Daerah
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS
Penegakan Peraturan Dacrah Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Laporan Laporan 12 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas Pejabat PPNS Pencgak Perda 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Laporan 2 Laporan 3 Laporan
1. PERSENTASE Meningkatnya Sinergitas dan Integritas dalam
PENANGGULANGAN BENCANA P han Penenggul B
3.
2. PERSENTASE KETERSEDIAAN q q
PERALATAN PERLINDUNGAN Me"'“gk“tl'('z:i:e:i:la::: g:;lc':::"g”“ dan
DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA LR




NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI

TARGET
SPM

TARGET
IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN KE

REALISASI
CAPAIAN

PROYEKSI

TAHUN
2025

TAHUN
2026

TAHUN
2027

TAHUN
2028

TAHUN
2029

TAHUN
2024

TAHUN
2025

TAHUN
2026

CATATAN
ANALISIS

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara
Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah
Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya

300 Orang

150 Orang

300 Orang

Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang
Dilegalisasi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2. Persentase Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu
Warga Negara, Keluarga maupun Petugas

20 Unit

100 Unit

20 Unit

Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
yang Dilegalisasi

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

6 Kawasan

4 Kawasan

6 Kawasan

Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan
Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

1. CAKUPAN PENYEBARAN
INFORMASI DAN EDUKASI
RAWAN KEBAKARAN

2. PERSENTASE PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN
KEBAKARAN

Per P han, P dalian
P d Penyel dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya

12 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan
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6

7

8

9

9

10

11

12

13

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan
Kebakaran dan Non Kebakaran

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki
Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

2 Orang

Orang

1 Orang

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem
Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan
(SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau
Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun),
Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

215 Desa/Kel

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan
Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran
dan Analis Kebakaran

Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

Laporan

Laporan

2 Laporan

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional
Analis Kebakaran

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

2 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Unit

2 Unit

1 Unit

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama
dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen

12 Dokumen

Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan
Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen




TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH |REALISASI

PROYEKSI

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI |TARGET |TARGET TARGET INDIKATOR LAINNYA TAHUN KE CAPAIAN CATATAN
TUGAS DAN FUNGSI SPM IKK TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | ANALISIS
2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian
Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen
Meliputi Penelitian dan Pengujian
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan
Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 1000 Orang Orang 500 Orang
Kebakaran Setiap Tahunnya
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina
Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 215 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap i ; ) i i ; ;
Tahunnya
Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL
Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen
Damkar
PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISIPAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003




Tabel TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

RANCANGAN AWAL RKPD 2025

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025

Akhir Tahun SKPD

Tengah

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Akhir Tahun SKPD

Tapanuli Tengah

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

CATATAN
NO TARGET TARGET
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAP.:;IAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CARSIAN PAGU INDIKATIF PENTING
TERLAKSANANYA URUSAN TERLAKSANANYA URUSAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG = URLS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG = URLS PERIODE
PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG | RENSTRA OPD
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
I KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 2023-2026
UMUM SERTA PERLINDUNGAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN TELAH
MASYARAKAT UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UMUM SERTA PERLINDUNGAN TR
MASYARAKAT MASYARAKAT
R O AN LRy 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI EROCRAMIEE N NG S 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
1. PEMERINTAHAN DAERAH PERKANTORAN PEMERINTAHAN DAERAH PERKANTORAN
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
. Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan . Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi . Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi .
Kinerja P Kat D h Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja P Kat D: h Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
inerja Ferangiat Dacra Kinerja Perangkat Daerah inerja Ferangiat Daera Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat |Pandan Kab. Tapanuli |y -\ 1ok imen Perencanaan Perangkat Dacrah| 1 Dokumen | Rp 14,999,557,00 | enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pandan Kab. ;1 Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah| 1 Dokumen | Rp 8,220,557.00
Daerah Tengah Daerah Tapanuli Tengah
- . [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapora Lo Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapor:
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Pandan Kab. Tapanuli uman pokumen N an Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Pandan Kab. uman okumen N an Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen Rp - . Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen | Rp -
SKPD Tengah SKPD Tapanuli Tengah
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokuvmen Pexfuba.han RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pandan Kab. Jumlah Dokuvmen Pexfuba.han RKA-SKPD dan
Penbahan RKASKPD Tengah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen | Rp - |Porbahan RKA.SKPD Tapanuli Tengah |07 Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen | Rp -
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-  |Pandan Kab. Tapanuli [/U™12h Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- Pandan Kab, | WIah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen Rp - N Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen | Rp -
SKPD Tengah SKPD Tapanuli Tengah
SKPD SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pandan Kab. Tapanui |2 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pandan Kab, | WmIah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD Tengah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Rp - |perubahan DPA-SKPD Tapanuli Tenah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen | Rp -
& Dokumen Perubahan DPA-SKPD P 8% |Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Pandan Kab. Tapanuli |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | Laporan R R Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Pandan Kab. Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | Laporan R R
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tengah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian P P Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tapanuli Tengah  [Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian P P
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pandan Kab. Tapanuli \Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan | Rp 2,999,699.00 |Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah Pandan Kab. — JJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan | Rp 2,415,699.00
; Tengah Daerah Tapanuli Tengah  |Daerah
. . Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan . . Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
. - . . Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan . L . . Pandan Kab. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
3 . N 3 .
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tengah Tunjangan ASN 34 Orang Rp ,110,172,600.00 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tapanuli Tengah |Tunjangan ASN 34 Orang Rp ,110,172,600.00
A . Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan . . Pandan Kab. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
S - |Koord Iak kuntansi S -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tengah Akuntansi SKPD 1 Dokumen Rp dan P Akunt: SKPD Tapanuli Tengah | Akuntansi SKPD 1 Dokumen | Rp
- N . |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD . . Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan |Pandan Kab. Tapanuli dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan Rp _ |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pandan Kab. dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan Rp R




RANCANGAN AWAL RKPD 2025

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025

CATATAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:l"{flill‘\l PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:ll}gli; PAGU INDIKATIF PENTING
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan |Pandan Kab. Tapanuli | 2%/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan |  Pandan Kab,  |>uianan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
. Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 4 Laporan Rp - . . Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 4 Laporan Rp -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tengah . Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tapanuli Tengah )
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perse'n?ase K'etersedlaalt Pokumen /Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perse'n?ase K'etersedlaalt Pokumen /Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Penyusunan P Kebutuhan Barang Pandan Kab. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Milik Dacrah SKPD Tengah Dacrah SKPD I Dokumen | Rp 7:000,00000 | ik Dacrah SKPD Tapanuli Tengah  |Daerah SKPD ! Dokumen | Rp 7,000,000.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang  |Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan | Laporan R _ |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Pandan Kab. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan | Laporan R R
Milik Daerah pada SKPD Tengah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD apora P Milik Daerah pada SKPD Tapanuli Tengah |Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4pora P
Administrasi Pendapatan Daerah l’erst?n?ase Kflersedlaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah l’ers?n?ase Kflersedlaan Dokumen
Kew, P Kat D: h Administrasi Pendapatan Daerah K P Kat D h Administrasi Pendapatan Daerah
ewenangan Ferangiat Daera Kewenangan Perangkat Daerah ewenangan Ferangiat Dacra Kewenangan Perangkat Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Pandan Kab. Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
! 12 Dokumen | Rp - ! X ! 12 Dokumen | Rp -
Daerah Tengah Daerah Daerah Tapanuli Tengah |Daerah
I Pandan Kab. Tapanuli P P Pandan Kab. P
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan Rp - |Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah . Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan Rp -
Tengah Tapanuli Tengah
Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daya Aparatur Perangkat Daerah yang
Profesional Profesional
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 13 Paket Rp 611,272,116.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Panda\? Kab. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 13 Paket Rp 611,272,116.00
Kelengkapannya Tengah Kelengkapan Kelengkapannya Tapanuli Tengah |Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | Mega Mendung Kab. [Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mega Mendung  [Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
. - . y 2 g R 1 . . o . y 2 g R 1 .
Tugas dan Fungsi Bogor yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang P 00,000,000.00 Tugas dan Fungsi Kab. Bogor yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang P 00,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Dacrah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat Dacrah Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. . . |Jumlah Paket Komponen Instalasi . . Jumlah Paket Komponen Instalasi
P aan K Instalas Pa Kab. Tapanuli [ P aan K Instal Pa Kab. o
@yedmdn omponen Instafasi andan Kab. Tapanuli Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket Rp 3,594,000.00 énxedlaan omponen Instalasi ""d“‘? ab Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket Rp 3,594,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tengah . Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tapanuli Tengah .
Disediakan Disediakan
. Pa Kab. Tapanuli lah Paket Peralatan dan Kelengkapan Ka . Pa Kab. lah Paket Peralatan dan Kelengkapan Ka
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor andan Kab. Tapanuli Jumlah Pa .e‘ cralatan dan Kelengkapan Kantor 12 Paket Rp 137,792,403.00 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ""d“‘? ab Jumlah Pa .e‘ cralatan dan Kelengkapan Kantor 12 Paket Rp 137,792,403.00
Tengah yang Disediakan Tapanuli Tengah |yang Disediakan
) . Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang ) » Pandan Kab.  |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tengah Disediakan 12 Paket Rp 99,998,000.00 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tapanuli Tengah  |Discdiakan 12 Paket Rp 99,998,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pandan Kab. Tapanuli Jumlah.Pak.et Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Paket Rp 49,999,728.00 [Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pandax? Kab. Jumlah.Pak.et Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Paket Rp 49,999,728.00
Tengah yang Disediakan Tapanuli Tengah  |yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Bahan Bac'flan fian Peraturan 12 Dokumen | Rp 1,590.400.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pandax? Kab. Jumlah Dokumen Bahan Bac'flan fian Peraturan 12 Dokumen | Rp 1,590.400.00
Perundang-undangan Tengah Perundang-undangan yang Disediakan Perundang-undangan Tapanuli Tengah  [Perundang-undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 120 Laporan | Rp 217,500.000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pandan Kab. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 120 Laporan | Rp 217,500,000.00

Konsultasi SKPD

Tengah

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Konsultasi SKPD

Tapanuli Tengah

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan
Penyelesaian Tugas Penyelesaian Tugas
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau  [Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau . Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Pandan Kab. Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau .
L 5 Unit Rp - . L 5 Unit Rp -
Lapangan Tengah Lapangan yang Disediakan Lapangan Tapanuli Tengah |Lapangan yang Disediakan
Pandan Kab. Tapanuli . Pandan Kab. .
Pengadaan Mebel Tengah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket Rp - |Pengadaan Mebel Tapanuli Tengah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket Rp -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit R _ |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pandan Kab. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit R 285.303.621.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Tengah Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan P Kantor atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan P M
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Unit Sarana dan Prasarana vPendukung Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pandan Kab. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana vPendukung .
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tenoah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 10 Unit Rp - | Gedune Kantor atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 10 Unit Rp -
e 2 Y & Disediakan e g Y P! s Disediakan
Persentase Ketersediaan Laporan Persentase Ketersediaan Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran
dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pandan Kab. Tapanuli \Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan | Rp 3,988,900.00 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pandax? Kab. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan | Rp 3.988,900.00
Tengah Menyurat Tapanuli Tengah  [Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air  (Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Pandan Kab. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
L o . 36 Lapora R| 51,000,000.00 L . o L 36 Laporz R 51,000,000.00
dan Listrik Tengah Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan aporan P dan Listrik Tapanuli Tengah |Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan aporan P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Laporan Penyediaan .Jasa. Peralatan dan 12 Laporan | Rp 9.996.900.00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pandar‘1 Kab. Jun:nlah‘Laporan Penyediaan .Jasj\. }"eralatan dan 12 Laporan | Rp 9.996.900.00
Kantor Tengah Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor Tapanuli Tengah |Per Kantor yang Di
) Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan ) Pandan Kab.  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tengah Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan | Rp 83,008,371.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tapanuli Tengah |Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan | Rp 75,347,571.00
P se Pemeliharaan Barang Milik P se Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah ersentase el.ne tharaan Barang . n Pemeliharaan Barang Milik Daerah ersentase el.ne tharaan Barang N o
. N Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan . . Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . [Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau
. N Pandan Kab. Tapanuli . - - N Pandan Kab. N - .
Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Tengah Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit Rp - |Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Tapanuli Teneah Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit Rp -
Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan enga Dibayarkan Pajaknya Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan apanull lenga Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pandan Kab, Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Ten y b P! Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 22 Unit Rp 451,000,000.00 |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Tapanuli Ten y h Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 22 Unit Rp 451,000,000.00
Dinas Operasional atau Lapangan enga dan Perizinannya Dinas Operasional atau Lapangan apanuit 1engah g Perizinannya
Pemelihaman(Rehabilitasi Gedung Kantor dan  |Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Gedung KantPr dan Bangunan Lainnya | Unit Rp 10.000,000.00 Pemelihaman{Rehabilimsi Gedung Kantor dan Pandaxj Kab. Jumlah Gedung KantPr dan‘l?an‘gunan Lainnya | Unit Rp 30.000.000.00
Bangunan Lainnya Tengah yang Dipemelihara/Dirchabilitasi Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |yang Dipemelihara/Dirchabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana |Pandan Kab. Tapanul ||V Sarana dan Prasarana Gedung Kantor ) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana |  Pandan Kab, | W™ ian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor )
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tengah atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit Rp " |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit Rp )
ung atan Bangu 4 s Dipemelihara/Direhabilitasi edung U Bangu 4 PAaNU g | byipemelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pandan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan - Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit Rp 1,591,000.00 [Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan y Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit Rp 1,591,000.00

Lainnya

Tengah

Dipemelihara/Direhabilitasi

Lainnya

Tapanuli Tengah

Dipemelihara/Direhabilitasi
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Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan
Penataan Organisasi Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Penataan Organisasi Organisasi untuk Meningkatkan Sistem
Pelaporan dan Pencapaian Kinerja Pelaporan dan Pencapaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja  |Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan | Dokumen | R _ |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pandan Kab.  |Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan | Dokumen | R i
Pemerintah Daerah Tengah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah P Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah |Laporan Kinerja Pemerintah Daerah P
1. PERSENTASE PENANGANAN 1. PERSENTASE PENANGANAN
GANGGUAN TIBUMTRANMAS GANGGUAN TIBUMTRANMAS
PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN
2. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA
UMUM YANG DITEGAKKAN UMUM YANG DITEGAKKAN
3. PERSENTASE PPNS YANG 3. PERSENTASE PPNS YANG
DITINGKATKAN KOMPETENSINYA DITINGKATKAN KOMPETENSINYA
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
P tase Pena 3 P tase Pena 3
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah crsentase . enanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah ersentase . enanganan Gangguan
Tibumtranmas Tibumtranmas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
P Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi e Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi
K Penyel K 44N pndan Kab. Tapanuli [Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban K en K dan | pndanKab.  |Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum serta Perlindungan h - 8P yelenge! . O . 12 Dokumen | Rp - |Ketertiban Umum serta Perlindungan N } yelenge! . O . 12 Dokumen | Rp -
N Tengah Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat . Tapanuli Tengah |Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota ? Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota )
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
. . lah Dok ang M Hasil . lah Dok ang M Hasil
Pemb Perlind \ kat dalam  |Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokumen yans emuat Hasi Pemberd: Perlind dalam Pandan Kab. Jumlah Dokumen yans emuat Hasi
Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tengah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam | 12 Dokumen | Rp ~ |Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tapanuli Tengah |- omoerdayaan Perlindungan Masyarakat dalam | 12 Dokumen | Rp .
angka Retenteraman dan Retertiva U enga Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum angxa Retenteraman dan Retertioa U apanull lenga Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Pandan Kab. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja
dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan T y h P Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 5Dokumen | Rp 430,000,000.00 |dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan T T y h Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 5Dokumen | Rp 230,000,000.00
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum enga Rangka Pencegahan Kejahatan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum apanull lenga Rangka Pencegahan Kejahatan
. . lah Dok P Ketertil a . lah Dok P Ketertil
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokumen SOP Ketertiban U‘““',“ dan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Pandan Kab. Jumlah Dokumen SOP Ketertiban U‘““',“ dan
Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat 1 Dokumen Rp - . Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat 1 Dokumen | Rp =
Ketenteraman Masyarakat Tengah . . Ketenteraman Masyarakat Tapanuli Tengah . .
dan Dimutakhirkan dan Dimutakhirkan
Penmgkatan‘Kapasltavs SDN_l S.atuan Polisi . . |Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Penmgkatan‘Kapaslta.s SDM S.atuan Polisi . Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti
Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan |Pandan Kab. Tapanuli Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamon: Oran. R Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Pandan Kab. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamon: Oran. R
Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Tengah Praia e e P Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Tapanuli Tengah Praia e e P
Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Y Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Y
Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Pandan Kab. T: i Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Pandan Kab, Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat
Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol andan 8a0. [apanull\-ro) penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokumen Rp - |Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol andan 8a0. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokumen Rp -
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Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji
Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan |Pandan Kab. Tapanuli [Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan Oran. R R Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan Pandan Kab. K iuntuk Usulan Perpindahan Jabatan Oran. R R
ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Tengah ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan e P ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Tapanuli Tengah ~ [ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan s P
Kenaikan Jenjang Jabatan Kenaikan Jenjang Jabatan Kenaikan Jenjang Jabatan Kenaikan Jenjang Jabatan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Orang R R Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pandan Kab. Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Orang R R
Perlindungan Masyarakat Tengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya ang P Perlindungan Masyarakat Tapanuli Tengah |yang Ditingkatkan Kapasitasnya ang P
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pandan Kab, Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang
Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Ten ’ b P! Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Orang Rp - |Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Tapanuli Ten ’ h Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Orang Rp -
Teknis Satpol PP dan Satlinmas ened Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Teknis Satpol PP dan Satlinmas Apanull 1eNEA I pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
P han Gangguan K dan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan P han Gangguan K dan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Pandan Kab. Tapanuli Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Pandan Kab, Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Ten ’ h P! Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 24 Laporan | Rp 6,068,600,000.00 |Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Tapanuli Ten ’ h Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 24 Laporan | Rp 5,505,800,000.00
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan engd Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan apanuit fenga Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan
Pengawalan dan Pengawalan Pengawalan dan Pengawalan
. lah La g, Ketent B lah La o Ketent E
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Jum av aporan Giangguan Ketenteraman dan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Jum av aporan Gangguan Ketenteraman dan
. . |[Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan ; Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pandan Kab. Tapanuli . . Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Pandan Kab. . .
. . Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan 24 Laporan | Rp 56,750,000.00 . . N Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan 24 Laporan | Rp 56,750,000.00
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Tengah . Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Tapanuli Tengah .
Uniuk Rasa dan Kerusuhan Massa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Uniuk Rasa dan Kerusuhan Massa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang
d Dilakukan Penindakan d Dilakukan Penindakan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan 50 Unit R R Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pandan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan 50 Unit R R
Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tengah Ketertiban Umum yang Tersedia P Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Tapanuli Tengah  |Ketertiban Umum yang Tersedia P
) ) Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas ) ) PandanKab.  |Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota andan Kab. Tapanuli umah Dokumen SK Pembentukan Satgas Dokumen Rp - |Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota "“d‘“T ab umah Dokumen SK Pembentukan Satgas Dokumen Rp -
Tengah Linmas Tapanuli Tengah |Linmas
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pandan Kab. Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti
B . 3 Orang Rp - . . . 3 Orang Rp -
Pamong Praja Tengah Peningkatan Kapasitas Pamong Praja Tapanuli Tengah  |Peningkatan Kapasitas
Pencgakan Peraturan Dacrah Persentase Perda dan Perkada yang Pencgakan Peraturan Dacrah Persentase Perda dan Perkada yang
Kabupaten/Kota dan Peraturan Ditegakk: Kabupaten/Kota dan Peraturan Ditegakk:
Bupati/Walikota Hegalkan Bupati/Walikota Hegalkkan
Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar [Pandan Kab. Tapanut; || V™" Laporan Hasil Pembinaan dan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar | Pandan Kab, |12 Laporan Hasil Pembinaan dan
Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah Laporan Rp - . Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah Laporan Rp -
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tengah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah  |Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Dokumen R _ |Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah Pandan Kab. Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Dokumen Ry R
dan Peraturan Kepala Dacrah Tengah Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah P dan Peraturan Kepala Dacrah Tapanuli Tengah |Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah P
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang |Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Unit R _ |Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pandan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Unit R R
Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Tengah Peraturan Dacrah P Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Tapanuli Tengah ~ [Peraturan Dacrah P
Penyimpanan Barang Bukti) Penyimpanan Barang Bukti)
Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran  |Pandan Kab. Tapanuli |72 Laporan Hasil Penyclidikan Atas Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pandan Kab, [ U1ah Laporan Hasil Penyelidikan Atas
Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Laporan Rp - . Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Laporan Rp -
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tengah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah
Dukungan F Sidang Atas | Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Laporan Rp - Dukungan | Sidang Atas | Pandan Kab. Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Laporan Rp -
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F Admini i Penyidikan Oleh Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh Pandan Kab. Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil
s Dokumen Rp - N s Dokumen Rp
PPNS Penegak Peraturan Daerah Tengah Penyidikan Atas Pelanggaran Perda PPNS Penegak Peraturan Daerah Tapanuli Tengah |Penyidikan Atas Pelanggaran Perda
T . lah La Hasil Pelaks: ialisasi - lah La Hasil Pelaks: ialisa
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Pandan Kab. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 6 Laporan Rp - . Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 6 Laporan Rp
Peraturan Kepala Dacrah Tengah Peraturan Kepala Dacrah Tapanuli Tengah
Kepala Daerah Kepala Daerah
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Dacrah |Pandan Kab, Tapanul; |28t Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Dacrah | Pandan Kab, [ /Tl Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas
dan Peraturan Kepala Dacrah Tengah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 12 Laporan Rp - | dan Peraturan Kepala Dacrah Tapanuli Teneah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 12 Laporan | Rp
P s Kepala Daerah Sesuai SOP an Bep P! 5% |Kepala Daerah Sesuai SOP
§ Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pandan Kab. Tapanuli |yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pandan Kab. yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 12 Laporan Rp - |Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan . 12 Laporan Rp
Tengah Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Tapanuli Tengah |Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah
Kepala Dacrah Kepala Dacrah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  |Pandan Kab. Tapanuli [Persentase PPNS yang Ditingkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pandan Kab.  |Persentase PPNS yang Ditingkatkan
(PPNS) Kabupaten/Kota Tengah Kompetensinya (PPNS) Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Kompetensinya
) Pandan Kab. Tapanuli [Surat Keputusan Kepala Dacrah Tentang ) Pandan Kab.  |Surat Keputusan Kepala Dacrah Tentang
Pembentukan Sekretariat PPNS Tengah Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen Rp - |Pembentukan Sekretariat PPNS Tapanuli Tengah |Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen Rp
. . |Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama . . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Pandan Kab. Tapanuli umah Doxumen Hasti Feraksanaan Betja Sama Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Pandan Kab. umah Doxumen Hasti Feraksanaan Betja Sama
Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Dokumen Rp - . Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Dokumen Rp
dalam Pelaksanaan Pencgakan Peraturan Dacrah Tengah dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Tapanuli Tengah
Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPN Pandan Kab. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPN
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah andan 2ab. fapanuit|jumiah Aparatur yang Venglutl DIkl S Laporan Rp - |Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah andan 24 umah Aparatur yang Viengikuti Dica S Laporan Rp
Tengah Penegakan Peraturan Daerah Tapanuli Tengah |Penegakan Peraturan Daerah
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pandan Kab. Tapanuli |y 1 1 aporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | Laporan | Rp - [Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pandan Kab. ;- joh Laporan Hasil Kinerja Sckretariat PPNS | Laporan | Rp
Tengah Tapanuli Tengah
. [Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pandan Kab. Tapanuli [ . votan Kapasitas Pejabat PPNS Pencgak | 2 Laporan | Rp - |Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pandan Kab. |, G Katan Kapasitas Pejabat PPNS Pencgak | 2 Laporan | Rp
Tengah Tapanuli Tengah
Perda Perda
1. PERSENTASE PENANGGULANGAN 1. PERSENTASE PENANGGULANGAN
BENCANA BENCANA
3 PROGRAM PENANGGULANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCN 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN BENC I 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN
PERALATAN PERLINDUNGAN DAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN
KESIAPSIAGAAN BENCANA KESIAPSIAGAAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Pelayanan Informasi Rawan
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pandan Kab. Tapanuli Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi pandan Kab. Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per - Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk | 300 Orang | Rp - |(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per X y Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk | 300 Orang | Rp
Tengah . . N . Tapanuli Tengah . . .
Jenis Bencana) yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Bencana) yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai
Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya Tinggalnya
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Pandan Kab. Tapanuli [Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang 1 Dokumen Rp _ |Penyusunan Kajian Risiko Bencana Pandan Kab. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang | Dokumen | Rp

Kabupaten/Kota

Tengah

Dilegalisasi

Kabupaten/Kota

Tapanuli Tengah

Dilegalisasi




RANCANGAN AWAL RKPD 2025

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025

CATATAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA gill’{/‘\;lill‘\l PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:;}f:;; PAGU INDIKATIF PENTING
1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan 1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
P P dan K Pelay P han dan K
Terhadap Bencana Terhadap Bencana
2. Persentase Peralatan Perlindungan dan 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Bencana Kesiapsiagaan Bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Pandan Kab. Tapanuli J‘m,lléh Peralatan Penyelamatan Diri Bagi B Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Pandan Kab. J‘m,lléh Peralatan Penyelamatan Diri Bagi .
) Individu Warga Negara, Keluarga maupun 20 Unit Rp - | eYecE Individu Warga Negara, Keluarga maupun 20 Unit Rp -
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tengah Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tapanuli Tengah
Petugas Petugas
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana [Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan | Doku R Penyus Rencana P I Bencana Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan | Doku R
Kabupaten/Kota Tengah Bencana yang Dilegalisasi okumen P " |Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Bencana yang Dilegalisasi okumen P B
-  [Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang ) o Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pandan Kab. Tapanuli Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 6 Kawasan | Rp 65,300.319.00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pandax? Kab. Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 6 Kawasan | Rp 65.300.076.00
Kabupaten/Kota Tengah Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah
Bencana Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan
Bencana Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Bencana Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam [Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga 12 Doku R Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam | Pandan Kab.  |Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga 12 Doku R
P It Bencana Kab Kota Tengah dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana okumen P " |Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana okumen P B
1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI
DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PROGRAM PENCEGAHAN,
4 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN NON KEBAKARAN
2. PERSENTASE PELAYANAN 2. PERSENTASE PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN KEBAKARAN KORBAN KEBAKARAN
P P i P 1. Persentase Pencegahan, Pengendalian, P P i P 1. Persentase Pencegahan, Pengendalian,
Penyelamatan dan Penanganan Bahan P, d P dan P Penyelamatan dan Penanganan Bahan P, d P dan P
Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM Jumlah Dokumen NSPM
Pencegahan Kebakaran dalam Dacrah Pandan Kab. Tapanuli Pencegahan Kebakaran dalam Dacrah Pandan Kab.
KZ'LCU%::C:‘TK;:“ aran dalam Daeral andan Tci‘]b ah“p“"“ " |[Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam | 12 Dokumen | Rp 2,249,124,940.00 KZ';?&;C:‘;K;:" aran dalam Daera a "::L“‘l‘: T;‘b 1 [Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam | 12 Dokumen | Rp 1,989,924,940.00
paten/ s Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya P P! S | Dacrah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
) |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
EZT:TE:;L‘(IZ:TCZZ?%T:dahan Kebakaran dalam Pandan.ll_(c ?lb;;ap anuli Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman 12 Laporan | Rp 50,000,000.00 E‘::r:ia]?:;udZTC:‘;E%:::dahan Kebakaran dalam T:)a::jl?'li ?‘b"ah Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman 12 Laporan | Rp 50,000,000.00
paten/ &2 Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota P P 8 Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran —|Pandan Kab. Tapanuli |Kesiapsiagaan Petugas Piket dan ) 12 Dokumen | Rp _ |Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pandan Kab. Kesiapsiagaan Petugas Piket dan ) 12 Dokumen | Rp R

dan Non Kebakaran

Tengah

Pen: Evakuasi Saat F

Kebakaran dan Non Kebakaran

dan Non Kebakaran

Tapanuli Tengah

Pen: Evakuasi Saat F

Kebakaran dan Non Kebakaran




RANCANGAN AWAL RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025
CATATAN
NO TARGET TARGET
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PAGU INDIKATIF PENTING
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Pandan Kab. Tapanuli [Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun 12 Doku R Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Pandan Kab.  |Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun 12 Doku R
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tengah (B3) dan Penanganan Kebakaran yang okumen P " |Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |(B3) dan Penanganan Kebakaran yang okumen P B
Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota
A Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan P Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, . - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, L
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindun: Pandan Kab. Tapanuli [Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, I Dokumen | R - |Penangeulangan Kebakaran dan Alat Pelindun, Pandan Kab. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, I Dokumen | R R
Dbiri‘ BEuang! coaka ¢ s Tengah Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung © © P Dbiri sguiang? e ¢ J Tapanuli Tengah |Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung © © P
Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal
Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang
. Pandan Kab. Tapanuli |Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan . N Pandan Kab. Menmiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tengah Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Orang Rp - [Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tapanuli Tengah |Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Orang Rp )
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem
Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi ~ [Pandan Kab. Tapanuli Penyelamz.uzm (SK_[KP) ya‘ng Bisa di Secara Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Pandan Kab. Penyelamz.uzm (SK_[KP) yz{ng Bisa di Secara
Kebak: dan P Jamatan (SKIK) T h Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala 215 Desa/Kel | Rp * |Kebak dan P Jamatan (SKIK) T T h Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala 215 Desa/Kel | Rp -
cbakaran dan Fenyclamatan enga (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time coakaran dan enyelamatan apanull lenga (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time
yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap
Tahunnya Tahunnya
Peninakatan K i Pejabat Fungsional |Pandan Kab. Tapanul; "4 Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan : atan K i Pejabat F ) pandan Kab, |"umlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan
Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tengah Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Laporan | Rp ” |Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tapanuli Tengah | <ompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Laporan | Rp )
© ¢ s Re ones Kebakaran dan Analis Kebakaran emada N i N P € Kebakaran dan Analis Kebakaran
Penyel Jabatan F | Analis Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Dokumen R P 1 Jabatan F 1 Analis Pandan Kab. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Dokumen R R
Kebakaran Tengah Fungsional Analis K cbakaran P Kebakaran Tapanuli Tengah  [Fungsional Analis Kebakaran P
Pen; Jabatan F | Pemadam [Pandan Kab. Tapanuli |Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan P 1 Jabatan F | Pemadam Pandan Kab. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan
. Dokumen Rp - . . Dokumen Rp -
Kebakaran Tengah Fungsional Pemadam Kebakaran Kebakaran Tapanuli Tengah  [Fungsional Pemadam Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, ) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan
P L Kebakaran dan Alnt Polind Pandan Kab. Tapanuli [dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat 2 Unit R b L Kebakaran dam Alat Pofind Pandan Kab.  |dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat 2 Unit R 3.087.420.000.00
D?:anggu angan Bebakaran dan Alat Felindung Tengah Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai n P - Dﬁ:anggu angan Bebakaran dan Alat Felindung Tapanuli Tengah |Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai n P T
Standar Teknis Terkait Standar Teknis Terkait
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja
Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan . |Sama dan Koordinasi antar Wilayah Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Sama dan Koordinasi antar Wilayah
Pandan Kab. Tapanuli . Pandan Kab. N N N
Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Tenoah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Dokumen Rp - |Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Tapanuli Teneah Kabup Kota dalam F Dokumen Rp -
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan s Py I: Kebakaran dan Pen Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan P! & Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran Kebakaran dan Non Kebakaran Non Kebakaran Kebakaran dan Non Kebakaran
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Jumlah Dokumen yang Memuat Data
. 3 i /Li . X /Li
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pandan Kab. Tapanuli Bz.mgunan/Gedung ngkun.g.a n y:«l ne .| 12Dokumen | Rp 30,250,000.00 |Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pandax? Kab Bz.mgunan/Gedung ngkun.g.a n y:a ne . | 12Dokumen | Rp 30.250,000.00
Tengah Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Tapanuli Tengah ~ [Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Pandan Kab. Tapanuli Gedung/Li yang hi Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Pandan Kab. Gedung/Li yang hi
Kebakaran Tengah Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi 12 Dokumen | Rp ~ [Kebakaran Tapanuli Tengah  |Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi 12 Dokumen | Rp )
Kebakaran Kebakaran




RANCANGAN AWAL RKPD 2025

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025

CATATAN
NO
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:l"{flill‘\l PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:ll}gEATV PAGU INDIKATIF PENTING
Investigasi Kejadian Kebakaran Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Pandan Kab, Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian
Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian - ap Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan | 12 Dokumen | Rp - |Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian . ) Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan | 12 Dokumen | Rp -
Tengah - = . Tapanuli Tengah - - .
Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Relawan Pemadan Kebakaran dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Relawan Pemadan Kebakaran dalam
Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Pemberd: kat dalam P . |Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Pemberd: kat dalam P I Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan
A Pandan Kab. Tapanul I Pandan Kab. -
dan Penanggulangan Kebakaran Melalui an d“Te: ahdpmu ! 1l Edukasi P than dan Orang Rp 534,696,361.00 [dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Ta d:n:l? T;b ah 1 Edukasi P than dan Orang Rp -
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat & Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat P! S | penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pandan Kab. Tapanuli | Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada 40 Desa/Kel | R R Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pandan Kab. Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada 40 Desa/Kel | Ry R
Pemadam Kebakaran Tengah Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran ) P Pemadam Kebakaran Tapanuli Tengah |Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran ) P
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pandan Kab. Tapanuli Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pandan Kab, Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL
Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Ten ’ b P! Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Dokumen Rp - [Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Tapanuli T “U" h Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Dokumen Rp -
dan Prasarana enga Sapras Damkar dan Prasarana apanull lenga Sapras Damkar

TOTAL JUMLAH Rp 14,452,225,294.00 Rp 16,273,228,511.00

P

=

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003




TABEL TC. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

o RANCANGAN AWAL RKPD CATATAN
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET | PENTING
CAPAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN .,
L KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN oD 2026
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI
° |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERKANTORAN
. Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja A
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Pandan Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah . Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
Tapanuli Tengah
- Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tapanuli Tengah |Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
Pandan Kab Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - * . |Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- | 1 Dokumen
Tapanuli Tengah SKPD
- Pandan Kab.  {Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tapanuli Tengah |Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ! Dokumen
Pandan Kab Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD . " |Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 1 Dokumen
Tapanuli Tengah
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pandan Kab.  |Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tapanuli Tengah |Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja P
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pandan Kab. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
J Tapanuli Tengah P ] P
- . Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pandan Kab. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Oran,
4 Y vang Tapanuli Tengah & yang Y Nang s
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pandarll Kab.  [Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi | Dokumen
Tapanuli Tengah |SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pandan Kab. Jumiah Lap oran Kcugnga.p Akhir Tahun SKPD dan
SKPD Tapanuli Tengah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pandan Kab.  [Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 4 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tapanuli Tengah |Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan P
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- . - Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pandap Kab. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
SKPD Tapanuli Tengah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pandan Kab.  [Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1 Laporan
pada SKPD Tapanuli Tengah |Barang Milik Daerah pada SKPD P
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi
Perangkat Daerah Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
. S Pandan Kab. . . .. -
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah . Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen
Tapanuli Tengah
S Pandan Kab. I
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah . Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan
Tapanuli Tengah
- . . Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Aparatur Perangkat Dacrah yang Profesional
. . . Pandan Kab. . . .
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya . Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 13 Paket
Tapanuli Tengah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Mega Mendung [Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 2 Oran,
Fungsi Kab. Bogor  |Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan s
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Pandan Kab.  [Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- A 1 Paket
Kantor Tapanuli Tengah |Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pandan Kab.  |Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang 12 Paket

Tapanuli Tengah

Disediakan
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PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET | PENTING
CAPAIJAN
. L Pandan Kab. L L
Penyediaan Bahan Logistik Kantor . Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
Tapanuli Tengah
. Pandan Kab.  |Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tapanuli Tengah |Disediakan 12 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pandall*l Kab. - |Jumlah DokumenlBal'um Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 Dokumen
Tapanuli Tengah |undangan yang Disediakan
- . Pandan Kab.  [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tapanuli Tengah |Konsultasi SKPD 120 Laporan
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk
Pemerintahan Daerah Kel an dalam Pelal dan Penyelesai
Tugas
. . Pandan Kab.  [Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan .
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Tapanuli Tengah |yang Disediakan (Roda Dua) 5 Unit
Pengadaan Mebel Pandap Kab. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket
Tapanuli Tengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Pandan Kab.  |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau .
. . . Lo 1 Unit
Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pandan Kab.  {Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung .
. . . S 10 Unit
atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Persentase Ketersedi Laporan Pen Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk
Daerah Kel an dalam Pelal dan Penyelesai
Tugas
. Pandan Kab. .
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tapanuli Tengah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
. - . o Pandan Kab.  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tapanuli Tengah |daya Air, Listrik yang Disediakan 36 Laporan
L I S Pandan Kab.  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan o
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tapanuli Tengah |Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
. Pandan Kab.  [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tapanuli Tengah |Kantor yang Disediakan 12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peﬁyedlaan Jasa Pemeliharaan, B faya Pemeliharaan, d?n Pandan Kab.  |Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan .
Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas . . L . . Unit
Jabatan Tapanuli Tengah |Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Pandan Kab.  [Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang 22 Unit
dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Tapanuli Tengah |Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Pandan Kab.  [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang .
. . . R . e 1 Unit
Lainnya Tapanuli Tengah |Dipemelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pandan Kab.  |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pandan Kab.  [Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tapanuli Tengah |atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi
Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan
Penataan Organisasi Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan
dan Pencapaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan
. o . 1 Dokumen
Daerah Tapanuli Tengah |Kinerja Pemerintah Daerah
1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN
TIBUMTRANMAS
23 EROGRHT PE]:(HE(T;;J(II;I?II;]Z;I( ijD;[EgDEERAMAN D 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG
DITEGAKKAN
3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN
KOMPETENSINYA
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban .
Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi
X . Pandan Kab. .
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Tapanuli Tencah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen
Kabupaten/Kota P S serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Pandan Kab. ';::thz zotgrﬁzsyz:i];f?;}z;izs: l]::nlz';:ersfe};::an 12 Dokumen
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tapanuli Tengah ung 4 e

dan Ketertiban Umum
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Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Pandan Kab. .
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan . Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan 5 Dokumen
p Tapanuli Tengah .
Ketertiban Umum Kejahatan
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Pandan Kab. Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umun"l dan
- Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan 1 Dokumen
Masyarakat Tapanuli Tengah | . .
Dimutakhirkan
Penmgl.catan I_(a'pasnas SDM S_aluan Polisi Pamong Praj.a Pandan Kab.  |Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan
Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Tapanuli Teneah |dan Pelatihan Dasar Polisi Pz Prai: Orang
Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional apanull Tengah | dan Felatihan Lasar FOUst Famong Fraja
Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pandan Kab. Jum.la}_l Tim Penilai _Angka Kredit dz?n Sckretariat Tim
Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Tapanuli Tengah Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dokumen
Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi Pandan Kab Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji
untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol Tapanuli Ten 'ah Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Orang
PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan P = Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan
. . . Pandan Kab.  {Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Tapanuli Tengah |Ditingkatkan Kapasitasnya Orang
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pandan Kab. Julmlla.h Anggota Satpol PP dan Satllmnas.yang .
. . . X : . Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Orang
Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Tapanuli Tengah : .
Teknis Satpol PP dan Satlinmas
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Pandan Kab.  |Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah 24 Laporan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Tapanuli Tengah |Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, P
Pengawalan Pengamanan dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan I_(etertlban
. s Pandan Kab.  |[Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban - 8 . 24 Laporan
. Tapanuli Tengah |Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa X .
Massa yang Dilakukan Penindakan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pandan Kab.  [Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan 50 Unit
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tapanuli Tengah |Ketertiban Umum yang Tersedia
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Pandag Kab. Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas Dokumen
Tapanuli Tengah
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Pandarll Kab. Jumla}ll Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Orang
Tapanuli Tengah |Kapasitas
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan .
Peraturan Bupati/Walikota Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Pandan Kab.  [Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Laporan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah |Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah apord
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan
- Dokumen
Kepala Daerah Tapanuli Tengah |Peraturan Kepala Daerah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pandan Kab
Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar . " |Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Unit
. . Tapanuli Tengah
Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Pandan Kab. Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan
- Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Laporan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah Dacrah
Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Pandan Kab. L.
Dacrah Tapanuli Tengah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Laporan
Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Pandan Kab.  Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas
. Dokumen
Peraturan Daerah Tapanuli Tengah |Pelanggaran Perda
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala | Pandan Kab.  [Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan 6 Laporan
Daerah Tapanuli Tengah |Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah apora
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pandan Kab. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas
Peraturan Kepala Dacrah Tapanuli Tengah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 12 Laporan
Daerah Sesuai SOP
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pandan Kab. Ju.mlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang
- Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 12 Laporan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ll «
Kabupaten/Kota Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Pembentukan Sekretariat PPNS Surat chutusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Dokumen
Sekretariat PPNS
. . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Dokumen

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah
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Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Dacrah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Laporan
Peraturan Daerah
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS Laporan
. . Pandan Kab.  Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Tapanuli Tengah |Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2 Laporan
1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA
3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN
PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Pandan Kab.  |Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara 300 Oran
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Tapanuli Tengah |Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah s
Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pandan Kab. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi| 1 Dokumen
yu Y P Tapanuli Tengah Y yang 8
1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan
Pelayanan P han dan Kesiapsi Terhadap Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Bencana 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Pandan Kab.  (Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga .
. 20 Unit
Terhadap Bencana Tapanuli Tengah |Negara, Keluarga maupun Petugas
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Pandan Kab.  (Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang
. . L 1 Dokumen
Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Dilegalisasi
. s Pandan Kab.  [Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6 Kawasan
. Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Dasar Penanggulangan Bencana
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan
. . 12 Dokumen
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, EDUKASIRAWAN KEBAKARAN
4 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN
DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Persentase P —os o
Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pandan Kab Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - * . |Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap 12 Dokumen
Tapanuli Tengah
Tahunnya
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Pandan Kab. Jum.lah F.aporan Hasil Pe}aksanaan Kegiatan
Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran 12 Laporan
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Pandan Kab. Jum.la.h Dokumen Hasil }?elaksanaan Kegiatan .
Kebakaran Tapanuli Tencah Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi | 12 Dokumen
€ panult Tengal |q.at Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Pandan Kab.  [Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 12 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah |Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Pandan Kab.  [Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, | Dokumen
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tapanuli Tengah |Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal
Pandan Kab Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran . * . |Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Orang
Tapanuli Tengah

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
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PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET | PENTING
CAPAIAN
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem
Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan | Pandan Kab.  [(SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau 215 Desa/Kel
Penyelamatan (SKIK) Tapanuli Tengah |Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun),
Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Pandan Kab. Jut_nlah Laporz_m Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetenﬁ
. . Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Laporan
Kebakaran dan Analis Kebakaran Tapanuli Tengah
Kebakaran
. . Pandan Kab.  {Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Tapanuli Tengah |Analis Kebakaran Dokumen
. Pandan Kab.  [Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Tapanuli Tengah |Pemadam Kebakaran Dokumen
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Pandan Kab. Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pcnc_cgahan d.a n .
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tapanuli Tengah Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang 2 Unit
Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pandan Kab.  |Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Dokumen
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Tapanuli Tengah |Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Persentase Ketersedi: Dokumen I ksi
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kelancaran
dalam Pelak dan Penyel Tugas
Pandan Kab Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tapanuli Ten Aah Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan 12 Dokumen
P €% | Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Pandan Kab Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran . " |Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan | 12 Dokumen
Tapanuli Tengah .
Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
e Teaio s Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Investigasi
Investigasi Kejadian Kebakaran Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pandan Kab. Jumlah Dokumen yang Memuat H4a sil AKeJ a(}llan R
P S . Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi | 12 Dokumen
Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Tapanuli Tengah o ..
Penelitian dan Pengujian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Persentase Relawan Pemadan Kebakaran dalam
Kebakaran Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi
e . Pandan Kab. .
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi . Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang
Tapanuli Tengah -
Masyarakat Setiap Tahunnya
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina
) . ) . Pandan Kab.  [Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem .
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tapanuli Tengah |Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap 40 Desa/Kel
Tahunnya
§ o - . : . Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Pandan Kab. Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Dokumen

Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tapanuli Tengah

Damkar

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025
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Tabel TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

. Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan . L. . Catatan
Kode Rekening Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Kebutuhan Dana / Penting Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P i
05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 2023-2026
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT PR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
05 01 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp  5,257,783,495.00 Rp 3,969,228,109.00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan,
5 X ,636,256. ,893,167.
0 0201 Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10,636,256.00 Rp 17,893,167.00
05 | 01 [2.01 | 01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah T;);;ldualxi] ,Il_((:_l: g ah 1 Dokumen | Rp 8,220,557.00 DAU 1 Dokumen | Rp 14,921,331.00
- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pandan Kab.
05 | 01 |2.01 | 02 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tapanuli Tengah 1 Dokumen | Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pandan Kab.
05 | 01 |2.01| 03 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tapanuli Tengah 1 Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
L Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pandan Kab.
05 | 01 |2.01| 04 [Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tapanuli Tengah 1 Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
L Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pandan Kab.
05 | 01 [2.01 | 05 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tapanuli Tengah 1 Dokumen | Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capalall Kl 11§rja dan Ikhtisar Realisasi Kfnerja. SK.PD Pandan Kab.
05 | 01 |2.01 | 06 . PR, dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja . 1 Laporan Rp - DAU 1Laporan | Rp -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD X e Tapanuli Tengah
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
05 | 01 |2.01 | 07 |[EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pandar) Kab. 1 Laporan Rp 2,415,699.00 DAU 1 Laporan | Rp 2,971,836.00
Tapanuli Tengah
05 | o1 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Rp  3,110,172,600.00 Rp  2,828,846,030.00
Keuangan Perangkat Daerah
05 | 01 [2.02| 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN T:;;ldualxi]’ll'(;l:g;ah 34 Orang Rp  3,110,172,600.00 DAU 520rang | Rp  2,828,846,030.00
05 | 01 |2.02| 04 [Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD T:;:nd;? _I;: n:ah 1 Dokumen | Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Pandan Kab.
05 | o 2.02) 05 SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tapanuli Tengah ! Laporan Rp ) DAU ! Laporan Rp )
L Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
05 | 01 |2.02| 07 Koordinasi d an Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pandar) Kab. 4 Laporan Rp - DAU 4 Laporan Rp -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD . Tapanuli Tengah
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase Ketersediaan D / Laporan A istrasi
05 | 01 1203 Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 7,000,000.00 Rp 7,000,000.00
05 | 01 |2.03| o1 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dacrah g o cana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pandan Kab. 1 Dokumen | Rp 7,000,000.00 DAU | Dokumen | Rp 7,000,000.00
SKPD Tapanuli Tengah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Pandan Kab.
05 | 01 1203 05 pada SKPD Daerah pada SKPD Tapanuli Tengah ! Laporan Rp B DAU 1 Laporan Rp 3
A asi P p Daerah Ki Perangkat |Persentase Ketersediaan Dok A istrasi Pendap
05 | 01 ]2.04 Daerah Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Rp Rp
. - . . . o Pandan Kab.
05 | 01 [2.04| 04 [Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Tapanuli Tengah 12 Dokumen | Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
05 | 01 |2.04| 07 |[Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pandan Kab. 12 Laporan R DAU 12 Laporan R|
X elapo engelol etribusi Dae Jur poO engelo! etribusi Dael Tapanuli Tengah apora; p - aporal p -
05 | 01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Komp.etensl Sumber Daya Aparatur Rp 711,272,116.00 Rp -
Perangkat Daerah yang Profesional
. . . . . . Pandan Kab.
05 | 01 [2.05| 02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Ta;:nd:]ri] T:nbgah 13 Paket Rp 611,272,116.00 DAU 10 Paket Rp -
05 | o1 1205 09 Pcndlqlkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumle.xh.chawal Bcrd.asarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Mega Mendung Kab. 2 Orang Rp 100.000,000.00 DAU 2 Orang Rp }
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bogor
05 | 01 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 510,474,531.00 Rp 543,541,257.00




Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekeni Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja P Kegiat T Catatan T.
ode Rekening Program Kegiatan ndikator Kinerja Program Kegiatan . arg.et Kebutuhan.Dar.\a / Penting arg.et KebutuhanIDan.a /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
05 | o1 1206 o1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan |Jumlah Paket l‘(om!)onen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Panda:} Kab. | Paket Rp 3.594,000.00 DAU | Paket Rp 3.589,668.00
Kantor Kantor yang Disediakan Tapanuli Tengah
. L Pandan Kab.
05 | 01 [2.06| 02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan dnddrf ab 12 Paket Rp 137,792,403.00 DAU 12 Paket Rp 171,103,950.00
Tapanuli Tengah
05 | 01 |2.06| 04 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pandax_] Kab. 12 Paket Rp 99,998,000.00 DAU 12 Paket Rp 99,941,900.00
Tapanuli Tengah
05 | 01 [2.06| 05 [Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pandar.l Kab. 12 Paket Rp 49,999,728.00 DAU 12 Paket Rp 49,815,339.00
Tapanuli Tengah
05 | 01 [2.06| 06 [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jundah.Dolfumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pandar.l Kab. 12 Dokumen | Rp 1,590,400.00 DAU 12 Dokumen | Rp 1,590,400.00
yang Disediakan Tapanuli Tengah
05 | 01 |2.06| 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyclenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pandan Kab. 120 Laporan | Rp  217,500,000.00 DAU 60 Laporan | Rp  217,500,000.00
SKPD Tapanuli Tengah
- . Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
05 | 01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam F dan Rp  285,303,621.00 Rp -
Pemerintahan Daerah .
Penyelesaian Tugas
. . Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Pandan Kab. B .
05 | 01 |2.07| 02 |Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan Tapanuli Tengah 5 Unit Rp - DAU 5 Unit Rp -
L Pandan Kab.
05 | 01 [2.07| 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dnddrf ab Paket Rp - DAU 1 Paket Rp -
Tapanuli Tengah
os | o1 12071 10 Pengadaan S@na dan Prasarana Gedung Kantor atau Ju@ah Unit Sarlana Flan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Pandar.l Kab. 1 Unit Rp 285.303.621.00 DAU | Unit Rp ;
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Tapanuli Tengah
os | o1 |207] 11 Pengadaan SaranaAdan Prasarana Pendukung Gedung Kantor  [Jumlah Unit S‘arana dan Pr.asarfina Pendukung Gedung Kantor atau Pandarf Kab. 10 Unit Rp ) DAU 30 Unit Rp R
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan Tapanuli Tengah
Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang
05 | 01 |2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Rp 140,333,371.00 Rp 109,399,495.00
Pelal dan Penyel Tugas
. . Pandan Kab.
05 | 01 [2.08| 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tapanuli Tengah 12 Laporan | Rp 3,988,900.00 DAU 12 Laporan | Rp 3,988,900.00
05 | 01 208 | 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listik | "miah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Pandan Kab. 36 Laporan | Rp 51,000,000.00 DAU 36 Laporan | Rp 25,000,000.00
Listrik yang Disediakan Tapanuli Tengah
. ah Laporan P iaan Jasa Peralatan dan Perlenckapan Ka Pandan Kab.
05 | 01 [2.08| 03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlal aporan enyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dnddrf ab 12 Laporan | Rp 9,996,900.00 DAU 12 Laporan | Rp 5,070,000.00
yang Disediakan Tapanuli Tengah
05 | 01 |2.08| 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penycdiaan Jasa Pelayanan Unum Kantor yang Pandan Kab. 12 Laporan | Rp 75,347,571.00 DAU 12 Laporan | Rp 75,340,595.00
Disediakan Tapanuli Tengah
os | o1 |2.00 Pemell.haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Perflellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp 482,591,000.00 Rp 462,548,160.00
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak |Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Pandan Kab. . .
1 |2 1 . . L . . . R - DA 12 R -
0510 0910 Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tapanuli Tengah Unit P v Unit P
05 o1 1209 02 Pen.y?dlaan Jasa Peme]l.haraan, Bla?'a Pemeliharaan, Pajak dan .Iumlal.l Kenderaan Punas Oper.as.mnal atau Lapangan yang Dipelihara Pandat? Kab. 22 Unit Rp 451,000,000.00 DAU 22 Unit Rp 451,000,000.00
Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tapanuli Tengah
05 | o1 1209 09 Pc?-ncllharaan/Rchablhtasn Gedung Kantor dan Bangunan Ju.mlah (j‘vcdung }(antoT Flan.Ballgunan Lainnya yang Panda{) Kab. 1 Unit Rp 30,000,000.00 DAU 1 Unit Rp 10,000,000.00
Lainnya Dipemelihara/Direhabilitasi Tapanuli Tengah
os | o1 1200 10 Pemellharaan/Rehabllltasf Sarana dan Prasarana Gedung Jurrdah.Sa.rane.x dan Pr'asaran‘a.Gsfiung Kantor atau Bangunan Lainnya Pandar.l Kab. 1 Unit Rp ) DAU | Unit Rp ;
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi Tapanuli Tengah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung  Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Pandan Kab. B .
051 01 1209\ 1 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi Tapanuli Tengah 1 Unit Rp 1,591,000.00 DAU 1 Unit Rp 1,548,160.00
s Persentase Ketersediaan Dok P, Or i untuk
05 | 01 1213 Penataan Organisasi Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja Rp ) Rp °
05 | o1 12131 o5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pandax} Kab. 1 Dokumen Rp R DAU | Dokumen | Rp R
Daerah Daerah Tapanuli Tengah
1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN
TIBUMTRANMAS Rp  5,792,550,000.00 Rp  6,044,143,687.00




Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekeni Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja P Kegiat T Catatan T.
ode Rekening Program Kegiatan ndikator Kinerja Program Kegiatan . arg.et Kebutuhan.Dar.la / Penting arg.et KebutuhanIDan.a /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
o5 | o2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG
KETERTIBAN UMUM DITEGAKKAN
3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN
KOMPETENSINYA
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban .
05 02 2.01 Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas Rp  5,792,550,000.00 Rp 5,746,006,940.00
- . Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan
05 | 02 |2.01| 03 Koordinasi Peny.elenggaraan Ketenteramfm dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pandar.l Kab. 12 Dokumen | Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |, . Tapanuli Tengah
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Pandan Kab.
05 | 021201 04 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tapanuli Tengah 12 Dokumen | Rp B DAU 12 Dokumen | Rp B
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik . .
05 | 02 [2.01| 06 |Pencegahan dan P G Ketenteraman dan [ T1ah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Pandan Kab. 5Dokumen | Rp  230,000,000.00 DAU 5 Dokumen | Rp -
A Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Tapanuli Tengah
Ketertiban Umum
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Pandan Kab.
05 | 02 |2.01) 08 Masyarakat Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Tapanuli Tengah ! Dokumen Rp ) DAU I Dokumen | Rp )
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja I - .
05 | 02 |2.01| 10 [Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional g;“;‘:hpl\lli’f‘]_r":::;s):‘l";]m?: yang Menglkuti Pendidikan dan Pelatihan T:a:nd? ']l'(z:lah Orang Rp - DAU 6 Orang Rp -
Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional sarFolis ong ra) panull feng
. . . . Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka
05 [ 02 |2.01| 11 Pembentukan Tim Penilai 5ngka Kredit dan Sckretariat Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Pandar.l Kab. Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Dacrah Tapanuli Tengah
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi ~ |Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Pandan Kab.
05 | 02 |2.01 | 12 [untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol |Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi Tapanuli Ten 4ah Orang Rp - DAU 6 Orang Rp -
PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan panuli Teng
05 | 02 |2.01 | 13 [Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Jumla}.l SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Pandax_l Kab. Orang Rp - DAU 6 Orang Rp -
Kapasitasnya Tapanuli Tengah
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan  [Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas Pandan Kab.
05 1 021201 14 Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas  |SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Tapanuli Tengah Orang Rp B DAU 60 Orang | Rp 99,999,800.00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Pandan Kab,
05 | 02 |2.01 | 15 [Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan . . 24 Laporan | Rp  5,505,800,000.00 DAU 12 Laporan | Rp  5,535,797,259.00
. . . Tapanuli Tengah
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan |Penyuluhan, Pela Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pandan Kab
05 | 02 [2.01| 16 [Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan |Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Tapanuli Ten | ah 24 Laporan | Rp 56,750,000.00 DAU 12 Laporan | Rp 110,209,881.00
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan P &
05 | 02 1201 18 Pengadaan dan Pemellhafaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sara.na dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pandar.\ Kab. 50 Unit Rp R DAU 58 Unit Rp R
Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Tapanuli Tengah
. . B Pandan Kab.
05 | 02 [2.01| 19 [Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas . Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Tapanuli Tengah
. . . . . . . Pandan Kab.
05 | 02 [2.01 | 25 |Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Tapanuli Tengah Orang Rp - DAU 6 Orang Rp -
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan .
05 | 02 |2.02 Peraturan Bupati/Walikota Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Rp - Rp 125,293,553.00
Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Pandan Kab.
05 | 021202 04 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah Laporan Rp ) DAU 12 Laporan | Rp )




Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekeni Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja P Kegiat T Catatan T.
ode Rekening Program Kegiatan ndikator Kinerja Program Kegiatan . arg.et Kebutuhan.Dar.\a / Penting arg.et KebutuhanIDan.a /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
o5 | 02 1202 os Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan  |Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pandar.l Kab. Dokumen Rp } DAU | Dokumen | Rp :
Kepala Daerah Kepala Daerah Tapanuli Tengah
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Pandan Kab
05 | 02 |2.02| 06 |[Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Tapanuli Ten .ah Unit Rp - DAU 1 Unit Rp -
Ruang Penyimpanan Barang Bukti) P &
Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Dacrah |Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Pandan Kab.
05 | 021202 07 dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah Tapanuli Tengah Laporan Rp B DAU 12 Laporan | Rp B
Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan - Pandan Kab.
05 | 02 [2.02| 08 Dacrah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Tapanuli Tengah Laporan Rp - DAU 12 Laporan | Rp -
os | 02 1202 09 Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Pandar.\ Kab. Dokumen Rp . DAU 12 Dokumen | Rp .
Peraturan Daerah Perda Tapanuli Tengah
Sosialisasi Penegakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Pandan Kab.
05| 021202 10 Dacerah Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah 6 Laporan Rp B DAU 6 Laporan | Rp 125,293,553.00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan |Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Pandan Kab.
05| 02 )202| 11 Kepala Daerah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP Tapanuli Tengah 12 Laporan Rp B DAU 12 Laporan | Rp B
N - o - o o Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan S
05 | 02 [2.02] 12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Pdnd‘“f Kab. 12 Laporan Rp - DAU 12 Laporan | Rp -
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah
Peraturan Kepala Daerah
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . .
05 | 02 |2.03 Kabupaten/Kota Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Rp - Rp 172,843,194.00
05 | 02 |2.03| 02 |Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Dacrah Tentang Pembentukan Sekretariat Pandan Kab. Dokumen | Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
PPNS Tapanuli Tengah
05 | 02 1203] 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan .lum].ah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Pandar) Kab. Dokumen Rp R DAU 4 Dokumen | Rp 78,718,194.00
Penegakan Peraturan Daerah Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tapanuli Tengah
05 | 02 |2.03| 04 [Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Pandar) Kab. Laporan Rp - DAU 3 Laporan | Rp 94,125,000.00
Daerah Tapanuli Tengah
. . [ . Pandan Kab.
05 | 02 [2.03| 05 |Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sckretariat PPNS Tanannli Tenoah Laporan Rp - DAU 12 Laporan | Rp -
. . Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pandan Kab.
05 | 02 [2.03| 06 |Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pejabat PPNS Pencgak Perda Tapanuli Tengah 2 Laporan Rp - DAU 3 Laporan Rp -
1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA Rp 65,300,076.00 Rp -
05 | 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN
PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
05 | 03 |2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp - Rp -
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Pgr Jenis . Pandan Kab.
05 | 03 |2.01| 07 Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Tapanuli Tengah 300 Orang Rp - DAU — Rp -
enc upaten/Ro erJenis Benc Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan panull eng
Tempat Tinggalnya
- - .. . . - Pandan Kab.
05 | 03 [2.01 | 08 |Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi . 1 Dokumen | Rp - DAU — Rp -
Tapanuli Tengah
o R ) . }l:el::;;e:l:a;z:ciiianan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rp 65,300,076.00 Rp R
05 | 03 |2.02 Pelay P dan Terhadap
Bencana 2. Persentase Peralatan Perlind dan K
Bencana
05 | 03 |202] 15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Pandar.\ Kab. 20 Unit Rp R DAU _ Rp R
Terhadap Bencana Keluarga maupun Petugas Tapanuli Tengah
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana . - Pandan Kab.
05 | 03 |2.02| 27 Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Tapanuli Tengah 1 Dokumen Rp - DAU Rp -
. L ah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihz Pandan Kab.
05 | 03 |2.02| 28 |[Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga egara d%n paratur yang Mengikuti Pelatihan dnddrf b 6 Kawasan | Rp 65,300,076.00 DAU - Rp -
Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tapanuli Tengah
os | 03 | 204 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Rp ; Rp R
Penanggulangan Bencana
o5 | 03 |204] 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pandar.l Kab. 12 Dokumen | Rp } DAU _ Rp ;
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Tapanuli Tengah




Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekeni Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja P Kegiat T Catatan T.
ode Rekening Program Kegiatan ndikator Kinerja Program Kegiatan . arg.et Kebutuhan.Dar.\a / Penting arg.et KebutuhanIDan.a /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI
R 5,157,594,940.00 R 2,132,344,344.00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, RAWAN KEBAKARAN P T P HERSE,
05 | 04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN
P gal P dalian, P d Pen; Persentase P h P dalian, P d
05 04 2.01 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Pen; dan P Bahan Berbahaya dan Beracun Rp  5,127,344,940.00 Rp 2,098,198,652.00
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
05 | 04 |2.01| 01 |Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Pandan Kab. 12 Dokumen | Rp  1,989,924,940.00 DAU | Dokumen | Rp  2,003,198,912.00
Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Tapanuli Tengah
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiz an Petugas Pandan Kab.
4 | 2.01 2 N R 12 La R . DA 12 Lapora R 40.
05 0 0 0 Kabupaten/Kota Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah aporan P 50,000,000.00 U Laporan P 69,999,740.00
. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
05 | 04 |201| o3 |Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran Pandan Kab. 12 Dokumen | Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
Kebakaran Tapanuli Tengah
dan Non Kebakaran
ST - o o Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan S
05 | 04 |2.01| 04 EZ:::E‘;Z:;UB:?:':‘/'?:::dhdyd dan Beracun Kebakaran dalam Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang T:d:ndljri] 'I]'<ednb .ah 12 Dokumen | Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
P Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota P &
Standarisasi Sarana dan Prasarana Penceeahan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Pandan Kab,
05 | 04 [2.01] 05 Penangaulanean Kebakaran dan Alat Pel?ndun’ Diri Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Tapanuli Ten .ah 1 Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Bguiang s Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal P &
Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Pandan Kab
05 | 04 |2.01 | 07 |Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Tapanuli Ten .ah Orang Rp - DAU 1 Orang Rp 25,000,000.00
Penanggulangan Kebakaran P &
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi &
. - . Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara
05 | 04 201 08 }}:::g:Z:’]::;:‘(SS‘:[“K]:‘““““‘“S‘ dan Informasi Kebakaran dan | i atau Dimutakhirkan Secara Betkala (Sctiap Tahun), T:a;ﬁ? T]?: | 215 DesaKel | Rp - DAU 215 Desa/Kel | Rp .
4 Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan P &
Setiap Tahunnya
Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Pandan Kab.
4 (201 | 12 . . . . La R - DA 2 Lapora R -
0510 0 Kebakaran dan Analis Kebakaran Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tapanuli Tengah Aaporan P U aporan P
05 | 04 |2.01 | 14 [Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran T:;:nd;? _I;: n:ah Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
05 | 04 [2.01| 16 [Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Pandar.l Kab. Dokumen Rp - DAU 1 Dokumen | Rp -
Kebakaran Tapanuli Tengah
Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk P han dan P ulangan
05 | 04 |201| 17 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan |y o\ oran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Pandan Kab. 2Unit | Rp  3.087.420,000.00 DAU 1Unit | Rp -
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri . . Tapanuli Tengah
Standar Teknis Terkait
Penyelengearaan Ketja Sama dan Kof)rdmasl Antar Dacrah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi
Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, . Pandan Kab.
05 | 04 |2.01| 18 antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan . Dokumen Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Tapanuli Tengah
Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
Non Kebakaran
05 | 04 |2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Rp 30,250,000.00 Rp 34,145,692.00
05 04 |2.02| 01 [Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran .lum]ah.Dokumen yang Memuat ]_3?1? B.angunan/Gedgng/ngkungan Pandar) Kab. 12 Dokumen | Rp 30,250,000.00 DAU 12 Dokumen | Rp 34,145,692.00
yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Tapanuli Tengah
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan Pandan Kab.
05 | 04 |2.02| 02 [Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi . . 12 Dokumen | Rp - DAU 12 Dokumen | Rp -
Tapanuli Tengah
Kebakaran
05 04 |2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran Rp - Rp -
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Pandan Kab.
051 041203 01 Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Tapanuli Tengah 12 Dokumen | Rp B DAU 12 Dokumen | Rp B
Jumlah Rel P dam Kebakaran dalam P han dan
05 | 04 |2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Rp - Rp -




Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Rekeni Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja P Kegiat T Catatan T.
ode Rekening Program Kegiatan ndikator Kinerja Program Kegiatan . arg.et Kebutuhan.Dar.\a / Penting arg.et KebutuhanIDan.a /
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp Kinerja Rp
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan L .
05 | 04 |2.04| 01 [Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan s?s‘ahsas‘ Edukasi Pandar? Kab. Orang Rp - DAU 500 Orang Rp -
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Tapanuli Tengah
Masyarakat
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pandan Kab
05 | 04 [2.04| 02 [Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran . | 40 Desa/Kel | Rp - DAU 40 Desa/Kel | Rp -
N R Tapanuli Tengah
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Pandan Kab.
05 | 041204 03 Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Tapanuli Tengah Dokumen Rp B DAU I Dokumen | Rp B

TOTAL JUMLAH

Rp 16,273,228,511.00

Rp 12,145,716,140.00

PIt.

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19830327 200212 1 003




Tabel TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode Rekening

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif

Rp

Sumber Dana




Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program

Rencana Tahun 2023

Kode Rekening Kesiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Kebutuhan Dana
& Lokasi Capaian / Pagu Indikatif | Sumber Dana
Kinerja Rp
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum . . .
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Tersedlany-a Belanja Jasa Tenaga Pencegahan Gangguan Ketentraman Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 6,514,200,000 Dana Alokasi
. dan Ketertiban Umum Umum (DAU)
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
. . s . . Kec. Pinangsori, Sarudik . Dana Alokasi
- Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Sorkam 1 Kegiatan 100,000,000 Umum (DAU)
.. . |Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Kec. Pandan, Tapian . Dana Alokasi
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Prostitusi Nauli. Sorkam dan Kolan 1 Kegiatan 100,000,000 Umum (DAU)
- Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Kec. Pandan Sarudik, | Kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi
Gelap Narkoba (P4GN) Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kolang dan Tukka g T Umum (DAU)
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban . . Dana Alokasi
05 02 ]2.01) 02 Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Kab. Tapanuli Tengah I Kegiatan 60,000,000 Umum (DAU)
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan - .
05 | 02 [2.01]| 03 |Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Terlak§ananya Koordinasi Pgnyelenggaraan Ketentr'flman dan Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 50,000,000 Dana Alokasi
. Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Umum (DAU)
Tingkat Kabupaten
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Dana Alokasi
05 | 02 |2.01| 05 |Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan |Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 100,000,000
. . . . Umum (DAU)
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam . . L -
05 | 02 |2.01| 07 |Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kerjasama yang baik antar Aparat Keamanan untuk menjadikan situasi
. yang kodusif
Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Operasional Ketupat Toba Terlaksananya Operasional Ketupat Toba Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 100,000,000 Dana Alokasi
p p ya Op! p - 1ap: g g ,000, Umum (DAU)
. - . - . . Dana Alokasi
- Operasional Lilin Toba Terlaksananya Operasional Lilin Toba Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 100,000,000 Unmum (DAU)
- Kerjasama Antar Aparat dalam Teknik Pencegahan dan Terlaksananya Kerjasama Antar Aparat dalam Teknik Pencegahan dan . . Dana Alokasi
Kejahatan serta Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum |Kejahatan serta Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Tapanuli Tengah | Kegiatan 300,000,000 Umum (DAU)
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana . . Dana Alokasi
05 ] 02 2,017 08 Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Tapanuli Tengah | Kegiatan 10,000,000 Umum (DAU)
05 02 |2.02 Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati
Informasi tentang adanya Perda / Perbup yang Baru atau Perubahan Dana Alokasi
05 | 02 |2.02| Ol |Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati |atas Perda / Perbup diketahui dan dipahami dengan baik oleh Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 20,000,000 Umum (DAU)
masyarakat
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan | Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan . . Dana Alokasi
05 02 1202 02 Daerah dan Peraturan Bupati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kab. Tapanuli Tengah I Kegiatan 300,000,000 Umum (DAU)
05 | 02 12021 03 Penanganan atas- Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan |Terlaksananya Penanganaq atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kab. Tapanuli Tengah | Kegiatan 200,000,000 Dana Alokasi
Peraturan Bupati Peraturan Peraturan Bupati Umum (DAU)
05 02 |2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
) Kabupaten Kabupaten i
05 | 02 |2.03| 0l |Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 12,000,000 8::&::%1(:%)
05 | 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA
05 | 03 |2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana
05 | 03 |2.01| Ol |Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran Tersusunnya Kajian Risiko Bencana Pemadam Kebakaran Kab. Tapanuli Tengah 60% 150,000,000 8::&::%1(:%)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) . o Dana Alokasi
05 03 ]201) 02 (KIE) Rawan Bencana Kebakaran Rawan Bencana Kebakaran Kab. Tapanuli Tengah 60% 120,000,000 Umum (DAU)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi . . Kec. Lumut, Pasaribu . Dana Alokasi
(KIE) Rawan Bencana Alam (Perlindungan Masyarakat) Penyebaran Informasi Potensi Gangguan K eamanan Masyarakat Tobing dan Barus Utara | Kegiatan 100,000,000 Umum (DAU)
05 | 03 |2.02 ;le?cy::::n Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
05 | 03 |2.02| Ol |Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Monitoring Keamanan Masyarakat Rawan Bencana Kab. Tapanuli Tengah 1 Kegiatan 50,000,000 Bi?i]?(lg([iz)
05 | 03 |2.02| 02 |Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Terlaksananya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kec. Barus dan Andam 1 Kegiatan 75,000,000 Dana Alokasi

Dewi

Umum (DAU)




Rencana Tahun 2023
Kode Rekening Urusan Bidang Urusan Pt;zel:;;&:lhan Daerah dan Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Kebutuhan Dana
& Lokasi Capaian / Pagu Indikatif | Sumber Dana
Kinerja Rp
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap . o Dana Alokasi
05 03 ]2.02] 04 terhadap Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran Kab. Tapanuli Tengah 60% 230,000,000 Umum (DAU)
05 | 03 |2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam o Dana Alokasi
05 03 12041 03 Penanggulangan Bencana Kebakaran Penanggulangan Bencana Kebakaran Satpol PP 60% 150,000,000 Umum (DAU)
TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN
05 | 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
05 | 04 |2.01 Penyelamatan, dan P Bahan Berbahaya dan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Belanja Jasa Tenaga
Pemadam Kebakaran, Belanja Makan dan Minum Pelatihan, Belanja Dana Alokasi
05 04 |2.01| Ol |Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor - Benda Pos, |20 Kecamatan 60% 2,698,000,000 Umum (DAU)
Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor - bahan komputer dan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
05 | 04 12011 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Tergptgnya Penguatan Kapasitas untuk Pencegahan dan Kab. Tapanuli Tengah 60% 120,000,000 Dana Alokasi
Kabupaten Kesiapsiagaan terhadap Bencana Umum (DAU)
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan . o Dana Alokasi
05 04 |2.01| 03 Kebakaran Non Kebakaran Kab. Tapanuli Tengah 60% 140,000,000 Umnum (DAU)
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam . . . o Dana Alokasi
05 | 04 |2.01| 04 Daerah Kabupaten Terlaksananya Pengisian Ulang Tabung Racun Api Kab. Tapanuli Tengah 60% 100,000,000 Umnum (DAU)
05 04 |2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
05 | 04 |2.02| 01 |[Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Kab. Tapanuli Tengah 60% 120,000,000 Bﬁsr::%k:%)
05 | 04 |2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi o Dana Alokasi
05 041203 01 Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 20 Kecamatan 60% 160,000,000 Umum (DAU)
05 | 04 |2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran I'I::;:ts;:znya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Dana Alokasi
05 | 04 |2.04| Ol |Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi 20 Kecamatan 60% 150,000,000 Umum (DAU)
Masyarakat Masyarakat
3 02 | 02 | 0l |Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran I'I::;:ts;:znya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
3 02 | 02 | 0l |Kenderaan Bermotor Roda Dua (20 Unit) Pemadam Kebakaran ;Z:zll:é:zsnya Kenderaan Bermotor Roda Dua (20 Unit) Pemadam Kab. Tapanuli Tengah 60% 600,000,000 Eiﬂzﬁlgl;a:;()
3 02 | 02 | 0l |Kenderaan Bermotor Khusus (Pemadam Kebakaran) Terlaksananya Kenderaan Bermotor Khusus (Pemadam Kebakaran)  |Kab. Tapanuli Tengah 60% 5,000,000,000 Eiﬂzﬁlgl;a:;()
TOTAL JUMLAH 18,029,200,000

PANDAN, 15 DESEMBER 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMO
KABUPATEN TAPANULI TENGA

JONTRIMAN SITINJAK, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650703 199103 1 003



Catatan
Penting
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2024

Target
Capaian
Kinerja
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Pagu Indikatif

Rp




Prakiraan Maju Rencana Tahun

2024
Catatan
Penti Target Kebutuhan Dana /
enting . Logs
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp

Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 7,165,620,000
Bidang 1 Kegiatan 110,000,000
Linmas
Bidang 1 Kegiatan 110,000,000
Linmas
Bidang 1 Kegiatan 110,000,000
Linmas
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 66,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 55,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 110,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 110,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 110,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 330,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 11,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 22,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 330,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 220,000,000
Bidang .
Satpol PP 1 Kegiatan 13,200,000
Bidang o
Damkar 80% 165,000,000
Bidang o
Damkar 80% 132,000,000
Bidang 1 Kegiatan 110,000,000
Linmas
Bidang 1 Kegiatan 55,000,000
Linmas
Bidang 1 Kegiatan 82,500,000

Linmas




Prakiraan Maju Rencana Tahun

2024
Catatan
Penting Target Kebutuhan Dana /
Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Rp
glfrérlll;ir 80% 253,000,000
glfrérlll;ir 80% 165,000,000
gzi;lgr 80% 2,967,800,000
glfrérlll;ir 80% 132,000,000
glfrérlll;ir 80% 154,000,000
glfrérlll;ir 80% 110,000,000
glfrérlll;ir 80% 132,000,000
glfrérlll;ir 80% 176,000,000
gf;lliir 80% 165,000,000
glfrérlll;ir 80% 660,000,000
gf;lliir 80% 5,500,000,000
19,832,120,000
NG PRAJA

H




KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, bahwa dokumen perencanaan
pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD,
Renstra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi
Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Sekretariat
DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun dengan harapan penyelenggaran
pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berlangsung
dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pandan, Cj Mei 2025

_SEKRETARIS DPRD KABUPATEN

7N f—ﬁTAPANULI TENGAH

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

11.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali
harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap
awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan
merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa
perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu
kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun
swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan
yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang
disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka
menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas
tujuan. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional,
maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan
berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam
kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
pembukaan UUD Negara Republik ndonesia Tahun 1945. Dalam rangka
memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan
perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan



hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta
penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan |
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan
terjadinya penambahan atau pengurangan target

2. kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan

3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan,
perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
Renja Perubahan Badan

4. Perubahan renja perangkat daerah 2025 sejatinya untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan
Rancangan Renja Perubahan merupakan salah satu tahap dalam
penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini
adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Tengah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

9. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten

Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan



acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka
menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

2. Tujuan
Tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah acuan pembuatan Perubahan
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang nantinya
untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang
akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam

pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tntang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB Il. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
I TAHUN 2025
BAB Ill. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB. IV. PENUTUP



BAB I

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan

Capaian Indikator sampai dengan Triwulan I

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 memiliki 2
Program, Setelah kegiatan efisiensi dilaksanakan maka pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 Kegiatan
dan 19 Sub Kegiatan dan pada Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan
Fungsi DPRD memiliki 5 Kegiatan dan 14 Sub. Adapun Hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai

dengan Triwulan | dapat dijelaskan sebagai Berikut :

|. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil’keluaran yang
direncanakan.

Pada program tahun 2025 sampai Triwulan || ada beberapa program

yang memiliki kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Pada Program ini ada beberapa sub kegiatan
yang belum terpenuhi yakni :

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat
penerangan seperti Bola lampu dan perangkatnya, kegiatan
ini terealisasi masih 16%

2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

kegiatan ini sebelumnya adalah kegiatan Penyediaan Alat



Tulis Kantor seperti Pulpen, Kertas, Map, tinta dan Kebutuhan
Lainnya, Kegiatan ini belum berjalan sampai dengan TW. lI
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan, kegiatan ini belum terealisasi

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. untuk tahun 2025
kegiatan ini meliputi pengadaan Kursi , Laptop dan Printer.
kegiatan belum berjalan karena kegiatan ini akan
direncanakan di Triwulan Il

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini terealisasi
berupa pembelian benda-benda pos seperti materai 10.000,
perangko dan Benda pos lainnya, kegiatan ini masih
terealisasi sebesar 9%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemeliharaan
barang kantor seperti peralatan Komputer. Kegiatan ini
sampai TW. Il masih terealisasi sebesar 26%

Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD,
kegiatan ini belum tercapai karena saat ini Kegiatan
pengadaan ini direncanakan pada Triwulan III.

Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, kegiatan ini

belum berjalan karena kegiatan pelaksanaannya belum ada.

b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang belum

memenuhi target yakni :

-

. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan KUA dan PPAS
Kegiatan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
Kegiatan Pembahasan APBD



5. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
6. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Untuk kegiatan yang menyangkut Pembahasan Anggaran
untuk Triwulan | belum tercapai karena kegiatan ini berjalan
di Triwulan IlI

7. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Kegiatan ini meliputi
adanya kegiatan  bimbingan  teknis/sosialisasi  yang
diselenggarakan oleh partai masing-masing. Kegiatan ini
sedang dalam proses tetapi belum terinput pada SIPD.

8. Kegiatan Reses, kegiatan ini meliputi kujungan anggota
DPRD pada Konstutuen masing-masing guna menyerap
aspirasi masyarakat, kegiatan ini belum berjalan karena

pelaksanaan Reses jadwalnya belum ada.

Il. Untuk kegiatan yang memenuhi target atau dianggap sudah mencapai
target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, pada program ini memiliki Sub Kegiatan yang
dianggap sudah mencapati Target, meliputi :

1. Kegiatan Penyesiaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan ini
berjalan sesuai penerimaan gaji ASN setiap bulannya.
Kegiatan ini terealisasi sebesar 53%

2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, Kegiatan ini meliputi
penyediaan kebutuhan kantor seperti Baliho, Spanduk,
Makan dan Minuman Kantor. Kegiatan ini sudah terealisasi
sebesar 46%

3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

Kegiatan ini berisikan Fotocopy dan Penijilitan, Cetak Blanko



SPPD, Map Berlogo, Cetak Papan Nama Anggota DPRD,
Kegiatan ini terealisasi sebesar 40 %

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD, Kegiatan ini merupakan Kegiatan Koordinasi Staf
Sekretariat DPRD di Dalam Provinsi dengan tujuan untuk
menambah pemahaman staf tentang pelaksanaan tupoksi
ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun
dengan sesama Sekretariat DPRD antar kabupaten ataupun
Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 51%.

. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan
Listrik, kegiatan ini untuk pemenuhan Listrik, Air dan
Internet Kantor, Kegiatan ini Penyerapanya sebesar 39%
Kegiatan Jasa Pelayanan Umum, Kegiatan ini Berisi
Pembelian Alat Kebersihan dan Pembayaran Honorarium
Tenaga Kebersihan dan Operator Komputer, kegiatan ini
terealisasi sebesar 39%.

Kegiatan Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas dan
Kenderaan Dinas Jabatan, kegiatan ini merupakan
penyediaan BBM, Oli dan Pajak Kenderaan Dinas dan
Pemeliharaan Kenderaan Dinas, kegiatan ini terealisasi
sebesar 32%

. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
kegiatan ini belum berjalan karena kegiatan ini belum ada
servis dan pemeliharaan untuk Ac. Kegiatan ini sudah
terealisasi sebesar 65%

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya. Kegiatan ini berjalan lancar. Kegiatan ini
berjalan 31%



10. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, kegiatan

11.

ini terealisasi sebesar 49%

Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD,
kegiatan ini  meliputi Kegiatan @ Rapat Dengar
Pendapat/Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Tokoh atau kegiatan pelaksanaan
rapat paripurna Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini

terserap sebesar 26%.

b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang dianggap

memenuhi target yakni :

1.

Kegiatan Orientasi DPRD, kegiatan ini merupakan kegiatan
Bimbingan Teknis bertujuan untuk membekali anggota
DPRD dengan pengetahuan tentang tugas, fungsi, dan
wewenang Anggota DPRD Masa Jabatan 2025-2030.
Kegiatan ini sudah berjalan dan telah selesai di Bulan
Februari 2025. Kegiatan ini menyerap realisasi anggaran
sebesar 69%

Kegiatan Peyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli, kegiatan ini
masih terealisasi sebesar 21%

Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, kegiatan ini
meliputi pembiayaan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, pada
Triwulan | ini serapan anggarannya sebesar 26%

Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Kegiatan ini
merupakan Kkegiatan yang menyangkut Dokumentasi
Dewan seperti Cetak Foto, jasa radio, kegiatan ini belum
terealisasi karena belum ada kegiatan di Sub Kegiatan
tersebut, kegiatan ini terealisasi sebesar 43%

Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, kegiatan ini

merupakan kunjungan kerja ke Kecamatan dalam rangka



meninjau pembangunan di Kecamatan serta menyerap
aspirasi dari masyarakat, kegiatan ini sampai Triwulan ||
terealisasi sebesar 87%

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD, kegiatan ini merupakan pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi Anggota DPRD baik dalam dan luar

Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 98%

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini :
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Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah

Periode Pelaksanaan : 2025

Realisasi
Nomor Nama Realisasi Keuangan (Rp.)
. . Indikator Keluaran Rekanan Jumlah Dana - Sisa Sumber
No Nomor/Kode Rekening Program dan Kegiatan LOKASI (Output) Tanggal (upicv/ Rp) Keuangan Fisik Anggaran Dana Ket.
Kontrak PT)
TW. LALU TW.INI S/D TW.INI % %
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16
Sekretariat DPRD Kabupaten Program Penunjang Urusan
1. Tapanuli Tengah Pemerintahan Daerah Kabuf /Kot: 22.769.728.747 - 10.240.822.431 0,45
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi
4102 2| Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan
4| 2| @ Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat | Tersedianya Gaji dan o o
4 | 02 01 2 02 01 DPRD Tunjangan ASN 2403.472.750 264.409.465 1.009.374.143 1.273.783.608 53% 53% 1.129.389.142 APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
41020 2|0 Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
4 102 | 01 2 | 06 Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat | Pemeliharaan o o
4020206 0 DPRD | ListikiPenerangan 39429753 0 6.267.615 6.267.615 16% 16% 33162.138 APBD
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat | Tersedianya Alat Tulis o o
41 o 2 06 02 Kantor DPRD Kantor 206.929.164 0 0 0 0% 0% 206.929.164 APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya
Sekretariat | Penyediaan o o
4 | 02 01 2 06 04 DPRD Makanan/Minuman, 239.934.787 0 111.376.352 111.376.352 46% 46% 128.558.435 APBD
Plakat dan Spanduk
Penyediaan Barang Cetakan dan Sekretariat Tersedianya Barang
4 | 02 01 2 06 05 Penggandaan Cetakan dan 29.700.000 7.418.352 37.118.352 40% 40% APBD
DPRD Penggandaan 92.906.889 55.788.537
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen
Perundang-Undangan Sekretariat Bahan Bacaan dan
4 | 02 01 2 06 06 DPRD Peraturan Perundang- 4.956.000 0 900.000 900.000 4.056.000
Undangan yang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya
Konsultasi SKPD Sekretariat | Konsultasi/Koordinasi N o
4 02|01 |2 | 06 09 DPRD Dalam Kota dan Luar 100.000.000 19.823.400 30.881.000 50.704.400 51% 51% 49295600 APBD
Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
4o 2| Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Sekretariat | dan Prasarana o o
40201 20T ot e DPRD | Pendukung Kegiatan 149.999.853 0 0 0 0% 0% 149.999.853 APBD
Kantor
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Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

02| o 08 Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat | Tersedianya Materai o o
02 01 08 01 DPRD 49.991.200 3.000.000 1.470.000 4.470.000 9% 9% 45.521.200 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Sekretariat Tersedianya Jasa
i i 1 i 0 0/ 0/
02 01 08 02 Air dan Listrik DPRD Komunllkash ngl?er 245.000.000 47.296.094 48.352.932 95.649.026 39% 39% 149.350.974 APBD
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Sekretariat Terlaksananya
i 0/ 0/
02 01 08 03 Perlengkapan Kantor DPRD Pemeliharaan 33.510.900 0 8.720.000 8.720.000 26% 26% 24.790.900 APBD
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Operator
Sekretariat | Komputer, Tenaga
02 01 08 04 DPRD Kebersinan dan 859.058.352 126.000.000 212911114 338.911.114 39% 39% 500.147.238 APBD
Alat/Bahan Kebersihan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
02| o 09 F jang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya BBM, Oli
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Sekretariat dan Pajak Kenderaan
02 | o1 09 | o1 | PeroranganDinas exretaral | Dinas dan 48.961592 46.267.830 95.249.422 329% 32% APBD
atau Kendaraan Dinas Jabatan DPRD Pemeliharaan 301.255.654 ’ ’ 206.006.232
Kenderaan Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung
dan Bangunan Lainnya Sekretariat Kantor o o
02 01 09 09 DPRD 49.991.181 12.731.000 19.894.620 32.625.620 65% 65% 17.365.561 APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Sekretariat Terpeliharanya Sarana
02 | o1 09 [ 011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau dan Prasarana Kantor 0 35.175.000 35.175.000 31% 31% APBD
i DPRD 113.899.320 78.724.320
Bangunan Lainnya
Kegiatan Layanan Keuangan dan
02 o 15 Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat | Tersedianya Gaji dan o o
02 01 15 01 DPRD Tunjangan DPRD 16.472.649.535 0 8.029.951.922 8.029.951.922 49% 49% 8.442.697.613 APBD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Sekretariat | Tersedianya Pakaian o o
02 | ot 151 %2 | ppro DPRD | Dinas DPRD 656.507.702 0 0 0 0% 0% | eo6507.702 APBD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Sekretariat | Terlaksananya Medical o o
02 o 15 03 DPRD Check Up 122.500.000 0 0 0 0% 0% 122.500.000 APBD
02 | 01 16 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat | Terlaksananya Rapat- o o
02 01 16 03 DPRD DPRD rapat DPRD 462.390.961 68.744.600 51.175.400 119.920.000 26% 26% 342,470,961 APBD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas o 9
02 02 dan Fungsi DPRD 4.912.334.386 (1) 3.147.601.399 64% 64%
02 | 02 o1 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat Terlaksananya
0/ 0/
02 | 02 01 02 DPRD Pembahasan 13.494.270 0 0 0 0% 0% 13.494270 APBD
Rancangan Perda
02 | 02 02 Kegiatan Pembahasan Kebijakan
Anggaran
Pembahasan KUA dan PPAS Sekretariat Terlaksananya Rapat
02 | 02 02 01 DPRD Egr:gahasan KUA dan 67.307.070 0 0 0 0% 0% 67.307.070 APBD
Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Sekretariat Terlaksananya Rapat
02 | 02 02 02 DPRD KUA dan PPAS 51.783.720 0 0 0 0% 0% 51.783.720 APBD
Perubahan
Pembahasan APBD Sekretariat | Terlaksananya Rapat o o
02 | 02 02| 0 DPRD | Pembahasan APBD 45.901.830 0 0 0 0% 0% sso0tga0 | APED
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Pembahasan APBD Perubahan

Terlaksananya Rapat

Sekretariat
02 02 02 04 DPRD Pembahasan APBD 41133270 0 0 0 0% 0% 41.133.270 APBD
Perubahan
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Rapat
Sekretariat | Pembahasan o o
02 ) 02 021 06 DPRD | Pertanggungjawaban 45,504,360 0 0 0 0% 0% 45,504,360 APBD
APBD
02 | 02 04 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Orientasi DPRD Sekretariat | Terlaksananya orientasi
02 | 02 04 01 DPRD DPRD 403.000.000 273483.194 4.609.950 278.093.144 69% 69% 124.906.856 APBD
Pendalaman Tugas DPRD Sekretariat Terlaksananya
0/ 0/
02 | 02 04 02 DPRD B?éiglaman tugas 500.000.000 65.332.367 65.332.367 0% 0% 434.667.633 APBD
Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli Sekretariat | Tersedianya Tenaga o o
02 02 04 04 DPRD Ahli Pimpinan 36.000.000 4.500.000 3.000.000 7.500.000 21% 21% 28.500.000 APBD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Sekretariat | Tersedianya Tenaga o o
02 | 02 04 05 DPRD Al Fraksi 210.000.000 26.250.000 27.631.579 53.881.579 26% 26% 156.118.421 APBD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat | Meningkatnya o o
02 02 04 08 DPRD Kapasitas DPRD 13.507.860 0 5.850.000 5.850.000 43% 43% 7.657.860 APBD
Kegiatan P« pan dan Penghi
02 | 02 05 Aspirasi Masy’arakat
Kunjungan Kerja dalam Daerah Sekretariat Terlaksananya
i i 0 0
02 02 05 01 DPRD Kunjungan Kerja ke 50.000.000 0 43.717.845 43.717.845 87% 87% 6.282.155 APBD
Kecamatan
Pelaksanaan Reses Sekretariat Terlaksananya
02 | 02 05 03 Kunjungan Kerja ke 0 0 0 0% 0% APBD
DPRD Kecamatan 684.612.006 684.612.006
02 | 02 08 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Terlaksananya
Tugas DPRD Sekretariat Konsultasi /Koordinasi
02 02 08 01 Dalam/Luar Provinsi 1.498.824.316 1.194.402.148 2.693.226.464 98% 98% APBD
DPRD dan Kunjungan Kerja 2.750.000.000 56.773.536
DPRD
0/
27.682.063.133 2.423.723.660 10.964.700.169 13.388.423.830 48% 14.293.639.303
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BAB llI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan
perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan

yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD.

Sekretariat DPRD mengalami perubahan Anggaran mengikuti

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2025 maka Anggaran APBD Sekretariat DPRD Telah mengalami
Perubahan dari Rp. 27.732.363.133 menjadi Rp. 27.112.598.579.

Beberapa Kegiatan mengalami Efisiensi diantaranya :

1.
2.

A~ W

13.
14.
15.

16.
17.

©©m~NO O,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Pelaksanaan Reses
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Pada Tahapan Rancangan Renja Perubahan 2025 sesuai dengan
Surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
000.7/2506/2025 tanggal 09 Mei 2025 Perihal Penyampaian
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah
dan Kecamatan Tahun 2025 pada Tahapan tersebut Sekretariat DPRD
Tapanuli Tegah mengusulkan Pagu sebesar Rp. 15.757.755.000
sehingga total pagu usulan Renja renja sebesar Rp. 42.870.353.579.
Pada Tahapan penginputan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025
pada Aplikasi SIPD Rl yang menjadi pagu terbaru untuk diinput pada
SIPD RI sebesar Rp. 29.801.023.519 dengan berdasarkan pada :

1. Sesuai degan hasil Rapat Percepatan P-RKPD 2025 di Ruang
Rapat Cendrawasi pada tanggal 18 Juni 2025 ditetapkan untuk
anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.2.638.785.293 yang terdiri
dari penambahan untuk kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp. 2.608.785.341 dan
sebesar Rp. 30.000.000 ke kegiatan Logistik Kantor.

2. Adanya penambahan anggaran Pada Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN tanggal 20 Juni 2025 sebesar
Rp. 49.639.647 .-

Untuk Pagu Sekretariat pada Tahapan Perubahan Renja Tahun
2025 tidak mengalami perubahan dari pagu Tahapan Rancangan
Perubahan Renja yakni sebesar Rp. 29.801.023.519 yang dinarasikan

sebagai berikut :
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Pada Program ini ada penambahan Anggaran yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 2.403.172.750
menjadi Rp. 2.452.812.397, maka penambahan pada pagu ini
sebesar Rp. 49.639.647

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu saat efisiensi sebesar
Rp. 239.795.187 menjadi Rp. 435,792,579 kegiatan ini bertambah
sebesar Rp. 195.997.392.-, kegiatan ini bertambah karena untuk
penambahan Baliho, pembelian alat rumah tangga untuk
membantu kelancaran tugas Sekretariat DPRD berupa Piring,
Gelas, DIl, Penambahan Anggaran untuk persiapan Hari Ulang
Tahun Tapanunuli Tengah serta untuk Biaya Makan Minum
Jamuan Tamu Ketua DPRD

c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dimana
pagu sebelumnya sebesar Rp. 69.185.634 menjadi
Rp. 79.101.930, adanya penambahan sebesar Rp. 9.916.296
yakni penambahan pada Penggandaan dan Jilid

d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya. Pagu  sebelumnya
Rp. 145.700.157 menjadi Rp. 190.139.007. penambahan sebesar
Rp. 44.438.850 yakni adanya perubahan jenis Pengadaan bangku.

e. Kegiatan Surat Menyurat, anggaran sebelumnya sebesar
Rp. 5.051.100 menjadi Rp. 14.204.100, bertambah sebesar
Rp. 9.153.000 vyaitu adanya penambahan untuk biaya jasa
pengiriman surat

f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
kegiatan semula Rp 245.000.000 menjadi 242.500.000 berkurang
sebesar Rp. 2.500.000.-. adanya pengurangan pada biaya

rekening listrik.
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g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
sebelumnya sebesar Rp. 33.510.900 menjadi Rp. 32.745.000,
berkurang sebesar Rp. 765.900 yakni pengurangan pada service
Printer

h. Kegiatan Pelayanan Umum, pagu sebelumnya sebesar
Rp. 829.316.928 menjadi Rp. 825.316.928, adanya pengurangan
pada Tenaga Honorer

i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan,
kegiatan ini semula Rp. 44.400.000 menjadi Rp. 111.000.000,
bertambah sebesar Rp. 66.600.000 untuk rehap gedung kantor
Sekretariat DPRD

j- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, pagu ini semula
Rp. 165.69.649.535 menjadi Rp. 16.339.602.960 berkurang
sebesar Rp. 230.046.575.-

k. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, pagu sebelumnya
Rp. 122.500.000 menjadi Rp. 352.500.000 kegiatan ini bertambah
sebesar Rp. 320.000.000 yang digunakan untuk biaya perjalanan
dinas pelaksanaan Medical Check Up

|. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, pagu
awal Rp. 451.559.571, pagu ini mengalami pergeseran terhadap
rincian belanjanya sehingga pagunya menjadi Rp. 451.551.801

2. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, untuk di Tahun 2025
dengan pergantian Anggota DPRD maka jumlah Staf Fraksi
menjadi berkurang menjadi 5 orang maka pagu kegiatan ini
semula Rp. 210.000.000.- menjadi Rp. 160.000.000.-. berkurang
sebesar Rp. 50.000.000.-

b. Kunjungan Kerja dalam Daerah, kegiatan ini bertambah sebesar
Rp. 70.000.000.-, dimana pagu semula sebesar Rp. 50.000.000
menjadi Rp. 120.000.000.-
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c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini
direncanakan bertambah sebesar Rp. 2.300.000.000.-, maka
pagu ini dari Rp. 2.750.000.000.- menjadi Rp. 5.050.000.000.-

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini:
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Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Target Capaian Kinerja Catata Target Capaian Kinerja
Urusan! Bidang Urusan/ 2
Kode Fmgra'wezle:cl:f sue Pagu Indikatif (Rp.) Pentin
Lokasi Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan 9
:rao";r':r'r" Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Sumber Dana P';;z“l'n“d':z;":?‘:;:/ )
Kegiatan Tolok Ukur Target )
Sebelum | Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum | Sesudah Sebelum Sesudah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
2 SEKRETARIAT DPRD 27.112.598.579 20.801.023.519 20.703.705.623
2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.361.193.699 22.729.618.639 20.993.340.024
02 | o1 [ 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 6.348.540
Meningkatnya Dana Transfer Meningkatnya sistem
sistem Pelaporan Tersedianya Kab. Umum- Dana Pelaporan Capaian
Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Siotem Pelaporan Tapanuli 100 100 Alokasi Umum Kineria 100
02 | ot [ 201 o1 Perencanaan Perangkat Perencanaan Sekretariat m Pelaporan, Tengah, 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 3.174.270
Capaian Kineria Persen Persen Persen
Daerah DPRD Pt Pandan,
9 Pandan
Dana Transfer Meningkatnya sistem
Koordinasi dan ) Kab. Umum- Dana Pelaporan Capaian
’ Tersusunnya Dokumen Tersedianya ) Alokasi Umum Kinerja
Penyusunan Laporan Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Sistem Pelaporan, Tapanuli 100 100 100
02 | ot [ 201 06 | Capaian Kineria dan sistem Pelaporan It e Ko Tengah, o on oon 1 Buku 1 Buku 1 Tahun 1 Tahun ven | 3174270
Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Ko dar“’ Katan ar"" Pandan,
SKPD g 9 Pandan
02 | o1 [ 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2403.172.750 2.452.812.307 2.507.589.946
Mendukung b Dana Transfer
Peningkatan ’ - Umum- Dana :
' " ' " Meningkatnya Tapanuli - Meningkatnya
Penyediaan Gaji dan Pengembangan Tersedianya Gaji dan 100 100 Alokasi Umum - 100
02 o 202 o Tunjangan ASN Sistem Pelaporan Tunjangan ASN ;ﬁ:zryj:":;a‘::& . ;Z'r"g::' Persen Persen 1Tahun 1Tahun 1 Tahun 1Tahun 2.403.172.750 2.452.812.397 :‘;‘:f‘:ﬂf" dan Kinerja Persen 2507.589.948
Capaian Kinerja
dan Keuangan Pandan
02 | ot [ 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 [) 217.543.275
Dana Transfer
) : Terpenuhinya Kab. Umum- Dana i
- ’ Tersedianya Pak ) T hi
Pengadaan Pakaian Dinas | Meningkatnya Kb e ataian Kepatuhan Tapanuli 100 100 Alokasi Umum Kepatuhan Aparatur 100
2 1 205 2 Beserta Atribut Sumber Daya o N Aparatur Dalam Tengah, o on oon 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun e el o on 58.829.796
Kelengkapannya Aparatur e Melaksanakan Pandan, e
Tugas Pandan 9
Jumlah Orang yang Kab. Dana Transfer i
Terpenuhinya Tapanul b Terpenuhinya
Bimbingan Teknis Meningkatnya Mengikuti Bimbingan Komban Apacatu apanuli 100 100 Umum- Dana Kenatuba Aparatur 100
2 | o | 20s 1" Implementasi Peraturan Sumber Daya Teknis Implementasi 5 Tengah, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum 158.713.479
alam Melaksanakan Persen Persen Dalam Melaksanakan Persen
Perundang-Undangan Aparatur Peraturan Perundang- Pand
Tugas andan, Tugas
Undangan Pandan

19




02 | ot [ 205 " Administrasi Umum Perangkat Daerah 572.706.425 778.620.113 746.411.007
Dana Transfer
, Kab. Umurm- Dana
i el Terselenggranya Fenakeananya Meningkatnya Tapanuli 100 100 Alokasi Umum Meningkatnya 100
02 | o1 [ 206 sta administrasi em Pelayanan Tengah, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Pelayanan 33.685.677
ListrkPenerangan bt Listrik/Penerangan i Kentor | Pancn: Persen Persen 39.429.753 39.420.753 B i Kantor Persen
angunan Kantor Kantor
Pandan
Kab. Dana Transfer
' Terselenggranya ! ) Meningkatnya Tapanuli Umum- Dana Meningkatnya
2 1 2,06 o1 E::ﬁd'::"a:eg';ﬁ" dan administrasi ;Z':‘z‘r"anya Alat Tulis Pelayanan Tengah, ;g?s on ;g?s on 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 142,339,851 142339851 Alokasi Umum Pelayanan ;g?sen 121.679.762
'gkap: perkantoran Administrasi Kantor Pandan, - - Administrasi Kantor
Pandan
ab. Dana Transfer
' T T Tapanuli Umum- Dana Meningkatnya
Penyediaan Bahan ] 100 100 - 100
2 1| 208 02 ye yi Tengah, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pelayanan 238.468.832
Logistik Kantor perkantoran Plakat dan Spanduk Administrasi Kantor | Pandan, Persen Persen 239.795.187 435.792.579 Administrasi Kantor Persen
Pandan
Kab. Dana Transfer
Penyediaan Barang Terselenggranya Tersedianya Barang Meningkatnya Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya 100
2 1| 208 04 | Cetakan dan administrasi Cetakan dan Pelayanan Tengah, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pelayanan 131.488.860
yanan Persen Persen 69.185.634 79.101.930 yanan Persen
Penggandaan perkantoran Penggandaan Administrasi Kantor | Pandan. Administrasi Kantor
Pandan
Penyediaan Bahan Terselenggaranya | Torcodianya Bahan Meningkatnya
2 1 2,06 6 Bacaan dan Peraturan Administrasi Lorsedany Pelayanan 1 Tahun 3 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4956.000 4956.000 9.469.904
g-undang Administrasi Kantor 956 956
Kab. Dana Transfer
Penyelenggaraan Rapat Te Terlaksananya i Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya 100
2 1| 208 05 | Koordinasi dan Konsultasi administrasi Pelayanan Tengah, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pelayanan 211.617.972
perkantoran B:':r':hma dan Luar Administrasi Kantor | Pandan Persen Persen 77.000.000 77.000.000 Administrasi Kantor Persen
Pandan
2 1| 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.700.157 190.139.007 260.878.611
Kab. Dana Transfer
il o Tersedi Meningkatnya Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya Kinerja 100
9 ’ ; ; ’ -
2 1|20 | o | e e Pelayanan Perlengkapan Gedung M e Tengah, Poreen Poreen 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 145700157 160.139.007 Alokasi Umum Aperams Porsen 269.878.611
Banguran Lainngs Perkantoran Kantor Pandan,
Pandan
02 | o1 [ 207 Jasa jang Urusan Daerah 1.112.878.928 1.114.766.028 1.191.550.236
Kab. Dana Transfer
' Terselenggranya Meningkatnya Tapanuli Umum- Dana Meningkatnya
02 | o1 207 | 1 ;i’r“yi‘:;a" Jasa Surat administrasi Tersedianya Materai Pelayanan Tengah, F;r”:e" F;rnsne" 700 Lembar 700 Lembar 1 Tahun 1 Tahun 5051100 14200100 Alokasi Umum Pelayanan ;’i?sen 7.406.629
! perkantoran Perkantoran Pandan, g g Perkantoran
Pandan
ab. Dana Transfer
Penyediaan Jasa Terselenggranya Tersedianya Jasa Meningkatnya Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya 100
02 | o1 [ 208 Komunikasi, Sumber Daya |  administrasi Komunikasi, Sumber Pelayanan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun . < Alokasi Umum Pelayanan 279.388.627
Air dan Listrik perkantoran Daya Air dan Listrik Perkantoran Pandan, Persen Persen 245.000000 242300000 Perkantoran Persen
Pandan
Kab. Dana Transfer
Penyediaan Jasa Terselenggranya Terlaksananya Meningkatnya Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya 100
2 1| 208 01 | Peralatan dan administrasi Pemelinaraan Pelayanan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pelayanan 34.916.965
Perlengkapan Kantor Kantor Pandan, Persen Persen 33.510.900 32.745.000 Perkantoran Persen
Pandan
) Kab. Dana Transfer
Penyediaan Jasa Terselenggranya Ezzzﬂ';’r‘y?r ;g:’:‘” Meningkatnya Tapanuli 100 100 Umum- Dana Meningkatnya 100
2 1| 208 02 administrasi ter, Pelayanan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pelayanan 869.838.015
Pelayanan Umum Kantor Kebersihan dan Perkantoran Pandan, Persen Persen 829.316.928 825.316.928 Perkantoran Persen
Pandan
2 1| 208 03 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.101.700 407.701.700 596.786.876
Dana Transfer
Penyediaan Jasa ab. Umum- Dana
Pemeliharaan, Biaya Tersedianya BBM, O, ) - Alokasi Umum
i ) Mendukung " ¢ Meningkatnya Tapanuli ’
Pemelinaraan dan Pajak I Pajak Kenderaan Dinas 100 100 Meningkatnya 100
2 1 2,08 04 g " dan Pemeliharaan Pelayanan Tengah, Persen Persen 100 Persen 1Tahun 1 Tahun 1Tahun 255.076.700 255.076.700 Pelayanan Kedinasan Persen 333.298.306
¢ Kedinasan ! Kedinasan Pandan,
Dinas atau Kendaraan Kenderaan Dinas s
i andan
Dinas Jabatan
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Dana Transfer

i i ’ Meningkatnya Umum- Dana :
! Terpelinaranya Gedung 100 100 - Meningkatnya 100
02 | o1 [ 209 Gedung Kantor dan operasional Pelayanan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum )
Banguren Lainya A Kantor Koqanan P Persen Persen 44.400.000 111,000,000 Pelayanan Kedinasan Persen | 96.372.570
Pandan
Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Umum- Dana
Sarana dan Prasarana Mendukung ’ Meningkatnya Tapanuli Alokasi Umum ’
! Terpeliharanya Sarana 100 100 Meningkatnya 100
2 1| 209 01 | Pendukung Gedung operasional Pelayanan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun ) 167.116.000
Kantor atau Bangunan Kedinasan dan Prasarana Kantor Kedinasan Pandan, Persen Persen 41.625.000 41.625.000 Pelayanan Kedinasan Persen
Lainnya Pandan
2 1| 209 09 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 17.334.074.168 17.334.027.593 15.276.722.228
Kab. Dana Transfer
) " ’ Tapanuli Umum- Dana ’ .
yelengg: Tersedianya Gaiji dan Meningkatnya 100 100 - Meningkatnya Kinerja 100
2 1| 209 10 | Administrasi Keuangan Pelayanan ° fenin Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum 14.614.372.228
berp et g Pe“jﬂnmn Tunjangan DPRD Kinerja DPRD Pangan‘ Persen Persen 16.569.649.535 16.339.602.960 DPRD Persen
Pandan
Kab. Dana Transfer
' ) Meningkatnya ) ) ’ Tapanuli Umum- Dana ’ .
Penyediaan Pakaian Tersedianya Pakaian Meningkatnya 100 100 - Meningkatnya Kinerja 100
02 o 215 Dinas dan Atribut DPRD Pelayanan Dinas DPRD Kinerja DPRD Tengah, Persen Persen 175 Stel 175 Stell 1 Tahun 1 Tahun 641.924.633 641.924.633 Alokasi Umum DPRD Persen 662.350.000
Perkantoran Pandan,
Pandan
Kab.
' Meningkatnya Terlaksananya ’ Tapanuli ’ .
Eﬁlea:lf ad‘agrl‘:'ggdmal i Kinerja DPRD Tengah, F'e1rosoen F'e1rDsDen 350rg 350rg 1 Tahun 1 Tahun 122.500.000 352.500.000 g:?elggkamya Kineria ;?e?sen 127.199.223
P Perkantoran Anggota DPRD I Pandan, g g
Pandan
02 | o1 | 215 01 | piyananAdministrasi 451550571 451.551.801 180.509.305
- Kab. Dana Transfer
Meningkatnya ) ’
- Tapanuli Umum- Dana Meningkatnya
Fasilitasi Rapat T Rapat- Layanan 100 100 - A 100
02 | o1 [ 215 02 g Pelayanan nan Tengah, 100 Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun o ss0 s s Alokasi Umum Layanan Administrasi 180.509.305
dan Konsultasi DPRD S rapat DPRD Administee] Unik P Persen Persen 451.559.571 451.551.801 e PRD. Persen
Pandan
02 | o1 [ 216 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4.751.404.880 7.071.404.880 8.710.365.509
2 1| 218 03 Daerah dan DPRD 13.494.270 13.494.270 520,045
Kab. Dana Transfer
T T Tapanuli Umum- Dana
ancangan Terlaksananya 100 100 - Terlaksananya Rapat 100
2 2 P e Tugas Dan Pembahasan Rancangan | - ot Se0aN Tengah, Poreen Poreen 4Kpts 4Kpts 1 Tahun 1 Tahun 13490270 13490270 Alokasi Umum DR Porsen 529.045
Fungsi DPRD Perda Pandan,
Pandan
Pembahasan Kebijakan
2 2 2 Angoan 251.720.250 251.720.250 261.721.857
Kab. Dana Transfer
Terlaksananya )
Terlaksananya Terlaksananya Rapat Tapanuli Umum- Dana Terlaksananya Rapat
Pembahasan KUA dan Rapat 100 100 1Kesepakatan | 1 Kesepakatan - 100
2 2 | 201 02 | pone Tugas Dan Pembahasan KUA dan B ahasan Tengah, Porson Poreen Beraepe ncis 1 Tahun 1 Tahun 7307070 7307070 Alokasi Umum Pembahasan Porsen | 69.939.720
ungsi DPRD PPAS Pandan, Anggaran
Anggaran
Pandan
Kab. Dana Transfer
Terlaksananya Rapat Terlaksananya
T Tapanuli Umum- Dana Terlaksananya Rapat
Pembahasan Perubahan Rapat 100 100 1Kesepakatan | 1 Kesepakatan - 100
2 2 2 KUA dan Perubahan TuQas»Dan KUA dan Perubahan Pembahasan Tengah‘ Persen Persen Bersama Bersama 1 Tahun 1Tahun 51.783.720 51.783.720 Alokas! Umum Pembahasan Persen 53.783.184
PPAS Fungsi DPRD Pandan, Anggaran
PPAS Anggaran
Pandan
Kab. Dana Transfer
Terlaksananya
Terlaksananya Tapanuli Umum- Dana Terlaksananya Rapat
Terlaksananya Rapat 100 100 1 Keputusan 1 Keputusan - 100
2 2 | 202 01 | Pembahasan APBD Tugas Dan e e P ahasan Tengah, Poreen Poreen Rapperda Repoa 1 Tahun 1 Tahun 145.901830 145.901830 Alokasi Umum Pembahasan Porsen 47.682.957
ungsi DPRD Pandan, Anggaran
Anggaran
Pandan
Kab. Dana Transfer
Terlaksananya )
Terlaksananya Terlaksananya Rapat Tapanuli Umum- Dana Terlaksananya Rapat
2 2 | 202 02 Ezm';:::f‘a" APBD Tugas Dan Pembahasaan APBD E;‘;at:ahasa" Tengah, F;rnsoe" F;rnsne" 1;:[’:”:{‘;:" 1 ::r“’”";::" 1 Tahun 1 Tahun 41133270 41133270 Alokasi Umum Pembahasan ;’i?sen 42.715.437
Fungsi DPRD Perubahan Pandan, P pe g g Anggaran
Anggaran s
andan
Kab. Dana Transfer
Pembahasan Terlaksananya ;z’::::;‘::ay: Rapat ;‘Z"z’:sa"a"ya Tapanuli 100 100 1 Keputusan 1 Keputusan Umum- Dana Terlaksananya Rapat 100
2 2 2,02 03 Pertanggungjawaban Tugas Dan ! P Tengah, P P! 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum Pembahasan 47.600.550
" Persen Persen Ranperda Ranperda 45.594.360 45.594.360 Persen
APBD Fungsi DPRD sy Posiss Pandan, Anggaran
99 Pandan
2 2 | 202 04 | Peningkatan Kapasitas DPRD 1.033.485.435 983.485.435 817.459.571
- Kab. Dana Transfer
Meningkatnya ' ; :
- Terlantiknya Anggota Meningkatnya Tapanuli 100 100 ) ) Umum- Dana Meningkatnya 100
o1 Orientasi DPRD ﬁ'gaa";g’:;D DPRD Baru Kapasitas DPRD Tengah, Persen Persen 1 Kali 1Kali 1 Tahun 1 Tahun 280000000 280000000 | Alokasi Umum Kapasitas DPRD Persen
Pandan,
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Dana Transfer

Meningkatnya Terlaksananya ! Tapanuii Umum- Dana '
¢ ' 100 100 , - Meningkatnya 100
02 | Pendalaman Tugas DPRD Diklat g Tengah, 1 Kali 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Alokasi Umum g 529.044.930
Toas boRD iy Kapasitas DPRD Tongan. Persen Persen 500.000.000 500000000 Kapasitas DPRD Persen
Pandan
ab. Dana Transfer
) Meningkatnya ) ) Tapanuli Umum- Dana ,
Penyediaan Kelompok Tersedianya Kelompok Meningkatnya 100 100 - Meningkatnya 100
2,04 03 | pakar dan Tim Ahli Kelancaran Pakar dan Tim Ahli Kapasitas DPRD Tengah, Persen Persen 10rg 10rg 1 Tahun 1 Tahun 30.000.000 30000000 | AlokasiUmum Kapasitas DPRD Persen 38.091.235
Tugas DPRD Pandan,
Pandan
ab. Dana Transfer
) ) Terlaksananya ) ) ) Tapanuli Umum- Dana ,
Penyediaan Tenaga Ahli | Tersedianya Tenaga Anli | Meningkatnya 100 100 - Meningkatnya 100
2,04 04 e Tugas dan Fungsi | {50 il N Tenge o o 7 Orang 7 Orang 1 Tahun 1 Tahun 210.000.000 160.000.000 | Alokasi Umum K D 0 en 222.198.870
Pandan
Kab. Dana Transfer
. Terlaksananya ) ) Tapanuli Umum- Dana ,
Publikasi dan | Tersedianya Meningkatnya 100 100 - Meningkatnya 100
2 05 | Dokumentasi Dewan Dugas dan Fungs! | - pokumentasi Dewan Kapasitas DPRD Fenga, Persen Persen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 13.485.435 13.485.435 Alokasi Umum Kapasitas DPRD Persen 28.124.536
Pandan
2,04 03 dan Aspirasi 702.704.925 772.704.925 1.270.670.693
Kab. Dana Transfer
) ) Terlaksananya Terlaksananya Terserapnya Tapanuli Umum- Dana -
2,04 01 g‘;’e“r‘;“ga" Kerja dalam Tugas Dan Kunjungan Kerja ke Aspirasi Tengah, P;r“soe N P;r“s“e N 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 120.000.000 Alokasi Umum Learssearf::ay«a Aspirast ;ifsen 529.044.930
Fungsi DPRD Kecamatan Masyarakat Pandan, Y
Pandan
Dana Transfer
Kab. Umum- Dana
| Terlaksananya Tapanuli Alokasi Umum Terlaksananya
02 | Pelaksanaan Reses Nenngkattye Denaksananya Reses Pembangunan Tengah, e o 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 652.704.925 652.704.925 Pembangunan Untuk 0 741625.763
L Untuk Masyarakat Pandan, Masyarakat
Pandan
2,05 01 | Fasilitasi Tugas DPRD 2.750.000.000 5.050.000.000 6.359.984.433
Dana Transfer
ok Moninokat Kab. Umum- Dana
Koordinasi dan Konsultasi T erlaksananya leningkatnya Tapanuli 100 100 Alokasi Umum Meningkatnya 100
21 Pelaksanaan Tugas Tugas Dan s o | Beionearan Tengah, 0 0 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2750.000000 5050.000.000 Kelancaran 0 6.359.984.433
DPRD Fungsi DPRD ] ° Pandan, Pelaksanaan Tugas
Kunjungan Kerja DPRD Tugas
Pandan
Pandan, Juli 2025
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BAB Vv
PENUTUP

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
~ Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD Kabupaten Tepanuli Tengah selanjutnya menjadi dasar perumusan
Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan
Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan
serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah
dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan |.
Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat
diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika
belum tercapai.

Demikian Perubahan Renja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk

kegiatan selanjutnya.

Pandan, ) Mei 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN

- M SSTAPANULI TENGAH
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